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MENTER! NEGARA 

PENDAYAAN APARATUR NEGARA 


REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN MENTER! NEGARA 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 


NOMOR: 16/KEP/M.PAN/3/2001 

TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 


DAN ANGKA KREDITNYA 


MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, 


Menimbang a. 	 Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 
sumber daya manusia pada aparatur negara yang 
bertugas melakukan kegiatan pekerjaan perencanaan 
pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang 
ditugaskan secara penuh sebagai perencana; 

b. 	 Bahwa untuk menjamin pembinaan karier, 
kepangkatan/jabatan serta profesi di bidang 
perencanaan pembangunan, dipandang perlu 
ditetapkan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka 
Kreditnya. 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. 	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997; 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 
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5. 	 Per.lturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tent,mg 
Wewenang Pengangkat'm, Pemindahan dan Pemberhemian 

. Negeri Sipilj 

6. 	 Peraturan Pemerintah NomoI' 99 Tahun 2000 tem<lng 
Kenaikan Pangk,H Pegawai Negeri Sipilj 

7. 	 Per,lturan Pemerimah Nomor 101 Tahun 2000 tcm.mg 
Pendidikm dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil; 

8. 	 Keputllsan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
1999 lem.mg Rumpun Jabat.m Fungsional Pegawai Ncgeri 
Sipil; 

9. 	 Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 lentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tala Kerja Menteri Negara; 

10. 	KeputusanPresiden Rcpublik Indonesia Nomor 166 Tahun 
2000 tentang Kedudukan, T ugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi, dan T ata Kerja Lembaga Pemerintah 
Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000. 

Memperhatikan 1. Usul KepaIa Bappenas dengan suratnya Nomor 667S/Kai 
12/2000 tanggaI 11 Desember 2000; 

2. 	 Pertimbangan KepaIa Badan Kepegawaian Negara dengan 
suratnya Nomor K.26-30IV.2-14/18 tanggaI 26Januari 2001. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYA­
GUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG 
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN 
ANGKA KREDITNYA. 

BABI 


KETENTUAN UMUM 


Pasalt 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 

1. 	 Perencana, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak secara penuh oleh pejabat yang untuk melaksanakan kegiatan 
perencanaan pacia unit perencanaan tertentu. 

Peraturan-peraturan Jaba/an Fungsional Perencana 

2. 	 Pereneanaan, adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejurnlah 
pilihan mengenai sasaran dan eara-eara yang akan dilaksanakan di masa depan 
guna meneapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas 
perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan seeara sistematis dan 

berkesinambungan. 

3. 	 Reneana, adalah produk kegiatan pereneanaan berupa reneana kebijaksanaan, 
reneana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah. 

4. 	 Kegiatan pereneanaan, adalah suatu proses yang dilakukan seeara teratur, 
sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode at au pun teknik tertentu yang 
menghasilkan rencana kebijaksanaan, reneanan program dan rencana proyek 
serta pemantauan dan penilaian at as perkembangan hasil pelaksanaan. 

S. 	 Angka kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas 
prestasi yang telah dieapai oleh seorang pereneana dalam mengerjakan butir 
kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan 
kenaikan pangkat dalamJabatan Fungsional Pereneana. 

6. 	 Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pereneana, adalah Badan Pereneanaan 
Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Bappenas. 

7. 	 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, J aksa Agung, Sekretaris 
Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretans Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris 
Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah 
Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi 
Negara. 

8. 	 Pejabat Pembina Daerah Propinsi adalah Gubernur. 

9. 	 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupatil 
Walikota. 

BABII 

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK 

Pasal2 

Fungsional Perencana yang selanjutnya disebutPerencana, termasuk dalam 
rumpun Manajemen. 

Pasal3 

Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional 
perencanaan dilingkungan instansi pemerintah. . 

(2) 	 Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan karier yang 
hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai 
Negeri Sipi!. . 
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Pasal4 
Tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan 
kegiatan perencanaan. 

BAB III 


UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 


Pasa15 
Unsur dan sub unsur kegiatan Perencana terdiri atas : 

a. 	 Pendidikan, meliputi : 

1. 	 Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelarlijasah; 

2. 	 Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang perencanaan 
dan mendapat sertifikat dan/atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 
Pelatihan (STTPL). 

b. 	 Kegiatan perencanaan meliputi : 

1. 	 Identifikasi Permasalahan; 

2. 	 Permusan Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan; 

3. 	 Pengkajian Alternatif; 

4. 	 Penentuan Alternatif dan Rencana Pelaksanaan; 

5. 	 Pengendalian Pelaksanaan; 

6. 	 Penilaian Hasil Pelaksanaan. 

c. 	 Pengembangan profesi meliputi : 

1. 	 Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaanj 

2. 	 Menterjemahkan/menyadur buku di bidang perencanaan; 

3. 	 Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidangperencanaan; 

4. 	 Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedomanl 
modul di bidang perencanaan; 

5. 	 Melakukan studi banding di bidang perencanaan; 

6. 	 Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanan. 

d. 	 Penunjang kegiatan perencanaan meliputi 

1. 	 Mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang perencanaanj 

2. 	 Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan; 

3. 	 Menjadi pengurus organisasi profesi; 

4. 	 Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan intel'l1asional; 

5. 	 Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana; 

6. 	 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnyaj 

7. 	 Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan. 

Peraturan·peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

BABIV 

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT 


Pasa16 
(1) 	 Jenjang J abatan Perencana terdiri atas : 

a. 	 Perencana Pertama; 
b. 	 Perencana Muda; 
c. 	 Perencana Madya; 
d. 	 Perencana Utama. 

(2) 	 Pangkat dan golongan ruang jenjangJabatan Perencana sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) adalah: 
a. 	 Perencana Pertama, terdiri atas : 

1. 	 Penata Muda, golongan ruang IIIIa; dan 

2. 	 Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. 

b. 	 Perencana Muda, terdiri atas : 

1. 	 Penata, golongan ruang III! c; dan 

2. 	 Penata Tingkat I, golongan ruang IIIId. 

c. 	 Perencana Madya, terdiri atas : 

1. 	 Pembina, golongan ruang IV I a; 

2. 	 Pembina Tingkat I, golongan ruang IV Ib; dan 

3. 	 Pembina Utama Muda, golongan ruang IV I c. 

d. 	 Perencana Utama, terdiri atas : 

1. 	 Pembina Utama Madya, golongan ruang IV I d; dan 

2. 	 Pembina Utama, golongan ruang IV Ie. 

BABV 

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINlLAI 


DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT 


Pasal7 

Rincian kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Perencana adalah sebagai 
berikut: 
a. Perencana Pertama : 

1. 	 Mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data 
sekunder; 

2. 	 Melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka 
identifikasi permasalahan; 

3. 	 Melakukan kodifikasi data dalam rangka pengolahan data dan 
informasi; 
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4. Memasukkan data dan informasi dalam pngka pengolahan data 
dan informasi; 

5. Melakukan tabulasi data dan informas! dalam rangka pengolahan 
data dan informasi; 

6. Mengolah data dalam rangka pengolahan data dan informasi; 
7. Membuat diagram dan tabel dalam rangka penyajian data dan 

informasi; 

8. Menyajikan latar belakang masalah dalam rangka penyajian data 
dan informasi; 

9. Menentukan jenis permasalahan dalam rangka perumusan 
permasalahan; 

10. 	 Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif dalam rangka 
pengkajian alternatif; 

11. Menulis saran dalam rangka penentuan kriteria untuk menilai 
alternatif; 

12. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara obyektif 
dalam rangka pengendalian pelaksanaan; 

13. Mengefektifkan pelaksanaan dalam rangb pengumpulan, 
penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian 
hasil pelaksanaan; 

14. Mengefektifkan tujuan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan 
penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan; 

15. Melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menilai 
dampak kemasyarakat-an/lingkungan; 

b. Perencana Muda, yairu : 
1. 	 Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka pengumpulan 

data dan informasi; 
2. 	 Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan data dan 

informasi; 
3. 	 Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan data dan 

informasi; 
4. 	 Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka penyajian 

data dan informasi; 
5. 	 Menganalisis hasil·hasil pembangunan dalam rangka anausis data 

dan informasi; 
6. 	 Mengevaluasi data yang sudah ada daiam rangka analisis data dan 

informasi; 
7. 	 Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam rangb analisis 

data dan informasi; 

Peraluran-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

8. 	 Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka perumusan 
permasalahan; 

9. 	 Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam rangka 
perumusan permasalahan; 

10. 	 Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka 
teoritis dalam rangka penyusunan model hubungan kausall 
fungsional; 

11. 	 Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan model 
hubungan kausallfungsional; 

12. 	 Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang kompeten dalam 
rangka penyusunan model hubungan kausallfungsional; 

13. 	 Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai dalam rangka 
pengujian model; . 

14. 	 Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam 
perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek; 

15. 	 Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam 
perencanaan kebijaksanaan strategis regional; 

16. 	 Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam 
perencanaan program strategis regional; 

17. 	 Merumuskan tujuan-tujuan realist is yang dapat dicapai dalam 
perencanaan proyek sektor tunggal; 

18. 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka 
pendek; 

19. 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional; 

20. 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan dalam perencanaan program strategis regional; 

21. 	 Mengkaji aIrernatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal; 

22. 	 Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang 
diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka 
pendek; 

23. 	 Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang 
diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional; 

24. 	 Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang • 
diperlukan dalam perencanaan program strategis regional; 

25. 	 Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang 
diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal; 

26. 	 Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka penentuan 
alternatif dan rencana pelaksanaan; 

27. 	 Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan dalam 
rangka pengendalian pelaksanaan; 
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28. 	 Menyusun disain awal efektifitas pelaksanaan dalam rangka 
penilaian hasil pelaksanaan; 

29. Menvusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka penilaian 

30. 

31. 	 Menganalisis d~n menyajibn data dan informasi untuk 

pelaksanaan efektifitas pelaksanaan; 


32. 	 Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk 

hasil pelaksanaan efektifitas tujuan; 


33. 	 Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian 
hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan; 

34. 	 Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam 
perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek; 

35. 	 Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam 
perencanaan kebijaksanaan regional; 

36. 	 Mcnulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dabm 
perencanaan program strategis 

37. 	 Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam 
perencanaan proyek sehor tunggal; 

c. Perencana Madya : 

1. 	 Menyusun landasan kerangka tcoritis dan model dalam rangka 
penyusunan model hubungan kausallfungsional; 

2. 	 Menyusun asumsi/hipotcsis model dalam rangka penyusunan 
model hubungan kausal/fungsional; 

3. 	 Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan 
alternatif kebijaksanaan; 

4. 	 Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam 
perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah; 

5. 	 Merumuskan tuiuan-tuiuan realistis van~ dapat dicapai dalam 
perencanaan kebl]aksanaan strategis 

6. 	 Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam 
perencanaan program strategis jangka menengah; 

7. 	 Merumuskan tujuan-tujuall rcalistis yang dapat dicapai dalam 
perencanaan program strategis sektoral; 

8. 	 Merumuskan tUJuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam 
perencanaan proyek multi sektoral; 

Peraturan-peraturan Jabatan FungSional Perencana 

9. 	 Mengkaji altcrnatif-,llternatii Dcrdasarkan krit.:ria y,mg tclah 
ditentukan dalam pacncma,1n kcbijaksan,un jangka 
menengah; 

10. 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarbn kritcria yang telah 
dilentukan dalam perencanaan kebijaksanaan 

11. 	 Mcngkaji alternatif-alternatif berdasarkan kritena yang telah 
ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah; 

12. 	 Mengkajl altern,uif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral; 

13. 	 Mengkaji alternatif-aIternatif berdasarkan kriteria yang tehh 
ditentukan dalam perencanaan proyek multi sector; 

14. 	 Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dalam 
rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan; 

15. 	 Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang 
diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka 
menengah; 

16. 	 Menyusun perkiraan dan menentukan anggaranlpembiayaan yang 
diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral; 

17. 	 Menyusun perkiraan dan menentukan anggaranlpembiayaan yang 
diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah; 

18. 	 Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang 
diperlukan dalam perencanaan program strategis sektaral; 

19_ Menyusun perkiraan dan menentukan anggaranlpembiayaan ya~g 
diperlukan dalam perencanaan proyek multi sector; 

20. 	 Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pdaksanaan; 

21. 	 Memantaulmemonitor kegiatan pelaksanaanlperkembangan dalam 
rangka pengendalian pelaksanaan 

22. 	 Menyusun disain akhir efektifitas pelaksariaan; 
23. 	 Menyusun disain akhir efektifitas tujuan; 

24. 	 Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/lingkungan; 
25. 	 Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan; 
26. 	 Mcnulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam 

perencanaan kebijkasanaan strategis jangka mcnengah; 
27. 	 Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam 

perencanaan kebijkasanaan sektoral; 

28. 	 Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam 
perencanaan program jangka menengah; 

29. 	 Menulis saran mengenai tindak bnjut yang diperlukan dalam 
perencanaan program sektoral; 

30. 	 Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam 
perencanaan proyek multi sektor. 
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d. Pereneana Utama : 

1. 	 Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan 
dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan. 

2. 	 Merumuskan tujuan-tujuan realist is yang dapat dicapai perencanaan 
kebijaksanaan strategis jangka panjang. 

3. 	 Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dieapai pereneanaan 
kebijaksanaan strategis makro. 

4. 	 Merumuskan tujuan-tujuan realist is yang clapat dieapai pereneanaan 
program jangka panjang. 

5. 	 Merumuskan tujuan-tujuan realist is yang dapat dieapai percneanaan 
program strategis makro. 

6. 	 Merumuskan tujuan-tujuan realist is yang dapat dieapai perencanaan 
proyek kawasan. 

7. 	 Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses pengambilan 
keputusan dalam rangka pengkajian alternatif. 

8. 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang tdah 
ditentukan dalam pereneanaan kebijaksanaan strategis jangka 
panpng. 

9. 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang tdah 
direntukan dalam pereneanaan kebijaksanaan strategis makro. 

10. 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang. 

11. 	 Mengkaji aiternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang tdah 
ditentukan dalam perencanaan program strategis makro. 

12. 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang tdah 
·jitentukan dalam pereneanaan proyek kawasan. 

13. 	 pengambilan keputusan dalam rangka penentuan 
.:..lternatlf dan reneana kebijaksanaan. 

14. 	 :vIenyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan y;:mg 
diperlukan dalam perencana.1n kebijaksanaan strategis jangka 
panJang. 

15. 	 ::Vfenyu5un peri;.iraan Can pell\;,mu.1ll.inggaran/pembiayaan nn;; 
diperlukan dalam pereneanaan kebijaksanaan strategis makro. 

;6. Mcnyu~un perkiraan dan ?enmman anggaran/pembiapan yan):, 
diperlukan dalam perencanaan progr.:lm strategis jangka panjallg. 

ll. 	 Menyusun pcrkiraan dan pcr;('atuan anggaran/pembiayaall yang 
diperlukan dalam perencanaan program strategis makro. 

18. 	 Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang 
diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan. 

19. 	 Merumuskan adn menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan 
dalam r.mgka peugendalian pelaksanaan. 

'::0. 	 Menulis sar.lll tind .•k laniut yang diperlukan dalam 
kebijak>anaan strategi$ jangka 

Pcratvran·peracuran Jabatan FungSionaf Perencana 

21. 	 Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam 
kebijaksanaan strategis makro. 

22. 	 Menulis saran mengenai tindak lanjm yang diperlukan (Lthm 
perencanaan program strategls 

13. 	 Menulis ~aran mengenai tindak Ian jut yam: diucrl\1Lll! ,.Lhrn 
perencanaan program strategis makro. 

14. 	 Menulis saran mengenai tindak hnjut yang diperlukan dabm 
perencanaan proyek kawasan. 

(2) 	 Perencana Pertama sampai dengan Perencana Utama yang melaksanakan 
pengembangan profesidan penunjangkegiatan perencanaan diberikan 

angka kredit sebagaimana terse but dalam Lampiran I Keputusan ini. 

Pasal 8 

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perencana yang sesuai dengan jenjang 
jabatannya untuk mdaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal7 ayat 
(1), maka Perencana yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang 
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan seeara tertulis 
dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan. 

Pasal9 

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ditetapkan sebagai berikut : 

(1) 	 Perencana yang melaksanakan tugas perencanaan di atas jenjang jabatannya. 
angka kredit yang diperoleh ditetapkan 80 'Yo (ddapan puluh persen) dari 
angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan. sebagaimana terse but dalam 
Lampiran I Keputusan ini. 

Perencana yang melaksanakan tugas perencanaan di bawah jenjang jabatannya. 
angka kredit yang diperoleh ditetapkan sarna dengan angka kredit setiap butir 
kegiatan yang dilakukan, sebagaimana terse but dalam Lampiran I Keputusan ini. 

PasallO 

Unsur kegiatan yang diniIai dalam memberikan angka kredit. terdiri dari 

a. 	 U nsur U tama ; 
b. 	 Unsur Penunjang. 

(2) 	 Unsur utama. terdiri dari: 

a. 	 Pendidikan; 

b. 	 Kegiatan perencanaan; 

c. Pengembangan profesi. 

Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukt;.ng pelaksanaan tugas 

Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d. 
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(4) 	 Rinci~n kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana 
,br l(S,,·l dab-a "yat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I 
':'/'p\IIusan ini 

Pasall1 

(1) 	 Jumlah angka kredir kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap 
Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dan kenaikan pangkatljabatan 
Perencana adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan 
dengan ketentuan: 

a. 	 Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal 
dari unsur utama; dan 

b. 	 Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari 
unsur penunjang. 

(2) 	 Perencana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit minimal yang 
ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan 
angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan 
berikutnya. 

(3) 	 Perencana yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan 
pada tahun pertama dalam pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun 
berikumya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur utama 
sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jurnlah angka kredit untuk 
kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan 
perencanaan. 

(4) 	 Untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana 
Madya pangkat Pembina Golongan IV I a sampai dengan Perencana Utama 
pangkat Pembina Utama golongan ruang IV I e, diwajibkan mengumpulkan 
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur 
pengembangan profesi. 

(5) 	 Perencana Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IVI e setiap tahun 
diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka 
kreddit dari kegiatan unsur utama. 

Pasal12 

(1) 	 Perencana yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di 
bidang perencanaan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: 

a. 	 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama; 

b. 	 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu. 

(2) 	 Jurnlah penuJis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. 

Peraluran-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 
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BAB VI 

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal13 

Penilaian terhadap prestasi kerja Perencana oleh Tim Penilai dilakukan setelah 
menu rut perhitungan sementara pejabat yang bersangkutan telah memenuhi 
jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkatliabatan 

setingkat lebih tinggi. 

Penetapan angka kredit Perencana oleh Tim Penilai dilakukan sekurang­
(2) 
kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum 

kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal14 
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Perencana adalah sebagai (1) 

berikut: 

a. 	 Kepala Bappenas atau Pejabat lain yang ditunjuk, bagi Perencana Utama 

di lingkungan Bappenas dan instansi lainnya baik Pusat maupun Daerah. 

b. 	 Sekretaris Urama Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Perencana 
Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas. 

c. 	 Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang 
ditunjuk bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di 

lingkungan instansi masing-masing. 

Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam (2) 

ayat (1), dibantu oleh : 

a. 	 Tim Penilai Jabatan Perencana Pusat bagi Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional yang selanjurnya dalam keputusan ini disebut 

Tim Penilai Pusat; 
b. 	 TimPenilaiJabatan Perencana Bappenas bagi Sekretaris UtamaBappenas 

yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Bappenas; 

c. 	 Tim Penilai J abatan Perencana Instansi bagi Pejabac Pembina Kepegawaian 
Pusat yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Instansi; 

d. 	 Tim Penilai J abatan Perencana Propinsi bagi Pejabat Pembina 
'Kepegawaian Daerah Propinsi, yang selanjumya dalam keputusan ini 

disebut Tim Penilai Propinsi; 
e. 	 Tim Penilai J abatan Perencana Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pembina 

Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dalam 
keputusan ini disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota. 

:~ ' n ___ ....._____ •. ___ 1-'--"'- r_. ___ rt_ -- ­
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kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui 

(1'-J 

Pasal15 

Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, 
Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, terdiri dari Pega\vai 
Ncgeri Sipil dengan susunan sebagai berikut: 

a. Seorang Ketua merangkap anggOl,,; 

(2) 

tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. 
Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim 
Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota yang 
ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat 
(1), dapat mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggo Tim

ta 

b. Seorang Wakil Ketua merangkl.p anggOla; Penilai Pengganti. 
c. Seorang Sekretaris merangkap anggOla; 

d Sckurang·k1.lrangnya 4 (empat) ot<lng anggOla. Pasal17 

(2) Pembentukan dan 5usunall anggota Tim Peniiai Pusat, Tim Penilai Bappenas. Tata kerja dan tata carll. penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim 
Tim Penilai Instansi, T;m Ptnilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupat,;n! Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupat;en/Kota ditetapkan 
Kota, ditetapkan oleh : oleh Kepala Bappenas. 

,I. Kepal.! Badan Pere:,can,m Pembangunan Nasional untuk Tim PeniLI! 
Pusat; Pasal18 

b. 
c. 

Sekretaris Dtama Bappenas untuk Tim Penilai Bappenas; 

Pejabat Pembina Kepegawaian Pus at untuk Tim Penilai Instansi; 
Usul penetapan angka kredit diajukan oleh : 
a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Sekretaris Utama Bappenas, Pejabat 

d. Gi_lbernur untuk Tim Penilai Propinsi. Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, Pejabat Pembina Kepegawaian 

(3) 

e. BupatilWalikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota 

Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, 

Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk, kepada Kepala Bappenas 
sepanjang mengenai angka kredit Perencana Utama sampai dengan Perencana 

Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Perencana dan 
pejabat hin yang benugas di bidang perencanaan pembangunan, dengan 
kriteria atau ketentuan: 

b. 
Utama;
Pejabat Eselon n yang menangani kepegawaian Bappenas kepada Sekretaris 
Utama Bappenas bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya 

a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sarna dengan jabatan/pangkat 
Perencana yang dinilai; 

b. Memiliki keahlian atau kemampuan di bidang Perencanaan, dan; 

c. Dapat aktif melakukan penilai<:n. 

11asa )abatan Tim Penilai Pusat, Tim PeniLu Bappenas, Tim Penilai Instansi, 
Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupatenl Kota adalah 3 (tiga) tahun. 

c. 

d. 

di lingkungan Bappenas; 
Masing-masing pimpinan yang membawahi unit perencanaan (eseolon II) 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pusat, atau Pejabat lain yang ditunjuk, 
sepanjang mengenai angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana 

Madya di lingkungan instansi masing-masing; 
Ketua Bappeda Propinsi atau Ketua Bappeda Kabupaten/Kota kepada 
Gubernur, Bupatil Walikota sepanjang mengenai angka kredit Perencana 

Berdasarkan ahsan yang s<lh, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksl1d Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Pemerintah Daerah 
dalam ayat (2) dapat memberhentikan dan mcngganti anggota Tim Penilai 
sebelum masa jabatannnya berakhir. 

. . 
masmg-masmg. 

(6) Apabila Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupatenl Pasal19 
Kota belum clapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai rang 
ditentukan, maka penilaian prestasi kerja perencana dilaksanakan oleh Tim Penilai 
Pusat. 

(1) 
Angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam • 
Pasal14 ayat (1), digunakan sebagai bman untuk mempertimbangkan kenaikan 
pangkat/jabatan Perencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

(1) 

Pasal 16 

Pegawai Negeri Sipil yang tdah menjadi Anggota Tim Penilai Pusat, Tim (2) 

yang berlaku. 
Terhadap keputusan Pejab·at yang berwenang menet;apkan angka kredit 
sebagaimana tersebut dalam pasal14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan 

Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penibi 
Kabupaten/Kota dahm 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat 

oleh pere~cana yang bersangkutan. 

17 
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BAB VII 

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN 


MEMBERHENTlKAN DALAM DAN DARIJABATAN 


Pasa120 

Pengangkaran, pernindahan, dan pemberhemian Pegawai Negeri Sipil da/am dan 
dari jabatan Perencana. ditetapkm dengan keputusan Pejabat yang berwenang sesu'li 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT 


Pasa121
(1) 

Pegawai Negeri SipiI yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah 
meIaksanakan rugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan pejabat 
yang berwenang. dapat diangk at dalam jabatan Perencana dengan ketentuan: 

Angka kredit kumulatifjabatan Perencana sebagaimana dirnaksud dalam ayat 

a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (51); 

b. Pangkar serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang 111/a; 

(2) 

c. 5etiap unsur penilaian prestasi kerja. sekurang-kurangnya bernilai baik 
dalarn 1 (satu) tahun terakhir; 

(1), adalah sebagaimana terse but dalam Lampiran Ill. 

BABIX 

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN 

Pasa122 

(1) 	 Umuk dapat diangkar dalarn jabatan Perencana, Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan harus memenuhi angka kredit kumularif minimal yang 
ditemukan. 

(2) 	 Di samping harus memenuhi ketentuan dimaksud dalam ayar (I), 
pengangkatan perencana didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan 
oleh Memeri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Pasal23 

(1) 	 Pegawai Negeri SipiI yang diangkat untuk pertama kali dalam jabaran 
Perencana, harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

<l. 	 Berijaz.ah screndah-re113.1hnya S.lrj.\na (51) dcn;c.,m kUJkibsi p~ndidibn 
yang ditentukan unt!.!k j"bcnan Percncan..!; 

b. 	 Pangkat screndah-rend.lhnya P~n.\\.l Mud.l ~()loagi111 flJang IIIh; 
Co 	 Tebh mengikuti dan lulu, pendidik,m dan pd.nihaJ1 111n,:sion.\l di bidang 

perencanaan; dan 
d. 	 Setiap unsur penilai-an prestasi kerp sekurang-kurangnya bernilai baik 

dalam 1 (satu) tahun terakhir. 
(1) 	 Untuk menentukan jabatan Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(I). digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, kegiatan 
perencanaan, pengembangan profesi, dan penuniang tugas Perencma setelah 
diterapkan oleh pejabat yang berwenang menerapkan angka krcdit. 

Pasal24 

(1) 	 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kc dalam jabatan 
Perencana dapat dipenimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. 	 Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal22 dan Pasal23 ayat (1); 
b. 	 Mernilikipengalarnan dalamkegjatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun; 
c. 	 Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun 

dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan 
d. 	 Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik 

dalam 1 (satu) tahun terakhir. 
(-),' Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipi! sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), adalah sarna dengan pangkat yang terakhir dimilikinya, dan 
jenjangjabatan Perencana ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabar yang 
berwenang menetapkan angka kredit. 

BABX 


PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI 


DAN PEMBERHENTIAN DAR! JABATAN 


Pasal25 

Perencana dibebaskan sernentara dari jabatannya, apabila: 

a. 	 Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir 
ridak dapat rnengumpulkan angka kredit yang diten.tukan umuk kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi bagi perencana Perrama, pangkat Penata Muda, 
golongan ruang III/a sampai dengan Perencana Utama, rpangkat Pembina 
Utama Madya, golongan ruang IV I d; 

b. 	 Dalam jangka wahu 1 (sam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir 
tidak dapat rnengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 
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lima) yang berasal dari unsur utama bagi Perencana Utama pangkat Pembina 
Utama, golongan ruang IVI e; 

c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan perencana; 

d. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) 

e. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman 
disiplin sedang atau berat; 

f. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau 

g. Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan 
seterusnya. 

Pasa126 

(1) 	 Perencana yang telah selesai menjalani pembebasan sernentara sebagaimana 
dimaksud dalarn pasal 25, dapat diangkat kemba!i pada jabatan semu!a. 

(2) 	 Perencana yang telah diangkat kembali dalam jabatan semu!a sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang 
dimiliki dan dari prestasi baru di bidang perencanaan yang dipero!eh selama 
tidak menduduki jabatan perencana setelah ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit. 

Pasal27 

Perencana diberhentikan dari jabatannya, apabila: 

a. 	 Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dibebaskan sementara dari jabatannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal25 huruf a tidak dapat mengumpulkan angka 
kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, atau 

b. 	 Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit yang ditentukan, atau 

c. 	 Dijatuhi hukuman disip!in Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman 
disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman 
disiplin berat berupa penurunan pangkat. 

BABXI 

PERPINDAHAN JABATAN 

Pasa! 28 


Untuk kepentingan dinas dan at au menambah pengetahuan, pengalaman, dan 

pengembangan karier, Perencana dapat dipindahkan ke jJ.batan struktural atau 


iungsion<l!lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. 


Poraturan pera!uran .)ilbalan Fungsional Pcm:rJcana 

BAB XII 


PENUTUP 


Pasal29 
Bappena,; dan Petunjuk Pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjm oleh 

Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Pasal30 

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak SeSl.lal bgi dengan 
ketentuan dalam keputusan ini dapat diadakan peninjauan kembali. 

Pasal31 

Keputusan ini mulai berlaku pJ.da tanggal 

Ditetapkan di Jakana, 

Pacia tanggal: 19 Maret 2:): 1 

MENTERI:!'EGARA 


PE:r-...1DAYAGUNAAN' APAR:'\.TUR NEGARA 

PELAKS:\NA TUGAS, 


MARSILLAM SIMANJUNTAK 
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~~_!.~_Iangka pendek " i12. Merumus)(an luj,uan.fuj!Jan realistis yang dapat dicapai da13m perencanaan kebljaksana~ 

strotogis rnakra 

'3 
Merumuskan tujuao..tu)Uiln ,eallsUs yang dapat du-..apai dalarn perencanaan Kebti3ks.ana~ 
an 5trat~is s~Ofal 

\,4 Merumuskan tujuan.tujuan r.eallstis yang dapat dlcapai dalam pereneanaan keblJaksana· 

an strategis regional 
f5--MenJm~~n tujuan-tuluan realistis yang dapat dltClpal dalam perencanaan program 

strat!91S lan9ka ~anlana -
!16 Merumuskan lUjUan,1Uluan reaustis yang dapat d1capai dalam perencanaan program 

f_"_~ra~~is j"angka meoensah " 
17 Merumuskan ~uan·lujuan reallstls yang dapa! dicapai dalam perencanaan program 

S\ral~. makra 
18 Mcrumus'kan tujuanwtujuan reallstls yang <tapa! dicapai dalam perencanaan program 

str.legis seldo",' 
19. Merumuskan tujuan--1Ujuan reafislis yang dapat dicapaj dalam perencanaan program 

stra1eais f!<lional 

20 Merumuskan tujuan..(ujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencaaan proyek 

sektor tUnQQat 

21. Merumuskan tUluan-tuluan reaUs-tis yang dapat dicapai dalam pereocanaan proyek 

mutti selrtoral 

22 Merumuskan tujuan.tuJuan ee-allstis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyel< 

kawasan 

1 

----::= 

CItTllNi AHGICA PEl.Al(SANIt 

IIA!II. KREllIT 

6 I 111\ 

lapor'an 03 Perencana M'!.~~. 
Laporan 02 Perern:ana Muda 

Laporan 0' Pefencana Mwja 

l.po<an 02 Perencan~ Mad,,; -
Laporan Q.2 Perencana Mud~_ I 

1..aporan 03 Pe-rencana Utama 

Laporan 02 Perencana Mud" 

1..aporan 02 Per{!ncana Mady';" 

Laporan 04 Perenc.ana Ul"ma 

Laporan 02 Pereocana N!iidY;-' 

Laporan 02 PetencanJ Mt";(i.,-

Laporan OJ Perencana Ulam3 

Laporan 0.2 Petencana M~dva 

laporan 0.2 Perencana Mud:l 

L3pOran 03 Pereneana l)ljlml'l: 

laporan 04 Perencana M"a~ 

Laporan 03 PerenC\)M U!itma 

~.-.-

Laporan 03 Petencana M3dy~ 

--"._ ..... "" 

tapatan 02 Pet(IDGaM Mud.. 

Laporan 02 Perencana Muda· 

I Laporan 03 Perencana-MadYa­ : 

1 Ilaporan 04 Peren,;,,)ni3-1:"Ji.' ~;3" 

http:MlKEPJM.PA


Lanjutan Lampiran I 

" 
UHSUR SUBU_ 

ell 3 

C. PengkaJlan Altematlf 

' ... ' ': <.':.; ... ', :-:-,'"' ....,: '.'. 

ISA~ANI ~IKA.. I\IJTIR KEGlATAH.· PEI.AKSAHA 

·4 

1 Merumuskan kritena unluk menna! aUernatif 0.' Perencana Pe:r'1ama ! 

Menulis saTan untuk menllai alternalir 
Meltentukan kfiteria untuk menilai akernati' melatul proses pengambilan keputusan 
Mengkaji alterna!i1-a!lernatif berdasarkan kriteria yang lelah ditentukan dalam perenc2I­
Mart kebl'aksanaan strate is 'angka panjang 

kriteria vang tetah diten,tul!:an dalam perenca· 
naan keb a\(sanaan slf3tegis -angka menengah 

6 Mengkaji alternatir~alternalif berdasarkan knteria yang telah ditenlukan dalam perenca~ 
n.an kebijaksanaall st,ategi. langka pendek 

7 Mengkaji alternallf.allernatd berdasarkan kritena yang telah dltentukan dalam perenca· 
naan kE!:Ptiaksanaan stlateais makto 

8 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan knteria yang lelah ditentukan dalam perenca· 
Man kebfaksanaan slfaleois seldoraJ 

9 Mengkaji alternatif~allernatif berdasarkan ktiteria yang letah ditenlukan dalam perenca~ 
naan kebl a1<sanaan siralegis regional 

10. MengkaJI alternali1·altematif berdasarkan kritefi3 yang telah dite:ntukan dalam perenca­
naan prOQram strate~,lIs .angka~@:1'\9 

,11 Mengkaji altematir·allernalif berdasarkan kriterla yang 1elah diternukan dalam perenca­
oaan program stra!e!}l$- 'angka menengah 

12 Mengkajl alternatlf-alternatit berdasa,kan knterJa yang telah ditentukan dalam perenca­
anaanpt'"c:tgram strategis makro 

13. Mengkaji alternatif-alternabf berdasarkan kIilena yang telah ditentukan dalam perenca· 
naan n10gram stralegis sektoral 

14. Mengkaji a!ternalit-alternaUf berdasaJkan kriteria yang teJah dr(t'!ntukafl dalam perenca­
naan program strate.gis tegional 

15. Mengkaji a!ternatif·anemati, berdasarkan kntena yang telah ditenlu1<an dalam perenca· 
nOlan proyek sektor bJl'lQaal 

16. M&ngkaji alternatif·alternatif berdasarkan knteria yang telah ditentukan dalam pe,enca­
naan prove\( multi ~or 

'17, MengQji a!ternalif·aiternatif berdasaOOin ktrtena yang le1an d'itentukan dalam perenca­
naan proyek kawasan 

I Lapo,a" 0.1 
Laporan 0.2 
laporan 0.3 

laporan 0.2 

Laporan 0.3 

I Lapo,all 0.' 

Laperan 0.2 

Laparan 02 

Lapara" 0.2 

laporan Ot 

Laporan 03 

Laporan O.? 

Laporan 0.2 

Laporan 0.1 

I Laporan 0.2 

Laporan 0.3 

Pereneana Pertama 
Perencana Utama 
Perencana Utama 

Perencana Madya 

Perencana Muda 

Perencana Ulama 

?erencana Madya 

Perencana Muda 

Perencana utama 

Perencana Madya 

Perencana Ulama 

Peft!ncana Madya 

Perencana Muda 

Perencana Muda 

Perencan<.t Madya 

Pereh(;ana Utama 

, 
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SUIIUNSUR 

D. Penentuan Alternahf dan 
Rencana 

Pf?'ngennahan P;;>laksana;m 

'. M~l"1ul!s saran altematif dan saran rencana .pelaksanaan 
Perencana Madya 
PerencaM~ma-
Petencana lllama 2 Mem rose~_pengambilan keDutIJSan . 

3, Menyusun perklraan dan penentuan anggaranfpemb1ayaan yang dlper1ukan daram 

erencanaan ~bijaksanaan strateglS langka pan}~. dl rlukan dalam 
Menyusun pet~uraan dan penentuan anggafanlpernblayaan yang pe 

_--+-~.+==;-;:;_~~ i
Perenr::al'ld MadY<i 

05 

05 

erencanaan kebi"aksanaan strat IS' n ka menen ah laporan 04 

I.aporan OJ 

Lapofan 02 

Laporall 03 

03 

M~nYU5un perknan dan penentuan anggaI3ntpembiayan yang diperil..lkan dalam 

perencanaa~ k:ebijaksaMan str~~e"lg!!,is~i~·n~g~ka~p~e~nd~'~k==;;:;;;;;-;;:;;;;;;.;;;;mtiii11i ppee',••nn~c-~.;;n';.'MJt~.md·Y~•.·l;l,6 .Menyusun perklraan dan penentuan anggaranfpembJayaan yang diperlukan dalam .__ __~ 
I perencanaa~.!bi-aksanaan stral is makro. . I 

~7----"- Menyusun perkrraan dan penentuan anggaranJpemblayaan yang dlperluk"n dalam _____.___1 

I perencanaan kebijaksa'1aan strategls seldoral n dj-e-:"lu'7
k
,",.,",d:;:a-;:iam:::-~~+"~;;;;;---!-ii3~hpp,e;rree;niCc;;;;anll Mud:; .1 

8 Menyusun petkiraan dan penenluan anggaranfpemblayaan ya 9 p 
perencanaan kebi: a~sanaan strate IS re-glOnal .-~--... Perenc<)l13 i~~~:';0:3 "" 
Menyusun pefkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan vang dlpet1ukan rl31am 

-laporan 02 

Laporan 04 

perencanaan p~ograrn strateqls jangka panjana n dl erluka-n-:da:-:I.:-m---t Perencal1iJ M:td'r;J 

10 Menyusun perklraan dan penentuan anggaran/pemb
1a 

v<u50 ya 9 P ::--:;:;=---+'-;;;;;;;;;-+-Q.'IP;;;:;,;;;.;;;;t:...-~ I 
perencanaan program stralegis angka menen~ n dl erlukan dalam Perrncana tJlama 

'11 Menyusl,m perklfaan dan penentuan anggatanlpemblayaan y~ 9 P 
perencanan program strategis makro _~m. -C7"---+--.:;:::;;;;---t,1' Perencana M-;jy';~ j 

-1 12. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaranlpemblayaan yang dlper1ukan dalam I 
, perencana~!!..E!£.Q!!Lm~~.9's sekfotal ---n--;.... dl rlukan drtlam perer:c.a.~·~i\)~~·_·---·II
13 Menyusun perklraan dan penentuan <l119garan/pemblayaa Y og ~ ___ _ 

perencanaan erogram stralegls r-eQlona! ! _perenGana.~.Ud~..... JI!:.. 
,~Menyusun perkiraan dan penen1uan anggarnn/pemblayaan yang dlpcrluk3f'l da 3m _ ___ _ 

perencanaan proyek seldar tunggal. __--.-----....-~...--­ pp.ft}nr.ilM M.;dyn 11 

115 Menyusun perki!••" dan penen!".n anggaranlpemblayaan yang dlpe,lukan dala_m__--l_.;-:::::::::-+nTTP,;;erz.Oi JI 
L __ perencanaan eroyek muttl sektoi n dl er1uk;an dalam peren(';.,ana fJl;'';';.' II 
16 Menyusun perklraan dan penentuan anggaranfpemblayaan ya 9 P ~ 

k--r~~~~~:¥.;::~~::;;;'-------'-'-" --------+--;--:;;;;;;;;-r-o;II Pete-r;;al;:~-t.1!~d~ " 
17 

Laporan 

LapOf"an 03­

Laporan 04 

L~pora:n 03 

La OC3n 03 

Lapman 
La otan 04 
La oran 
La oran 
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IINSUR SUII'-UR 
.. ' 

BUM KEGIATAH ISATUAH AHGKA P!El.AKSAIIIA 
HASIl KREOITfI) 2 

~ • $)­ S _~'l 
F. Pemlalan Has.jl Pelaksanaan 1 Me~usun des.a:in awal efektirrtas peiaStsaoaan -L!eoran 02 

~-"-2. Me~s\Jn desain lIWal efektlMas tu-Uotl 
L~oran 013 Me~sun desaUl awaJ dampak kema~arikatanllinS:kun2an 
l!E~lran 01 .1;4 Menyusufl deSoain akhl( efektirda~aksanaan 
l~(an 02 

'" 
Merlvusun desam akhlr efektlfilas I~JUan 

L~aJ) 02!6 M~l"\YUsun desain akhir da"!!Pilk kem~rakatanl!..~1'19an 
L~an 0.37. Mengete«titkan pehlksanun dalam pengumpulan data dan mformasi untUk penilaian LapOfan 01l ~nilatan hasj~~ksanaan 

8 Mengefektltkan tUluan dalam pengumpulan data dan intormasi untuk pem2aian hasil 
Laporan 0' J Perencana Pertama ..2"..lalcsan••n 

9. Me~~lkan data dan info(masi untuk meoilai dal!!e!.k kemas~rakatanJli~kU!!S.an 
t~fan OL·10. Menganalisis dan menyaJlkan dala dan In'ormasJ untuk pendaian hasd peiaksanaan 

03 "emnean. Mud. efeltt!li!".JlOIaksana.n 
11 MenganallSls dan menyajikah data dan informasi untuk penllalan nasil pelaksanaan laporan 03 Peren~na t.Audaefektifrtas~uan 
12 Menganall$l$ dan menyajikan dala dan infonnasi untuk penllaian hasit pelaksanaan Laporan 02 Perel1Cclna MudaQ'~ kema.yarak....nJlingkung.n 
13 MeI~rkan pel'lliaian alas ha.$~Jlelaksanaal1 

L~an 02 PererH;ana Ma~~14 Menuhs gran mengenal hndak lanfut yang diper1vltan dalam pereneanaan 
laporal1 

i 
02 Pejl~fiCuna Uiam;,jkeblaksanaan -..!JI" '!!J!k~ 

15 Ment..dls saran mengenal tlOdak lanjut yang dipel1ukan dalam pefetlCanaan 

1 LaForan 02 Pefencan<t Madyak"'!?iLak..naan s1raIOjjl••ngka menongah 

P-erencan~ 
16. Menubs saran mengenai hndak lanjut yang dipertukan dalam perencanaan 

Laporar. U I kebijaksanaan stral!2iSi l!!lIka ~ndek 
17. Menulls saran mengenai tindak lanjut yang dfper1ukan dalam perencanaan 

laporan 0.2 Perencana Ulama keb~ksanaan strategts makro 
... 

i 
16 Menulis saran mengenai hndak lanp,rt yang diper1ukan dHlm perencanaan 

Lapotan 02 P"erencana Mad)'atcebfaksanaan :stra~IS ~oral 
19. Menulis saran mengenatlindak lan;ut yang diper1ukan daJam petencanaan 

laporan -~ t-·Perefu;;ana Muda k"bfaksanaan SI"!!!l1."'J"2..IOOa! 
20. Menulis sarah mengenai Hndak lanjut yang dlper1ukan dalam perencanaan program La:poran 0.3 Perencana Utam"'Ira~ ·~k~!,9 
21. Menulis saran mengeoai tindak lanjut yang dJperlukan da/am perencanaan prOQH'Jm 

laporan 02 Perencana Madyastra~JS ,;angka menetlgah 
i22 Menulis saran mengenal tmdak lolt0Jul yang dlperlukan dalam perencanaan program Laporan 0.3 Pe(encana Ulamastr~ls makro 

~ I 
23. Menulls saran mengenal tindak lanjut yang d!pef1ukan dalam perencanaan program taporan 0.2 Perencana Maayas{(~S sektoral 
24. Menulls saran mengenai tlndak lanjut yang dlperlukan dalam perencanaao program taporan 0.2 Perencana Muda st~s regional 

i 

Lanjutan Lampiran I 

:r~ ... -~ 
IIIIiO ! UNSUR 1 SUOUIISUR ImilAN 1~1 PEUKSAHA 

~-IL~-'"r_li=~i=:-~=:::===~1b:::=:::~~;;;:;~~;;~~~~!L5;'~;;';;;;;;;;:=i~!;::1: :25 Meowls saran mengenal tlnJak lanlut yang dlper1ukan daiam petencaoaan proyel( Perencana MUdal~·i \ ! sefdor tunggal -----,:­
02ii 126 Men,,'s salan mengenallmdak lanlul yang d'pertukan dalam pe,.ncanaan proyek multi laporan Perencafla Madya I 

Lapora n 0.2 P.","c.n, ula",aiii . 27 :'.:~,. sa,an mengenallindak lanju1 yang dipO~ukan dal.m perencana ... p~=oy=e"k---t-;-:;;;::;;;;;-r-n:,ip.;;;;;;;;';;iU\am:!"!1I kawasan 

!i 
I' 

II 
I; 
II 
ij 

! 

III PE'NGE MBANGAN 
PROFESI PEREN­
CANAAN 

A Karya Tulls/Karya I!mlah dl bidiJng 
perencanaan pembangunan 

B Menle'lCmah'.nlmp.nyactur bu." 
dan bahan·bllh.ln lain dl hlf1.lng 
p-eren(.an.l.ln pcmhanQunan 

,C Berpaf1I",!pasl secara i'tkhf dal'lm 

penerbllan bukufm.lJidah <11 bldang 
i perencanaan pembanguMn 

1 i 

1 Membtsat karya tutis jlmJah, hasil penelftiiJn, pengkallan. SUrwl dan atau SUNer dal;tm 1 

I
Buku 125 SemuaJena~ ! 

~~3n9 perencanaan yang. ~Ipub!ikasikan . ------t-.;;;;;.;--t--;:151""!ierriUOJeiiia;;;11
:;--Oalam ben!ok buku y~~ dl1er\)ltkan dan dif."lj3mn secara n.aslonaS 

Arfikel ;; Semuolt Jen 11!:!2. 

i 
Ib Dalam ~.a alah limlah Yang dlaklri oIeh lem~a IImu P~etahuan Indonesia (UPI 

Karya lullsll<arya Ilmati berupa tlnjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendin dalam 

• 
b 

i 
Buku 8 Sem",,-J''''Il''r'JL 
Ar1.1kel 4 I Semuac!!':'.l'!!:'JL

blda['1gJ~~!,encana~_~ yang dIPUh'ikaSll(an'~~-~=~~~~~~~~~~~======~=~~=t3E*3~~~~~1Dalam bentuk ~uku yang diterbl'lkan daf'!..~ledafkan s~(a naslonal 
Dalam majaLah ilmlah yang diakui oleh UPI 

'3 ~,~~ ~,~:~;~:::~::::~u;.:;nii~~~n .•'au.UI...n IImiah haSil gaga.." ,e"",, , 

• " ..am 'bU" 
b v.'am , Ma••,.n 

r4 Karya iultS/kilrYa Ilmtah~populer dlbldang per~ncanaan yang dtse<bartuaskan metatur 

r-~ -~!.~~,.--- ..--...~---

c, .. M~ny;mpalk~n'pr.l;ai.ln·hC·;UP~l;~;Uangagasan-a1;)u usulan IImlah ddla~ pertemuan 
IImlah dlbtdang pere:nr.anaan 

Buku 
Makatah .-

Artlkel 

MaJ.:alah 

Buku 
Aril\«!1-
Buku 

-~Makalah -

Tanun 
Tahun 

i 

7 ~emuaJ·."I""-~_ 
35 ,ernu~ 

2 Mmua Jen,ang 

-­
25 Sernua JenJang 

7 Semua Je'1"~ 
35 SemllaJp.:!t?~ 

!--,35 
Sp.muaJe~ , 

=1'Semua Jenlang I 

2 Semua JI?~al)g 
t 5 Semua Jenjang 
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NO UI/SUR SiUBUNSI,IR BUTIR KEGIATAN 

~ o Berparltsipasl secara aktif dalam Keglafan dl dalam 
pemapat;an (eloispose) draf\! • Forum !nlem 

.•.. 
Kali 25 . H::;: Jen,,~ - ~ 

pedomarumodul dl mdang pe­ b Forum ekstefn Kah 05 , ,,,"'Uo Jenl."'l 
rencanaan bangunan 

I 
, , 

E Melakukan studl bandlny cil btdan~ :Kegtat.Jn S!UOI ban<hng dalam bldang perencanaan pembangunan f(,)1i o :j~, !~\-·ill\hl Jen:,\nq 

, pe{ellcan3an pembangunan 

G, Meiakukan keglalan pengembang· 1 a.",I., Lapo:an 25 '.mUd ~!:.~i'~'~. 
an di bldang perencanaan pern, 2 Be..,,., LJpOrdn 15 'le'''u.; 
bangunan 

IV PENUNJANG A Mengajaflmelatlhfmembimblng d! 1 Mengajar!mefatlh pada pen(hdlkan dan pelabhan pegilWi'tt negell Sl~tl d31am bldan$l :~ ;dm pe· ! 
bldatlg perer\cana:an pembangunan potrencanaan pernbangunan 1.:~I<lran 004 

, 
~emu3 Jt:nj,j1\4 

I I 

B< Menglkuh semlnartlokakarya dl ~.englkutl semlnatllokakarya hngkal naSlonatiln\ernaSlonal. sebag:ll Ibldang perencanaan pembangunan ia Kdh 3 ";"~;, :leoC'"g 
,b K.h ';eoou. Jen,an 

i 
e Pesert. Kdh , 

~"""" Jen,ang 

C. Menladl pengufus orgamsasi Tiogkat LnternaslonallnaSlona! Tahun 1 SeJllU~ Jt?!I;at;9 

I)profesl 

o MenJadi anggola delegasl dalam Sebagal 
:pertemuan Inte(OaslOnal 1 Ketua Oele:gasl K.h 3 S.mua J,nlang 

2 Anggota Oelegasl K.h ! 2 5emud J.nl.n~ 

i 

E Keanggotaan dalam Tim Penl1a1 \Menl.di Anggota AIM T'm Penda. JabO"'n Perencan. 

\ 

Tahun 05 

i 
Semua JehlJn9 

11 

Jabatan Perencana 
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PEI.Al(SANA 
BUTIR KEGtATAN 

i 
SUBUNSURUNSUR \OA; \":~

4 
131121 

IIM.mperoleh gelar knOr)ana.n t..nny. yang tid.k .esua, deng.n b,d.ng tugasny. Semua Jon,""915lazahMemperoleh gelar kesarlanaan F 
' Dekle! tS3) lazahlalnnya ;:~~:-~;~:'~~52 Pase. Sa",n' 152) 113zah 
~3 Saqana 

lTanda Jasa dan Pemennlah atas pres-las! keflanya 

10 

3 Se~~il ~~:I"aTl:4 __Tanda JasaG Mempetoleh penghargaan landa 
25 ~~~'u~J~nl~:,.g_ .\1 TI~ka!_~:_naSl0nal landa Jasaliil5a di b,dang perencanaan 

Sernua JenJang2 TI knl ptopmSl ­ 2Tanda Jasa pembangunan \3 Tlngkat kabupalenlkota 
! 

-
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Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
NOMOR 161KEPIM PANi3/2001 
TANGGAL 19 Mare! 2001 

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK 
PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGS:ONAL PERENCANA 

NO GOU 
RUANG 

1. 1IIIa 

2 Hllb 

1 
3 Hlle 

I 
4. IH/d 

5. IV/a 

6 IV/b 

[7< IVle 

l 
8. IV/d 

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN 
STTB/IJAZAH < 1 Tahun ~~ 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 
SETINGKAT atau lebih 

SARJANA/O.IV 100 112 124 137 150 
PASCA SARJANA 100 116 132 148 155 
SARJANA/D.IV 150 162 1'4 - 187 200 
PASCA SARJANA 150 163 177 191 205 
DOKTOR 150 165 180 195 210 
SARJANAID IV 200 225 250 275 300 
PASCA SARJANA 200 226 2c~ 

~" 2/8 305 
DOKTOR , 
SARJANAID IV 300 325 35C 375 400 
PASCA SARJANA 300 326 3~2 278 405 
DOKTOR 300 32.' ; 354 382 410 
SARJANA/D.IV 400 437 , 4:-4 I I;'~_." 550 
PASCA SARJANA 400 438 I 4:­ 515 555 
DOKTOR 400 442 4' ­ J 520 560 
SARJANAID IV 550 587 c2' 6-3:2 iOO 
PASCA SARJANA 550 58E 62€­ 6ES 705 
DOKTOR 550 590 S:;·C; 610 710 
SARJANAID IV 700 135 77·:; B05 840 
PASCA SARJANA 700 736 ~2 8G8 845 
DOKTOR 700 137 ~-4 812 850 
SARJANAID IV 850 900 g~~ 998 , 1040 

!PASCA SARJANA 850 901 ; !':': I 999 I 1045 
IDOKTOR 850 902 i"5 '000 1050 

I~ARJANAiD IV s d 1050 1050 "i:~: ;;)50 , 105°1rre 
DOKTOR I I ! 

!
/....:::.::::~~"~TERl ~~EG.c.R.A 

<PE'.".:~Gll~,;Ap.'J ,IIPARATURNEGARA 
.?'" / Pfu;.KS':8t. TUGAS. 

\*~\~;~~g~.:;p ,:; /. / .~, ~/
\'.,> ..,;,;;j!f!:;'..dl~.;:r~/y ,/V',/"I ..... ~FVy' L----­
\.:.......'., '.""."",,,,,:"2:< •,.~ 

<: 1,1:~~""§S:t ~~ S:I,' k',DJV,TAK 
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REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN BERSAMA 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 


DAN KEPALA BADAN IEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR: IEP.1106/1a/08/2001 


NOMOR: 34A Tahuo 2001 

TENTANG 


POUNJUIPELAKSANAAN 

JABATAN FUNGSIONAlPERENCANA 


DAN ANGKAIREDlTNYA 
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KEPUTUSAN BERSAMA 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 


DAN 

KEPALA BADAN KEPEGA WAIAN NEGARA 


NOMOR: KEP.II06/Ka/0S/2001 
NOMOR: 34A Tahun 2001 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 


DAN ANGKA KREDITNYA 


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

DAN 


KEPALA BADAN KEPEGA WAIANNEGARA 


Menimbang a. 	 bahwa dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara 16/KEPIM.PAN/3/2001, telah ditetapkan ]abatan 
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; 

b. 	 bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalarn pelaksanaan 
keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan 
Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Perencana dan Angka Kreditnya; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor43 Tahun 1999; 

2. 	 Undang-Undang Nomor 22 T ahun 1999 tentang Pemerimahan 
Daerah; 

3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 4 T ahun 1966 temang]abatan 
Pemberhentianl Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhirdengan Peraturan Pemerimah ~omor 26 T.lhun 20Cl; 

5. 	 PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tem,lllg].lb.ll;1I1 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 
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I~. Dc:raturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

Negeri Sipil; 

l'craturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai . Sipilj 

8. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil; 

9. 	 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

10. 	Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen 
sebagaimana telah beberapa kali diu bah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 62 Tahun 2001; 

11. 	Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentangJabatan Fungsional 
Perencana dan Angka Kreditnya; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 	KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 
PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA 


BABI 

KETENTUAN UMUM 


Pasall 


Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan: 

1. Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh 
K ...·"."""n tehnis fungsional perencanaan di lingkungan unit perencanaan instansi 
pemerintah. 

2. 	 Ruang lingkup kegiatan Perencanaan meliputi berbagai kegiatan di bidang 
perencanaan atau yang terkait dengan bidang perencanaan yang merupakan 
fungsi manajemen pembangunan, yang terdiri atas sub unsur identifikasi 
permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian 
alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian 
pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksanaan; 

36 Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

3. 	 Unit Perencanaan Instansi adalah uniot kerja yang melaksanakan 
kegiatan fungsional perencanaan, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas), Unit/Lembaga Perencanaan lain di Depanemen, Unit 
Perencanaan kantor Menteri Negara, Badan Perencanaan Pemba.:~gunan Daerah 
(Bappeda) Propinsi/Kabupaten/Kota, dan unit/Lembaga P.e~encana Lain di 
Pemerintah Propinsi IKabupaten/Kota. 

4. 	 Tim Penilai Angka Kredit, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim 
yang bertuga~.Jhenilai prestasi kerja perencana yang dibentuk dan di tetapkan 
ooleh pejab;i yang berwenang. 

BAB II 


USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 


Pasal2 


p,tJabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Utama, adalah Menteri, 
Kepala Lembaga Pemerintah non Depanemen, Sekretaris Utama Bappenas, 
Gubernur, Bupati, Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. 

Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Pertama sampai dengan 
Perencana Madya di lingkungan Bappenas adalah Pejabat Eselon II yang 
menangani kepegawaian di Bappenas 

Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Pertama sampai dengan 
Perencanaan Madya di lingkungan Instansi Pusat adalah Pejabat Eselon II yang 
membawahi unit Perencana dilingkungan depertemen/LPND atau pejabat yang 
ditunjuk. 

Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Penama sampai dengan 
Perencana Madya di lingkungan Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupatenl 
Pemerintah Kota adalah Kepala Bappeda Pemerintah Propinsi/Pemerintah 
Kabupatenl Pemerintah Kota. 

Pasa) 3 

Usul penetapan angka kredit Perencana dissampaikan oleh Perencana yang 
bersangkutan kepada pejabat pengusul setelah menurut perhitungan sememara, yang. 
bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang didsyaratkan untuk kenaikan 
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat sena ditandatangani oleh yang 
bersangkutan, menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I. 

(2) 	 Setiap usul penetapan angka kredit Perencana sebagairnan dimaksudkan pada Pasa! 
3 ayat (1), dilampiri dengan: 

a. 	 Surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan di lingkungal1 instansi 
pemerintah dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir 
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sebagaimana tersebut pad a Lampiran II, yang ditandatangani oleh atasan 
langsung dengan jabatan serendah-rendahnnya eselon 

Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti 
fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaiman tersebut pada 
Lampiran III, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan 
serendah-rendanya eselon III; 

c. 	 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjangan tugas Penunjang 
Perencana dan bukti fisiknya, dibuat menu rut contoh formulir sebagaimana 
tersebut pada lampiran IV, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan 
jabatan serendah-rendahnnya eselon III; dan 

d. 	 Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan bukti 
fisiknya, dibuat menurut contoh fotrmulir sebagaimana terse but pad-a 
Lampiran V, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan 
serendah-rendahnya eselon III. 

(3) 	 Pejabat Pengtusul menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit yang bersangkutan, untuk dilakukan penilaian angka 
kredit dengan Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 

Penetapan angka kredit kenaikan pangkat , dilakukan selambat-lambatnya 3 
(tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan 
mekanism~ sebagaai berikut: 

a. 	 Untuk kenaikan pangkat periode Januari, penetapan angka krerdit 
dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Oktober tahun yang sebelumnya; 

b. 	 Untuk kenaikan pangkat periode April, penetapan angka kredit dilakukan 
selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun yang bersangkutan; 

c. 	 Untuk kenaikan pangkat periode Juli, penetapan angka kredit dilakukan 
selambat-lambatnya pada akhir April tabun yang bersangkutan; 

d. 	 Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, penetapan angka kredit 
dilakukan selambat-lambatnya pada akhir J anuari tabun yang bersangkutan; 

Pasal4 

Setiap usul penetapan angka kredit Perencana harus dinilai secara seksama oleh Tim 
Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara PAN 
Nomor 16/KEPIM.PAN/3/2001. 

(2) 	 Hasa penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh 
formulir sebagaimana terse but pada Lampiran VI, dengan ketentuan: 

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

a. Ash Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) atau kepala Kantor regional BKN yang 

bersangkutan; 

b. 	 Tembusan disampaikan kepada; 

1) Perenca1J.a yang bersangkutan; 

2) Pimpinan unit kerja Perencana yang bersangkutan; 

3) Sekretaris Tim Penilai Perencana yanq bersangkutan; 

4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sebagai pertinggal. 

(3) 	 Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan 
sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah 
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 ayat (4), maka pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada 
pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
16/KEPIM.PAN13/2001. 

Untuk tenib administrasi kepegawaian setiap spesimen tanda tangan pejabat 
yang berwenang menetapkan angka kredit di sampaikan kepada kepala BKN 
atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, maka spesimen tanda 
tangan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEPIM.PANI 
312001 harus disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional 
BKN yang bersangkutan. 

(5) 	 Apabila terdapat pendelegasian wewenang atau pergantian pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat 
baru dimaksud disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional 
BKN yang bersangkutan. 

BAB III 

TIM PENILAI 


Pasal5 


(1) 	 Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota TimPenaai adalah sebagai berikut: 

a. 	 Sekurang-kurangnya menduduki jabatanlpangkat setingkat dengan jabatanl 
pangkat Perencana yang dinilai; 

b. 	 Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja 
Perencana; dan; 

c. 	 Dapat aktif melakukan penilaian. 

(2) 	 Jumlah anggota Tim Penilai diupayakan lebih banyak berasal dari Perencana 
daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri sipil/pejabat lain. 
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(3) 	 Masa keanggotaan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 
sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan dan apabila akan diangkat kembali 
dalam keanggotaan Tim Penilai yang sarna harus melampaui tenggang waktu 1 
(satu) masa jabatan. 

(4) 	 Pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai, harus sepengetahuan atasan 
langsung yang bersangkutan. 

Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 
atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai kepada Pejabat yang berwenang 
menetapkan Tim Penilai. 

(6) 	 Apabila terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai 
wajib mengangkat pengganti Anggota Tim Penili bersangkutan, yang berlaku 
untuk satu kali penilaian dimaksud. 

Pasal6 

Tugas Pokok Tim Penilai Pusat adalah: 

a. 	 membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam 
menetapkan angka kredit Perencana yang berada di lingkungan Bappenas 
dan Instansi lain baik di Pusat maupun di Daerah. 

b. 	 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappenas yang 
berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Dtama yang berada 
di lingkungan Bappenas dan Instansi lain baik di Pusat maupun di Daerah. 

(2) 	 Tugas pokok Tim Penilai Bappenas adalah: 

a. 	 membantu Sekretaris Dtama at au Pejabat lain yang ditunjuk dalam 
menetapkan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana 
Madya yang bekerja di lingkungan Bappenas; 

b. 	 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama 
Bapppenas at au pejabat lain yang ditunjuk, yang berhubungan dengan 
penetapan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana 
Madya yang bekerja di lingkungan Bappenas. 

3) 	 Tugas pokok Tim Penilai Instansi adalah: 

a. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dalam menetapkan angka 
kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang berkerja 
pada instansi yang bersangkutan. 

b. 	 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian Pusat yang bersangkutan yang berhubungan dengan 
penetapan angka kredit Perencanaan Pertama sampai dengan Perencana 
Madya yang bekerja di lingkungan instansi yang bersangkutan. 

(4) 	 Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah: 

a. membantu Gubernur yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit 
Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di 
tingkat Propinsi; 
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b. 	 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang 
bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana 
Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di tingkat Provinsi. 

(5) 	 Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah: 

a. 	 membantu Bupati/Walikota yang bersangkutan dalam menetapkan angka 
kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja 
pada tingkat Kabupaten/Kota; 

b. 	 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota yang 
bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana 
Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja pada tingkat 
Kabupaten/Kota. 

Pasal7 

(1) 	 Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk 
Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai 
yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian. 

(2) 	 Sekretaris Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputllsan pejabat yang 
berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal14 ayat (1) Keputusan Menteri 
Negara PAN Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001. 

Pasal8 

(1) 	 Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 
dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dati para ahli, 
baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri 
Sipil yang.mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. 

(2) 	 Tugas pokok Tim Penilai T eknis adaiah memberikan saran dan pendapat kepada 
Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat 
khusus atau keahlian tertentu. 

(3) 	 Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua 
Tim Penilai. 


Pasa] 9 


(1) 	 Dalam hal Penilai Kabupaten/kota belum dapat dibcntuk karena pertimbangan 
persyaratan anggota Tim Penilai, maka penilaian dan penetapan angka kredit 
dapat dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan. 

Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk dengan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penilaian dan penetapan angka 
kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai Pusat. 
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BABIV 

KENAlKAN JABATAN DAN PANGKAT 

Pasall0 

(1) 	 Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), 
digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan 
kenaikan pangkat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) 	 Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat 
dipertimbangkan apabila: 

a Sekurang-kurangnya telab 1(satu) tabun dalam jabatan terakhir; 

b. Mernenuhi angka kredit kum,ulatif minimal yang ditentukan untuk 
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; 

e. T elah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang 
pereneanaan untuk masing-masing jenjang jabatan; dan 

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 
(satu) tabun terakhir. 

(3) 	 Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), setiap kali dapat 
dipertimbangkan apabila: 

a. 	 sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 

b. 	 memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat 
lebih tinggi; dan 

c. 	 setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 
(dua) tabun terakhir. 

(4) 	 Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki Jabatan 
Pereneana Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV Ib untuk 
menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/e sampai dengan 
Pereneanaan Utama Pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV Ie, diusulkan 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan ditetapkan dengan Keputrusan 
Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. 

(5) 	 Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki Pejabat 
Pereneana Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III!a, menjadi Penata 
Muda tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pereneana Madya pangkat 
Pembina tingkat I golongan Ruang IV Ib ditetapkan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian Pusat yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis 
Kepala BKN. 

(6) 	 Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan 
Pereneana Pertama pangkat Penata Muda golongan Ruang III!a menjadi Penata 
Muda tingkat I golongan Ruang III!b sampai dengan Pereneana Utama pangkat 
Pembina Utama golongan Ruang IV Ie, ditetapkan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah yang bersangkutan setelab mendapat pertimbangan teknis 
Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. 

Peraturan-pera/uran Jabatan Fungsional Perencana 

Pasal11 

Pereneana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit minimal yang 
ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, jumlah 
kelebihan angka kredit tersebut dinyatakan dalam lampiran VI dan dapat 
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. 

BABV 


PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA 

DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN 


Pasal! 2 

Pengangkatan, pembebasan semen tara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 
Pereneana, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat Pembina Kepegawaian 
Pusat/Propinsi/kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 96 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. 	 Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan 
Pereneana, ditetapkan dengan menggunakan eontoh formulir sebagaimana tersebut 

pada Lampiran VII; 
b. 	 Untuk pembebasan sementara dari jabatan Pereneana, ditetapkan dengan 

menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VIII. 
U ntuk pemberhentian dari jabatan perenecana, ditetapkan dengan menggunakan 

e. 

contoh formulir sebagaimana terse but pada lampiran IX. 


Pasal13 

(1) 	 Untuk dapat diangkat dalam jabatan Perencana, Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang 

ditentukan. 
(2) 	 Untuk diangkat pertama kali dalam jabatan Perencana, seorang Pegawai Negeri 

Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. 	 Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan 

yang ditentukan untuk jabatan pereneana; 

b. 	 Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; 
c. 	 Telah mengikuti dan Iulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang 

perencanaan; 
d. 	 Setiap unsur penilaian prrestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik 

dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

Peraturan-peraturan Jaba/an Fungsional Perencana 
42 

43 



-'-'-

Ketentuan kualiffikasi pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) humf a, 
ditetapkan oleh Kepala Bappenas selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 
2002. 

Ketetapan tentang pendidikan dan pelatihan fungsiona1 di bidang perencanaan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh Kepala Bappenas 
selambat-lambatnya 31 Desember 2002. 

(5) 	 Untuk diangkat dari jabatan lain ke dalam jabatan Perencana, seorang Pegawai 
Negeri Sipil hams memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan ayat (2), 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. 	 Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun; 

b. 	 Usia setinggi-tingginya 5 Qima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari 
jabetan terakhir yang didudukinya. 

(6) 	 Pangkat yang telah ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dan (5), adalah sarna dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang 
jabatan Perencana ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit. 

PasaJ 14 

(l) 	 Untuk menjamin Tingkat kinerja Perencana dalam mencapai angka kredit 
untuk kenaikan jabatanlpangkat, maka pengangkatan dalarn jabatan Perencana 
harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah 
Perencana sesuai dengan jenjang jabatan. 

(2) 	 Pengangkatan dalam jabatan Perencana sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk 
formasi jabatan Perencana di tingkat Pusat di dasarkan pada formasi jabatan 
yang telah elitetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang Aparatur 
Negara setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepa1a BKN. 

(3) 	 Pengangkatan dalam jabatan Perencana untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah, 
di dasarkan pada formasi hjabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah Propinsi, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah 
Kabupaten dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota, setelah mendapat 
pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. 

Pasal15 

(1) 	 Perencana dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: 

a. 	 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir 
tidak dapat mengumpu1kan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perencana Pertama pangkat Penata 
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Muda golongan ruang IIIIa sampai dengan Perencana Utama Madya 
golongan ruang IVI d; 

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir 
tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 
(duapuluh lima) dari kegiatan unsur utama bagi Perencana Utama pangkat 
Pembina Utama golongan ruang IVI e; 

c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa 
penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
1980; 

d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipi1 berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor4 Tahun 1966 tentangpemberhentian/pemberhentian 
sementara Pegawai Negeri; 

e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perencana; 

f. cuti eli 1uar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; 
atau 

g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 ( enarn) bulan. 

(2) 	 Perencana yang dibebaskan sementara sebagaimana elimaksud dalam ayat (1) huruf 
c, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, 
dengan ketentuan seluruh kegiatan yang dilakukan tidak dapat ditetapkan angka 
kredit. 

(3) 	 Perencana yang elibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, 
selarna pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sesuai 
denngan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila: 

a. 	 belum mencapai panght tertinggi/puncak berdasarkan ijazah terakhir yang 
dimiliki; 

b. 	 sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan 

c. 	 setiap unsur peni1aian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik 
da1am 2 (dua) tahun terakhir. 

Pasal16 

(1) 	 Perencana diberhentikan dari jabatannya apabi1a: 
a. 	 dijatuhi hukuman disiplin tingbt berat dan telah mempunyai kekuatan • 

hukum tetap, kecua1i jenis hukuman disip1in berat berupa penurunan 
pangkat; atau 

b. 	 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari 
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, tidak 
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi; atau 

Peraturan-peraluran Jabalan Fungsional Perencana 45 



c. 	 dalam jangka waktu 1 ( satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari 
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasa115 ayat (1) huruf d, tidak 
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. 

(2) 	 Perencana yang pada saar menjalani pembebasan sementara karen a hukuman 
disiplin tingkat sedang dan berat, ditugaskan secara penuh di luar jabatan 
Perencana dan menjalani cuti di luar tanggungan Negara mencapai batas usia 
pensiun Pegawai Negeri Sipil, dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABVI 


PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN 


Pasal17 

(1) 	 Perencana yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dapat 
atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dapat dipertimbangkan untuk diangkat 
kembali dalam jabatannya Perencana. 

(2) 	 Perencana yang dibebaskan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 4 Tahun 1966, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam 
jabatan Perencana, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi 
pidana percobaan. 

(3) 	 Perencana yang ditugaskan di luar jabatan Perencana dan telah selesai menjalani 
tugas di luar jabatan Perencana dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali 
dalam jabatannya Perencana. 

(4) 	 Perencana yang dibebaskan semen tara karena cuti di luar tanggungan negara 
dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam 
jabatan Perencana. 

(5) 	 Perencana yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat 
diangkat kembali dalam jabatan Perencana. 


Pasal18 


Penetapan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali 
dalam jabatan Perencana sebagaimana tersebut dalam Pasa! 17, ditetapkan 
berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dan angka 
kredit baru di bidang perencanaan yang dipero!eh selama tidak menduduki 

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

jabatan Perencana setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan 

angka kredit. 
(2) 	 Angka kredit baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat 

diikutsertakan dalam penetapan angka kredit bila Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana Pasal15 ayat (1)butir c 

dan ayat (2). 

BABVll 
PENYESUAIAN/INPASSING 

DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT 

Pasal19 

(1) 	 Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang Perencanaan 
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, 
dan memberhentikan dan pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEPIM.P AN/3/2001 tanggal 
19 Maret 2001 masih melaksanakan tugas, dapat diangkat dalam jabatan 
Perencana melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. 	 berijazah serendah-rendahnya Sarjana (Sl)/Diploma-lV; 

b. 	 pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang Illla; dan 

c. 	 setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik 

dalam 1 (satu) tahun terakhir. 
(2) 	 Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai dengan 
tingkat pendidikan, pangkat, dan jumlah masa kerja dalam pangkat terakhir 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Menteri Negara PAN 

Nomor 16/KEP/M.PAN/312001. 
(3) 	 Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud 

Lampiran III Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PANI 
312001 dihhitung dan ditetapkan dalam pembulatan ke bawah, yaitu:. 

a. 	 kurang 1 (satu) tahun dihitung kurang 1 (satu) tahun; 
b. 	 1 (sam) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihirung 1 (satu) 

tahun; 
c. 	 2 (dua) tahun sampai dengan kurang 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun; 
d. 	 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) 

rahun; dan 
e. 	 4 (empat) tahun lebih dihitung 4 (empat) tahun. 
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(4) 	 Penycsu;uan dai.lnl iabatan dan angka kredit Pert-ncana, ditetapkan oleh pej;lbat 
y,lI:;' ,; C,,"erlJ,1,' mcngangkat. memindah, dan memberhentikan Perencana 
dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran X. 

Pasa120 

Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Perencana di lingkunganlnstansi 
Pusat, Daerah ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 dan harus 
sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pad a tanggal31 Maret 2002. 

(2) 	 Pegawai Negeri Sipil yang dalam mas a penyesuaianlinpassing Perencana telah 
memiliki masa kerja untuk kenaikan pangkat, maka sebelum disesuaikanl di­
inpassing terlebih dahulu diberikan kenaikan pangkat sehingga penyesuaian 
dalam jabatan dan angka kredit ditetapkan sesuai pangkat terakhir, 

(3) 	 T erhitung mulai periode kenaikan pangkat April 2002, kenaikan pangkat 
Perencana di lingkungan Instansi Pusat dan daerah, sudah ditetapkan dengan 
angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 


Pasa121 

(1) 	 Pegawai Negeri Sipil yang di-inpassing terhitung mulai 1 Januari 2002 dan 
pada periode kenaikan pangkat April 2002 telah 4 (empat) tahun dalam pangkat 
terakhir,maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan pangkat 
peri ode April 2002 dan kepadanya diberikan angka kredit minimal untuk 
pangkat yang ditetapkan pada peri ode April 2002 tersebut. 

(2) 	 Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat e1isesuaikan dalam jabatan Perencana 
telah 4 tahun atau lebih menduduki pangkat tertinggi berdasarkan jabatanl 
pendidikan terakhir (pangkat reguler), kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 
dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat April 2002. 

Pasa122 

Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan, 
maka untuk kenaikan jabatan dan pengangkatan pertama kali dalam jabatan 
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Perencana, belum disyaratkan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan 

fungsional di bidang perencanaan. 

BABIX 

PENUTUP 

Pasa123 

Pelaksanaan yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini 
akan diatur kemudian oleh Kepala Bappenas dan Kepala BKN baik secara bersama­
sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

Pasa124 

Untuk memperjelas dan rnempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, 
dilampirkan Keputusan Menten NegaraPAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001, 
sebagairnana tersebut pada Lampiran XI. 

(2) 	 Untuk menjamin adanya persamaan persepsi dan pola pikir serta pola tindakan 
dalam melaksanaan Pembina Perencana, Bappenas selaku Instansi Pembina wajib 
melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan kepada 
Perencana baik eli Pusat maupun eli Daerah. 

Pasa125 

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakana 
Pada T anggal 3 Agustus 2001 

Kepala Badan Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan NasionalKepegawaian Negara 

Djunaedi HadisumartoProf. Prijono Tjiptoherijanto 
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Lampiran I Lanjutan Lampiran I 

COWTOH LAMPIAAN I: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA SAOAN 
OAFTAR USUl PENETAPAN ANGKA KREDn PERiENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
PERENCANA OAN KEPALA 6AOAN KEPEGAWA!AN NEGARA 

Nom!)!,: 
Nomer : 
Tan99al 

OAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 

NOMOR: ............................ 


Masa Penllaian Tanggal sampai cef'gan 

KOf.RANGAH PEROUHG:AH 

1 Nama 

2 NIP 

;) Nomor Seli KARPEG ..­
4 Tempat dan Tangg.ai Uhir 

S Jenis Ke'amin 

6 PEndldiltan yang telah diperhitungka;; ang'l<a krooilnya 

1 PangkatlGoloogan Ruang/TMT" : 

8 )ilbat;an Perencana : 

9 Masa KefJlI GorOflgatl : Larn. 

Bam : 

1,0 Unit Kel')lI : 

_ YAHG DINIUI 

ANGKA KRenn MfNuaUT 

NO UNSUR DAN SUI UNSUA lHSTAMSl PEHGUSUL 11... PE"IUI 
f--­

U .... IARU JU ...UIH U .... BARil JU"'UN 

1 2 J • 5 6 7 8 

I UNSURUTAMA 

PENDJDtKAN 

1. Pendidikan Sekoiah dan Mem:apil:! v ....,,;r 

.. Ooll-tOt (53) 
---­ -­

b. Pasca Siulana (52) 

c. 5arjana/Olp!oma IV (51) 
----~~~ ---­

Z Pendidlkan 6an PelatlhaF'; Kedlnas~tl dl bldanQ pete~ '''-::3an pemDanQunatl. 
serta rnemoeroleh Sural Tanda Tar"(i: jJ-'O''':.dldllan Can Peiatll'\an (STIPP} 

• lamanya leblh dan %0 Jam ..._-- _. -­
e. lamaflYa antara 641 . 960 J';' ~ 

-­ -­
c Laman'la antara 461 6401<)" 

-. ­
O. l3man'ltl antara 16 t - 460 Jam _.. --­
e. :..amanva antara 81 • 160 ;!)~. 

I , Lamanya antal~ )0-80 Jam 
-

5 6 a 

aJ PIRlNe......... 

L )dentLflk3$L Permasalaha n 

---l­ --\---+--+-----i 
c. PengumptJlan (lata sekunder 

d. Pen9:inventafIS~Slan sumbef day~ yang poteo:5lal 

Kodlfika!p Data 

Pemasukan Para 

9. Tabuiasl Data 

h. Pengolahan Data 

Merevlew Keiengk.apan Data 

Pembuatan Diagram dan Tabe1 

k. Fen~'aJlan latar Selakang Masala l1 

Memlormulasikan sa!lan un\:.Jk anall$l:S 

"~enganahsIS hasli·llasil pe-nbanguna('j 

Mengevaluasl oata van9 sudah ada 

Menyusun neri!ca 5umber daya yang porenslal 

a. Ne"len~\Jir.ar. ::'::9k~~ perrr:asala....an ~~I__~__~__~I 

12. ""'urnusa" Altem.v' MO,).'sa",," 

Menyvsun landasan "era('j9~a teont'~ aa") n'\Odel 

Melak;.J~.,m Stud! pU$i~;a yan,;: Mel'T'perkuat !aMasan,n~erat'l9ka loglS 

c. PeoyUS1Jnan sceSlflka$1 mooe~ 

I----+--j---f-----II 
e. 

Melakukan penyeSl.lali!fl ian9 dlper1v;;an bagl pencapa'i;ll'l lu}uan 

Mern3Sulo:kan dati! I<.e d"ra~ mcoe' " an~ il~dn d·;:akat 

~ ....""n 
re?JlstlS ya'19 dape! d:capa1 dalam 

k, HerumvSkart tUJVdn-tUjuaf' reah!)bs yang oapat ClCapal dalam 
.,. .... "'" ..... -~-.~ ..-~-~~ .. ,,.,,, 

Merumu5'i',a~ tUJl,.lan·iuJuart reallstls dlcapai ~a)am 
r",,...,rAnA!U" ;'",h,,:<k<-.:\!"AJ!!f'! d.~t"'('\I( 

II 
t 

I 

Metul""uskan realls.{~ 10"';; dapat dlcaOil: oa!am 

-?!"='n;aol"""""'"'-"'"' ..";or ......... ' ..","',.,"'r 

r-1erw:n:..r.... ar h::\Ji1~,,:ujui!r.n rea~'st'S V;3"g caj:;~t c.:r.aplll dalam 
"r'"f'!;l.t'!::1''''' ",,, ... ,<,.,,,,,,,,,,,.>,, 0";0'>'4':: .. "p~,I"'C 

, -y 
1! 

'~ 
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Lanjutan Lampiran I Lanjutan 

!'>l(:f\imus,.an f;J!LlIn-tt:j;..;an reiJ"s:'~ li!f'.J,; diJPill ~JC~P.a, cal"", 

Mer.l.....usllan :uj"'a"·ti.:;.... 30 :~a"i: i ,1:1"; ::a;;at jt:~~,)~ d.!l~rr 

Nerutnuskan t.:JU3I'HvJuar. tei!<·jS:.:; i'i!!"~ ~aPilt O!(apl, dalam 

3, Pengkal!an MernaM 

a. Merumuskan kritena Ul'!tuk men!!a; alternatlf 

b. Menvlis saran ur'ltuk met'll!al alternatlf 

c. 

d. 

Menentuka.n I<r·tena votuk meMal atterl"3tlf metalu' proses 
nPMamtl!!al'l kfilClUhlOl:lln 
Mengkajl aJternat,f·alU:rNflf Oe:rdaSat!(afl imteri! yan9 telah t:htentukan 

E\ MeOOi<ajl a!ten'llltl(·altfn"!dtit ~rdasarkiHl k,,[etta '1309 telah d!tentukan 
mllHTl OPt'1'nraMan lcetvia!G.anaa"l c;tratpO!!i lilliakil m~neru.'l~h 
Mengka;1 alter:natit·aftett'la:lf be!dasatkan ktlterla yan;j telan Oitentukan 

O. Mengj(d11 attcm,mf-alternatJf oerdasarkao knteroa ~'ang telah (fl{entultan 

h. Met'lgkajl iHtemat,(·alte"ni!ltJf betd3sarkan lH4tetia '1at'lg telarl d.lentukan 

Meflgkajl altematlHllttrl"latd berdasarkan l(ritel'ia yang telatl dttentukan 
dalAm O,"rm'\CJ!lnjllJ!In kPhiUl~un;t}ln tt~.. rO>nic: ......, 

MengkaJi alterflati(·altertHlbf ~dasatkan kntena yang tefah. ditentukan 

k. Menglt2)' altem,&tif-alternaClf' ber;:l3sark:an kt'tetii! yang lefatl ditentul(an 
dldaml 
Mengkaji altematl(·alttmattf terdasarkan Imterla yang telafl (J¢en[UKan 

rn. Mef'lgkajl attern4tif·a!tert'labf berdasarxan knteria yang telah d'itentukrtln 
r1 ...lam nPfPnCJ!lnJ!lJ!ln nrnnrollm m;ttl'n;C: c:..lttn~",1 

Mengkajl alternatif·alternatlf betdasarkan kllteria yang te1atl d¢entukan 

o. MengkaJi alternafif·alternati' berdasarkan kriteria yang teloltl ditentu~n 
dAlatTt r'W"fjllnt"J!ln.u.n nrnv...., I:..lttnr ,., In""",1 

p. M~n9kaji alternatif·alternatlf berdasarkan kriteria yang telah di(entuil;an 
daJam .o",r>n,..lIn.un nrnvpk mlliri c;pk~nr 

Q. MengkaJi alternatif-alternati' I:'erdolsarkan kntena yang telatl ditentuk:an 

4. Penentuan Alternatif dan Rencana 

.. 
b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Mef'lulis Solran alternatlf dan saran reneana pelaksanaan 

Memarores aeogambilan keputusan 

Menyusun oerkiraan dan pener.tuan anggaran/pembiayaan yang 
- PfPnC;:IIl1)IOitn kphnOltk<:i'lni'l)jn ~nrpn~l2Innkl!l nan!,,/\( 

MetivYsun perklraan dan penentuan anggaran/pembtayaan yal19 
• lanais:; 

Mel1ytJsun perkiraan Clan penentuan anggaran/pemblayan yolng 
nerfOnr":tni'lJ!lnl 

M~yusun perluraan dan penen[uan anggat.lln/pembiayaan yang 

9­ Menyusun perkiraan dan penentuan anljlgaranjpemb1ilyaan yang 

h. Menyusun perkffllan (jan penel"luan ang~r<lln/p4!m'oiayaan yang 
:1.1!;tm nPTPflCi'lnailn ke!'»iakun1uu'l If>rratl"tllS...reoinnal_ 

Menyusun perl«ra~fl dan penentuan anggaran!perr;b;ayaan yang
,:21."",,,,,,,,,,,,, ."...."t..llt<>; ianaka nillnH'In() 

Menyusun perlcira<lln dan penentuan a.n993r~/pemt)raytiiln yang 

k. Menyvsun perkiraan dan p4!nentuan , n yang 
!'II ~tent'ana.an ! 

Menyusun perkiraan n yang 

Menyusun perkiraan dan penentuan an99a!an/pemb1ayaan yang 
•.........·!."'nt1l'1;.lm 

Menyusun pef\(!faaO dan petll!ntuan anggaranloemblavaan yang 

a Ii 

I 

o. t-'lenyusvn perlwaan dbl'! pfi'nentuan a"g9atan;pemt.llay~im yolfl9 
A."",,~.,.~"'''' "'::1.1:...'1" nereor·t'li';O 0''2 el. m n'sp)'lor 
Menyusul'l perklraafl1an oenentu.)n an9':;lar'Mvpembill'),'aan yang 

f.1e!'iJmuskan prose'!l'ul peial<Sanaan 

Penge<'lt)anan I"e:aksanao;n 

t.'e-"''''uSk3''1 CiaI'! f'!"Iem:~nt;.-~an ..:kl:ran kem;')!J!.fI pe~ak$anacn 

Hp,I\;::a,erlr.a" pcia:.:saraafl 

c. Memanta\J:-nemnnltO~ll'lg ).:e~uatan pelakSal';ai.1n/perkembolngan 

d. Memt)<.Jat la(.l?ran pEfkembangan pelaksanaan secara obJekhf 

e. Me.umlJ~kan saran Mdakan ko~ektit yang (llperluka n 

6. Pemlalo!O Hal'!l PeI3l!.s"nn~ 

o. He"yusu"I desal'"! ~1I>'al efe<tlr.tas pefaksanaan 

b. Menyusun oesai~ awOl' e!elt_tlfi!as tUluan 

(. Menyusl.ln desaln awal dampak kefTIasyarakatan!lIn9kungl,ln 

d. Menyusun desam a!th,r efektlfitas pelaksanaan 

e. H,,?nyuS\Jn tkosalO akttlf ef,?kt~ltas t!.llJ.!n 

M~yusun des.1ln aktHr dal""lpall kema$yarakatan:·llf,g1l.:lnQan 

g, Mengeh::ki,fkar; pelaJo.sanaan dalam pe"lgl.lmpu1an d~ta doll" mformasl 

4 

IIOfuis peOlwaO neoda'M basil pe1aksaz1aan ~ 
h. :Z!:l<:~:";!~:o~~:n; per19um pu 

1an 
data datlmforrnasl u~ LI­__.-l-__-l 

Me1\gUlnoolkan oatil dan intormaS1 untuk mef\llai (Sampak 

~ga'1!hsiS Gan menyajtkan oata dan l"'Itormasl untuk: penilalan 

pfpk~l\'lt.as 1:1"",1 "'''I..I<<:.;,r;~;H 

k. Her;g~nahSl:' dan menyaj,j.an data Qao Informa:.' t.!ntuk perulalan 

"t.f,!;tc: t,m.;,n ",,,<;;:lnPl:tk<:anaAn 
MNlganabSIS dan menyzjdlliln Ca!2 da~ IOf~masl .,I'ltu!o; perH!alan haSlI 

~l",k<:i'!ir.;:>:tn{ 

Melaporkan penilalan alaS nasi! pelaksanaan 

Menuhs sarar; merogenal ttndak lanJut yafl9 ( , 
ni'litn ,.~..........,,,..."2" et~,.u.r,!c: ~,."""It:. r ...n\~r 

MenullS gian mengenal bodak lanJut yang dipedukan Clalarn 

p. t-'lenuks !-aran mengenal [Iodak lan1ut ya'1g d!PE:rhJ~iln dalam 

~~n~[.;;:;;nk~~~~ke~;tt~;:d;r~'if;et ~~~:~:'£t.;n (j-.­..",-.--+---+-­
Q. 

nereoqoaen lSebuarsanMo !tea'fgIS m&!sro 
Me:!ulis ~ran mengena; tm~k l .. nJut ya!"lg drPtrluka:-, daJam 

. __ .. _k.,,,....,"'..,"'ll" <;tf;'lf'ru~ ........... ,,1 
Menuhs 5<lral" mengerla, tineal( li'lI'l)U! yaflg d!~rtlJl.;an dalam 

Menuhs saran rnengel'lal tm,~all: :i'lnjlJt l'ang (bo!'Ii1J~al"l d~IWl 

Mf'n.,J!I!i ~aran men~e:".al t<Mak lan]:,.It ya~ d·oerlukal"'. daJam 
.~!","',."" -.-~- .... ~, .............." ."'... 

M(;nuhs. saroln me!"tgel'lal tlnaa).; li'lrlJut yang dfperiukan dclam 
~cl'IInaar: n· .......""' rtrl:ltAn.< rr,,,1< 

"'el'ul.S sara!") merQen,.., lmdal< Iilnlut ~'aI'l9 d!perlu~an cafaro 

--1lf;[f.D'flnaao proO·i!i'!1..S,~,a'!'te"'Q",.<+,"'eJk"'tQ!""iIl.'-:-==-"""'=-

5 6 • 

--1----1---+-1. ­

1--­

I-­ 1---. 

x. MenJhs so!!'"ar n"!e~9~"aJ Mdilk lal"l)>':{ y£t:ng (ltperlu~an dalern 
Ofcen,?oaap nVlaram ssrj'lteQI$ 'eo,ana! I 

y. Mer .!h~ ~a'an rnef'lgcnai t."ca~. 1~:\l\Jt yi!!ng dlperlul<an aa!am I - --r--.·R--= . I __ 
z. M(-"luli. +---- 1 I 

t..:."""'''-____d_''·.'_'_'"k_'_'_da_"_~. I I 1-­
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1 

Lanjutan Lampiran I 
 Lanjutan Lampiran I 


1 2 3 • 5 6 7 8 

c: PfNGIM&AKGAH PROflESl 

I 
HReNC4N.t..H 
1. Karyil TtiJiS/l(~rya Umlah d! bidang. 

cerencanaan oembarmunan 
a Memtluat I(at'ya tufis Umiat!, hasll pene:htlan, pengkaJlan, survel dan 

".. ,".1"" hlri.n, «n"nun ,"'~,hll""~'.n 
(1) !)alam i:lentuk bl.;k.u yang dlterMkan dan cHedarxan se<ara naslonal I 

;~; 

(2) Oalam malCllah yang dlakui oren Lembllg3 lImu PengMahvan IndM€!5l.<l 
! i i(upn 

1 
b. Katya tuusJ~~a Umlah heru!» tinJau¥! atau ulasan IImlah hasll 

! ~(1) [)aiam bentuk. bvltu yang olterbitllan dan d\tdarkan secara naSional ! I I 

(2} Dalam majalah itmtah yang dlak1J~ oleh LIPI 
. I 

I I Ic. Karya tul!Slkarya IImJah berupa tll1jauan atau ulasan Itm!an Mao; hasll in>< ".d ,., riAi" "rian, ,,.ne..a,, vann "in"",, ''" 
{l} Dalarn bentuk buku i i ~ 
{2} Oalam bentuk. Makalah j , 

'----- ­
d. Karya tuUS/karva i!m~tI popu!er dlbklang perencan~n yang 

,m""tiI,"""",,,,,," -

i 
e. MenYi!lmpillKan ptilsara:n beiupa tinjaui!n 9agi'5an acau usutan ;Imlah i i , II.' "'.iria, ,ca, 

2. Menterjemahkan/menyadur truku dan bahan-ba;han lii!n ell b(.1ano I 
oerencanaan oembanounan 

i
.. TeryemahM/saduran dlbldang perencanaan yang Olpubhkasil<an 

- .~~ --!---" 
(1) Qalam bentult bUku yang CliterOltlta;n dan dleClarkCin se<ara naslonal 

- ­ - ­
(2) [)alam ma;a!ah Ilmiah yang diakui O!eh UP] 

o. TeqerThlll'lan/Sadur3t: dalam btdang petencanaan pembangunan yang 
,"Ie hi", 

(I) Oalilm bentuk tll.lKU 

{2} Dalam bentuk maQlah 

3. BerparttSlpaSI secara al(trf dalam penerbl(an buktJ/majaJah dl btdang 
r>erencanaan oembanounan 
Seb2gal : 

.. Redaktllr 

b. Penglltus 
-+-­

4. Berpart;lslpaSi secafa atM dalam pemaparan (~) draf\!pedomi,ln/modul 
di bldano Qerencanaan banounan 

K~lat.an di dalam: 

,. forum intern 

0_ Forum etlstern 
~ ---.~1--­

S Melakukan stuO! baMmo ell bid,n9 pereru::llnaan pembangunan 

Kegliltan $tuc" banding dalam bloang perencanaan oembangunan 

I.. "'eoem""" ",nol<>9' 'ecat gu". dl bld.ng wen"na.n ""mbangun.n 

Menemukan teknorogl tepat guna dalam bldang perenCanaan pembangunan 
--- !-~ 

I I" ... ,,,ltlrt>?l."b......b,..,....mh.:l ...... "1"! ,~-

8 

7, Melakultan keglatCin pengembangan dl bldCif\Q perencanaan pembangllnal'! 

1. 6erslfat pembaMruan 
l--­

flerSttat Cle::nyempurnaan 
. I I ~-l- ->------' 

JUMLAH UNSUR UTAMA 

If IUNSUlt PENUNlANG 

L MengaJar/metat1hjmemblmbing di ~Wtng pertncanaan pembaf'l91.man 

Men9ajarlmel3t1h pada pendidlkan dan pe1atlhan pegawai negen sjDII~ 
t1a1am b'oano eerencaoaao oemhanouoan 

2. Mtn91klJtl semJnar/lokakarya al biOMg pereru:anun pembangunan 

Til1gdt naslonal/internasfonal. sebagal: 

;'I, Pemras&tatVPembahas ~ _-+__-1 

b. Moderator 

c. Pesena 

3. Men/it'dl pengurus ofganlSoas' pro!eSl 

llngkat IntemaslonaltNaSJOnat 

4. Menjadl an9gota oe1egasl dalam pertemuan mtemaslonal 

sebag31: 

Ketua deleyasl 

b. Anggota 13e:!egasi 

S. Ktanggotaan dalam lim ~nllal Jabatan Pefencana 

MenJ3a, anggota a!,tlt T'm PEnlla! 
]"h;>.IAI" Pf"rpnr;;n~ 

6. Mtmpero1eh (ielar kesa")lInaa'l la1nnya 

Memperoleh gelar kesar)anaan la1nnya yang tidal( sesuai dengan bldang 
tuoasnva 

a. Doktor (53) 

Pasca Saqana (52) 

t:. 5aryana (5l) 

r. M,mo,,,,"h "",·ona'o"n tanda lasa d' b,aano wencan"n 

-J--- ­

--+--+--+-----1r---+-~ I-------i 

-t---+--+--1I:- ---1-­
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Lanjutan Lampiran I 

LAMPlRAN ll: KEPUTUSAN eERSAMA KEPALA BAPPENAS 
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN 

1 

Lam';:lIran U~ulJ8ahan yao9 dlmlal 

I 
2, 

2 

JUMlAH UNSUR UTAMA + PENUNJANG 

3 4 S & 

., 

Pereneana ybs, 

NIP, 

1 • 

\ 

Pejabat Pe"9US~j" 

NIP. 

.-

Catatan Tlm Peniial 
Ketua Tim Pen~ 

NIP. 

Catatan Pelabat Penllal 
Pejabat PenUai 

NlP. 

... 

tomOH 
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PERENCANAAN NEGARA 

NOMOI! 
NOl>lOR 
TANGGAl 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN 

Yang bertancla tangan di bawah in! : 

: KEP.1106/KaI0812001 
: 34A Tahun 2001 
: 3 Agust"S 2001 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruang{TMT 

Jabatan 
unit Kerja 

Menyatakan bahwa : 

Nama 

NIP 

Pangkat/golongan ruang{TMT 


Jabatan 

Unit Kerja 


Telah melakukan Kegiatan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut : 

I 1 Satuan Jumlah Jumlah Keterangan/ 

I \ . Tanggal
Uraian Kegiatan 

\ No, Perencanaan 
Hasll Volume AK 

I 
Keoiatan 

1 2 3 4 5 6 

1. 
2. 
3. 
4. 

Dst. 

Bukti Fisik 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Atasan Langsung 

Nama Pejabat 
NIP. 

:; 
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CONTOH LAMPlRAN Ill: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENAS 
SURAT PERNYATAAN MELAKUI<AN PENGEMBANGAN !)AN KEPALA BADAl'; KEPEGAWAIAN 

PROFESI PfRENCANMN 
 NEGARA 

NOMOR : KEP.1l06/Ka/OB/2001 
NOMOR .: 34A TiIhtm 2001 
TANGGAl : 3 A9ustU$ 2001 

SURATPERNYATAAN 

MELAKUKAN PENGEMBANGAN PROFES! PEREHCANAAN 


Yang bert.anda tangan dl bawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa : 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruangfTMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah melakukan Pengembangan Profesi Perencanaan Pembangunan sebagai berikut : 

No. Uraian Pengembangan Tanggal Satuan 
---

Jumlah Jumlah 
Perencanaan Hasit Volume AK 

1 2--­
3 4 

Keeliatan 
5 6 

L 
2. 
3. 
4. 

Dst. 

Demikian pernyataan ini dlbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

........., 
Atasan langsung 

Nama Pejabat 
NIP. 

Keterariga-nf-
Bukti Fisik 

7 

:) 
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CONTOH LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA IW'PENAS 
SURAT PERNYATMN MELAKUKAN KEGlATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN 
PENUNlANG PROFESl PEREIliCANMN NEGARA 

NOMOR : KEP.1106{Ka{OB{2001 
NOMOI! : 34A Tahun 2001 
TANGGAL : 3 AgustU$ 2001 

SURAT PEitNYATAAN 

MELAKUKAN KEGJATAN PENUNJANG PROfESI PERENCANAAN 


Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruang{TMT : 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa : 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruangfTMT : 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah melakukan Kegiatan Penunjang Profesi Perencanaan sebagai berikut : 

Uraian Kegiaatn Satuan Jumlah ; Jumlah Keterangan/ 
Volume INo. Penunjang Profesi Tanggal Hasil AK 8ukti Fisik 

1-­
1 

- Perencanaan Kegiatan 
2 3 " 5 6 7 

1. 
2. 
3 . 
4. 

Dst. 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Atasan Larigsung 

Nama Pejabat 
NIP. 
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CONTOH: lAMPIRAN VI: KEPUTUSAN BERSAMA 
PENETAPAN ANGKA KREDIT KEPALA BAPPENAS DAN 

KEPALABKN 
CONTOH NOMOR : KEPn 10611(810812001

LAMPIR.AN V: KEPlfTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENASSUltAT PERNYATMN MEN1ALANI NOMOR . 34A Tahun 2001 
OAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIANPENDIDlKAN DAN PELATIHAN TANGGAl 3 Agustus 2001NfGAR.A 

PENETAPAN ANGKA KREDITNOMOR : KEP,1l06IKat08!2ool 

NOMOR : 34A Tahun 2001 
 NOMOR: 
TANGGAt : 3 AgustyS 2001 

INSTANSI' MASA PENllAlAN TGL.. ",. ,,$ O. TGl. 
SURAT P£RNYATAAH 


TELAH MENJALANI PEHDIDlKAH/DIKLAT 


Yang bertanda tangan di bawah ini ; 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruang[TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

I KETERANGAN PERORANGAN 

NAMA 
NIP 
NOMOR SERI KARPEG 
JENIS KElAMIN 
PENDIDIKAN YANG TElAH DIPERHITUNGKAN 

• ANOKA KREDITNYA 
PANGKATIGOL RUANGlTMT 

I JABATAN PERENCANA 
MASA KERJA GOL -LAMA 

·BARU 
UNIT KERJA 

II PENETAPAN ANGKA KREDIT 

1 UNSUR UTAMA 
a, Pendidikan 

1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gefar/ijazah 
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang 

perencanaan dan mendapatkan Sural Tanda 
Tamat Pendidikan dan Pelat.han (STTPLl 

b. .. perencanaan 

c Pengembangan Profes! 

JUMLAH UNSUR UTAMA 

2 UNSUR PENUNJANG 
Kegiatan yang menunjang pelaksanaan rugas perencanaao 

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 

Pangkat.. , .. ,,' "" ......TMT ''''' ... 

IV Kelebihan angka kredit 

. ..... 
III Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam Jabatan .. 

- Unsur Utama 
... Unsur Penunjang 

... " .... ". 

LAMA BARU 

.... , , .. " AI< 
AK 

.. "" .... " AK 

Dnelapkan eli, 
Pad. Tanggal. 
Nama Jabatan:. 

Nama Pejabal: 
NIP 

JUMLAH 

Menyatakan bahwa : 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah menjalani pendidikan, pelatihan dan atau kursus sebagai benkut : 

Ureian Satuan lumlah Jumlah Keterangan/No. Pendidikan/Pelatihan/ Tanggal Hasil Volume AK Bukti FisikKursus KeQiatan-2­ -5­ --73 4 6
1. 
2. 
3. 
4, 

Dst. 

Oem/kian pernyataan Inl dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

.................J 


Atasan langsung 

Nama Pejabat 
NIP. 

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

Surat asli disampaikan dengan hormat kepada: 

Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN eli 


Tembusan disampalkan kepada, 
1. Pejabat Perencana ybs. 

2, Pemimpin Unit Kerja ybs, 

3. Sekretaris Tim PeniJai yos. 

4, Pej.bat yang betWenang menetapkan angka kredit. 

5, Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Inslan$' yb$. 
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CONTOH LAHPlRAN VII: KEPlITUSAN IlfRSAHA KEPALA BAPPENAS 
kEPlITUSAN Tl:'NTANG PENGANGI<ATAN DAN KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN 
PEATAHA/PENGAI'IGI<ATAN KEMBAU NEGARA 
DAlAH JASATAN PERENCANA NOHOR : KEP.Il06/Ka/08/2001 

NOMOR : 34A Tahun 2001 
TANGGAL : 3 Agustus 2001 

KEPUTUSAN 
.......,•• ~.,.._ ••,.••••• t •••••••,.u••• nU~.u .... u •••••••• ~ ••, •••• ' ••• H' ••••••• n ........... t.~••• tt •••• _,.. 


HOMOR: .............................................. . 


TEHTANG 

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMIlALl DALAM 
JASATAN PERENCANA 

Menimbang : a. 	 bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal dan Pasai 26 Keputusan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nemer 16/KEP/M.PAN/3/2001 
tanggal 19 Maret 2001 dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat 
kembali O) Saudara daiam jabatan Perencana 
Pertama/Muda/Madya/Utama*); 

b. 

Mengingat 1. 	 Undang·undang Nemer 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang·undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 

2. 	 Undang·undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuanga Pusat 
dan Daerah; 

3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 
26 Tahun 2001; 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; 
S. 	 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

16/KEP/M.PAN/3/2oo1; 
6. 	 Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasionar dan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nemor KEP.1106/Ka/08/2001 dan 34A 
Tahun 2001 tentang PetunJuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana 
dan Angka Kreditnya; 

MEMUTUIKAN 

Menetapkan 
PERTAMA 	 Terhitung mulai tanggal ................. mengangkat/mengangkat kembaU*) 

Pegawai Negeri Sipil : 

a. 	 Nama: 
b. 	 NIP: 
c. 	 Pangkat/golongan ruangITMT : 
d. 	 Unit Kerja : j 
dalam Jabatan .......... dengan angka kredit sebesar ........... ( ....................... ). 


KEDUA 

*) Coret yang tidak perlu. 
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KETIGA 
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, KEEMPAT 
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 

Sipil yang bersangkutan Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai 
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 
Nama Jabatan 

Nama Pejabat ; 

NIP. 

TEMBUSAN ; Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 

1. 	 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 
2. 	 Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/lnstansi yang bersangkutan*); 
3. 	 PeJabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
4. 	 Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah 

yang bersangkutan 0). 

*) Coret yang tidak perlu. 
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CONTOH 

KEPU11JSAN TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA 
 LAMPlRAN VllI: KEPU11JSAN BERSAMA KEPALA 
DARI JABATAN PERENCANA 	 BAPPENAS DAN KEPALA BADAN 

KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : KEP.1105/Ka/0S/2001 
NOMOR : 34A Tahun 2001 
TANGGAL : 3 Agusto< 2001 

KEPUTUSAH 
.. • .. • ........... ~ •• H ••• n •••••••••••••••• oa •••• H ........U ................. H ............ H ........... • 


U 

HaMOR: ................................ 


TENTANG 

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PERENCANA 

PERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA*) 


Menimbang : a. bahwa sebagal pelaksanaan dari Pasal 25 Keputusan Menter; Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KfP/M.PAN/3/2001 tanggal 19 
Maret 2001 dipandang perlu untuk membebaskan sementara Saudara 

dalam jabatan Perencana Pertama/Muda/Madya/Utama*); 

b. 

Mengingat 1. 	 Undang-undang Nomor B Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. 	 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; 
3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 

26 Tahun 2001; 
4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; 
5. Kepotusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 	 Negara Nomor 

16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang labatan Fungsional Perencana dan Angka 
Kreditnya; 

6. 	 Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan 34A 
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan labatan Fungsional Perencana 
dan Angka Kreditnya. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

PERTAMA 	 Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Pegawai Negeri 
Sipi! : 

a. 	 Nama 
b. 	 NIP 
c. 	 Pangkat/golongan ruang/TMT 
d. 	 Unit Kerja 

dari jabatan 
dengan angka kredit sebesar 

.. (. ..... J. 

*) Caret yang tioak perlu. 

Peraturan-peraturen Jabatan Fungsional Perencana 

KEOUA ; Saudara dapat diangkat kembali dalam )abatan apabila 
relah ..... . 

KETIGA 

KEEMPAT 	 Apabila di kemudjan har! ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan inj, akan 
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Siple yang bersangkutan 
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

Oitetapkan dl 
Pada Tanggal 
Nama Jabatan 

Nama Pejabat : 

NIP. 

TEMBUSAN : Keputusan inl disampaikan dengan hormat kepada ; 
1. 	 Kepala Badan Kepegawalan Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 
2. 	 Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/lnstansi yang bersangkutan*); 
3. 	 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
4. 	 Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Oaerah 

yang bersangkutan *). 

*) Coret yang tidak perill. 
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CONTOH 	 LAMPIRAN lX: KEPlfTUSAN BERSAMA KEPALA 
KEPU'TUSAN TENTANG PEMBERHENTIAN 	 BAPPENAS DAN KEPALA BADAN 
DARIIABATAN PERENCANA 	 KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR : KEP.ll06/Ka/0B/2001 
NOMOR : 34A TaMun 2001 
TANGGAl : 3 Agustu. 2001 

KEPUTUSAN 

HaMOR: ............................... . 


TENTANG 

PEMBERHENTIAN DARI lABATAN PERENCANA 

PERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA*) 


Menimbang : ii, 	 bahwa sebagal pelaksanaan dari Pasal 27 Keputusan Menter! Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M,PAN/3/2001 tanggal 19 
Maret 2001 dipandang perlu untuk membarhentikan Saudara ., dari 
jabatan Perencana Pertama/Muda/Madya/UtamaO); 

b 

Mengingat 1. 	 Undang-undang Nomar 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomar 43 Tahun 1999; 

2. 	 Undang-undang Nomar 22 Tahun 1999; 
3. 	 Peraturan Pemerintah Namar 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomar 

26 Tahun 2001; 
4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; 
5. 	 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomar 

16/KEP/M,PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka 
Kreditnya; 

6, 	 Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP,1l06/Ka/0812001 dan 34A 
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsianal Perencana 
dan Angka Kreditnya. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

PERTAMA 	 Terhitung mulai tanggal ..... '"'''''''' membebaskan memberhentikan Pegawa; 
Nageri Sipil : 

a, 	 Nama 
b. 	 NIP 
c. 	 Pangkat/galangan ruang/TMT 
d. 	 Unit Kerja 

dengan angka kredit sebesar 

*) Caret yang tidak perlu, 
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apabiladapat diangkat kembali dalam jabatan 
KEDUA Saudara 


telah .• ' 


KETIGA 

Apabila d! kemudian han temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan 
KEEMPAT d!adakan perbaikan dan perhltungan kembali sebagaimana mestinya. 

Keputusan asH disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 
Nama Jabatan 

Nama Pejabat : 

NIP. 

TEMBUSAN : Keputusan inl disampaikan dengan hanmat kepada : 
1. 	 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 
2. 	 Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/lnstansi yang bersangkutan*); 
3. 	 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
4. 	 Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah 

yang bersangkutan 0). 

*) Coret yang tidak perlu. 
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CONTOH LAMPIRAN X: KEPUTUSAN 6EASAMA KEPALA BAPPENAS 
KEPUTUSAN T'ENTANG PEN'I!'SIJAIAN OALAM OAN KEPALA MOAN KEPEGAWAIAN 
lAIlATAN OAN ANGKA KR'Orr PERENCANA NEGAI\A 

HOMOR : KEP.ll05lKa/06/2001 
HOMOR : 34A Tahvn 2001 
TANGGAl : 3 Agvstu< 2001 

KEPUTUSAN 

NOMOR: .............................. .. 


TfN"!'ANG 

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KRfDIT PERENCANA 

PfRTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA*) 


Men!mp;i;~g a. bahwa saudara ..... .".,.,'. NIP•." .......... dengan Keputusan ... Nomor 
tanggal .,,, ..... ,, terhitung mulai tanggai telah 

dit~gaskan meiakukan kegiatan pada " .... ., ......... ; 

b. 	 bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomer 16/KEP/M.PAN/3/2001, dipandang perlu 
menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit 
i'erencana PertamajMuda/MadyajUtama. 

Mengingat 1. 	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Namor 43 Tahun 1999; 

2. 	 Undang-undang Nomar 22 Tahun 1999; 
3. 	 Peraturan Pemerintah Nomar 7 Tahun 1977 jO. Peraturan Pemerintah Nomor 

26 Tahun 2001; 
4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; 
S. 	 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomar 

16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka 
Kreditnya; 

6. 	 Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomar KEP.ll06/Ka/08/2001 dan 34A 
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungs/onal Perencana 
dan Angka Kred/tnya. 

MfMUTUSKAN 

Menetapkan : 

PERTAMA Terhitung mulai tanggal ................. Pegawai Negeri Sipil : 


a. 	 Nama 
b. 	 NIP 
e. 	 Pangkat/golongan ruangfTMT 
d. 	 Unit Ketja 

*) Coret yang tidak perlu 
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disesualkan dalam jabatan ..."", .. ."."",.,.",... ". dengan angka kredit 
sebesar .... ., ............... { .. .,." .,,,.} sesuai dengan lampiran V dan lampiran 

VI 	 Keputusan Menter; Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

16/KEP/M.PAN/3/2001. 

KEOUA 

KETIGA 

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan daiam keputusan in;, akan KEEMPAT 
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

Oitetapkan di 
Pada Tanggal 
Nama Jabatan 

Nama Pejabat : 

NIP. 

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 

1. 	 Kepala Sadan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor RegIonal BKN yang bersangkutan*); 
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Instansi yang bersangkutan'}; 

3, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 

4. 	 Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Oaer"h 

yang bersangkutan *}. 

*) Coret yang tidak perl u 
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REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 

MENTERI NEGIRA PERENCANAIN PEMBANGUNAN NASIONW 


KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAl 

NOMOR: KEP.019/M.PPN/12/2001 


TENTANG 

PETUNIUKTEKNIS 


PELAKSANAAN PENYESUAIANIIIlPASSIIIG 

KE DAlAM JABATAN DAN ANGKAKREDITPERENCANA 
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KEPUTUSAN 

MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

NOMOR: KEP. 019/M.PPN/1212001 


TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAlAN I INPASSING 


KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA 


MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 


Menimbang a. 	 bahwa dalam Pasal 21 Keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEPI 

M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana 
dan Angka Kreditnya, telah diatur ketentuan penyesuaianl 
inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana; 

b. 	 bahwa dalam Pasal 19 Keputusan Bersama Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala 
Kepegawaian Nasional N omor: KEP . 1106/Ka/0&12001 dan 
Nomor: 34A Tahun 2001, tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, telah 
diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaan penyesuaianl 
inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana. 

c. 	 bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi 
pelaksanaan penyesuaianl inpassing ke dalam jabatan dan 
angka kredit Perencana, dipandang perlu menetapkan 
Petunjuk Teknis pelaksanaan Penyesuaianlinpassing ke 
dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana dengan 
Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan • 
N asionallKepala Badan Perencana Pembangunan 
Nasional; 

Mengingat 1. 	 Undang-undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 
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'j 

Memperhatikan 

Menetapkan 

2. 	 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan PeratUran 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

7. 	 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

8. 	 Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara; 

9. Keputusan Presiden 	Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungs!, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemel1; 

1. 	 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang 
Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; 

2. 	 Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor : KEP. 1l06/Ka/08/2001 dan Nomor : 
34A T ahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan J abatan 
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEREN­
CANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN PENYESUAIANIINPASSING KE 

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT 

PERENCANA. 

Pasal! 

Petujuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaianl Inpassing ke dalam 
Jabatan dan Angka Kredit Perencana, dimaksud sebagai 

pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan 

penyesuaianlinpassing ke dalam jabatan dan angka kredit 

perencana bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 

persyaratan untuk diangkat jabatan Perencana melalui 

mekanisme penyesuaianl inpassing. 

Pasal2 

Sistematika Petujuk teknis pelaksanaan penyesuaianl inpassing 

ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana disusun sebagai 

berikut: 

L Tujuan 
IT. Ketentuan U mum 
lIT. Jangka Waktu Penyesuaianllnpassing 

IV. Tata Cara Penyesuaianllnpasssing 

V. Ketentuan T eknis 

VI. Penutup 

Pasal3 

Petunjuk T eknis Pelaksanaan Penyesuaianl inpassingke dalam 

jabatan dan angka kredit Perencana, adalah sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu 

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan 

Inl. 

Pasal4 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 

keke1iruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 
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Ditetapkan di Jakarta 

Path tanEPa) 07 Desember 2001 

MENTERl NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

1 
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PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING 


KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 


I. 	 TUJUAN 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaianl inpassmg ke dalam jabatan dan angka 
kredit Perencana, dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang 
dalam melaksanakan penyesuaian penyesuaianl inpassing ke dalam jabatan dan 
angka kredit Perencana bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan 
untuk diangkat dalam jabatan perencana melalui mekanisme penyesuaian/ 

inpassing. 

II. 	KETENTUAN UMUM 

Sesuai dengan ketentuan Pasa121 Menpan No: 16/KEPIM.PAN/3/2001 dan 
Pasal 19 SKB Kepala Bappenas dan Kepala BKN No. 1106/Ka/08/2001 dan 
No. 34A Tahun 2001, Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat ke dalam 
Jabatan Fungsional Perencana harus memenuhi ketentuan: 

a. 	 Pada tanggal 19 Maret 2001 masih melaksanakan tugas di bidang 
perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. 

b. 	 Berijazah serendah-rendahnya SI; 

c. 	 Pangkat Serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 

d. 	 Setiap un sur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik 
dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

III.JANGKA WAKTU INPASSING 

Proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalaITl J abatan Fungsional 
Perencana dan angka Kreditnya melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan 
dalam jangka waktui 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tangga11 Januari 2002 dan 
harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2002. 

IV. TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIANIINPASSING 

1. 	 PNS yang telah memenuhi ketentuan (persyaratan) untuk penyesuaian I 
inpassing, secara hirarkhi dapat diajukan/mengajukan usul kepada Pimpinan 
Unit Kerja yang bersangkutan dengan ketentuan serendah-rendahnya 
pejabat eselon III dilengkapi dengan Lampiran: 

a. 	 Surat pernyataan dari atas langsung serendah-rendahnya pejabat eselon 
III yang menyatakan bahwa pada tanggal19 Maret 2001, PNS yang 
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bersangkutan masih melaksanakan tugas/kegiatan di bidang 
perr :~naan; 

b. 	 Foto coppy sah ijazah sarjana (S1) 

c. 	 Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir; 

d. 	 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) satu tahun terakhir 

e. 	 Salinan tugas pokok dan fungsi Unit Perencanaan yang berangkutan 

f. 	 Surat Keputusan penempatan/penugasan terakhir 

2. 	 Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, wajib 
melakukan pemeriksaaan terhadap kelengkapan berkas dan lampiran usul 
penyesuaianlinpassing dan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada 
pejabat yang berwenang mengangkat melalui pejabat yang secara fungsional 
membidangai urusan kepegawaiaan dan serendah-rendahnya eselon II. 

3. 	 Pejabat Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas melakukan 
verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan, sebagai 
berikut: 

a. 	 membandingkan usulan yang diterima dengan kelengkapan lampiran 
yang dipersyaratkan sebagaimana butir 1 di atas; 

b. 	 memeriksa dan menentukan tingkat kesesuaian Pegawai Negeri Sipil 
yang diusulkan dan tugas pokok dan fungsi unitnya; 

c. 	 melakukan penilaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, 
masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan 
dan jumlah angka kredit dalam jabatan perencana. 

4. 	 Pejabat Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, 
meneruskan usulan dan kelengkapan berkas usulan yang telah memenuhi 
persyaratan dan ketentuan kepada pejabat yang berwenang mengangkat 
atau pejabat Pembina Kepegawaian, untuk mendapatkan penetapan 
penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit perencana. 

5. 	 Asli Surat Keputusan Penyesuaianlinpassing ke dalam jabatan dan angka 
kredit perencana yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
{pejabat Pembina Kepegawaian}, di sampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkuytan dengan tembusan kepada: 

a. 	 Kepala Badan Kepegawian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi 
Pusat atau kepda Kepala Kantorr Regional BKN yang bersangkutan 
bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikan di daerah dan PNS 
Daerah. 

b. 	 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional u.p Pusat 
Pembinaan Perencana. 
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Direktur Jeenderal Anggaran Depanemen Kcuangan (bagi PNS Pusat) 

d. 	 Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat/Kepala Biro Kcuangan 

Daerah bagi PNS Daerah. 

e. 	 Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan. 

6. 	 Badan Perencanaan pembangunan Nasional sebagai Instansi Pembina 
Fungsional Perencana, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

penyesuaianlinpassing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

V. 	KETENTUAN TEKNIS 
1. Unit kerja perencanaan adalah unit pada instansi pemerintah, baik di pusat 

maupun di daerah, yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya 

melakukan: 
a. 	 Kegiatan perencanaan yang bersifat menyeluruh, dari mulai identifikasi 

permasalahan, perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan, 
pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, 
dan penilaian hasil pelaksanaan secara teratur, sitematis dan 

berkesinambungan. 
b. 	 menghasilkan: rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana 

proyek baik lingkup makro, sektor atau pun daerah, yang mempunyai 
dampak terhadap pembangunan nasional dan daerah, dan 

c. 	 melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan hasil 

pelaksanaan. 
2. Yang termasuk instansi dan atau unit Prencanaan adalah instansi : 

a. 	 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 

b. 	 Unit Perencanaan Departemen/Kantor Menteri Negara/Lembaga 

Pemerintah Non Departemen; 
c. 	 Lembaga/Badan Perencanaan atau Perencanaan Pembangunan 

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota; 

d. 	 Unit Perencanaan padaDinas Teknis di tingkat Pemerintah Propinsi, 

Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota; 

contoh: 
Unit-unit Perencanaan instansi yang hasilnya hanya untuk kepentingan 
instansi itu sendiri tidak termasuk instansi Perencanaan yang dapat 
dikatagorikan kedalam jabatan Fungsional Perencana, seperti Biro 
Perencanaan dan organisasi Tata Laksana Bappenas sesuai topiknya 
hanya menghasilkan produk Perencanaan untuk lingkup Bappenas saja. 
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Sebaliknya pada Biro Perencma Depertemcn Negeri dan Sumbcr d,l)" a 
Mim~' sesu.1i dengan topiknya harus membuat perencanaan 
energi dan sumber daya Mineral untuk lingkup nasional, sehingga biro 
ini masuk dalam katagori unit perencanaan dalam jabatan fungsion<ll 
perencana. 

3. 	 Pegangkatan dalamJabatan Perencana dalam masa penyesuaianlinp'15sing 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenag (Pejabat Pembina Kepegawaian) 
yaitu Menteri, Pimpinan lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris 
~egara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, 
Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan 
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara/Tinggi Negara, Gubernur, 
Bupati/Wali KOla atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk. 

4. 	 Usul penyesuaian dalam Jabatan Perencana hanya berlaku bagi Pegawai 
Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara 
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001, 
tangga119 Maret 2001 masih bertugas atau melaksanakan kegiatan di bidang 
perencanaan dengan Pangkat Penata Muda golongan ruang III! a, berijazah 
sekurang-kurangnya Sarjana/S1 atau yang setingkat, dan setiap unsur 
Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) 
atau terakhir. 

Contoh: 

a. 	 Sdr. Priyono, SE di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pangkat Penata Muda 
golongan ruang illla, dengan masa kerja kepangkatan terakhir kurang 
dari 1 tahun dalam hal demikian maka terhitung mulai tanggall J anuari 
2001, kepada yang bersangkutan dapat diangkat melalui penyesuaian/ 
inpassing sebagai Perencana dalam jenjang jabatan Perencana Pertama 
dengan angka kredit sebesar 100. 

b. 	 Sdri. Tri Astuti, SE adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata 
Muda Tingkat I golongan ruang m1b dengan masa kerja kepangkatan 
terakhir 4 tahun 3 bulan. sebelumnya bekerja di Kantor Wilayah 
Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, Sri Astuti, SE 
terhitung tanggal 16 Maret 2001 ditempatkan di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara. dalam hal demikian 
maka yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Perencana dalam jenjang 
jabatan Perencana Pertama dengan angka kredit sebesar 200. 

c. 	 Drs. Marwoto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappenas 
diangkat sebagai staf pada Direktorat Penataan Ruang, Pertanahan, 

Peraturan·peraturan Jaba/an Fungsional Perencana 

dan Lingkungan Hidup, Bappenas terhitung mubi tanggal 1 April 
1995 sampai dengan tanggal19 Maret 2001 masih me1aksanakan tugas 
di bidang pereneanaan. Pangkat/Golongan Ruang terakhir Drs. 
Marwoto, golongan ruang nIle dengan masa kerja kepangkatan 
terakhir 2 tahun 3 bulan saudara Drs. Marwoto dapat diangkat 
Perencana dalam jenjang jabatan Perencana Muda dengan angka 

kredit sebesar 250. 

d. 	 Sdr. Cahyono, MSe adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Perencanaan 
Departemen Pendidikan Nasional dan menjabat sebagai Kepala Bagian 
Pengembangan Rencana Program. Berdasarkan surat pernyataan dari 
Kepala Biro Perencanaan, yang bersangkutan masih menduduki jabatan 
tersebut sampai dengan tanggal 21 Maret 2001. Pada saat ini Sdr. 
Cahyono telah 3 tahun 6 bulan menduduki pangkat Pembina golongan 
ruang IVI a. Dalam hal dernikian maka Sdr. Cahyono dapat diangkat 
oleh Menteri Pendidikan Nasional dalam jabatan sebagai Perencana 

Madya dengan angka kredit sebesar 516. 

5. 	 Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalanil dijatuhi hukuman disiplin 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dengan tingkat 
hukuman disiplin sedang dan at au berat tidak dapat diusulkan untuk 
penyesuaianlinpassing dalam jabatan dan angka kredit perencana. 

Contoh : Sdr. Drs. Indroyono, MA adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dalam hal dernikian 
saudara Indroyono tidak dapat diusulkan untuk disesuaikanl di inpassing 

dalam jabatan Perencana. 

6. 	 Pegawai Negeri Sipil yang setelah tanggal19 Maret 2001 tidak melaksanakan 
tugas di bidang perencanaan, tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian 

atau inpassing dalam jabatan perencana. 

Contoh : Sdr. Dr. Timbul adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan 
ditugaskan pada unit perencanaan Departemen Pendidikan Nasional dan 
telah melaksanakan tugasnya selama 8 tahun 6 bulan, pada tanggal17 Maret 
2001 yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Pendidikan Dasar dan 
Menengah. Dalam hal yang dernikian Sdr. Timbul tidak dapat disesuaikanl 

diinpasing ke dalam jabatan dan angka kredit perencana. 

7. 	 Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 
bulan tidak dapat diusulkan untuk penyesuaianlinpassing dalam jabatan 

dan angka kredit Perencana. 
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I' Comoh: Sdr. Drs. Satrio Purwito ada!ah Pegawai Negeri Sipil yang 

! bekerja ;)ada Unit Perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Kebumcn. 


P,lda ;.aat ini Sdr. Satrio sedang menjalani tugas belajar S2 di Universit as 

Mada. dalam hal demikian maka yang bersangkutan tidak clapa! 


disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana. 

8. 	 Pegawai Negeri Sipil yang sedang dikenakan pemberhentian sementara 
tidak dapat diusulkan untuk disesuaikan/diinp,ming dalam jabatan dan 
angka kredit perencana. 

Comoh: Sdr. Drs. Asep Sunarya, MBA adalah seorang Pegawai Negeri 
Sipil yang bekerja pada unit Perencanaan Direktorat Jenderal Tanaman 
Pangan, Departemen Pertanian. pada saat sekarang sdr. Asep Sunarya 
sedang dalam status diberhemikan sementara sebagai pegawai negeri sipi!. 
Dalam hal demikian yang bersangkutan tidak dapat disesuaikanl diinpassing 

ke dalam jabatan dan angka kredit Perencanaan. 

?egawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara 
(kecuali untuk cuti melahirkan anak) tidak dapat diusulkan untuk 
penyesuaianlinpassing dalam jabatan dan atau kredit perencana. 

Contoh: 

a. 	 Sdr. Dra. Tita Maryati, MA adalah seorang Pegawai Negeri Sipi! yang 
bekerja di bidang Sosial Budaya Bappeda Magelang. Sdr. Tita pada 
saat ini sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara mengikuti 
suami tugas ke luar negeri selama 2 tahun. Dalam hal demikian maka 
yang bersangkutan tidak dapat disesuaikanl diinpassing ke dalam jabatan 
dan angka kredit Perencana. 

b. 	 Sdr. Ir. Wulan Ambaratih, MSc, adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
bekerja Ji unit perencanaan Dinas Pertanian Propinsi DIY. Pada saat 
ini Sdr. Wulan sedang cuti melahirkan anak keempat. dalam hal 
demikian maka kepada yang bersangkutan dapat diusulkan untuk 
disesuaikanldiinpassing dalam jabatan dan angka kredit perencana. 

10. 	Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas dan tanggung jawab 
di bidang perencanaan setelah tanggal 19 Maret 2001 tidak dapat 
disesuaikan/diinpassing ke da!amJabatan Perencana. 

Contoh : Sdr. Makmur, MSc., diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan 
ditempatkan pada unit kerja Perencanaan terhitung mulai tugas tangga! 1 
. ';'pril 20C1. Dalam kasus ini Sdr. Makmur maka saudara Makmur tidak 

disesuaikanldiinpassing ke dalam Jabatan dan angka kredit Perem:ana. 
1 UntUK menjadi Perencana, Sdr. Makmur dapat diangk,u mcLtlui 

pengangkatan pertama kali. 
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11. 	Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh gelar kesarjanaan/Sl tetap! 
belum dilaporkan dan belum digunakan untuk mutasi kepegawaian, maka 
yang bersangkutan tetap dapat diangkat ke dalam jabatan dan angka kredit 
perencana setelah ijazah dimaksud dilaporkan ke Unit Kepegawaian 
sebeium ditetapkan Surat Keputusan Penyesuaianllnpassing. 

Contoh ; Sdr. Suprianto, SH pangkat Penata Muda tingkat I golongan 
rung m/b bekerja Unit Perencana dan diberi tugas di bidang Perencanaan 
terhitung mulai tangga!2 J anuari 1999. sambil bekerja yang bersangkutan 
memperoleh ijazah S1 (Sarjana Hukum) pada tanggal 6 Februari 2001 
dalam hal demikian maka yang bersangkutan tetap dapat diusulkan untuk 

disesuaikanldiinpassing dalam jabatan dan angka kredit perencana dengan 
ketentuan ijazah dimaksud segera dilaporkan kepada Pejabat Kepegawaian 

sebelum Surat Keputusan penyesuaian/inpassing ditetapkan. 

12. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di luar unit perencanaan dan tidak sedang 
menjabat jabatan struktural atau fungsional lainnya yang tidak dapat 
diusulkan untuk penyesuaianlinpassing. kepada PNS yang bersangkutan 
dapat diangkat dalam jabatan fungsional perencana melalui mekanisme 

pengangkatan pertama kali. 

13 	 Pegawai Negeri Sipil yang yang menduduki jabatan tertentu di luar 
Institusi/Unit Perencanaan tidak dapat diusulkan untuk penyesuaianl 

inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencanaan. Kepada PNS 
yang demikian ini dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional perencana 

melalui mekanisme pindah jabatan. 

V. 	PENUTUP 

Pelaksanaan pengangkatanKepegawai Negeri Sipil ke dalamJabatan Fungsional 
Perencana dan Angka kreditnya melalui penyesuaian/inpassing diharapkan telah 
memperhatikan perubahan struktur, tugas pokok dan fungsi unit perencanaan. 
Sehingga perencana yang telah di angkat melalui penyesuaianl inpassing dapat 
terwadahi dalam struktur, tugas dan fungsi organisasi yang sesuai dengan 

perencana yang bersangkutan. 
Selanjutnya, setelah masa penyesuaianlinpassing ke dalam jabatan dan angka 
kredit perencara berakhir, seluruh tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
ke dalam jabatan perencana menggunakan tata cara pengangkatan pertama kali 

dan tata cara pengangkatan pindah jabatan . 
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KEPUTUSAN 

MENTERINEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN 


NASIONALI 

KEP ALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 


NOMOR: KEP.020/M.PPN/12/2001 

TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN PERENCANA 

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONALI 


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 


Menimbang a. 	 bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal22 ayat (2) Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
16/KEPIM.PANI 3/2001, antara lain telah ditentukan 
bahwa untuk pengangkatan dalam jabatan Perencana harus 
didasarkan kepada formasi jabatan yang telah ditetapkan 
oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
pendayagunaan aparatur negara. 

b. 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaiman 
terse but pada huruf a di atas, maka dipan dang perlu untuk 
menetapkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan N asionallKepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional tentang Pedoman Penyusunan 
Formasi Jabatan Perencana; 

Mengingat 1. 	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diu bah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. 	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

1 	 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
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Menetapkan 

~ 
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beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 96 T ahun 2000 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

6. 	 Peraturan pemerintah Nomor 97 Tahun 2000tentang 
farmasi Pegawai Negeri Sipil; 

7. 	 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsianal Pegawai Negeri Sipil; 

9. 	 Keputusan Presiden Nomar 101 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan T ata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen; 

10.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/312001 tentang 
Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; 

l1.Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomar: KEP.1106/Ka/0812001 dan Nomor: 34A 
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsianal Perencana dan Angka Kreditnya. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI 

JABATAN PERENCANA. 

Pasal1 
Pedaman Penyusunan {ormasi Jabatan Perencana Inl 

dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina 
Kepegawaian dalam menyusun {ormasi jabatan Perencana 
di lingkungan masing.masing. 

Peraluran-peraturan Jabatan FUllgsionaJ Perencana 

Pasal 2 
Sistematika Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan 
Perencana sebagai dimaksud dalam lampiran Keputusan ini, 

disusun sebagai berikut: 

1. 	 TUJUAN 

II. 	 T ATA SARA PERHITUNGAN FORMASI 

J ABAT AN PERENCANA 

III. 

IV. 

TATA CARA PENETAP AN 
PENGUSULAN FORMASI JAB
PERENCANA 

PENUTUP 

DAN 
ATAN 

Pasa13 
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Perencana, adalah 
sebagaiman terse but dalam Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan 
dari keputusan ini. 

Pasa14 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apaila ternyata di kemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan 
dan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 07 Desember 2001 

MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

~ 

K.i:AN GIE 
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PEDOMAN PENYUSUNAN 

FORMASI JABATAN PERENCANA 


1. 	 TUJUAN 

Pedoman ini digunakan sebagai petunjuk teknis bagi Pejabat Pembina 
Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam melakukan perhitungan dan penyusunan 
formasi jabatan Perencana disamping untuk menjamin kelancaran dan 
pemahaman yang sarna pada unit-unit perencana pusat dan'daerah. 

II. 	TATA CARA PERHlTUNGAN FORMASIJABATAN PERENCANA 

1. 	 UMUM 
a. 	 Formasi jabatan Perencana masing-masing satuan organisasi perencana 

disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan Pegawai Negeri 
Sipil sessuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi 
jabatan yang ada. 

b. 	 Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai tersebut berdasarkan analisis 
terhadap: 
1. 	 Jumlah PNS yang melaksanakan tugas perencanaan di masing-masing 

unit perencana. 
2. 	 Stroktur Organisasi unit perencana, untuk dilihat jumlah PNS yang 

menempati jabatan struktural, jabatan fungsional , berikut staf yang 
tersedia di bawahnya. 

3. 	 Jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan 
oleh suatu satuan organissasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, 
terotama pekerjaan perena yang bersifat rutin setiap tahunnya dan jenis 
pekerjaan yang dapat diciptakan dalam setahun. 

4. 	 Beban kerja dan perkiraan kapsitas seorang tenaga Perencana dalam 
jangka waktu tenentu adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis 
pekerjaan dalam waktu tertentu. 

5. 	 Faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan yaitu kemampuan 
keuangan negara. 

c. 	 Formasi J abatan Perencana di setiap unit perencana hanya akan ada, apabila: 
1. 	 Tersedianya suatu unit perencanaan yang mewadahi pejabat Perencana 

dalam melaksanakan tugas perencana, melalui penyesuaian struktur, 
tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan; 

2. 	 Terdapat PNS di unit perencanaan yang belum pernah memi.liki . 

(stat) yang memilih jabatan Perencana sebagai 
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3. 	 Terdapat pejabat fungsionaI lain selain Perencana di unit perencana 
yang pindah jabatan ke dalam jabatan perencana; 

Terdapat pejabat struktural di unit perencanaan yang pindah jabatan 

ke dalam jabatan Perencana. Apabila tidak ada tambahan beban kerja 

di unit perencana tersebut, maka perpindahan ini harus disenai dengan 

penghapusan jabatan struktur di unit perencana tersebut (restrukt ural). 

5. 	 Ada tambaan beban kerja yang mengakibatkan benambahnya formasi 
PNS yang bekerja dibidang perencanaan di unit perencanaan, serra ada 
PNS yang memilih jabatan perencana sebagai jalur karirnya. Formasi 

jabatan Perencana ini bisa berasal dari PNS diluar unit Perencana 
tersebut yang ingin pindah jabatan ke dalam perencana, atau pegawai 
baru sarna sekali. 

II. PERHITUNGAN FORMASI JABATAN PERENCANA 
a. 	 Tahap I (Tahun 2002) 

1) 	 Formasi jabatan Perencana di setiap unit perencanaan untuk tahun 2001 

tidak berakibat benambahnya jumlah PNS yang melaksanakan tugas 
perencanaan di unit perencanaan tersebut. 

2) 	 Apabila jumlah PNS yang melaksanakan tugas perencanaan di suatu unit 

perencanaan adalah T, dan di dalamnya terdiri dari sejumlah pejabat 
struktural (IS), pejabat fungsionallain selain Perencana (IF), dan staf (S), 
maka: 

T=JS+JF+S 

3) Dengan adanya formasi jabatan Perencana sejumlah JFP, maka jumlah PNS 

;) yang melaksanakan tugas perencanaan harus tetap sarna dengan T, namun 
dengan konfigurasi yang berubah menjadi: 

T = JFP + JS + JF + (S -JFP), apabila seluruh JFP berasal dari Staf; 


T = JFP + JS + (JF-JFP) + S, apabila seluruhJFP berasal dati fungsionallain; 


T JFP + (IS -JFP) + JF + S, apabila seluruh JFF berasal dari struktural; 

T = JFP + (IS + JF + S -JFP), apabila JFP berasal dari ketiga unsur. 


b. 	 Tahap II (Setelah Tahun 2002) 

1) 	 Formasi jabatan Perencana di setiap unit perencanaan setelah tahun 2002, 

dimungkinkan menambah jumlah PNS yang melaksanakan tugas 
perencanaan di unit perencanaan tersebut, sepanjang adanya tambahan be ban 1 
kerja. 
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2) Formasi jabatan Perencana dikarenakan adanya tambahan beban kerja 

tersebut, dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: 

Formasl JFP = ( :E Plan I:' f.L Volume ':. f.L Time) I E Person Load 

Formasi JFP Jumlah formasi yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan 

perencanaan pada suatu unit perencanaan 

L Plan J umlah kegiatan perencanaan per jenjang 
J.! Volume Rata-rata jumlah output hasil pekerjaan perencanaan 

setiap jenis kegiatan perencanaan 

J.! Time Rata-rata waktu untuk menyelesaikan 1 (saw) output 

L Person Load = Jumlah jam kerja efektif perencana dalam setahun (1.250 

jam) 

Contoh: 

Kegiatan fungsional perencanaan pada suatu unit perencanaan di Depanemen 

Pekerjaan Umum dalam setahun adalah sebagai berikut: 

1. 	 Kegiatan perencanaan untuk Perencana Penama berjumlah 15 kegiatan, 

masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 10 output, 
rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 45 jam. 

Maka formasi jabatan Perencana (IFP) untuk jenjang Perencana Penama 

tersebut adalah: 

Formasi JFP = (15 * 10 ,f 45) I 1.250 

5,4 ~ dibulatkan menjadi 5 

J adi jumlah formasi JFP untuk jenjang Perencana Pertama adalah 5 orang. 

2) 	 Kegiatan perencanaan untuk Perencana Muda berjumlah 37 kegiatan, 

masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 32 Output, 

rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 30 

jam. Maka formasi jabatan Perencana (JFP) untuk jenjangPerencana Muda 

tersebut adalah: 

Formasi JFP = (37 * 32 * 30) I 1.250 

= 28,4 ~ dibulatkan menjadi 28 

Jadi jumlah formasi jabatan Perencana untuk jenjang Perencana Muda, 
adalah 28 orang. 

3) 	 Kegiatan perencanaan untuk Perencana Madya berjumlah 30 kegiatan, 

masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 30 output, 

rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 30 

jam. Maka formasi jabatan Ferencana (IFP) untuk jenjang Perencana Madya 
tersebut adalah: 

Formasi JFP = (30'" 30 * 30) I 1.250 

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 93 



= 21,6 -+ dibulatkan menjadi 22 

].>.w.: jud,ah formasi jabatan Perencana aFP) untuk jenjang Perencana 
Madya adalah 22 orang. 

4) 	 Kegiatan perencanaan untuk Perencana Utama berjumlah 24 kegiatan, 
masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 24 output, 
rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 35 jam. 
Maka formasi jabatan Perencana aFP) untuk jenjang Perencana Utama 
tersebut adalah: 
Formasi JFP "'" (24~' 24 * 35) I 1.250 

16,1 -+ dibulatkan menjadi 16 

Jadi jumlah formasi jabatan Perencana aFP) untuk jenjang Perencana 
Utama adalah 16 orang. 

III.TATA .....CARA PENETAPAN DAN PENGUSULAN 
FORMASIJABATAN PERENCANA 

1. 	 PENETAPAN FORMASIJABATAN PERENCANA 
a. 	 Formasi Jabatan Perencana aFP) untuk masing-masing satuan organisasi 

pemerintah Pusat setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan 
usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan setelah mendapat 
pertimbangan teknis Kepala BKN. 

b. 	 FormasiJFP Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah 
Daerah: 
1) Propinsi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul dari Kepala 

Bappeda Propinsi at au Kepala Instansi/Dinas T eknis yang 
membawahi Unit Perencanaan Fropinsi setelah mendapat 
pertimbangan leknis Kepala Kantor Regional BKN yang 

2) 	 Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul dari Kepala 
Bappeda Kabupaten atau Kepala Instansi/Dinas Teknis yang 
menibawahi Unit Perencanaan Kabupaten setelah mendapat 
pertinibangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. 

3) 	 Kota ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul dari Kepala Bappeda 
Kota at au Kepala Instansi/Dinas T eknis yang membawahi Unit 
Ferencanaan Kota setelah pertimbangan teknis Kepala Kamor 
Regional BKN yang bersangkutan. 

2. 	 PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI JABATAN PERENCANA 
a. 	 Formasi Jabatan Perencana di Pusat 

1) 	 Sebelum mengajukan usulan formasi jabatan Perencana kepada Menteri 
Negara PAN, masing-masing Fejabat Pembina Kepegawaian Fusat 
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melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instani Pembina J abatan 

Fungsional Perencana (Bappenas), 
2) 	 Usulan formasi jabatan Perencana disusun berdasarkan, antara lain 

hl';,I'ttin'p/'oe'ta jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional pada 

unit perencanaan yang bersangkutan. 
3) 	 Berdasarkan hasil koordinasi dan konsuhasi tersebut, maka usulan 

formasi baru diajukan kepada Menteri Negara PAN dan Kepala BKN 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. 	 Formasi J abatan Perencana di Daerah 
1) Pimpinan unit perencana menyusun usulan rencana formasi jabatan 

Perencana di lingkungan masing-masing setelah dikoordinasikan atau 
ltasikan dengan Bappeda yang bersangkutan. 

2) Usulan formasi jabatan Perencana disusun berdasarkan, antara lain 
bezetting/peta jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional pada 
unit perencanaan yang bersangkutan. 

3) Rencana usul formasi j abatan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat 

penetapan. 
4) Sebelum formasi jabatan Perencana ditetapkan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian Daerah, maka rencana formasi jabatan Perencana 
sebagaimana dimaksud terlebih dahulu dimintakan pertimbangan teknis 
kepada Kepala Kantor Regional BKN masing-masing, 

5) Tembusan surat keputusan penetapan formasi jabatan Perencana 
disampaikan kepada Kepala BKN Regional yang bersangkutan dan 

Kepala Pappenas. 

IV.PENUTUP 
Penyusunan formasi jabatan Perencana setelah periode inpassing/penyesuaian 
dilakukan dengan mengacu pada pedoman penyusunan formasi jabatan 

Perencana. 
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KEPUTUSAN 


MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 


KEP ALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 


NOMOR: KEP. 234/M.PPN/04/2002 


TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, 

KENAlKAN PANGKATI JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, 

PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM 


DAN DAR! JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 


MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

Menimbang a. 	 bahwa untuk mendapatkan kesatuan pengertian dalam 
pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan 
pembebasan semen tara, pengangkatan kernbali dan dari 
jabatann funngsional perencana, periu disusun petunjuk 
teknis yang dapat digunakan sebagai pedornan bagi pejabat 
yang berkepentingan; 

b. bahwa Petunjuk Teknis sebagaiman terse but dalam hurnf a 
eli atas, dipandang periu untuk ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkatl 
J abatan, Pembebasan Sernentara, Pengangkatan Kembali dan 
Pemberhentian dalam dan dariJabatan Fungsional Perencanaj 

Mengingat 	 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Kepegawaian sebagairnana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 
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2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 	 MEMUTUSKAN: 

Pemerintahan Daerah; 
KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Menetapkan 
PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADANPeraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALbeberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPemerintah Nomor 26 Tahun 2001; 
PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT/

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 
PENGANGKATAN KEMBALl DAN 

5. Peraturan Pemerintah .Nomor 96 Tahun 2000 tentang PEMBERHENTIAN DALAM DAN DAR! JABATAN 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

FUNGSIONAL PERENCANA.
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Pasal1Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah 

diu bah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Petujuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman 

2002; yang lebih rinei bagi pejabat yang berkepentingan agar 
terdapat kesatuan pengertian dalam pelaksanaan Jabatan 7. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 101 T ahun 2000 tentang 
Fungsional Pereneanaan aFP) yang meliputi : Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil; 
Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara,

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun J. 999 tentang 
Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian bagi Pegawai

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 
Negeri Sipil calon Pereneana atau Pereneana di bawah 

9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang 
tanggung jawabnya. 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana 


Pasa12
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 
2002; Sistematika Petunjuk teknis pelaksanaan Pengangkatan, 

Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara,10.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam JabatanKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalamOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Depanemen, 

Lampiran Keputusan ini disusun sebagai berikut : 
sebaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 


Nomor 3 Tahun 2002; 


l1.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 	 TUJUANI. 

Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang 
 PENGANGKATANII. 
Jabatan Fungsional Pereneana dan Angka Kreditnya; KENAIKAN PANGKAT/JABATANIII. 

12.Keputusan Bersama Kepala Badan Pereneanaan PEMBEBASAN SEMENTARAIV.
Pembangunan Nasional Kepala Badan Kepegawaian 

PENGANGKATAN KEMBALIV.Negara Nomor : KEP. 1106/Ka/08/2001 dan Nomor: 

PEMBERHENTIAN
34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan VI. 


Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; VII. PENUTUP 
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Pasal3 

Petunjuk T eknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan 
Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan 
Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan 
Fungsional Perencana sebagaimana diatur dalam Lampiran 
Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

Pasal4 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan dan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 5 April 2002 

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
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PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, 

KENAlKAN PANGKATi JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, 

PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM 


DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 


I. 	 TUJUAN 

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci 
bagi pejabat yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dalam 
pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencanaan OFP) dalam hal: Pengangkatan, 
Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, 
dan Pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil calon perencana atau perencana 
di bawah tanggung jawabnya. 

II. 	 PENGANGKATAN 

1. 	 KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN 

a. 	 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalarnJFP dapat dilakukan: 

1) Apabila Unit Perencanaan yang bersangkutan memiIiki formasiJFP 
yang ditetapkan oleh Menteri yang benanggungjawab di bidang 
Pendayagunaan Aparatur N egaralGubernurIBupati/Walikota 
sebagaimana diatur dalam SK Menteri Negara PPNI Kepala Bappenas 
No. KEP.020/M.PPNi1212001 tentang Pedoman Penyusunan 
Formasi Jabatan Perencana; 

2) Bagi PNS yang sebelumnya tidak memangku jabatan strukturall 
fungsional lain, melalui mekanisme pengangkatan penama kali 
dengan prasyaratan : (a) ijazah serendah-rendahnya S 1; (b) Pangkat 
serendah-rencahnya Penata Muda golongan ruang IlIa; (c) telah 
mengikuti dan Iulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang 
perencanaan , d) unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
baik dalam 1 (sam) tahun terakhir, dan e) memiliki angka kredit 
komulatif minimal; atau 

3) Bagi PNS yang sebelumnya sedang memangku jabatan strukturaL-' 
fungsionallain, dapat diangkat melalui mekanisme pengangkatan dari 
jabatan lain dengan persyaratan : (a) semua persyaratan butir 1.a.2) di 
atas; (b) pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangn ya 
2 (dua) tahun; (c) usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum 
mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang dipangkunya; 
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I Cnsur penilaian prestasi sekurang-kurangnya baik dalam 1 Drs. Subandrio bisa direkomendasikan untuk dapat diangkat kcdalam 
tahun tcrakhir. 

Jabatan Fungsional Perenc;ma, dan angka kredit yang diberikan sesuai 
dengan Lampiran II Keputusan Menteri Negara PAN No. 16/KEP/ 

b. Penetapan angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada M.PAN/312001. Apabila selama 1 (dua) tahun tersebut Icrnyat" tidak 

butir n.l.a.2) dan II.l.a.3) dilakukan melalui ujian kompetensi jenjang lulus ujian kompetcnsi, maka yang bersangkutan t1dak 
jabatan perencana, dengan ketentuan sebagai berikut : mcmpcroleh angka kredit sehingga yang bersangkutan tidak berhak 

masuk dalam ]FP;1) 	 Calon Perencana yang lulus akan mendapatkan Surat Keputusan 
Penetapan angka Kredit (SK-PAK), dengan angka sebesar jumlah 3) Matcri dan Pelaksana ujian kompetensi jenjang jabatan perencana, 

angka krcdit kumulatif minimal sebesar angka kredit untuk masing­ abn diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. 

masing pangkatl golongan ruang sesuai Lampiran II Kep MenP AN c. Calon Perencma yang diangkat dalam JFP, pangkat dan golongan ruang 
No. 16/KEP/M.PAN/3/2001. ditetapkan sarna dengan pangkat dan golongan ruang rang dimiliki, 
Contoh: scdangkan jeniang jabatan perenc,ma ditetapkan berdasarkan kredit 

yang tertuang dalam SK-PAK yang dimiliki. Dra. Diah Anggraeni, MA, adalah PNS dengan pangkatl golongan 
ruang pembina, IVI a. Dra. Diah Anggraeni, MA berkeinginan d. Memenuhi ketentuan Pasal23 dan 24 Keputusan Menteri PA~ No. 16/ 
menjadi Pejabat Perencana. untuk menjadi perencana, Dra_ Diah KEP/M.PAN/3/200 1 dan sebdum diangkat kcdalam Jabatan Fungsional 

Anggraeni harus ikut ujian kompetensi perencana. dalam ujian ini, Perencana diisyaratkan untuk mengikuti dan lulus diklat penjenjangan 

Dra. Diah Anggraeni dinyatakan lulus untuk jenjang jabatan Fungsional Percncana sesuai ketcntuan yang berlaku_ 
Perencana Madya. kepada dra. Diah Anggraeni diberikan angaka 
kredit sebesar 400; ...

-'. 	 PROSEDUR PENGANGKATAN :
2) Calon Perencana yang tidak lulus uji kompetensi jenjang jabatan a. PNS Calon Perencana yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan 

perencana, penetapan angka kreditnya akan ditangguhkan, dan apabila di bawah ini, secara hirarki dapat mengajukan usul kepada Pimpinan Unitj Calon Perencana terse but tetap ingin masuk dalam JFB, yang kerja yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon III, dengan
bersangkutan masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian lampiran masing-masing rangkap 2 (dua): 
kompetensi dimaksud dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung dari saat 

1) 	 Fotocopy ijazah S1 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
pertama kali mengikuti ujian kompetensi, sampai yang bersangkutan 

2) Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;dinyatakan lulus dan mendapatkan SK P AK, untuk disesuaikan angka 
kreditnya pada masing-masing pangkat/jabatan sesuai Lampiran II 3) Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); 
Kep MenPAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001. 4) Untuk yang akan diangkat melalui mekanisme pengangkatan dari 
Contoh: jabatan lain, ditambah dengan Surat Keterangan dari atasan langsung 

bahwa yang bersangkutan telah meIakukan pekerjaan dalam bidang Drs. Subandrio berpangkat Pembina dengan Golongan Ruang IV/a. 
perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. sebagai pejabat Eselon III/a kan diangkat dalam J abatan FungsionaI 

Perencanaan. untuk dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional b. Pembina Kepegawaian cq. Pejabat Kepegawaian dibawahnya menugaskan1 
Perencana, Drs. Subandrio terlebih dahulu harus mengikuti ujian 	 calon perencana yang akan diangkat, untuk mengikuti diklat perjenjangan 


kompetensi perencanaan. apabila dalam ujian tersebut Drs. Subandriao fungsional perencana. 


tidak lulus ujian kompentensi, kepada yang bersangkutan diberikan c. Calon perencana yang teIah mengikuti dan lulus diklat dan me:.<ampaikan 

kesempatan untuk mengikuti kembali ujian kompetensi dalam kurun STTPL kepada Pejabat Unit Kepegawaian. 

waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal ujian yang pertama sampai 
 d. Pejabat Unit Kepegawaian menyampaikan kepada Pembina Kepegawaian 
dinyatakan lulus Ujian Kompetensi Perencana. Dengan demikian, dan kepada pejabat yang berwenang menentukan angka kredit masing­
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, 
'J 

e. 

f. 

g. 

h. 

1. 

masing 1 (satu) set usulan dan dokumen yang dipersyaratkan, sebagaimana 

:·'ng dimaksud pada pasal14 ayat 1 Kep Menpan No. 16/KEP/M.PANI 
312001, untuk diproses penetapan angka kredit. 

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, menyampaikan SK 
PAKcalon perencana yang bersangkutan kepada Pejabat Unit 
Kepegawaiaan Instansi (pejabat yajg secara fungsional membidangi urusan 
kepegawaian serendah-rendahnya eselon III) untuk dip roses pengangkatan 
calon perencana yang bersangkutan menjadi pejabat fungsional perencana. 

Pejabat Unit Kepegawaian kemudian melakukan verifikasi atas kebenarran 
dan keabsahan berkas dan lampiran usulan, sebagai berikut: 

1) Membandingkan usulan yang diterima dengan kelenglapan lampiran 
dokumen administrasi yang dipersyaratkan; 

2) Melakukan penilaian pangkatlgolongan ruang dan jumlah angka 
kredit dalam SK P AK yang bersangkutan; 

3) Menyiapakn rancangan Sur at Keputusan Pengangkatan menjadi 
Pejabat Fungsional Perencana, sesuai dengamn lampiran VII SKB 
Kepala Bappenas dan Kepala BKN No. KEP. 1106/Ka/OS/2001-No. 

34A Tahun 200l. 

Pejabat Unit Kepegawaian menyampaikan rancangan Surat Keputusan 
Pengangkatan Pejabat Fungsional Perencana kepada pejabat yang 
berwenang untuk ditandatangani, sebagaimana telah diatur PP 96 Tahun 
2000. 

Asli Surat Keputusan Pengangkatan yang teIah ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang, disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan 
tembusan kepada: 

1) Kepala Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi 
pusat atau kepada Keeoala Kantor Regional BKN yang bersangkutan 
bagi PNS Daerah; 

2) Keepala Badan Perencana Pembangunan Nasional c.q. Kepala Pusat 
Pembina Perencana; 

3) Direktur jendral Anggaran, Depertemen Keuangan (bagi PNS Pusat) 

4) Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat/Kepala Biro Keuangan 
Daerah bagi PNS Daerah; 

5) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan; 

Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, 
meIakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengangkatan 
dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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III. KENAlKAN PANGKAT DAN JABATAN 

1. 	 KETENTUAN DAN PERSYARATAN KENAIKAN PANGKATI 

JABATAN 
a. 	 Perencana dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila 

memenuhi ketentuan : (1) Memiliki angka kredit kumulatif minimal yang 
ditentukan untuk kenaikan pangkat; (2) Memiliki mas a kepangkatan 
minimal 2 (dua) tahun; (3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai 

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

b. 	 Perencana dapat dinaikkan jenjang jabatannya apabila memenuhi 
ketentuan: (1) Memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan 
untuk kenaikan jenjang jabatan; (2) Sekurang-kurangnya teIah 1 (satu) 
tahun dalam jabatan terakhir; (3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya 
bernilai baik dalam 1 (saw) tahun terakhir; (4) Telah mengikuti dan lulus 

diklat fungsional di bidang perencanaan; 


Angka kredit sebagaiman disebut dalam butir a dan b di atas, berasal 
c. 
sekurang-kurangnya SO persen dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 

20 persen berasal dari unsur penunjang. 

Angka kredit yang berasal dari unsur utama sebesar 80 persen, harusd. 
mengandung angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan perencanaan 
dan pengembangan profesi dengan komposisi, sebagai berikut: 

Bagi Perencana yang naik jabatan menjadi Perencana Utama atau naik 1) 
pangkat menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV1d 


sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV1e: 


a) Kegiatan Perencanaan sekurang-kurangnya 25 persen; 


b) Kegiatan Pengembangan Profesi sebanyak-banyaknya 75 persen; 


2) 	 Bagi Perencana yang naik jabatan menjadfi Perencana Muda sampai 
dengan Perencana Madya atau naik pangkat menjadi Penata Utama 
Muda, golongan ruang nIlb sampai dengan Pembina Utama Muda, 

golongan ruang IV 1c: 

a. 	 Kegiatan Perencanaan sekurang-kurangnya 30 persen; • 
b. Kegiatan pengembangan Profesi sekurang-kurangnya 70 persen. 

PNS yang diangkat dalamJabatan Perencana, dan telah memperoleh angka e. 
kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan saw tingkat 
lebih tinggi pada tahun pertama dalam mas a pangkatljabatan yang 
didudukinya, maka pada tahun berikutnya, setiap tahun yang 
bersangkutan tetap diharuskan mengumpulkan angka kredit sekurang­
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~ urangn ya 20 persen dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk 2. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN UNTUK KENAIKAN 

Kenaikan pangkat/jabatan berikumya. angka kredit ini berasal dari kegiatan P ANGKAT IJABATAN 

pereneanaan. a. Kenaikan Pangkat : 

Contoh 1: 
1) 

2) 

Salinan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK.PAK); 

Salinan Surat Keputusan Kepangkatan terakhir; 
Sdr. X dengan pangkat Penata Muda golongan ruang lIl/a mas a kerja 3) Salinan Suraty Kepurusan J abatan Fungsional pereneana Terakhir. 
golongan 2 tahun diangkat dalam J abatan fungsional Pereneana pada masa 4) Salinan DP3 2 (dua) tahun terakhir; 
inpassing per 1 April 2002 sebagai Pereneana Pertama dengan angka kredit 

124. dalam tahun penama (1 April 2002 s.d 31 Maret 2003) dalam jabatanya, b. Kenaikan JenjangJabaran : 

Sdr. X telah berhasil mengumpulkan angka kredit 50. Persyaratan untuk 1) Salinan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK.P AK); 

kenaikan pangkat dari Penata Muda, IIIlamenjadi Penata Muda Tingkat 2) Salinan Surat Keputusan Kepangkatan terakhir; 

I, nIlb berikutnya (1 Aprii 2004) dipersyaratkan dapat mengumpulkan 3) Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Diklat 

angka kredit sekurang-kurangnya 50 angka kredit. Karena angka kredit Penjenjangan Fungsional Pereneana; 

yang diperlukan Sdr. X sudah terkumpuk pada tahun I, maka pada tahun 4) Salin an Surat keputusan Jabatan Fungsional Pereneana :'erakhir. 

berikutnya (1 April 2003s.d 31 Maret 2004), Sdr. X tetap harus 5) Salinan DP3 1 (satu) tahun terakhir. 

mengumpulkan angka kredit sebanyak 20 % dari jumlah angka kredit 

yang dipersyaratkan umuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebihg 3. PROSEDUR KENAlKAN PANGKAT/JABATAN 
tinggi yang berasal dari kegiatan pereneanaan atau 10 Angka Kredit. a. Kenaikan Pangkat 

Contoh 2: 1) Pimpinan Unit Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat/Daerah 

Sdr. X dengan pangkat Penata Muda golongan ruang lIlia, masa kerja 

golongan 2 tahun, diangkat dalam Jabatan Fungsional Pereneana pada 

masa inpassing per 1 April 2002 sebagai Peerencana Penama dengan angka 

serendah-rendahnya eselon III, setelah menerima salinan SK P AK, 

meneliti seluruh berkas kelengkapan kenaikan pangkat, dan apabila 

telah memenuhi persyaratan yang diperlukan, selanjutnya 

kredit 124. dalam tahun penama (1 April 2002 s.d 31 Maret 2003) dalam menyampaikan kepada: 

jabatannya, Sdr. x telah berhasil mengumpulkan angka kredit 100. a) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri, Kepala LPND, 

Persyaratan untuk kenaikan jabatan menjadi Pereneana Muda, Sdr. X Sekretaris Negara, Kepala POLRI, Jaksa Agung) untuk usulan 

dipersyanakan untuk mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 

100 angka kredit. karena angka ktedit yang diperlukan Sdr. X sudah 

kenaikan Pangkat untuk PNS Pusat menjadi Pembina Utama 

Muda Golongan IVIe sampai dengan Pembina Utama Golongan 

terkumpul pada tahun penama, maka per 1 April 2003 yang bersangkutan Ruang IV/e ; 

dapat dinaikkan jabatannya menjadi Pereneana Muda dengan angka kredit b) Sekretaris Utama LPND/Sekretaris Jenderal Depenemen, untuk 

kumulatif sebesar 224. karena angka kredit tersebut juga dapat usulan kenaikan pangkat PNS Pusat menjadi Penata Muda 

dipergunakan untuk kenaikan pangkat/golongan, maka yang Golongan Ruang III/a sampai dengan Pembina Tingkat I 

bersangkutan tetap dipersyaratkan untuk mengumpulkan angka kredit Golongan Ruang IVIb; 

sebanyak 20 % dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan ulltuk e) Sekretaris Daerah, untuk usulan Kenaikan pangkat menjadi Penata 

kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Muda Golongan Ruang 1111a sampai dengan Pembina Urama 

;j 
Perencanaan atau 10 Angka Kredit. Selanjutnya kenaikan pangkatnya Sdr. 

X dapat diberikan per 1 April 2004 menjadi pangkatlgolongan ruang 2) 

Golongan Ruang IVI e. 

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusatl Sekretaris Jenderall Sekretaris 
Penata Muda Tingkat 11mb. Utama/Sekretaris Daerah memeriksa kelengkapan persyaratan dan 

lampiran yang diperlukan. dan setelah penimbangan teknis dari 
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Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS Pusat, at au Kepala 

Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi PNS Daerah, 

selanjutnya meneruskan usulan tersebut untuk ditetapkan dan 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
PP Nomor 96 tabun 2000 Pasal 5,6, dan 7. 

3) 	 Asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang telah ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian 
disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan 
kepada: 

a) 	 Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS Pusat, atau kepada 
Keepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi PNS 
Daerah; 

b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Kepala 
Pusat Pembina Perencana; 

c) Direktur J enderal Anggaran, Depertemen Keuangan (bagi PNS 
Pusat); 

d) Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat/ Kepala Biro 
Keuangan Daerah bagi PNS Daerah; 

e) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan. 

b. 	 Kenaikan J abatan 

1) Perencana yang telah menerima SK PAK, melengkapi berkas 
persyaratan untuk kenaikan jabatan, yang selanjutnya secara 
hirarki diusulkan kepada Pejabat Unit Kepegawaian. 

2) Untuk naik ke dalamJabatan Perencanaan Utama, Pimpinan Unit 
kepegawaian setelah meneliti berkas persyaratan, selanjutnya 
memproses SK Kenaikan Jabatan fungsional Perencana dengan 
meminta pertimbangan tehnis dari Kepala Badan Kepegawaian 

Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah 
dan PNS Daerab, untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2000. 

3) Untuk naik ke dalam Jabatan Perencana Muda dan Perencana 

Madya tidak perlu meminta pertimbangan tehnis atau persetujuan 
dari Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS Pusat, atau 

kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi 
PNS Daerah. 

4) 	 Asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang telah ditetapkan 
oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian 
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disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan 

kepada: 

a) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja 
pada instansi pusat atau kepada Kepala Kantor Regional 
BKN yang bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi 
vertikal di daerah dan PNS Daerah. 

b) Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional c.q. Kepala 
Pusat Pembuna Perencana; 

c) Direktur Jenderal Anggaran, Depertemen Keuangan (bagi 

PNS Pusat); 

d) Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat /Kepala Biro 
Keuangan Daerah bagi PNS Daerah 

e) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan. 

III. PEMBEBASAN SEMENTARA 

1. 	 KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBEBASAN 
SEMENTARA 

a 	 Pejabat Perncana akan dibebaskan sementara dariJabatan Fungsional 
Perencana apabila: 

1) 	 Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat 
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan 
untuk kenaikan pangkat Perencana Pertama (Golongan Ruang 
III/a) sampai Perencana Utama (Golongan Ruang IV/d). 

2) 	 Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat 
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang­
kurangnya 25 (dua puluh lima) bagi Perencana Utama (Golongan 
ruang IV/e). 

b. 	 Perencana juga dapat dibebaskan sementara dariJabatan Fungsional 

Perencana oleh sehab lainnya yaitu apabila: 

(1) 	 Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat 
berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah' 
Nomor 30 Tahun 1980. 

(2) 	 Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; 

(3) 	 Ditugaskan secara penuh di luar jahatan Perencana; 
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(4) Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat 
dan seterusnya; 

(5) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

c. Perencana yang dibebaskan karena alasan tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit minimal, maka: 1) ketentuan kenaikan pangkatnya tidak 
dapat dilakukan berdasarkan peraturan di luar ketentuanJFP; 2) tidak 
berhak at as tunjangan fungsional perencana. 

d. SK Pembebasan Sementara dariJabatan Perencana berlaku terhitung 
mulai: (1) Tanggal berlakunya hukuman disiplin, bagi yang dijatuhi 
Hukuman Disiplin; (2) Tanggal berlakunya SK Pembebasan 
Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk yang diberhentikan 
sementara dari Pegawai Negeri Sipil; (3) Tanggal pelantikan dalam 
jabatan lain; (4) Tanggal berlakunya cuti di luar tanggungan negaraj 
(5) Tanggal masuk pendidikan bagi yang tugas belajar. 

e. Pejabat yang berwenang, memberikan perin gat an tertulis kepada 
Perencana Pertama, Perencana Muda, Perencana Madya, dan 
Perencana Utama (Golongan ruang IVI d) yang diperkirakan tidak 
akan memperoleh jumlah angka kredit yang dipersyaratkan, selambat­
lambatnya: 

1) 1 (satu) tahun sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir bagi 
Perencana Pertama (Golongan Ruang IIIIa) sampai dengan 
Perencana Utama (Golongan Ruang IVI d). 

2) 3 (tiga) bualn sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir 
bagi Perencana Utama (golongan Ruang IVI e). 

Contoh 1: 

Drs.. Bambang, MA, Perencana Muda dengan pangkat Penata Tingkat 
I Golongan Ruang IIII d, diangkat pad a pangkat dan jabatan di aLas 
pada 1 April 1999, 1 April 2003, yang bersangkutan belum juga 
memasukkan DUPAK, maka kepada yang bersangkutan akan 
diberikan peringatan tertulis. 

Contoh 2: 

Dr. Ujang, Perencana Utama dengan pangkat Pembina Utama, 
Golongan Ruang IVIe. Sejak tanggall April 2001 yang bersangkutan 
baru mengumpulkan 10 angka angka kredit. Berdasarkan pengamatan, 
sampai dengan 31 Maret yang bersangkutan tidak dapat 
mengumpulkan 25 angka kredit. Maka Pembina Pegawai Pusat! 
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Daerah akan memberikan peringatan tertulis kepada Dr. 
selambat-lambatnya 2 januari 2002. 

f. 	 Pembebasan sementara diberikan karena tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun. 

g. 	 Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan tentang 
Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Perencana adalah 
pejabat yang berwenang mengangkat sesuai ketentuan dalam PP No. 
96 Tahun 2000. Contoh formulir yang dipergunakan sebagaimana 
Lampiran VIII Keputusan Bersama Ke[ala Bappenas dan Kepala BKN 
Nomor KEP.llQoLKa/08/200:Ldan Nomor 34A Tahun 2001. 

h. 	 Perencana yang dibebaskan sementara sebagaimana tersebut dalam 
butir IV.1.a dan Vl.l.b kecuali yang dijatuhi hukuman disiplin, 
diberhentikan sementara dari PNS, dan Cuti di luar tanggungan negara 
wajib untuk tetap melaksanakan tugas pokoknya, dan kegiatan 
tersebut tetap dinilai untuk diberikan angka kredit, sedangkan 
tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan, 

1. 	 Perencana yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman 
disiplin, selama menjalani hukuman disiplin dapat menjalankan 
sebagian tugas pokoknya, tetapi tidak diberikan nilai angka kredit, 
dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan_ 

J. 	 Perencana yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 
6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara tetap dapat 
dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

k. 	 Perencana yang dibebaskan karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) 
bulan dan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan sebagaimana 
dimaksud dalam butir j di atas, angka kreditnya sebagaimana 
dimaksud dalam butir h. tidak dapat digunakan untuk kenaiakn 
pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana. 

2. 	 PROSEDUR PEMBEBASAN SEMENTARA 

a. 	 Pembebasan Sementara karena tidak mencapai angka kredit 
sebagaimana yang dipersyaratkan: 

1. 	 Berdasarkan Laporan Tim penilai, Pimpinan Unit Kepegawaian 

mengeluarkan Surat peringatan kepada perencana yang 
bersangkutan apabila setelah 4 (empat) tahun Terhitung Mulai 
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4) Asli Surat Keputusan Pembebasan Scmcnlara yang tcLlh ditetapkan 
Pengangkatan: (a) belum pernah mengajukan penetapan angka oleh pejabJt yang bcrwenang sebagaimana yang disebut d'llam bUlir 
kredit; (b) angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk 2.a.3) di atas, oleh Pimpinan Unit kepegawaian disampaikan PNS 
kenaikan pangkat belum dlpenuhi. yang bersangkutan dengan tembusan kepada: 

2. Dalam jangka waktu 1 (saw) tahun setelah mendapatkan a) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja padJ 
peringatan bagi Perencana Pertama Golongan Ruang IIIIa sampai instansi pus at atau kepJda Kcpala kantor regional BKN yang 
dengan Perencana Utama (Golongan Ruang), IV Id) dan 6 (enam) 

bulan bagi Perencana Utama (golongan Ruang IVI e), yang 
bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal di 

dacrah dan PNS Daerah; 
bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kumulatif yang 
dipersyaratkan, maka Pejabat Pembinna Kepegawaian akan 

menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sememara. 

b) Kepala Badan Percncana Pembangunan ll<lsional c.q. Kepala Pusat 

Pembinaan Perencana. 

Contoh 1: c) Direktur Jendral Anggaran, Depertemen Keuangan (bagi PNS 

Dr. Sumamri Perencana Muda dengan pangkat Penata Tingkat 

I, Golongan Ruang III/d. Dalam 4 (empat) tahun yang d) 

Pusat) 

Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat/ KepalJ Biro 

bersangkutan baru mengumpulkan 50 angka kredit. berdasarkan Keuangan Daerah bagi PNS Daerahj 

rencana, sampai dengan akhir periode penilaian (31 Maret 2007), e) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan. 

Perencana yang bersangkutan tidak akan dapat mengumpulkan b. Pembebasan Sementara karena sebab lainnya: 
100 angka kredit. Untuk itu Ketua Tim Penilai melaporkan hal 

tersebut kepada Pimpinan Unit Kepegawaian, yang kemudian 

akan memberikan nota peringatan selambat-Iambatnya pada 

tangga11 April 2006. 

1) Berdasarkan dokumen yang menyatakan bahwJ pejJbat 

Fungsional Perencana yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat 

sedang atau berat, atau diberhentikan sementara sebagai PNS, 

atau tidak dapat melaksanakan tugasnya secara penuh sebagai 
Contoh 2: perencana, maka Pimpinan Unit Kepegawaian menyiapkan 
Dr. Sumarianto, Perencana Utama dengan pangkat Pembina usulan Pembebasan Sementara Perencana yang bersangkutan dan 
Tingkat I, Golongan Ruang IVI e. dalam 6 (enam) bulan yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang Mcngangkat, 
bersangkutan baru mengumpulkan 15 angka kredit. Berdasarkan memindahkan. dan memberhentikan PNS sebagaimJna diatur 
rencana, sampai dengan akhir periode peniiaian (31 Maret) 2(05), dalam ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2000. 
perencana yang bersangkutan tidak ak.an clapat mengumpulkan 
25 Angka Kredit. umuk itu Ketua Tim Penilai melaporkan hal 

tersebut kepada Pimpinan Unit Kepegawaian, yang kemudian 

memberikan Nota Peringatan selambat-lambatnY2 pacia ranggal 

1 Oktober 2004. 

2) Asli Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang telah 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unit 

Kepegawaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan 

dengan tembusan kepada: 

3) Jika ternyata sampai dengan tanggal batas waktu yang ditetapkan, 

perencana yang bersangkutan: a) tidak juga mengajukan usulan 

penetapan yang bersangkutanj b) angka kredit kumulatif yang 

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat tidak terpenuhi, maka 

a) Kepala Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada 

instansi pusat atau kepada Kepala Kantor Regionai BKtJ 

yang bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi 

vertikal; di daerah dan PNS Daerah; 

Pimpinan Unit Kepegawaian menyiapkan usulan Pembebasan b) Kepala badan Perencana Pembangunan Nasionai c.q. Kepab 

Sementara Perencana yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pusat Pembinaan Perencanaan; 

Pejabat yang Berwenang Mengangkat, memindah dan c) Direktur jendral Anggaran, Depeneme!l (b.\gi 

memberhentikan PNS sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PNS Pusat); 

j 
PP Nomor 96 Tahun 2000. 
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d) 	 Kepala KPKPN setempat PNS Pusatl Kepala Biro 
Keuangan Daerah bagi pns Daerah; 

e) 	 Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan. 

IV. PENGANGKATAN KEMBALI 

1. 	 KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN 
KEMBALI 

a. 	 Pengangkatan kembali ke dalam JFP setelah menjalani Pembebasan 
Sementara dapat dipenimbangkan apabila : 1) telah memperoleh angb 
kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
dibebaskan sementara; 2) telah selesai menjalanan hukuman disiplin 
tingkat sedang at au berat; 3) dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi 
pidana percobaan oleh Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum 
tetap; 4) telah selesai menjalani tugas di luar jabatan perencana; 5) 
telah diangkat kembali pada instansi semula setelah cuti di luar 
tanggungan negara; atau 6) telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan. 

b. 	 Jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat kembali ditetapkan 
berdasarkan jumlah angka kredit yang pernah dimiliki dan angka 
kredit baru yang diperoleh se1ama Perencana yang bersangkutan 
dibebaskan sementara. 

c. 	 Bagi Perencana yang dijatuhi hukuman disiplin, angka kredit bam 
yang diperoleh se1ama yang bersangkutan dibebaskan sementara, tidak 
dapat diikutsenakan dalam perhitungan penerapan angka kredit. 

2. PROSEDUR PENGANGKATAN KEMBALI 

<l. 	 Pejabat Fungsional Perencana yang telah memenuhi ketentuan dan 
persyaratan pengangkatan kembali, maka Pimpinan Unit Kepegawaian 
mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan 
PP 96 Tahun 2000 untuk menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan 
Kembali ke dalamJFP, dengan pangkat dan jenjangjabatan yang sesuai 

jumlah angka kredit yang diperoleh, sebagaimana Lampiran I 
dan n Keputusan MenPAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001; 

b. 	 Asli Surat Keputuisan Pengangkatan Kembali yang telah ditetapkan 
oleh yang berwenang, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian 
disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada: 

P""'O"~'xr~l~n Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi 
pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang 

;J 
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bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi venikal di 
daerah dan PNS Daerah; 

2) Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional c.q. Kepala 
Pusat Pembinaan Perencanaan; 

3) Direktur J endral Anggaran, Depertemen Keuangan (bagi PNS 

Pusat); 
4) Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusatl Kepala Biro 

Keuangan Daerah bagi PNS Daerah; 
5) Pimpinan Unit Perencanaan yang bersangkutan. 

VI. PEMBERHENTIAN 

1. 	 KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBERHENTIAN 

a. 	 Perencana akan diberhentikan dari JFP apabila : 1) tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan 
pangkat yang setingkat lebih tinggi, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
sejak di bebaskan sementara; 2) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa 
pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan PP No. 30 
tahun 1980; 3) dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan 
keputusan pengadilan yang te1ah mempunyai kekuatan yang tetap. 

b. 	 Perencana yang diberhentikan dariJFP: 1) Tidak wajib melaksanakan 
tugas perencanaan pada Jabatan Fungsional Perencana; 2) Tidak 
berhak atas tunjangan jabatan fungsional; 3) Kenaikan pangkatnya 
dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di luar Jabatan 
Fungsional Perencana; dan 4) tidak dapat diangkat kembali ke dalam 
Jabatan fungsional Perencana. 

c. 	 Perencana yang telah diberhentikan dari J abatan Fungsional Perencana 
dapat dinaikkan pangkatnya secara reguler jika : 

1) Pangkatnya masih dalam batas ketentuan pangkat tertinggi 
berdasarkan pendidikannya; 

2) Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam dalam pangkat tersebut; • 

3) 	 Memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat secara reguler 
lainnya. 

2. 	 PROSEDUR PEMBERHENTIAN 

a. 	 Pimpinan Unit Kepegawaian memperhatikan persyaratan untuk 
diperhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana Atas, dan 
selanjutnya menyampaikan berkas dimaksud dengan dilampiri 
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dokumen yang diperlukan untuk penetapan pemberhemian dari 
Jabatan Fungsional Perencana kepada pejabat yang berwenang sesuai 
ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2000. 

l.!. 	 Pejabat Pembina Kepegawaian mcnetapkankan Surat Keputusan 
Pemberhentian dan mengembalikannya kepada Pimpinan Unit 
Kepegawaian. Bemuk Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pejabat 
Fungsional Perencana sebagaim'lna tersebut pada Lampiran IX 
Keputusan Bersama Kepala Bappenas dan Kepal·a BKN Nomor 
KEP.ll06iKaiOSi2001 dan Nomor 34A Tahun 2001; 

Co 	 Ash Surat Keputusan Pemberhemian yang telah ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang, oleh Pimpinan unit Kepegawaian disampaikan kepada 
PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada: 

1) 	 Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada 
instansi pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang 
bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal di 
daerah dan PNS Daerah; 

2) Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional c.q. Kepala 
Pusat Pembina Perencana; 

3) Direktur Jenderal Anggaran, Depertemen Keuangan (bagi PNS 
Pusat); 

4) Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat/ Kepala Biro 
Keuangan Daerah bagi PNS Daerah. 

5) Pimpinan Unit yang bersangkuun. 

VII. KEBERATAN 

-,'paoiia terjadi hal-hal yang clapal merugikan PNS dalam penetapan angka 
kre.iit sebagai akibat tindakan yang disengaja dan atau brena keblaian dari 
Tim Penilai, PNS yang bersanngkutan dapat mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan meiaL:pirkan bukti-bukti ptng 
dapat diyakini kebenarannya. 

VIII. PENUTUP 

1. 	 Ktpurusan Meneg PPN/Kepaia Bappenas ini mulai berlaku pad a tanggai 

ditetapbn. 


Eal-h,ll lain yang belum cukup diatur dabm Keputusan Menc:g PPN/ 

Kcp.\b R1Fpenas ini akan .~i,ltur kemudiall. 
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ANAK LAMPIRAN l: 
CONTOH: 
SURAT I'ERMOHONAN REKOMENDASI 
MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL I'ERENCANA 
MELAL III PENGANGKATAN pERTAMA KALl 
ATAUPERPINDAHAN J ABA TAN 

SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI 
MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA 

Kepada Yth. 

Pimpinan Unit Kerj. 

pNS yang btrsangkutan 

di temp.t 


Bersama ini dengan harmat, saya yang bert.nda tangan di bawah ini 

Nama 
NIP 
PangkatlGalangan ruang/TMT 
Jabatan '0 
Unit Kerja 

Menyatakan permahanan untuk menjadi Pej.bat Fungsianal Perencana. Sebagai bahan penimb.lngan, 

bersama ini terlampir: 	 . 

Ijazah Sarjana (S1); 
Sur.t Keputusan Peng.ngkat.n menjadi PNS; 

DP31 tahun terakhir; 

Surat Keputusan Kep.ngkatan; 

Surat Pernyat.an telah menjalani diklat; 

Surat Pernyataan melakukan kegiatan perencanaan;* 

Surat Pernyataan mel.kukan kegiatan penunjang; 

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit; 

dU. 

Atas perh.ti.n dan perk.nanny. diucapkan terima kasih. 

Pemohan, 

Nama: 
NIP. 

Tembusan: 

Yth. Sekretaris JenderallSekret.ris Utama/Pembina 


Kcpegawaian Pusat .tau D.er.h" 

Yo.) caret /hilangkan yang tidak perlu 
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COKTOH: ANAK LAMPIRAN II 

St;RAT REKOMENDASJ 

USllLAN PENGANGKA TAN MENJADI 

PEJABA T FUNGSIONAL PERENCANA 

SURA T REKOMENDASI USULAN PENGANGKA T AN 


PERTAMA KAU/DARIJABATAN LAIN'; 


MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA 


Kepada Yth. 

Pembina Kepegawaian PusatiDaerah 

Di tempot 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Nil' 

Pangkat/golongan ruang/T~1T 

Jabatan" 
Unit Kerja 

Menyatakan setuju, bahwa PNS di bawah ini: 

Nama 

Nil' 

Pangkat/golongan ruang/TMT 

Jabatan ". 

Unit Kerja 

diu sulk an dalam Pengangkatan Perrama kalil Dari Jabatan Lain menjadi Peiabat Fungsional 
Perencana. 

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. 

Atasan Langsung 

Nama Pejabat : 

NIP. 

Peraturan-peraturan Jabatan FungsionaJ Perencana 

A~";AK LAMPIRAN III:CONTOH: 

StJRAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS 

KE BKNI BKN REGIONAL 

SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS 

Kepada Yth. 


Kepala BKNI BKN Regional ". 

ditempat 


Sehubungan dengan permohollan PNS di Instans! Pemerintah Pusat atau Daerah, atas nama 

Nama 

Nil' 

Pangkat/Golongan ruang/TMT 

Jabatan * 

Unit Kerja 

Dengan hormat bersama ini kami mohon bantuan Saudar.. untuk merekomendasikan 
pertimbangan teknis terhadap PNS tersebut di atas menjadi pejabat fungsional Perencana. 

Atas perhatian dan banruannya diucapkan terima kasih. 

PEMBINA KEPEGAWAIAN 

PUSA T IDAERAH" 

Nam.t: 

NIP. 

Tembusan: 


") coret Ihilangkan yang tidak perlu 
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REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 

MENTERI NEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 


KEPAlABADAN PERENCANAAN PEMANGUNAN NASIONAl 

NOMOR: 235/M.PPNl04/2002 

TENTANG 

PETUNJUKTEKNIS 


PENILAlANANGUKREDITPERENCANA 


j 
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~ 

KEPUTUSAN 


MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 


NOMOR: KEP. 23S/M.PPN10412002 


TENTANG 


PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA 


MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Menimbang a. 	 bahwa untuk mendapatkan kesamaan pengertian 
tentang unsur kegiatan perencanaan dan penilaian 
angka krerut bagi perencana perlu disusun Petunjuk 
Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana; 

b. 	 bahwa Petunjuk T eknis sebagaimana dimaksud butir 
CJ 	 a dipandang perlu untuk ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional; 

Mengingat l. 	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah 
ruubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 
1999; 

2. 	 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

~ 3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 

2001; 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan FungsionaI Pegawai Negeri Sipil; 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 

dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipiI; 

6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipiI, 
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 

7. 	 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun J abatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

8. 	 Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri 
Negara, sebagaimana telah diu bah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002; 

9. 	 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non 

Departemen, sebaiman telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 3 T ahun 2002; 

10. 	 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 16/KEPIM.PAN/31 
2001 tentang Jabatan Fungsional Pereneana dan 

Angka Kreditnya; 

11. 	 Keputusan Bersama Kepala Badan Pereneanaan 
Pembangunan Nasional Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor : KEP. 1l06/Ka/08/2001 dan 
Nomor: 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pereneana dan 

Angka Kreditnya; 

Peraturan-peraturen Jabatan Fungsional Perencana 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 
KEPALA BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA 

KREDIT PERENCANA. 

Pasalt 

Petujuk T eknis Penilaian Angka Kredit Pereneana ini 

dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinei 

bagi Pereneana, Anggota Tim Penilai, dan Pejabat lain 
yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian 
dan pemahaman dalam pelaksanaan penilaian kegiatan 
Pereneana pada instansi pemerintah di pusat dan di daerah. 

Pasal2 

Petujuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pereneana 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1. 	 PENDAHULUAN 

II. 	 KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN 
DIBERIKAN ANGKA KREDIT 

III. 	 KOMPOSISI PRESENTASI ANGKA REDIT 

Pasal3 

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pereneana seeara 

rinei 	diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran • 
Keputusan, yang merupaan satu kesatuan dan bagian yang 
tidak terpisahkan dari keputusan ini. 
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Pasal4 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 5 April 2002 

MENTERl NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Peraturan..peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

PETUNJUK TEKNIS 

PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA 


1. 	 PENDAHULUAN 

A. 	TUJUAN 
1. 	 Petunjuk teknis penilaian angka kredit perencana ini dimaksudkan untuk 

menjadi pedoman yang lebih rinci bagi Perencana, Anggota Tim Penilai, 
dan Pejabat lain yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian 
dan pemahaman dalam pelaksanaan penilaian kegiatan perencanaan dan 
angka kreditnya dari PNS yang menduduki Jabatan Fungsional 
Perencana pada instansi pemerintah di pusal dan di daerah. 

2. 	 Dahm keputusan ini diatur tentang kegiatan perencanaan yang dapat 
dinilai dalam rangka pelaksanaan J abatan Fungsional Perencana dan 
Angka Kreditnya pada unit perencanaan insransi pemerintah di pusat 
dan di daerah. 

B. 	 RUANG LINGKUP 

1. 	 U nsur kegiatan yang dinilai dan diberikan angka kredit adalah: (a) unsur 
kegiatan utama, dan (b) unsur kegiatan penunjang. 

2. 	 Petunjuk Teknis ini diberlakukan untuk Pejabat Fungsional Perencana 
yang melaksanakan tugas pada unit perencanaan instansi pemerintah di 
pusat dan di daerah, yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya: (a) 
melakukan perencanaan menyeluruh (comprehensive p/,mning), (b) 
menghasilkan rene ana kebijaksanaan, rencana program atau rencana 
proyek baik lingkup makro, sektor atau daerah, yang mempunrai 
dampak nasional, propinsi, kabupaten atau kota, dan (c) melakukan 
pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan. 

II. 	 KEGIATANYANG DAPATDINIlAI DANDlliERIKAN ANGKi\.KREDIT 

A. 	UNSUR KEGIATAN UTAMA 

1. 	 UNSUR PENDIDlKAN (SEMUA JENJANG JABATAN) 

a. 	 Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelarlijazah 
dengan bidang studi yang sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pendidikan formal dimaksud adalah pendidikan baik di dalam 
maupun di luar negeri pada perguruan tinggi yang terakreditasi oleh 
Departemen Pendidikan Nasional. 

Bukti Fisik: 
1. 	 Fotocopy surat ijin tugas belajar dari instansi yang bersangkutan; 
2. 	 Fotocopi ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang 

sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Peraturan·peraturan Jabatan Fungs;onal Perencana 128 129 



Dasar Pemberian Angka Kredit : 
Gelarlijazah diberikan angka kredit sebesar 75 untuk Sl, 100 
untuk S2, dan 150 untuk S3, kepada PNS yang diangkat untuk 
pertama kali sebagai perencana; atau kepada PNS yang telah 
menjadi perencana tetapi gelarlijazahnya belum mendapatkan 
angka kredit. 
Perencana yang memperoleh gelar jenjang pendidikan Iebih 
tinggi setelah ia diangkat sebagai perencana, angka kredit yang 
diberikan adalah selisih antara angka kredit gelarlijazah yang 
lebih tinggi tersebut dengan angka kredit yang pernah diberikan 

sebelumnya). 
• 	 Perencana yang memperoleh gelarlijazah yang lebih tinggi tetapi 

tidak sesuai dengan tugas pokoknya, angka kredit yang diperoleh 
adalah angka kredit dari unsur kegiatan penunjang, yaitu: S1 
sebesar 5; 52 sebesar 10; dan 53 sebesar 15. 
Perencana yang memperoleh tambahan gelar/ijazah kesarjanaan 
setingkat dengan kesarjanaan yang pernah diperolehnya, dapat 
memperoleh angka kredit sebesar 5 untuk S1, 10 untuk S2 dan 
15 untuk S3, dengan syarat yang bersangkutan memiliki : (a) 
ijin tugas belajar dari instansinya; dan (b) ijazah yang te1ah 
dilegalisirl disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan 
peraturan/ketentuan yang berlaku. 

Contoh: 

Ir. Timbul, 5arjana Pertanian, adalah PNS yang ditempatkan di 
Direktorat Pangan, Pertanian, dan Pengairan Bappenas. Apabila 
Ir. Timbul diangkat pertama kaIi sebagai Pejabat Fungsional 
Perencana dan bidang studinya sesuai dengan bidang tugasnya 
di lingkungan Direktorat Pangan, Penanian, dan Pengairan 
Bappenas, kepada Ir. Timbul diberikan angka kredit untuk ijazah 
Sl sebesar 75. 

Apabila Ir. Timbul melanjutkan pendidikannya jenjang S2 
dan berhasil memperoleh gelar S2 dalam bidang Ekonomi 
Pertanian, maka angka kredit yang diperoleh Ie. Timbul adalah 
sebesar 25, dihitung dari angka 100 dikurangi 75. angka 
75 sudah diberikan sebelumnya untuk gelar 
Namun aDabila bidang studi S2 Ir. Timbul adalah Manajemen 

instansi perencanaan di tempatnya 
tidak memerlukan bidang studi tersebut, maka walaupun Ir. 
Timbul memperoleh gelar S2, angka kredit yang diberikan han ya 
sebesar 10. 

Ir. Sri Adriyani, MURP (S2), bekerja di Departemen 
Permukiman dan Prasarana Wilayah, memperoleh lagi ge1ar 

Peraluran·peraturan Jabalan Fungsional Perencana 

sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas 
)ltIOfleg,oro. Karena gelar sarjana S2 tersebut setingkat dengan 

diperolehnya dan yang bersangkutdn 
memiliki bukti fisik yang dipersyaratkan, maka ijazah S~ Ir. Sri 
Adriyani dari Undip tersebut diberikan angka kredit sebesar 
10. 

b. 	 Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsionall 
penjenjangan di bidang perencanaan pembangunan dan 
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 
(STTPL). 

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Perencana terdiri dari 
Diklat Penjenjangan yang bersifat wajib dengan tujuan untuk 
memenuhi kompetensi jenjang jabatan, dan Diklat Teknis yang 
bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya kompetensi 
perencana dalam 

Ketentuan Teknis Mekanisme Penyelenggaraan dan Disain 
Kurikulum semua jenis Diklat tersebut di atas, baik diklat 
penjenjangan maupun diklat fungsional, akan diatur mehlui 
Keputusan Menneg PPN/Kepala Bappenas. 

Bukti Fisik: 

STTPL yang dikeluarkan oleh penyelenggara diklat terakreditasi 

dan surat penugasan mengikuti diklat. 


Dasar Pemberian Angka Kredit: 

Kepada perencana yang telah menyelesaikan diklat dalam 

perencanaan pembangunan, sebagaimana Lampiran I Kepmenpan 

No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, diberikan angka kredit yang 

besarnya tergantung kepada jumlah jam pelajaran (1 jam 

± 45 menit), yaitu: 


a. Lebih 960 jam pelajaran memperoleh 15 angka kredit 
b. 641 - 960 jam pelajaran memperoleh 9 angka kredit 
c. 	 461 - 640 jam pelajaran memperoleh 6 angka kredit 
d. 161 - 460 jam pelajaran memperoleh 3 angka kredit 
e. 	 81 - 160 jam pelajaran memperoleh 2 angka kredit 
f. 	 30 - 80 jam pelajaran memperoleh 1 angka kredit 

Contoh: 
Drs. Hikmat, Perencana Pertama pada Bappeda Kota Depok, tclah 
mengikuti diklat teknis fungsional dalam bidang "Perencanaan dan 
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PCT'gcmhngan Agribisnis" yang diselenggarakan oleh PusdikLll 
Bappena:> bekerjasama dengan IPB Bogor, dengan jumlah jam 

. 170 jam pelaj,m1l1. Dengan bukti fisik STTPL atau Sur,H 
telah mene:ikuti diklat tersebut, yang bersangkutan dapat 

sebesar 3. 

2. 	 UNSUR KEGIATAN PERENCANAAN (DILAKSANAKAN 
OLEH PERENCANA JENJANG TERTENTU) 

Dasar Pemberian Angka Kredit: 
Apabila pada suatu unit ker;a tidak terdapat perencana yang sesuai dengan 
jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada Lampiran I Kepmenpan No. 16/M.PAN/03/2001, maka perencana 
yang satu tingkat di at as atau di bawah jenjang jabatannya dapat 
melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan tenulis dari 
pimpinan unit kerja yang bersangkutan 
berikut: 

Perencana yang melaksanakan tugas perencana di atas jenjang 
jabatannya, akan memperoleh angka kredit sebesar 80% dari angka 
kredit apabila kegiatan dimaksud dilakukan oleh perencana pada 

; 	 jenjang yang seharusn 
J 

Perencana yang mtaaK~anaKan 
jabatannya, akan memperoleh 
angka kredit apabi)a kegiatan dimaksud 
pada jenjang yang seharusnya. 

Terhadap penugasan yang diberikan secara kelompok, jumlah 
anggota yang diperkenankan maksimal4 orang. Jumlah angka kredit 
yang sama sebagaimana Lampiran I Kepmenpan No. 16/M.PANI 
03/2001, diberikan kepada masing-masing individu perencana. 

a. Sub Unsur Identifikasi Permasalahan 

J 1) 	 Penyusunan Desain dan Instrumen (Angka K~edit 0,3. 
Perencana Muda) 

Desain dan instrumen dimaksud adalah rancang kebijakan yang 
perlu ditempuh untuk memecahkan permasalahan yang dihadapj. 

Bukti Fisik: 
Laporan berisi desain dan instrumen. 

Contoh: 
Baruna, SE dan Ir. Vina, Perencana Muda pada Bappeda 
Kabupaten Sigli, ditugaskan menyusun desain dan instrumen 

1 
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program pengelll.lsan kemiskinan di 
laporan desain Jan instrumen ini, Barum, SE 
masing mendapatkan angka krcdit sebesar 

2) 	 Pengumpulan Data Primer (Angka Kredit 0,4. Perencana 
Muda) 

Data primer dimaksud adalah data yang secara langsung 
dikumpulkan melalui survei kepada responden, baik melalui 
wawancara maupun kuesioner. Pengumpulan data yang dapat 
diberikan angka kredit sekurang-kurangnya adaIah 30 responden. 

Bukti Fisik: 

Laporan berisi data primer yang telah dikumpulkan. 


Contoh: 

Dra_ Nurul, Perencana Muda pada Bappeda Kabupaten SigH, 

ditugaskan mengumpulkan data primer penduduk miskin 

langsung dari desa-desa di kabupaten bersangkutan. Dengan data 

primer yang terkumpul tersebut, Ora. Nurul mendapat angka 

kredit sebesar 0,4. 


3) 	 Pengumpulan Data Sekunder (Angka Kredit 0.1. Perencana 
Pertama) 

Data sekunder dimaksud adalah data yang dikumpulkan baik 

melalui media cetak maupun elektronik. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi data sekunder yang telah dikumpulkan, Ul1iilUl-'ll 


fotocopy sumbernya. 


Contoh: 

Aini, SE, Perencana Pertama pada Bappeda Kabupaten Sigli, 

ditugaskan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai 

pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan hasil-hasilnya, 

baik di tingkat nasional maupun propinsi, rnelalui publikasi BPS 

dan media cetak lainnya_ Dengan laporan ini, Aini, SE 

mendapatkan angka kredit sebesar 


4) 	 Penginventarisasian Sumber Daya yang Potensial (Angka 
Kredit 0,2. Perencana Pertama) 

Sumber daya dimaksud adalah sumber daya pembangunan 
mencakup sumber daya keuangan, SDM, teknologi, dan 
sebagainya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 
pembangunan. 
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Bukti Fisik: 

Laporan berisi potensi sumberdaya pembangunan. 


Contoh: 
Drs. Rohmin dan Ir. Sodjak, Perencana Muda pada Bappeda 
Kabupaten Tasikmalaya, ditugaskan untuk melakukan 
inventarisasi sumber daya yang potensial di daerahnya dalam 
rangka pengentasan kemiskinan. Mereka menginventarisasi 
sumber daya tersebut dari Dana Bagi Hasil, DAU, DAK, PAD, 
dan masyarakat setempat. Dengan laporan yang dibuat, masing­
masing memperoleh angka kredit sebesar 0,2 

5) Kodifikasi Data (Angka Kredit 0,1. Perencana Pertama) 

Kodifikasi data dimaksud adalah melakukan pemberian kode 
sebagai dasar untuk pengelompokan data sesuai kebutuhan. 
Jumlah data yang dapat diberikan angka kredit sekurang­
kurangnya adalah 100 record. 

Bukti Fisik: 

Laporan berisi data yang te1ah dikodifikasikan. 


Contoh: 
Dra. Nurul selanjutnya ditugaskan untuk melakukan kodifikasi 
terhadap data primer yang masuk berdasarkan desa dan jenis 
pekerjaan (mata pencaharian). Dalam hal ini, Dra. Nurul 
mendapatkan angka kredit 0,1. 

6) Pemasukan Data (Angka Kredit 0,1. Perencana Pertama) 

Pemasukan data merupakan kelanjutan dari kodifikasi data yang 

umumnya dilakukan dengan pengetikan (key in) ke dalam suatu 

sistem. Untuk mendapatkan angka kredit sebesar 0,1, data yang 

dimasukkan minimal sebesar 100 record. 


Bukti Fisik: 

Laporan pemasukan data disertai hasil cetak (print·ollt) data yang 

telah dimasukkan ke dalam media (dalam bentuk disket atau 

media lainnya). 


Contoh: 

Berdasarkan kodifikasi yang telah dilakukan, Ir. Syukur, 

Perencana Pertama pada Bappeda Kabupaten Kebumen, 

ditugaskan memasukkan data keluarga miskin sebesar 543 unit 

ke dalam disket. Dengan laporan yang dibuatnya, Ir. Syukur 

mendapatkan angka kredit sebesar 0, L 


7) Tabulasi Data (Arigka Kredit 0,1. Perencana Pertama) 

Tabulasi data dimaksud adalah menyusun semu" data primer 

dalam bentuk tabel sesuai keperluan. 

Bukti Fisik: 
Laporan berisi tabulasi dara. 

Contoh:
Ir. Syukur selanjutnya ditugaskan untuk membuat tabulasi data 
primer berdasarkan kodifikasi yang telah ditentukan dan tabel 
yang diperlukan. Dengan laporan yang dibuat, Ir. Syukur 

mendapatkan angka kredit sebesar O,l. 

8) Pengolahan Data (Angka Kredit 0,2. Perencana Pertama) 

Pengolahan data dimaksud adalah mengolah data primer menjadi 
informasi yang berguna, bervariasi dari tingkar yang sangat 
mudah sampai dengan yang sangat sulit. 

Bukri Fisik: 
Laporan hasil pengolahan data, dilampiri dengan buhi dara 

pnmer. 

Contoh: 
If. Syukur selanjutnya ditugaskan untuk mengolah data 
berdasarkan penggolongan des a dan mata pencaharian. Dari 
pengolahan data tersebm dapa! dilihat sebaran penduduk miskin 
pada masing-masing desa dan mata pencahariannya. Dengan 
laporan yang dibuat, If. Syukur mendapatkan angka kredit 

sebesarO,2 

9) Mereview Ke1engkapan Data (Angka Kredit 0,2. Perencana 

Muda) 

Review kelengkapan data dimaksud adalah memeriksa kembali 

data yang diperoleh dengan kebmuhan data yang diinginkan, 

baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. 

Bukti Fisik: 
Laporan kegiatan review kelengkapan data. 

Contoh: 
Ir. Sohib, Perencana Muda pada Bappeda Kabupaten Sigli, 
ditugaskan untuk mereview kelengkapan data pcnduduk miskin 
yang telah terkumpul sejak data masih bersifat primer hingga 

selesai diolah. Dengan laporan yang dibu,lt!1p, h. Sohib 
mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 
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10) Pembuatan Diagram dan Tabel (Angka Kredit 0,1. 
Perencana Pertama) 

dan tabel dimaksud diperlukan untuk memudahkan 
masalah. Angka kredit dapat diberikan, apabila kegiatan 

pembuatan diagram dan tabel tersebut sesuai dimaksud dalam 
surat penugasan (work-order). 

Bentuk Fisik: 

Laporan berisi diagram dan tabeL 


Comoh: 
Ir. Syukur selanjutnya ditugaskan untuk membuat diagram dan 
tabel untuk keoeriuan analisis dan presentasi dengan DPRD 

Jr. Syukur mendapatkan angb kredit 

11) Penyajian Latar Belakang Masalah (Angka Kredit 0,1. 
Perencana Pertama) 

:atar belakang masalah disusun berdasarkan informasi 
,_-:"ra primer yang telah diolah. 

3e:-_ruk Fisik: 
Laporan tentang latar belakang masalah. 

Contoh: 
Ir. Syukur, Perencana Pertama pada Bappeda Kabupaten 
Banyumas, ditugaskan menulis latar belakang masaiah 
kemiskinan. Dari data yang diolah, ia menemukan bahwa 
kemiskinan di Kabupaten Banyumas lebih ban yak berupa 
kemiskinan temporer karen a banyaknya pengangguran yang 
terjadi selama krisis. Dengan laporan yang dibuatnya, Jr. Syukur 
mendapatkan angka kredit sebesar 0,1. 

12) Memformulasikan Sajian Untuk Analisis (Angka Kredit 0,2. 
Perencana Muda) 

Formulasi sajian dimaksud disusun dengan memadukan latar 

belakang masalah, fakta yang ada, serta potensi yang tersedia. 


Bentuk Fisik: 

Laporan tertulis yang berisi formula penyajian menyeluruh 

untuk keDerluan analisis. 


Contoh: 

Ir_ Vera, Perencana Muda pada Bappeda Kabupaten Simalungun, 

ditugaskan untuk menyusun formulasi sajian untuk keperluan 

analisis berdasarkan latar belakang masalah, fakta yang ada, dan 
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potensi daerah dalam program pengentasan kemiskinan. Dengan 
laporan yang dibuatnya, Ir. Vera mendapatkan ane:ka kredit 
sebesar 0,2. 

13) Menganalisis Hasil-hasil Pembangunan (Angka Kredit 0,3. 
Perencana Muda) 

Analisis hasil pembangunan dilakukan hanya terhadap kegiatan 
pembangunan yang telah dilaksanakan. 

Bentuk Fisik: 

Laporan berisi analisis hasil-hasil pembangunan. 


Contoh: 

Drs. Felix dan Dra. Anna, Perencana Muda pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Lombok, ditugaskan menganalisis hasil-hasil 

pembangunan di sektor pertanian selama 3 tahun terakhir ini. 

Dengan laporan yang dibuatnya, masing-masing perencana 

tersebut mendapatkan angka kredit sebesar 0,3. 


14) Mengevaluasi data yang sudah ada (Angka Kredit 0,2. 
Perencana Muda) 

Evaluasi data-data dimaksud dilakukan terhadap data yang sudah 
ada dikaitkan dengan kebutuhan analisa pembangunan. 

Bentuk Fisik: 

Laporan berisi hasil evaluasi terhadap data yang ada. 


Contoh: 
Ir. Mangunsong, Perencana Muda pada Bappeda Kota Medan, 
ditugaskan untuk melakukan evaluasi data yang sudah ada dengan 
kebutuhan analisa pembangunan yang akan dilakukan. Dengan 
laporan tertulis berisi evaluasi data tersebut, Ir. Mangunsong 
memperoleh angka kredit sebesar 0.2 

15) Menyusun Neraca Sumber Daya yang Potensial (Angka 
Kredit 0,2. Perencana Muda) 

Sumber daya dimaksud adalah sumber daya pembangunan 
mencakup sumber daya keuangan, SDM, teknologi, dan 
sebagainya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 
pembangunan. 

Bentuk Fisik: 

Laporan berisi neraca sumber daya potensial. 


Contoh: 
MBA, Perencana Muda pada Bappeda Propinsi Sulawesi 

Tenggara, ditugaskan menyusun neraca sumber day a potensial 
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bagi Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara. Dengan 
laporan tertulis yang berisi potensi keseimbangan keuangan 
daerah Propinsi Sulaewesi T enggara, Vina, MBA memperoleh 
angka kredit sehesar 0,2. 

16) Menentukan Jenis Permasalahan (Angka Kredit 0,1. 
Perencana Pertama) 

Kegiatan dimaksud hanya menentukan jenis permasalahan yang 
dihadapi. Adapun tingkat permasalahan dinilai dalam kegiatan 
(a. 17\ 

Bentuk Fisik: 
Laporan berisi jenis permasalahan yang dihadapi, 

Contoh: 
Ir. Sobur, Perencana Penama pad a Dinas Tata Kota Bogor, 
ditugaskan untuk menemukan permasalahan pokok yang dihadapi 
oleh Kota Bogor dalam mengembangkan pariwisata. Setelah 
melakukan pengamatan dengan seksama, Ir. Sobur menemukan 
salah satu masalah pokoknya adalah kepadatan lalu lintas 
terutama di seputar Kebun Raya Bogor. Sesuai dengan laporan 
yang dibuat, Ir. Sobur mendapatkan angka kredit sebesar 0,1. 

17) Menentukan Tingkat Permasalahan (Angka Kredit 0,1. 
Perencana Muda) 

Tingkat permasalahan ditentukan setelah jenis permasalah 

ditemukan. 


Bentuk Fisik: 

Laporan berisi tingkat permasalahan yang dihadapi. 


Contoh: 

Setelah membaca laporan Ir. Sobur, Ir. Simanjuntak, Perencana 

Muda pada Dinas Tata Kota Bogor, ditugaskan untuk 

menentukan tingkat permasalahan dari kepadatan laiu lintas yang 

dihadapi Kota Bogor. Berdasarkan pengamatan yang seksama, 

Ir. Simanjuntak memastikan pada kepadatan lalu lintas di KOla 

Bogor sudah pada tingkat yang rawan. Dengan laporan tersebut, 

Ir. Simanjuntak mendapatkan angka kredit sebesar 0,1. 


18) Menentukan Faktor-faktor Penyebab Permasalahan (Angka 
Kredit 0,1. Perencana Muda) 

Setelah diketahui jenis dan tingkat permasalahan yang dihadapi, 
kemudian diidentifikasi penyebab timbulnya permasalahan 
tersebut. 
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Bentuk Fisik: 
Laporan yang menje1askan faktor-faktor yang dapat 
diidentifikasikan sebagai penyeb<lb dan bagaimana faktor tersebut 
dapat menjadi penyebab timbulnya mas<llah, 

Contoh: 
Ir. Simanjuntak se1anjutnya ditugaskan untuk menemukan 
faktor-faktor yang mengakibatkan kepadatan lalu lintas di Kota 
Bogor. Setelah melalui pengamatan yang seksama, Ir. 
Simanjuntak menemukan bahwa faktor penyebab utama 
kepadatan lalu lintas di Kota Bogor adalah letak terminal bus 
yang berdekatan dengan Kebun Raya Bogor. Dengan laporan 
tersebut, Ir. Simanjuntak mendapatkan angka kredit 0, L 

b. 	 Sub Unsur Perumusan Alternatif Kebijakan 

1) 	 Menyusun Landasan Kerangka Teoritis dan Model (Angka 

Kredit 0,3. Perencana Madya) 

Kerangka teori dimaksud adalah pemilihan landasan teori yang 
digunakan untuk mendekati permasalahan pembangunan yang 
dihadapi. Adapun model dimaksud adalah kerangka yang digunakan 
untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi yang dapat pula 
digunakan sebagai alat simulasi tingkah laku dari suatu sistem. 

Bukti Fisik: 
Laporan yang menjelaskan landasan teori dan model yang 
digunakan untuk mendekati permasalahan pembangunan. 

Contoh: 
Irene, MSc, Perencana Madya pada Bappeda Propinsi Riau, 
ditugaskan merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi 
Propinsi Riau. Dengan menggunakan data yang ada, Irene, MSc 
menyusun landasan teoritis dan kerangkalmodel pengembangan 
ekonomi Propinsi Riau. Dengan laporan tersebut, Irene, MSc 
mendapatkan angka kredit sebesar 0,3. 

2) 	 Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasanl 
kerangka logis. (Angka Kredit 0,2. Perencana Muda) 

Studi pustaka dimaksud adalah mencari informasi yang lengka? 

untuk memahami permasalahan yang ada guna memperkuat 

landasan teoritis dan model yang sudah ditentukan, termasuk 

informasi mengenai kebijakan yang pernah dilakukan 


sebelumnya. 


Bukti Fisik: 

Laporan yang menguraikan hasil studi pustaka yang dilakukan, 
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3) 

4) 

5) 

Contoh: 
Ir. Hasbi, Perencana Muda Bappeda Propinsi Riau, ditugaskan 
membantu Irene, MSc melakukan studi pustaka untuk 
memperkuat landasan teori/kerangka logis yang telah dibuat. 
Dengan laporan yang dibuat, Ir. Hasbi memperoleh angka kredit 
sebesar 0,2. 

Penyusunan Spesifikasi Model (Angka Kredit 0,1. Perencana 
Muda) 

Spesifikasi model dimaksud adalah menentukan variabel yang 
berpengaruh dalam model; kemudian menyusun hubungan 
antara variabel yang ada. 

Bukti Fisik: 
L,poran yang memuat spesifikasi model yang akan digunakan. 

Comoh: 
Ir. Hasbi selanjutnya ditugaskan menyusun spesifikasi dari model 
pengembangan industri nonmigas di Riau dengan menentukan 
hubungan masing-masing variabel yang ada. Dengan laporan ini, 
Ir. Hasbi mendapatkan angka kredit sebesar 0,1. 

Menyusun asumsi/hipotesa Model (Angka Kredit 0,2. 
Perencana Madya) 

Asumsi/hipotesa dimaksud disusun berdasarkan spesifikasi 
model serta pemahaman terhadap permasalahan yang ada. 

Bukti Fisik : 
Laporan yang memuat asumsilhipotesa model yang digunakan. 

Contoh: 
Irene, MSc selanjutnya ditugaskan menyusun asumsi/hipotesa 
model pengembangan sektor nonmigas di Riau. Ia 
mengasumsikan bahwa salah satu penyebab kurang 
berkembangnya sektor nonmigas adalah karena lemahnya 
dukungan infrastruktur fisik antara lain prasarana jalan dan 
telekomunikasi kecuali untuk kawasan industri migas. Asumsil 
hipotesa ini didasarkan aliran input-output yang disajikan dalam 
Tabel 1/0 tahun 1995. Dengan laporan tersebut, Ir. Irene, MSc 
mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

Melakukan konsultasi dengan pihak/lembaga yang 
kompoten (Angka Kredit 0,2. Perencana Muda) 

Pihak/lembaga kompeten dimaksud antara lain perguruan tinggi, 
lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. 
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Bukti Fisik: 
Laporan yang berisi kesimpulan hasil konsultasi aUu masukan 
tenulis dari pihak/lembaga yang berkompoten tersebut. 

Contoh: 
Karena Ir. Hasbi berhalangan sakit, Irene, MSc selanjumya 
ditugaskan untuk melakukan konsultasi tentang konsep 
kebijakan dan model yang dikembangkan. Dari sisi kebijakan, 
ia melakukan konsultasi dengan DPRD, Kadinda Riau, dan 
beberapa asosiasi usaha; sedangkan dari sisi teknik model, ia 
melakukan konsultasi dengan Fakultas Ekonomi Universitas 
Riau dan Andalas. Dengan laporan yang heeisi hasil konsultasi 
tersehut, Irene, MSc mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

6) 	 Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian 
tujuan (Angka Kredit 0.3. Perencana Utama) 

Penyesuaian dimaksud dapat berupa baik perubahan maupun 
pendalaman dari konsep kebijakan dan model yang akan 

dikembangkan. 

Bukti Fisik: 
Laporan yang berisi penyesuaian terhadap konsep dan model 

yang dikembangkan. 

Comoh: 
Dari laporan hasil konsultasi didapatkan masukan, bahwa selain 
karena rendahnya dukungan infrastfuktur fisik, kurang 
berkembangnya sektor nonmigas juga disebabkan oleh lemahnya 
iklim investasi di Riau. Ir. Ami, MSc, Perencana Utama pada 
Bappeda Propinsi Riau, ditugaskan untuk melakukan 
penyesuaian dengan masukan dari hasil konsuhasi. Dari sisi 
kebijaksanaan, iklim penanaman modal di Riau perlu dievaluasi 
lehih lanjut. Sedangkan dari sisi teknis model; perIu 
dikembangkan model parsiil investasi untuk melihat dinamika 
investasi dan korelasinya dengan penumbuhan ekonomi daerah. 
Berdasarkan laporan yang dibuamya, Ami, MSc mendapatkan 
angka kredit sebesar 0,3. 

7) 	 Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai (Angka 
Kredit 0,2. Perencana Muda) 

Pemasukan data dimaksud sesuai dengan jenis datalinformasi 

yang sudah dispesifikasikan dalam model yang untuk dapat 

diolah lebih lanjut. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi data yang sudah berada di dalam model. 
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Contoh: 

Ir. Hasbi ditugaskan lagi untuk memasukkan data ke dalam 
model input-output, ekonometrik time series, dan statistik 
korelatif. Dengan laporan data yang sudah berada dalam model 
tersebut, Ir. Hasbi mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

8) 	 Mengkaji hasil-hasil pengujian model (Angka Kredit 0,2. 
Perencana Madya) 

Berdasarkan model yang dikembangkan, dihasilkan beberapa 
gambaran dan perkiraanl rencana pelaksanaan suatu kegiatan 
pembangunan, atau penerapan simulasinya dalam suatu 
kerangka/model yang digunakan. 

Bukti Fisik: 

Laporan berisi kajian terhadap hasil pengujian model yang 
dilakukan. 

Contoh: 

Ir. Sahala, MSc ditugaskan mengkaji hasil pengujian model yang 
dilakukannya. Peningkatan infrastruktur jalan misalnya hanya 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5%. Sedangkan 
apabila dilakukan bersamaan dengan peningkatan iklim investasi 
akan memberi tambahan pertumbuhan sebesar 1 %. Dengan 
laporan yang berisi kesimpulan dari hasil pengujian model 
tersebut, Ir. Sahala, MSc mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

9) 	 Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang 
(Angka Kredit 0,4. Perencana Utama) 

Kebijaksanaan strategis jangka panjang dimaksud berjangka 

waktu 10 - 25 tahun. Tujuan realitis dimaksud adalah tujuan 

yang dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut. Terhadap tujuan 

yang ditetapkan lebih dari satu, perlu diperhatikan bahwa tujuan­

tujuan tersebut tidak saling bertentangan. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi rumusan ten tang tujuan realistis yang akan 

dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangb 

panJang. 


Contoh: 


Ir. Sulaiman, MSc, Perencana Utama pada Bappenas, ditugaskan 

untuk merumuskan tujuan realist is pembangunan jangka panjang 

sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu 
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20 tahun ke depan. Dengan laporan yang dibuatnya, Sulaiman, 
MSc memperoleh angka kredit sebesar 0,4. 

10) Merumuskan tujuan-tujuan realist is yang dapat dicapai 
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka 
menengah (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya). 

Kebijaksanaan strategis jangka menengah dimaksud berjangka 

waktu 3 - 5 tahun. Tujuan realitis dimaksud adalah wjuan yang 

dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan 

dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka 

menengah. 


Contoh: 

Ir. Rakyan, MSc, Perencana Madya pada Bappeda Propinsi J awa 

Timur, ditugaskan merumuskan tujuan realistis dalam 

perencanaan kebijaksanaan pembangunan ekonomi J awa Timur 

5 tahun ke depan antara lain: (a) meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat Jatim dan lingkungannY3; (b) meningkatkan 

pendapatan daerah; serta (c) menciptakan lapangan kerja dan 

menurunkan angka kemiskinan. Dengan besaran-besaran 

kuantitatif yang dinilai realist is, Rakyan, MSc mendapatkan 

angka kredit sebesar 0,2. 


11) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam perencanaan kebi;aksanaan strategis jangka pendek 
(Angka Kredit 0,2. Perencana Muda) 

Kebijaksanaan strategis jangka pendek dimaksud berjangka 

waktu 1 2 tahun. Tujuan realitis dimaksud adalah tujuan yang 

dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut. 


Bukti: 

Laporan berisi rumusan tentang wjuan realistis yang akan 

dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek. 


Contoh: 

Drs. Amirudin, MBA, Perencana Muda pada Bappeda Propinsi • 

Sulawesi Tenggara, ditugaskan merumuskan tujuan realistis 

dalam rencana kebijaksanaan strategis peningkatan pendapatan 

daerah satu tahun ke depan. Apabila Amirudin, MBA dapat 

mengungkapkan tujuan-tujuan realislis yang dapat 

dengan je1as, maka yang bersangkutan dapat memperoleh angka 

kredit sebesar 0,2. 
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12) Merumuskan tujuan·tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro (Angka 
Kredit 0,3. Perencana Utama) 

Kebijaksanaan makro dimaksud adalah kebijaksanaan yang sifat 
dan lingkupnya nasional. Tujuan realitis dimaksud adalah tujuan 

'- yang dapat dieapai dalam kurun waktu terse but. 

Bukti: 

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan 
dieapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro. 

Contoh: 
Djamin, MA, Pereneana Utama pada Bappenas, ditugaskan 
merumuskan tujuan realistis dalam reneana kebijaksanaan 
strategis pereepatan pemulihan ekonomt nasional tahun 2000 ­
2004. Dengan laporan yang berisi tujuan-tujuan yang realistis 
antara lain berisi sasaran indikatif pertumbuhan ekonomi yang 
diperkirakan mampu mengurangi pengangguran dan tingkat 
kemiskinan, Djamin, MA mendapatkan angka kredit sebesar 0,3. 

13) Merumuskan tujuan·tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral (Angka 
Kredit 0,2. Perencana Madya). 

Kebijaksanaan sektoral dimaksud adalah kebijaksanaan melalui 
sektor seperti yang tereantum dalam reneana pembangunan baik 
jangka panjang, menengah, maupun pendek. 

. Bukti: 
Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan 
dicapai dalam pereneanaan kebijaksanaan strategis sektoral. 

Contoh: 
Silalahi, MA, Perencana Madya pada Bappeda Propinsi Sumatera 
Barat, ditugaskan merumuskan tujuan realistis dalam reneana 
kebijaksanaan strategis pembangunan sektor pertanian di 
Sumatera Barat. Dengan laporan yang memuat tujuan yang 
realistis dapat dicapai, Silalahi, MSe mendapatkan angka kredit 
sebesar 0,2. 

14) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional (Angka 
Kredit 0,2. Perencana Muda) 

Regional yang dimaksud dapat merupakan kawasan yang 
dibentuk untuk kepentingan kesatuan pembangunan ekonomi 
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suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 
kesatuan dari beberapa wilayah administrasi hinnya, ,\tau 
kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. Kebijaksanaan 
strategis regional dapat merupakan kebijaksanaan suategis 
pembangunan nasional yang didesentralisasikan ke dalam lingkup 

spatial yang lebih keei!. 

Bukti: 
Laporan berisi rumusan tentang tujuan realist is yang akan 
dieapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional. 

Contoh: 
Syahrir, MPA, Pereneana Muda pada Bappeda Propinsi Sulawesi 
Tengah, ditugaskan merumuskan tujuan realist is dalam reneana 
kebijaksanaan pembangunan kawasan berikat. Dengan laporan 
yang memuat tujuan yang dipandang realist is tersebut, Syahrir, 
MPA mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

15) Merumuskan tujuan·tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam perencanaan program strategis jangka panjang 
(Angka Kredit 0,3. Perencana Utama) 

Program strategis jangka panjang dimaksud berjangka waktu 
10 _ 25 tahun. Tujuan realitis dimaksud adalah tujuan yang dapat 
dicapai dalam kurun waktu tersebut. Program dimaksud adalah 
program strategis yang dapat menjadi aeuan bagi penyusunan 

program strategis jangka menengah. 

Bukti Fisik: 
Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistiS yang akan 
dieapai dalam pereneanaan program strategis jangka panjang. 

Contoh: 
Basuni, MSe, Perencana Utama pada Bappenas, ditugaskan untuk 
merumuskan tujuan realist is dalam reneana jangka panjang 
program penanggulangan kemiskinan termasuk diantaranya 
menyusun terbemuknya jaminan sosial bagi masyarakat kurang 
mampu atau yang mengalami musibah misalnya pemutusan 
hubungan kerja. Dengan laporan tersebut, Basuni, MA 
memperoleh angka kredit sebesar 0,3. 

16) Merumuskan tujuan·tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam perencanaan program strategis jangka l11cncngah 
(Angka Kredit 0,4. Pereneana Madya) 

Program strategis jangka menengah dimJ.ksud berjangka waktu 
3 _ 5 tahun. Tujuan realitis dimaksud adalah tujuan yang dapai 
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dicapai dalam kurun waktu dimaksud. Program dimaksud adalah 

program strategis yang dapat menjadi acuan bagi penyusunan 

program strategis jangka pendek. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realist is yang akan 

dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah. 


Contoh: 

Baswir, MA, Perencana Madya pada Bappenas, ditugaskan 

merumuskan tujuan realistis dalam perencanaan jangka 

menengah program penanggulangan kemiskinan antara lain 

adalah memenuhi kebutuhan bahan pokok pangan, pelayanan 

dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan bagi 

keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata dan 

terjangkau. Dengan laporan yang disusun tersebut, Baswir, MA 

mendapatkan angka kredit sebesat 0,4. 


17) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam perencanaan program strategis makro (Angka Kredit 
0,3. Perencana Utama) 

Program strategis makro dimaksud adalah program yang 

berlingkup nasional seperti yang tercantum dabm rencana 

pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. 


Bukti: 

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan 

dicapai dalam perencanaan program strategis makro. 


Contoh: 

Radjawane, MA, Perencana Utama pacia Bappenas, ditugaskan 

merumuskan program nasional Pengendalian Pencemaran Udara 

dengan sasaran penggunaan bahan bakar bensin tanpa timbal di 

seluruh Indonesia pada akhir tahun 2003. Dengan laporan 

tersebut, Radjawane, MA memperoleh angka kredit sebesar 0,3. 


18) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam perencanaan program strategis sektoral (Angka 
Kredit 0,3. Perencana Madya) 

Program strategis sektoral dimaksud adalah program seperti 

yang tercantum dalam rencana pembangunan baik jangka 

panjang, menengah, maupun pendek. 


Bukti: 

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan 

dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral. 
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Contoh:Ir. Wulandari, MSc, Perencana Madya pada Depkimpraswil, 
ditugaskan merumuskan tujuan realist is perencanaan program 
nasional pembangunan prasarana dan sarana permukiman yang 
utamanya adalah : (1) meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
melalui peningkatan kualitas pelayanan prasaran'a dan sarana 
permukiman baik di kawasan perkotaan maupun kawasan 
perdesa ; (2) meningkatkan peranan dunia usahalswasta dalam an
penyediaan dan pengelolaan prasarana dan saran a permukiman. 
Dengan laporan yang disusun, Jr. Wulandari, MSc memperoleh 

angka kredit sebesar 0,3. 

19} 	Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam I!.erencanaan program strategis regional (Angka 

Kredit 0,2. Perencana Muda) 
Regional yang dimaksud dapat merupakan kawasan yang 
dibentuk untuk kepentingan kesatuan pembangunan ekonomi 
suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 
kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau 
kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. Program 
strategis regional dimaksud adalah program seperti yang 
tercantum dalam rencana pembangunan baik jangka panjang, 

menengah, maupun pendek. 

Bukti:
Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan 
dicapai dalam perencanaan program strategis regionaL 

Contoh:
If. Masduki, Perencana Muda pada Depdagri, ditugaskan 
merumuskan tujuan realistiS dalam perencanaan program 
Pembangunan Wilayah Tertinggal yang utamanya adalah 
meningkatkan aksesibilitas wilayah tertinggal terhadap faktOr 
produksi dan prasarana fisik yang mendukung percepatan 
pembangunan wilayah tertinggal, serta mengembangkan 
kemampuan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan 
masyarakat termasuk kelembagaan adat beserta kearifan 
tradisionalnya. Dengan laporan tersebut, Ir. Masduki 
mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

20) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam perencanaan proyek sektor tunggal (Angka Kredit 

0,2. Perencana Muda) 
Proyek sektor tunggal dimaksud adalah proyek pembangunan 
yang keterkaitan dengart sektor lain relatif keciL 
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Bukti Fisik: 

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan 

dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal. 


Contoh: 

Dra. Regina, Perencana Muda pada Bappeda Kabupaten 

Bengkulu, ditugaskan merumuskan tujuan realitis proyek 

peningkatan kapasitas air bersih yang antara lain: (a) 

meningkatkan kapasitas suplai menjadi 1000 11detik pada akhir 

tahun 2002, sena (b) meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap 

80% penduduk. Dengan laporan ini, Dra Regina mendapatkan 

angka kredit sebesar 0,2. 


21) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam perencanaan proyek multi sektoral (Angka Kredit 
0,3. Perencana Madya) 

Proyek multi sektor adalah proyek pembangunan yang 

melibatkan beberapa sehor terkait. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan 

dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral. 


Contoh: 

Dra. Made, Perencana Madya pada Kabupaten Buleleng, 

ditugaskan merumuskan tujuan realistis proyek peningkatan 

efektivitas dan efisiensi jaringan irigasi terpadu bagi 

pengembangan pertanian, agribisnis, dan pembangunan 

perdesaan. Dengan laporan ini, Dra. Made memperoleh angka 

kredit sebesar 0,3. 


22) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai 
dalam perencanaan proyek kawasan (Angka Kredit 0,4. 
Perencana Utama) 

Kawasan dimaksud dapat dibentuk untuk kepentingan kesatuan 

pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengeloIaan sumber daya 

a1am dan lingkungan, kawasan kesatuan dari beberapa wilayah 

administrasi lainnya, at au kawasan lain yang memerlukan 

perhatian khusus. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan 

dicapai dalam perencanaan proyek kawasan. 


Contoh: 

Drs. Oka, Pereneana Utama pada Depanemen Kelautan dan 

Perikanan, ditugaskan merumuskan tujuan realist is Program 


Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa yang pada 
pokoknya untuk meningkatkan taraf kehidupan nelayan. 
Dengan laporan ini, Drs. Oka memperoleh angka kredit sebesar 

0,4. 

c. 	 Sub Unsur Pengkajian Alternatif 
1) Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif (Angka 

Kredit 0,1. Perencana Pertama) 

Kriteria dimaksud adalah ukuran dalam menilai berbagai 
alternatif yang ada. Alternatif dapat berupa alternatif kebijakan/ 

program/proyek/kegiatan. 

Bukti Fisik: 
Laporan yang menjelaskan landasan pem.ikiran atau prinsip­
prinsip yang digunakan untuk merumuskan kriteria. 

Contoh: 
Dra. Muthia, Perencana Pertama pada Bappeda Propinsi 
Sumbar, ditugaskan memilih kecamatan/desa yang akan 
menerima dana bantuan khusus untuk pemberantasan 
kemiskinan. Dra. Muthia kemudian merumuskan definisi 
tentang kemiskinan dan eiri utamanya. Berdasarkan definisi dan 
eirl terse but dirumuskan kriteria yang dapat menggambarkan 
tingkat kemiskinan suatu keeamatan/desa, misalnya jumlah dan 
persentase penduduk yang pengeluaran per bulannya kurang 
dari Rp 100.000 per kapita, jumlah dan persentase penduduk 
yang buta-huruf, jumlah dan persentase penduduk yang tidak 
bekerja atau mencari kerja (pengangguran), jumlah dan 
persentase penduduk yang tidak tamat (putuS sekolah) SD, serta 
jumlah dan persentase penduduk kurang gizi. Dengan laporan 
yang berisi rumusan kriteria tersebut, Dra. Muthia mendapatkan 
angka kredit sebesar 0,1. 

2) 	 Menulis saran untuk menilai alternatif (Angka Kredit 0,1. 
Perencana Pertama) 

Saran dimaksud adalah saran terhadap kriteria yang ada dan 

nantinya digunakan untuk menilai alternatif. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi saran ten tang kriteria yang sebaiknya digunakan 

untuk menilai alternatif. 


Contoh: 

Dra. Muthia selanjutnya ditugaskan menulis saran untuk kriteria 

yang ada. Dengan dasar pemikiran tertentu, ia menyarankan 
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b~hwa kriteria-kriteria buta huruf, bekerja, dan kurang gizi tidak 
perlu digunakan untuk menilai alternatif. Dengan laporan ini, 
Dra. Muthia mendapatkan angka kredit sebesar 0, L 

J \ 	 :Menentukan kriteria untuk menilai alternatif melalui proses 
pengambilan keputusan (Angka Kredit 0,2. Perencana 
Utama) 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan memilih satu kritena 

dari berbagai kriteria yang ada atau memberi bobot terhadap 

beberapa kriteria yang akan digunakan. 


Bukti Fisik : 

Laporan berisi penjelasan tentang met ode pengambilan 

keputusan untuk suatu kriteria atau bobot terhadap beberapa 

kriteria yang akan digunakan. 


Contoh: 

Drs. Hamdan, Perencana Utama Bappeda Propinsi Sumbar, 

ditugaskan menentukan kriteria untuk menilai berbagai alternatif 

yang ada. Berdasarkan kriteria-kriteria yang dibuat oleh Dra. 

Muthia, Drs. Hamdan menentukan bobot untuk masing-masing 

kriteria sehingga dapat dihitung nilai total tertimbang (bobot 

dikalikan angka masing-masing kriteria kemudian dijumlahkan) 

yang menunjukkan nilai atau urutan kemiskinan dari masing­

masing kecamatan/desa. Drs. Hamdan mengusulkan misalnya 

bahwa nilai total tertimbang kemiskinan yang berada di at as 

rata-rata atau median dipilih untuk menerima bantuan. Dengan 

laporan ini, Drs. Hamdan memperoleh angka kredit 0,2. 


4) 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis 
jangka Qanjang (Angka Kredit 0,3. Perencana Utama) 

Kriteria dimaksud harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

hendak dicapai dalam rencana pembangunan jangka panjang (10­
25 tahun) yang bersifat aspiratif. 


Bukti Fisik : 

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta 

catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternarif 

dalam rencana kebijaksanaan strategis jangka panjang. 


Contoh: 

Salim, MA, Perencana Utama pada Depperindag, ditugaskan 

mengkaji aiternarif transformasi industri dalam rencana 

kebijaksanaan strategis jangka panjang, antara lain: (1) mendorong 
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pembangunan industri teknologi tinggi (misalnya pesawat 
terbang dan ruang angkasa), (2) industn hulu (perkapalan, logam 
dasar dan petro-kirnia), atau (3) industri hilir. Kriteria-kriteria 
yang menjadi bahan pertimbangan antara lain adalah struktur 
ekonomi yang akan dicapai, penciptaan lapangan kerja, dan 
sebagainya. Dengan laporan ini, Salim, MA mendap·atkan angka 

kredit sebesar 0,3. 

5) 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam Qerencanaan kebijaksanaan strategis 
iangka menengah (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya) 

Kriteria dimaksud harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 
hendak dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah 

(3-5 tahun) yang bersifat indikatif. 

Bukti Fisik: 
Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan 
kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam 
perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah. 

Contoh: 
If. Simorangkir, Perencana Madya pad a Depperindag, 
ditugaskan mengkaji alternatif rencana kebijaksanaan suategis 
jangka menengah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan 
daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) nasional untuk 5 
tahun mendatang, antara lain: (a) mendorong pengembangan 
UKM substitusi impor untuk pasar domestik (captive maJ,ket), 
(b) mendorong UKM berorientasi ekspor, serta (c) mendorong 
UKM tanpa memperdulikan orientasinya (ekspor atau substitusi 
impor). Kriteria pemilihan alternatifnya misalnya jumlah devisa 
yang dapat dihasilkanl dihemat, dan sebagain ya. Dengan laporan 
ini, II. Simorangkir mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

6) 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam Qerencanaan kebijaksanaan strategis 
jangka pendek (Angka Kredit 0,3. Perencana Muda) 

Kriteria dimaksud harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

hendak dicapai dalam rencana pembangunan jangka pendek (1-, 

2 tahun) yang bersifat operasionaL 


Bukti Fisik : 

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing alternarif dalam 

perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek. 
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Comoh: 
Drs. Jacob, Perencana Muda pad a Depkeu, ditugaskan mengkJji 
alternatif rencana kebijaksanaan strategis jangka pendek dalam 
rangka percepatan restrukturisasi perbankan untuk tahun 2002, 
antara lain: (a) rekapitalisasi bank bermasalah, (b) merger, serta 
(e) penutupan bank. Kriteria yang dapat digunakan antara lain 
biaya penjaminan perbankan yang harus disediakan pemerintah, 
kepereayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, dan 
sebagainya. Dengan laporan ini, Drs. Jacob mendapatkan angka 
kredit sebesar 0,3. 

7) 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis 
makro (Angka Kredit 0,4. Perencana Utama) 

Kebijaksanaan makro dimaksud adalah kebijaksanaan yang 

berlingkup nasional. 


Bukti Fisik : 

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam 

pereneanaan kebijaksanaan strategis makro. 


Comoh: 

Drs. Asep, Perencana Urama pada Kementrian Koordinator 

Perekonomian, ditugaskan mengkaji alternatif rencana 

kebijaksanaan percepatan pemulihan ekonomi tahun 2002, 

antara lain: (a) penguatan perekonomian domestik, 

bersandarkan kepercayaan konsumen dan investasi dalam 

negeri; (b) mendorong investasi luar negeri dengan membuka 

pasar dalam negeri selebar-lebarnya; serta (c) penguatan daya 

saing ekspor untuk meningkatkan kinerja ekspor yang 

menurun tahun 2001. Kriteria yang digunakan antara lain 

lapangan kerja yang diciptakan, cadangan devisa yang 

dihasilkan, dan sebagainya. Dengan laporan ini, Drs. Asep 

mendapatkan angka kredit sebesar 0,4. 


8) 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis 
sektoral (Angka kredit 0,2. Perencana Madya) 

Kebijakan strategis sektoral dimaksud adalah kebijakan sektor 
pembangunan seperti tereantum dalam reneana jangka panjang, 
mellengah, dan pendek. 
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Bukti Fisik: 

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam 

perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral. 


Contoh: 
Sondakh, MBA, Perencana Madya pada Depkeu, ditugaskan 
mengkaji alternatif rencana kebijaksanaan strategis 
pengembangan sistem perbankan dalam 3 alternatif: (a) sistem 
perbankan cabang (branch banking system) sebagaimana berlaku 
selama ini, (b) sistem perbankan satuan (unit banking system) 
seperti diterapkan di Amerika Serikat, serta (e) sistem campuran 
(bybrid banking system) seperti diterapkan di Jepang, Perancis 
dan Jerman. Kriteria yang digunakan antara lain biaya (transaksi) 
termurah, aksesibilitas, dan skala kerentanan (vulnerability) 
terhadap krisis. Dengan laporan ini, Sondakh, MBA 
mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

9) 	 Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis 
regional (Angka Kredit 0,2. Perencana Muda) 

Regional yang dimaksud dapat merupakan kawasan yang 

dibentuk untuk kepentingan kesatuan pembangunan ekonomi 

suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 

kawasan kesatuan dan beberapa wilayah administrasi lainnya, 

atau kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. 

Kebijaksanaan strategis regional dimaksud adalah kebijaksanaan 

seperti yang tereantum dalam reneana pembangunan baik jangka 

panjang, menengah, maupun pendek. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam 

perencanaan kebijaksanaan strategis regional. 


Contoh: 

Ir. Djenar, Pereneana Muda pada Bappeda Propinsi Riau, 

ditugaskan mengkaji alternatif dalam rencana pengembangan 

daerah T egal sebagai kawasan industri keeil terpadu antara lain 

dengan: (a) sub-contracting; (b) koperasi industri keeil, atau (e) 

kombinasi keduanya. Kriteria yang digunakan antara lain biaya 

transaksi, kekuatan menawar (bargaining power), dan keterkaitan 

dengan industri menengah dan induknya. Dengan laporan yang 

dibuat, Ir. Djenar mendapatkan angka kredit sebesar 0,2 
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l 10) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan dalam perencanaan program strategis 
jangka panjang (Angka Kredit 0,2. Perencana Utama) 

,1 

Program strategis jangka panjang dimaksud mencakup kurun 
waktu 10 - 25 tahun. 

Bukti Fisik : 
Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan 
kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam 
rencana program strategis jangka panjang 

Comoh: 
Ir. Fernandus, Perencana Utama pada Depperindag, ditugaskan 
mengkaji alternatif rencana kebijaksanaan strategis jangka panjang 
pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi 
ekspor, yaitu: (a) membentuk aliansi strategis (clusters) baik antar 
IKM maupun antara IKM dengan industri besar dalam suatu 
jaringan sistem produksi dan distribusi; (b) mengembangkan 
jaringan sistem layanan pendukung usaha (business development 
services - 8DS) untuk meningkatkan akses IKM terhadap 
sumberdaya produktif; dan (c) deregulasi peraturan­
kebijaksanaan untuk memperluas kesempatan berusaha secara 
adil dan meningkatkan produktivitas. Dengan kriteria yang telah 
ditentukan, laporan kajian dibuat. Dalam hal ini, Ir Fernandus 
mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

11) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis 
jangka menengah (Angka Kredit 0,1. Perencana Madya) 

Pengkajian alternatif dimaksud adalah melakukan analisal 

telaahan berdasarkan kriteria yang ditentukan untuk 

mendapatkan pilihan yang paling optimal. Program strategis 

jangka menengah dimaksud mencakup kurun waktu 3 - 5 tahun. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam 

perencanaan program strategis jangka menengah. 


Contoh; 

Drs. Hutapea, Perencana Madya pada Depperindag, ditugaskan 

mengkaji 3 alternatif program strategis jangka menengah 

pengembangan UKM yang diarahkan untuk'membangull 

kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, yaitu: (a) penciptaan 

iklim usaha yang kondusif, (b) peningkatan akses kepada 
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sumberdaya produktif, dan (c) pengembangan kewirausahaan 
dan UKM berkeunggulan kompetitif. Dengan laporan yan!:'. 
dibuat, Drs. Hutapea memperoleh angka kredit sebesar 0,1. 

12} Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis 
makro (Angka Kredit 0,3. Perencana Utama) 

Program strategis makro dimaksud adalah program strategis 

yang berlingkup nasional. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalarn 

perencanaan program strategis makro. 


Contoh: 

Safitri, MA, Perencana Utama pada Depkeu, ditugaskan mengkaji 

berbagai alternatif program peningkatan ketahanan fiskal (fiscal 

sustainability) tahun 2002, yaitu antara lain peningkatan rasio pajak 

terhadap PDB, penjualan aset, privatisasi BUMN, dan 

pengendalian belanja negara. Dengan kriteria yang tebh 

ditetapkan, Safitri, MA mendapatkan angka kredit sebesar 0,3. 


13) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis 
sektoral (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya). 

Program strategis sektoral dimaksud adalah program sektl,r 

pembangunan seperti tercantum dalam rencana jangka panjant:,. 

menengah, dan pendek. 


Bukti Fisik : 

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam 

perencanaan program strategis sektoral 


Contoh: 

Dr. Tjuk, Perencana Madya pada Departemen Pertanian, 

ditugaskan mengkaji berbagai alternatif dalam rencana program. 

ketahanan pangan antara lain melalui peningkatan produktivitas 

lahan pertanian yang ada, pemanfaataan lahan menganggur. 

diversifikasi bahan makanan, dan sebagainya. Dengan kriter.;., 

yang sudah ditetapkan, Dr. Tjuk membuat kajian terhadap 

berbagai alternatif yang ada. Berdasarkan laporan tersebut, Dr. 

Tjuk mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 
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14) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis 
regional (Angka Kredit 0,2. Perencana Muda) 

Regional yang dimaksud dapat merupakan kawasan yang 
dibangun untuk kepentingan kesatuan pembangunan ekonomi 
suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 
kawasan kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainn-,.a, 
atau kawasan lain yang ditetapkan secara khusus. Program 
strategis regional dimaksud adalah program seperti yang 
tercantum dalam rencana pembangunan baik jangka panjang, 
menengah, maupun pendek. 

Bukti Fisik : 
Laporan berisi kajian urlltan prioritas kepentingan beserta catatan 
kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam 
perencanaan program srrategis regionaL 

Contoh: 
Dra. Sari, Perencana Muda pada Bappeda Propinsi Sulawesi 
Selatan, ditugaskan untuk mengkaji alternatif pengembangal1 
kawasan yang melibatkan beberapa kabupaten di sekitar Makasar 
antara lain sebagai kawasan industri dan perdagangan, 
pariwisata,.atau pendidikan. Dengan kriteria yang ditetapkan, 
ia mengkaji masing-masing alternatif yang ada. Berdasarkan 
laporan yang dibuat, Dra. Sari mendapatkan angka kredit sebesar 
0,2. 

15) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal 
(Angka Kredit 0,1. Perencana Muda) 

Proyek sektor tunggal dimaksud adalah proyek yang tidak 

mempunyai kaitan erat dengan sektor lain. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam 

perencanaan proyek sektor tunggal. 


Contoh: 

Drh. Pasaribu, Perencana Muda pada Departemen Pertanian, 

ditugaskan untuk mengkaji proyek pengembangbiakan sapi 

tahun 2002 dengan berbagai altern atif sapi lokal berdasarkan 

kriteria medis yang sudah ditentukan. Deugan laporan yang 

dibuat, Drh. Pasaribu memperoleh angka kredit sebesar 0,1. 
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16) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor 
(Angka Kredit 0,2. Perencana Madya) 

Proyek multi sektor adalah proyek melibatkan beberapa sektor 

pembangunan terkait. 

Bukti Fisik : 
Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan 
kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam 

perencanaan proyek multi sektor 

Contoh:
Gumpita, MA, Perencana Madya pada Departemen Keuangan, 
ditugaskan untuk mengkaji berbagai alternatif proyek 
pengembangan kredit usaha tani terpadu yang tidak saja 
mencakup sektor pertanian dalam arti sempit tetapi juga 
perdagangan, perikanan, petemakan. Kriteria yang digunak

an 

anura lain jangka waktu pemberian kredit, batas maksimum 
kredit, dan tingkat pengembalian kredit. Dengan laporan yang 
memuat kajian altematif terse but, Gumpita, MA memperoleh 

angka kredit sebesar 0,2. 

17) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan 
(Angka Kredit 0,3. Perencana Dtama) 

Kawasan dimaksud dapat dibentuk untuk kepentingan kesatuan 
pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber claya 
alam dan lingkungan, kawasan kesatuan dari beberapa wilayah 
administrasi lainnya, atau kawasan lain yang memerlukan 

perhatian khusus. 

Bukti Fisik: 
Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan 
kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam 

perencanaan proyek kawasan 

Contoh:
Dra. Rosana, Perencana Dtama di Bappenas, ditugaskan 
mengkaji alternatif pengembangan kawasan ekonomi terpadu, 
yaitu: (a) Jawa-Bali; (b) Sumatera; dan (c) Irian, Nusa-Tenggara, 
Maluku, Sulawesi dan Kalimantan). Kriteria yang dipilih 
misalnya adalah kedekatan dengan jalur pelayaran internasional, 
ketersediaan bandara internasional, dan sebagainya. Dengan 
laporan ini, Dra. Rosana mendapatkan angka kredit sebesar 0,3. 
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d. 	 Sub Unsur Penentuan Alternatif dan Rencana 

t) 	Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan 
(Angka Kredit 0,2. Perencana Madya) 

Saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dimaksud ditulis 
berdasarkan analisa kelebihan dan kekurangan dari berbagai 
alternatif yang ada. 

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat saran alternatif dan saran rencana 
pelaksanaan. 

Contoh: 

Ir. Achmad, Perencana Madya pada Bappeda Propinsi 
Kalimantan Tengah, ditugaskan mengidentifikasi berbagai 
rencana alternatif untuk membuka daerah terisolir di pedalaman 
Kalimantan Tengah. Ia kemudian membuat laporan yang berisi 
dua rencana alternatif yaitu membuka sarana angkutan darat 
atau mengembangkan angkutan sungai ke daerah terisolir 
tersebut. Berdasarkan pertimbangan biaya dan budaya 
masyarakat setempat, ia merekomendasikan untuk 
dikembangkan sarana angkutan sungai. laporan ini, Ir. 
Achmad mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

2) 	 Memproses pengambilan keputusan (Angka Kredit 0,2. 
Perencana Utama) 

Pengambilan keputusan dimaksud adalah menetapkan suatu 
pilihan dari berbagai alternatif yang sudah dikaji dan 
berdasarkan penimbangan manfaat dan biaya yang akan 
ditanggung. 

Bukti Fisik: 

Laporan yang memuat berbagal alternatif dan pemilihan 
alternatif yang akan dilaksanakan sena perkiraan biaya dan 
manfaat yang akan diperoleh. 

Contoh: 

Sukamulyo, MSc, Perencana Utama di Bappenas, ditugaskan 
membuat perhitungan asumsi nilai tukar rupiah untuk 
keperluan penyusunan RAPBN 2002. Dengan berbagai 
metoda, ia membuat laporan tentang berbagai kemungkinan 
kurs rupiah yang mungkin terjadi dalam tahun 2002; dan 
mernilih kurs sebesar Rp 9.000 per US$ sebagai asumsi yang 
paling layak digunakan dilihat dari berbagai segi. Dengan 
laporan yang dibuat, Sukamulyo, MSc mendapatkan angka 
kredit sebesar 0,2. 
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Sri, SE, Perencana Madya Kota Binjai, ditugaskan mengkaji 
berbagai alternatif kenaikan retribusi parkir dalam 
penyusunan RAPBD 2002. la kemudian membuat usulan 
bahwa retribusi parkir kendaraan bermotor perIu dinaikkan 
rata-rata 30%. Pilihan kenaikan lainnya adalah 10% dan 50% 
dari tarif sebelumnya. Dengan laporan ini, Sri, SE, karena 
jenjang jabatan perencananya setingkat lebih rendah, maka 
yang bersangkutan mendapatkan angka kredit sebesar 80% 
x 0.2 = 0,16. 

3) 	 Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan 
yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis 
jangka panjang (Angka Kredit 0,5. Perencana Utama) 

Perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaan 

dimaksud dapat bersumber baik dari keuangan negara, keuangan 

pemerintah daerah, BUMN/BUMD, swasta, maupun 

masyarakat. Rencana kebijaksanaan strategis Jangkl panjang 

dimaksud berjangka waktu 10 - 25 tahun. 


Bukti Fisik: 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan 

sumber pembiayaannya yang diperIukan dalam perencana,an 

kebijaksanaan strategis jangka panjang. 


Contoh: 

Ali, MBA, Perencana Utama pada Dinas Perhubungan Propinsi 

Jarnbi, ditugaskan menyusun perkiraan anggaran yang 

diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis di sektor 

perhubungan untuk kurun waktu 2002 - 2012. Dengan laporan 

yang dibuat, Ali, MBA mendapatkan angka kredit sebesar 0,5. 


4) 	 Menyusun perkiraan dan penentuan anggaranipembiayaan 
yang diperlukan dalarn perencanaan kebijaksanaan strategis 
jangka menengah (Angka Kredit 0,5. Perencana Madya) 

Rencana kebijaksanaan strategis jangka menengah dimaksud 
berjangka waktu 3 - 5 tahun. 

Bukti Fisik : •Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan 

st:mber pembiayaannya yang diperlukan dalam perenc,maan 

kebijaksanaan strategis jangka menengah. 


Contoh: 

Ir. Komang, Perencana Madya pada Bappeda Kabup.nen Bit ung, 

ditugaskan menyusun perkiraan RAPBD Kabupaten Bilung 
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untuk kurun waktu 2002 . 2005. Dengan iaporan yang 
dibuamya, Ir. Komang mendapatkan angka kredit sebesar 0,5 

5) 	 Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan 
yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis 
jangka pendek (Angka Kredit 0,4. Perencana Muda) 

Rencana kebijaksanaan strategis jangka pendek dimaksud 
berjangka waktu 1 - 2 tahun. 

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan 
sumber pembiaayan yang diperlukan dalam perencanaan 
kebijaksanaan strategis jangka pendek. . 

Contoh: 
Ir. Fauzi, Perencana Muda pada Pemda Propinsi Sulawesi 
Tenggara, ditugaskan menyusun perkiraan RAPBD Propinsi 
Sulawesi T enggara tahun anggaran 2002. Dengan laporan 
yang dibuatnya, Ir. Fauzi mendapatkan angka kredit sebesar 
0,4. 

• 	 Dra. Nani, Perencana Pertama pada Bappeda DKI Jaya, 
menyusun perkiraan kebutuhan anggaran yang diperlukan 
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis dalam penyediaan 
kebutuhan pokok di kota Jakarta menjelang Hari Raya 
Lebaran dan Natal tahun 2002. Dengan laporan ini, Dra. 
Nani mendapatkan angka kredit sebesar 0,4 x 0,8 = 0,32. 

6) 	 Menyusun perk iraan dan penentuan anggaran/pembiayaan 
yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis 
makro (angka kredit 0,4. Perencana Utama). 

Kebijaksanaan makro dimaksud adalah kebijaksanaan yang 

berlingkup nasionaL 


Bukti Fisik: 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan 

sumber pembiayan yang diperlukan dalam perencanaan 

kebijaksanaan strategis makro. 


Contoh: 

Tati, MSc, Perencana Utama BKPM, ditugaskan menyusun 

perkiraan pembiayaan investasi nasional5 tahun kedepan, baik 

yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat 

termasuk dunia usaha. Dengan laporan yang dibu:ltnya, Tati, 

MSc mendapatkan angka kredit sebesar 0,4. 
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7) 	 Menyusun perkiraan dau penentuan anggaranlpembiayaau 
yang diperlukan dalam ~erencanaan kebi;aksanaan strategis 
sektoral (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya) 

Rencana kebijaksanaan strategis sektoral dimaksud adalah sektor 
seperti yang tercantum dalam rencana pembangunan baik jangka 

paujang, menengah, maupun pendek. 

Bukti Fisik: 	 aranLaporan yang memuat perkiraan kebutuhan angg dan 

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencana

an 


kebijaksanaan strategis sektoral. 

Contoh:

Kamal, SE, Perencana Madya pada Departemen Kelautan, 
ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan investasi nasional 
tahun de pan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan 
di sektor kelautan, baik yangdilakukan oleh pemerintah maupun 
oleh dunia usaha dan masyarakat luas. Dengan laporan ini, 
Kamal, SE mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

8) 	 Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaall 
yang diperlukan dalam ~rencanaan kebijaksanaan strategis 
regional (Angka Kredit 0,3. Perencana Muda) 

Regional yang dimaksud dapat merupakan kawasan yang 
dibentuk untuk kepentingan kesatuan pembangunan ekonomi 
suatu wilayah, pengelolaan sumber daya a1am dan Iingkungan, 
kawasan kesatuan dari beberapa wilayah adrninistrasi lainnya, 
at au kawasan lain yang ditetapkan secara khusus. Perkiraan 
kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaan dimaksud dapat 
bersumber, dari keuangan negara, keuangan daerah, BUMNI 
BUMD, swasta, dan masyarakat. 

Bukti Fisik : 
Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan 
informasi sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan dalam 
perencanaan kebijaksanaan strategis regional. 

Contoh:
Edy, MSc, Perencana Muda Bappenas, ditugaskan menyusun 
perk iraan pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan 
Kawasan Indonesia Timur, baik yang dilakukan oleh pemerintah 
maupun oleh dunia usaha dan masyarakat luas. Dalam hal ini 
Edy, MSc mendapatkan angka kredit sebesar 0,3. 
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9) 	 Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan 
yang diperlukan dalam perencanaan program strategis 
jangka panjang (Angka Kredit 0,3. Perencana Utama) 

Rencana program strategis jangka panjang dimaksud berjangka 

waktu 10 - 25 tahun. 


Bukti Fisik: 


Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan 

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan 

program strategis jangka panjang. 


Comoh: 


Ir. Toto, Perencana Urama pada Bappeda Propinsi Banten, 

ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan program pertanian 

di Propinsi Banten untuk kurun waktu 2002 - 2012 yang 

merupakan program strategis di propinsi tersebut. Dalam hal 

ini Ir. Toto mendapatkan angka kredit sebesar 0,3. 


10) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan 
yang diperlukan dalam perencanaan program strategis 
jangka menengah (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya) 

Rencana program strategis jangka menengah dimaksud 

berjangka waktu 3 - 5 tahun. 


Bukti Fisik: 


Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan 

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan 

program strategis jangka menengah. 


Contoh: 


Mathias, SE, Perencana Madya pada Pemda Kepu1auan Nias, 

ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan program di sektor 

kelautan di Kepulauan Nias untuk kurun waktu 2002 2005 

yang merupakan program strategis di kepulauan tersebut. 

Dengan laporan yang dibuatnya, Mathias, SE mendapatkan

angka kredit sebesar 0,2. 


11) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan 
yang diperlukan dalam perencanaan program strategis 
makro (Angka Kredit 0,4. Perencana Utama) 

Program strategis makro dimaksud adalah program strategis 

yang berlingkup nasional. 


Bukti Fisik: 


Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan 

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan 

program strategis makro. 


Contoh: 
Kirman, MSc, Perencana Utama Bappenas, ditugaskan 
menyusun perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk program 
pengentasan kemiskinan nasion;;;1 dalam 5 tahun ke depan 
bersumber dari pembiayaan pemerintah pusat, pemerimah 
daerah, dunia usaha, dan masyarakat luas. Dengan laporan yang 
dibuatnya, Kirman, MSc mendapatkan angka kredit sebesar 0,4. 

12) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan 
yang diperlukan dalam perencanaan program strategis 
sektoral (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya) 

Program strategis sektoral dimaksud adalah program sektor 

pembangunan seperti tercantum dalam rencana jangka panjang, 

menengah, dan pendek. 


Bukti Fisik: 

Laporan yang memuat perk iraan kebmuhan anggaran dan 

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan 

program strategis sektoral. 


Contoh: 

Meliala, SPt, Perencana Madya pada Departemen Kelautan dan 

Perikanan, ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan 

program strategis di sektor kelautan umuk tahun 2002, baik 

yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha dan 

masyarakat luas. Dengan laporan yang dibuatnya, Meliala, SPt 

mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 


13) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan 
yang diperlukan dalam perencanaan program strategis 
regional (Angka Kredit 0,3. Perencana Muda) 

Regional yang dimaksud dapat merupakan kav;,lsan yang 

dibentuk untuk kepentingan kesatuan pemb,mgunan ekonomi 

suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 

kawasan kesatuan dari beberapa wilavah administrasi 1ai1111v.1, 

atau kawasan lain yang ditetapkan secara khusus. . 


Bukti Fisik: 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuha11 .1l1ggaran dan 

sumber pembiayaan yang diperlukan dahm perenc.lnaan 

program strategis regional. 


Contoh: 

Dra. Anna, Perencana Muda pada BKPM, ditugask.m mt'nvusun 

perkira,m pembiayaan investasi program str ategi:; eli K.!was,m 
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Indonesia Timur, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun 
oleh dunia usaha dan masyarakat luas. Dengan laporan yang 
dibuatnya, Dra. Anna mendapatkan angka kredit sebesar 0,3. 

14) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan 
yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal 
(Angka Kredit 0,2. Perencana Muda) 

Proyek sektor tunggal dimaksud adalah proyek yang tidak 

mempunyai kaitan erat dengan sektor lain. 


Bukti Fisik: 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan 

sumber pembia yaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek 

sektor tunggal. 


Contoh: 

Ir. Rully, Perencana Muda pada Dinas Pengairan Kota Padang, 

ditugaskan menyusun perkiraan anggaran proyek penyediaan 

air minum di Kota Padang tahun 2002. Dengan laporan yang 

dibuatnya, Ir. Rully mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 


15) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan 
yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor 
(Angka Kredit 0,3. Perencana Madya) 

Proyek multi sektor adalah proyek yang melibatkan beberapa 

sektor pembangunan terkait. 


Bukti Fisik: 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan 

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek 

multi sektor. 


Contoh: 

A yu, SE, Perencana Madya pada Bappenas. ditugaskan menyusun 

perkiraan anggaran proyek pengentasan kemiskinan di wilayah 

Indonesia Bagian Timuruntuk tahun 2002-2004. Dengan laporan 

ini, Ayu, SE mendapatkan angka kredit sebesar 0,3. 


16) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan 
yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan (Angka 
kredit 0,4. Perencana Utama). 

Kawasan dimaksud dapat dibentuk untuk kepentingan kesatuan 
pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber daya 
alam dan lingkungan, kawasan kesatuan dari beberapa wilayah 
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administrasi lainnya, atau kawasan lain yang ditetapkan secara 


khusus. 


Bukti Fisik: 

Laporan yang memuat perk iraan kebutuhan anggaran dan 

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek 


kawasan. 


Contoh: 

Sabar, MSc, Perencana Utama Bappenas, ditugaskan menyusun 

perkiraan anggaran proyek pengembangan kawasan ekonomi 

terpadu di wilayah Indonesia Bagian Timur untuk tahun 2002. 

Dengan laporan ini, Sabar, MSc mendapatkan angka kredit 


sebesar 0,4. 


17) Merumuskan prosedur pelaksanaan (Angka kredit 0,3. 

Perencana Muda) 

Prosedur pelaksanaan dimaksud adalah mekanisme dan tata cara 
pelaksanaan suatu reneana. 

Bukti Fisik: 

Laporan berupa rumusan mekanisme dan tata cara pelaksanaan 

suatu rene ana. 


Contoh: 

Ora. Mirna, Perencana Muda pada Direktorat Analisis Sistem 

dan Prosedur Pembiayaan Bappenas, ditugaskan membuat 

raneangan Keputusan Kepala Bappenas mengenai prosedur 

pengajuan proyek yang dibiayai dari pinjaman atau hibah luar 

negeri. Dengan laporan ini, Dra. Mirna mendapatkan angka 

kredit sebesar 0,3. 


e. 	 Pengendalian Pelaksanaan 

1) 	 Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan 
pelaksanaan (Angka Kredit 0,3. Perencana Utama) 

Kegiatan dimaksud antara lain mencakup perumusan variabel 

yang digunakan sebagai ukuran kemajuan pelaksanaan dan 

rencana penerapan ukuran tersebut. 


Bukti Fisik: 

Laporan yang memuat rumusan ukuran kemajuan dan rencana 


pelaksanaannya. 


Contoh: 

Dr. Arman, Perencana Utama pada Bappenas, ditugaskan 

menyusun ukuran kemajuan pelaksanaan program Wajib Belajar 
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9 Tahun. Dr. Arman menemukan tiga ukuran yaitu input 
(prasarana dan sarana yang dibangun); output (misalnya angka 
partisipasi kasarlAPK); dan impact (misalnya pengaruh 
meningkatnya APK terhadap perekonomian di Propinsi Sumut). 
Setelah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, Dr. Arman 
mengusulkan output sebagai ukuran kemajuan pelaksanaan program 
Wajib Belajar 9 Tahun di seluruh Indonesia. Dengan laporan yang 
dibuatnya, Dr. Arman mendapatkan angka kredit 

2) 	 Mengarahkan Pelaksanaan (Angka Kredit 0,3. Perencana 
Madya) 

Arahan pelaksanaan dapat dilakukan baik melalui pertemuan 
rutin maupun melalui 

Bukti Fisik: 
...."'"'v",,,. hasil pertemuan atau konsep petunjuk pe1aksanaan. 

Contoh: 
Situmorang, MSc, Perencana Madya pada Bappenas, se1anjutnya 
ditugaskan untuk mengarahkan monitoring pelaksanaan 
program Wajib Be1ajar 9 Tahun. Atas dasar pertimbangan biaya 
dan efisiensi pelaksanaan program, Situmorang, MSc menyusun 
juklak monitoringnya. Dalam hal ini Situ morang, MSc 
memperoleh angka kredit sebesar 0,3. 

3) 	 Memantau kegiatan pelaksanaan/perkembangan (Angka 
Kredit 0,4. Perencana Madya) 

Pemantuan kegiatan didasarkan pada ukuran kemajuan yang 
telah ditentukan. 

Bukti Fisik: 
Laporan kegiatan monitoring perkembanganl pelaksanaan. 

Contoh: 

9 T ahun. Dengan 
dan sistem monitoring 

pelaksanaan kegiatan 
program tersebut untuk tahun 2002. Dengan laporan ini, Ir. 
Arseta mendapatkan kredit sebesar 0,4. 

4) 	 Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara 
obyektif (Angka Kredit 0,1. Perencana Pertama) 

Laporan perkembangan disusun berdasarkan pemantauan yang 
dilakukan secara obyektif dengan mengemukakan kelebihan dan 
kekurangannya. 
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Bukti Fisik: 
Laporan perkembangan pelaksanaan. 

Contoh: 

Ir. Rudi Wibowo, MSc dan Patrisia, MA, Perencana Pertama 

pada Depdiknas, ditugaskan untuk menyusun laporan 

perkembangan pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun. 

Dengan laporan ini, masing-masing perencana di atas 

mendapatkan angka kredit sebesar 0,1. 


5) 	 Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan 
(Angka Kredit 0,2. Perencana Utama) 

Saran tindakan korektif disusun berdasarkan hasil pemantauan 

terhadap pe1aksanaan program yang tidak mengenai sasaran. 


Bukti Fisik: 

Laporan hasil analisa masalah/hambatan dan alternatif 

koreksinya. 


Contoh: 

Dr. Arman se1anjutnya ditugaskan untuk menyusun langll.an 

korektif yang diperlukan guna mencegah rnenurunnya anak putus 

sekolah akibat krisis. Berdasarkan pertemuan konsultasi dan 

pengarnatan lapangan yang dilakukannya, Dr. Arman mengusulkan 

pemberian subsidi SPP bagi anak putus sekolah. Dengan laporan 


Dr. Arman mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

f. 	 Penilaian Hasil Pelaksanaan 

1) 	 Penyusunan desain awal efektivitas pelaksanaan (Angka 
Kredit 0,2. Perencana Muda) 

Desain awal dimaksud dapat berupa langkah-langkah pokok yang 

dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

suatu rencana pembangunan. 


Bukti Fisik: 

Laporan desain awal efektivitas pelaksanaan suatu rene"na 

pembangunan. 


Contoh: 

Wawan, ST, Perencana Muda pada Bapped;l KOla DeDok, 

ditugaskan men:y-usun desain awal Rencana Tata Ruang \V;l:n',,!j 

(RTRW) Kota Depok. Agar pelaksanaan dalam meD~"'l"'J:1 RTR\X' 

tersebut dapat berjalan efektif, ia menyusun konsep rentang 

!angkah-langkah pelaksanaan penvusunan RTR\Xo·. Dabm hI :ni, 

Wawan, ST berhak mendapatkan kredit st·besar 
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I Bukti Fisik: 2) Penyusunan desain awal efektivitas tujuan (Angka Kredit 
Laporan desain akhir efektivitas pelaksanaan berupa langkah­i C,l. Perencana Muda) r langkah yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

I Desain awal dimaksud berisi materi pokok yang harus dieakup melaksanakan swtu kegiatan termasuk penyempurnaan yang 
agar tujuan suatu reneana pembangunan berjalan dengan efektif. dilakukan dari desain awalnya. 

1 Bukti Fisik: Contoh: 
Laporan yang berisi desain awal untuk peneapaian tujuan seeara Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak terhadap desain 
efektif. awal efektivitas pelaksanaan dari R TRW, Wawan, ST, Pereneana 

Muda pada Bappeda Kota Depok, ditugaskan menyusun desain 
Contoh: akhir Reneana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok. 
Drs. Sukri Hermawan, Pereneana Muda pada Bappeda Propinsi Dengan laporan yang dibuatnya, Wawan ST, karena jenjang 
Gorontalo, ditugaskan menyusun desain awal reneana pereneananya setingkat lebih rendah, mendapatkan angka kredit 
implementasi e-Government yang memuat antara lain sebesar 80% x 0,2 = 0,16.
permasalahan, materi-materi pokok, serra sasaran yang akan 

dieapai dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
 5) Penyusunan desain akhir efektivitas tujuan (Angka Kredit 
Dengan laporan ini, Drs. Sukri mendapatkan angka kredit 0,2. Perencana Madya)
sebesar 0, 1. 

Kegiatan dimaksud merupakan kelanjutan dari desain akhir 
efektivitas tujuan setelah mendapat berbagai masukan3) Penyusunan desain awal dampak kemasyarakatan/ 
penyempurnaannya.lingkungan. (Angka Kredit 0,1. Perencana Muda) 
Bukti Fisik: Dampak kemasyarakatan/lingkungan dimaksud adalah dampak 
Laporan yang berisi desain akhir untuk peneapaian tujuan seeara baik positif maupun negatif yang dapat dialami oleh masyarakat/ 
efektif.lingkungan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. 
Contoh:

Bukti Fisik: 
Setelah mendapat masukan penyempurnaan, Drs. Sukri

Laporan yang memuat desain awal tentang kemungkinan 
Herroawan, Pereneana Muda pada Bappeda Propinsi Gorontalo, 

dampak yang akan terjadi akibat dilaksanakannya suatu kegiatan selanjutnya ditugaskan menyusun desain akhir reneana
terhadap masyarakat dan/at au lingkungan. impleroentasi e-Government yang memuat antara lain 
Contoh: perroasalahan, penyempurnaan materi-materi pokok, sena 
Ir. Zulkarnaen, Pereneana Muda pada Departemen Kimpraswil, sasaran yang akan dieapai dalam rangka peningkatan pelayanan 
ditugaskan menyusun desain awal program peningkatan kapasitas kepada masyarakat. Dengan laporan ini, Drs. Sukri mendapatkan 
pelayanan jalan negara di Propinsi Kalimantan Selatan yang juga angka kredit sebesar 0,2 

memuat kemungkinan dampak pelaksanaan rene ana tersebut 
terhadap peningkatan kegiatan ekonomi di daerah bersangkutan. 6) Penyusunan desain akhir dampak kemasyarakatan/ 

lingkungan (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya)Dengan laporan yang dibuat, Ir. Zulkarnaen mendapatkan angka 
kredit sebesar 0,1. Kegiatan dimaksud merupakan kelanjutan dari desain awal 

dampak kemasyarakatan/lingkungan setelah mendapat berbagai 
4) Penyusunan desain akhir efektivitas pelaksanaan (Angka masukan penyempurnaannya. 

Kredit 0,2. Pereneana Madya) Bukti Fisik: 
Kegiatan dimaksud merupakan kelanjutan dari desain awal Laporan yang memuat desain akhir kemungkinan dampak yang 
efektivitas pelaksanaan reneana pembangunan setelah mendapat terjadi akibat dilaksanakannya suatu rencana pembangunan 
berbagai masukan penyempurnaannya. terhadap masyarakat danlauu lingkungan. 
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Contoh: 

Setelah mendapat berbagai saran penyempurnaan, Ir. 

Zulkarnaen, Pereneana Muda pada Departemen Kimpraswil, 

ditugaskan lagi menyusun desain akhir program peningkatan 

kapasitas pelayanan jalan negara di Propinsi Kalimantan Selatan 

yang juga memuat kemungkinan dampak pelaksanaan reneana 

tersebut terhadap peningkatan kegiatan ekonomi di daerah 

bersangkutan. Dengan laporan yang dibuat, Ir. Zulkarnaen, 

karena jenjang pereneananya lebih rendah, yang bersangkutan 

mendapatkan angka kredit sebesar 80% x 0,2 = 0,16. 


7) 	 Efektivitas pelaksanaan dalam pengumpulan data dan 
informasi untuk penilaian-penilaian hasil pelaksanaan 
(Angka Kredit 0,1. Perencana Pertama) 

Kegiatan dimaksud adalah mengkaji efektivitas pengumpulan 

data dan informasi yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan suatu 

reneana pembangunan. 


Bukti Fisik: 

Laporan tentang efektivitas pelaksanaan pengumpulan data dan 

informasi yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan. 


Contoh: 

Amran, SE, Pereneana Pertama pada Biro Pereneanaan, 

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata mendapat tugas melihat 

efektivitas pelaksanaan pengumpulan data kunjungan wisatawan 

asing ke Indonesia. Ia menemukan bahwa pelaksanaan 

pengumpulan data dan informasi tersebut kurang efektif karena 

arus wisatawan asing melalui laut tidak tercatat. Dengan laporan 

tersebut, Amran, SE mendapatkan angka kredit sebesar O,l. 


8) 	 Efektivitas tujuan dalam pengumpulan data dan informasi 
untuk penilaian-penilaian hasil pelaksanaan (Angka Kredit 
0,1. Perencana Pertama) 

Kegiatan dimaksud adalah mengkaji efektivitas tujuan 

pengumpulan data untuk penilaian hasil pelaksanaan suatu 

reneana. 


Bukti Fisik: 

Laporan tentang efektivitas tujuan pengumpulan data dan 

informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan pembangunan. 


Contoh: 

Drs. Pardede, Perencana Pertama pada Dinas Pendapatan Kota 

Medan, mendapat tugas umuk melihat efektivitas tujuan 
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pengumpulan data dan informasi mengenai perkembangan 
bangunan pertokoan sebagai evaluasi atas pemberlakuan Perda 
tentang Retribusi Bangunan Perdagangan dan Pertokoan. Ll 
menyimpulkan bahwa tujuan pengumpulan data yang 
dilakukan kurang efektif karena tidak meneakup tentang omzet 
perdagangan dari pemilik penokoan dimaksud. Dengan 
laporan tersebut, Drs. Pardede mendapatkan angka kredit 

sebesar 0,1. 

9) 	 Pengumpulan data dan informasi untuk menilai dampak 
kemasyarakatan/lingkungan (Angka Kredit 0,2. Perencana 

Pertama) 

Kegiatan dimaksud adalah mengumpulkan data dan informasi 

dampak pelaksanaan suatu rene ana pembangunan terhadap 


masyarakat atau lingkungan. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi data dan informasi dampak suatu reneana 

pembangunan terhadap masyarakat at au lingkungan. 


Contoh: 

Imelda, ST, Perencana Pertama pada Dinas Perindustrian 

Kabupaten Bantul, mendapat tugas untuk mengumpulkan dat;; 

dan informasi dampak kerajinan keramik Kasongan terhadap 

kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan laporan dimaksud, 

Imelda, ST mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 


10) Menulis Hasil analisa dan penyajian data dan informasi 
untuk penilaian pelaksanaan efektivitas pelaksanaan (Angka 

Kredit 0,3. Perencana Muda) 

Kegiatan dimaksud adalah menganalisa data dan informasi serta 

penyajiannya untuk penilaian pelaksanaan efektivitas 


pelaksanaan. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi hasil analisa dan penyajian data atau informasi. 


Contoh: 

Erwin, S.Sos, Pereneana Muda pada Bappeda Kota Makassar, 

mendapat tugas menganalisa data dan informasi serta 

penyajiannya terhadap kegiatan pembangunan yang dibiayai dari 

PAD setempat. Dengan laporan dimaksud, Erwin, S.Sos 


mendapatkan angka kredit sebesar 0,3. 
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11) Menulis Hasil analisa dan penyajian data dan informasi 
untuk penilaian pelaksanaan efektivitas tujuan (Angka 
Kredit 0,3. Perencana Muda) 

Kegiatan dimaksud adalah menganalisa data dan informasi serta 
penyajiannya untuk penilaian pelaksanaan efektivitas pencapaian 
tujuan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun. 

Bukti Fisik: 
Laporan berisi hasil analisa dan penyajian data atau informasi. 

Contoh: 
Sukandar, S.Sos, Perencana Muda pada Bappeda Kota Bandung, 
mendapat tugas menganalisa data dan informasi serta 
penyajiannya terhadap kegiatan pembangunan yang dibiayai'dari 
PAD setempat, berdasarkan dan mengacu kepada rencana 
strategis yang termuat dalam propenas dan propeda untuk Kota 
Bandung, Dengan laporan dimaksud, Erwin, S.sos mendapatkan 
angka kredit sebesar 0,3. 

12) Menulis HasH Analisa dan penyajian data dan informasi 
untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatanl 
lingkungan (Angka Kredit 0,2. Perencana Muda). 

Kegiatan dimaksud adalah menganalisa dan men yajikan data dan 

informasi mengenai dampak pelaksanaan kegiatan peinbangunan 

terhadap kemasyarakatan dan lingkungan. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi hasil analisa dan penyajian data dan informasi 

tentang dampak pelaksanaan kegiatan pembangunan terhadap 

kemasyarakatan dan lingkungan. 


Contoh: 

Rahma, MSc, Perencana Muda pada Bappeda Kabupaten Timika, 

mendapat tugas menganalisa data dan informasi tentang dampak 

keberadaan kota Kuala Kencana terhadap peningkatan 

pendapatan penduduk setempat. Dengan laporan yang dibuat, 

Rahma, MSc mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 


13) Menulis Laporan penilaian atas hasil pelaksanaan (Angka 
Kredit 0,2. Perencana Madya) 

Kegiatan dimaksud adalah menilai hasil pelaksanaan suatu 

kegiatan pembangunan. 


Bukti Fisik: 

Laporan penilaian atas hasil pelaksanaan suatu rencana 

pembangunan. 
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Contoh: 
lr. T euku Syarif, MSP, Perencana Madya pada Bappeda Propinsi 
Daerah Istimewa Aceh, mendapat tugas menilai pelaksanaan 
pembangunan pusat perdagangan regionaL Dengan laporan yang 
dibuatnya, Ir. T euku Syarif, MSP mendapatkan angka kredit 

sebesar 0,2. 

14) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan 
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka paniang 

(Angka Kredit 0,2. Perencana Utama) 

Merumuskan saran untuk tindak Ianjut hasil pelaksanaan 

Rencana program strategis (berjangka waktu 10 - 25 tahun) 


peri ode selanjutnya. 


Bukti Fisik : 

Laporan berisi saran tindak lanjut dalam perencanaan 


kebijaksanaan strategis jangka panjang. 


Contoh: 

Ir. Andi Baso, MSc, Perencana Utama pada Bappeda Kota Palu, 

ditugaskan menyusun saran atau rekomendasi atas perencanaan 

kebijakan strategis permukiman Kota Palu 2010. Berdasarkan 

laporan yang dibuat, ia berhak mendapatkan angka kredit 


sebesar 0,2. 


15) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan 
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka 
menengah (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya) 

Merumuskan saran untuk tindak lanjut hasil pelaksanaan 

Rencana program strategis (berjangka wak"tU 3 - 5 tahun) periode 


selanjutnya. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi saran tindak lanjut dalam perencanaan kebijakan 


strategis jangka menengah. 


Contoh: 

Asep Saefudin, MSc, Perencana Madya pada Bappeda Kabupaten 

Tasikmalaya, ditugaskan menyusun saran tindak lanjut dalam 

rencana kebijakan pemberdayaan masyarakat di kabupaten 

tersebut. Berdasarkan laporan yang dibuat:, Asep Saefudin, MSc 

mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 
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16) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan 
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek 
(Angka Kredit 0,1. Perencana Muda) 

Merumuskan saran untuk tindak lanjut hasil pelaksanaan 

Rencana program strategis (berjangka wak tu 1 - 2 tah un) peri ode 

selanjutnya. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi saran tindak lanjut dalam perencanaan kebijakan 

strategis jangka pendek. 


Comoh: 

Sudarpo, SE, Perencana Muda pada Direktorat Peningkatan 

Kemampuan Keuangan Daerah, Depkeu, ditugaskan menyusun 

saran tindak lanjut dalam rencana kebijakan peningkatan 

kernampuan keuangan daerah. Berdasarkan laporan yang dibuat, 

ia mendapatkan angka kredit sebesar 0,1. 


17) Menulis saran mengenai tindak Ianjut yang diperlukan 
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro (Angka 
Kredit 0,2. Perencana Utama) 

Merumuskan saran-saran untuk tindak lanjut penyusunan 

rencana dan kebijakan strategis makro ~ingkup nasional) pada 

periode selanjutnya .. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi saran tindak lanjut dalam perencanaan 

kebijaksanaan strategis makro. 


Contoh: 

Dr. Simorangkir, Perencana Utama pada Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, ditugaskan 

menyusun saran tindak lanjut dalam Rencana Kebijaksanaan 

Penyempurnaan Kurikulum Nasional. Berdasarkan laporan yang 

dibuat, beliau mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 


18) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan 
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral (Angka 
Kredit 0,2. Perencana Madya) 

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan 

kebijakan strategis sektoral (sektor pembangunan dalam rencana 

jangka panjang, menengah, dan pendek) periode selanjumya. 


Bukti Fisik: 

Laporan yang berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan 

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral. 
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Contoh: 
Dra. Eny Sumirat, Perencana Madya pada Bappeda Kabupaten 
Dompu, NTB, ditugaskan menyusun saran tindak lanjut dalam 
Rencana Kebijakan Pengembangan Transportasi Laut. 
Berdasarkan laporan yang dibuat, ia mendapatkan angka kredit 

sebesar 0,2. 

19) Menulis saran mengenai tindak Ian jut yang diperlukan 
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional (Angka 

Kredit 0,2. Perencana Muda) 

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan 
kebijakan strategis regional (kawasan yang dibentuk untuk 
kepentingan kesatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kawasan kesatuan 
dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau kawasan lain 
yang memerlukan perhatian khusus) pada periode selanjutnya. 

Bukti Fisik: 

Laporan berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan dalam 

perencanaan kebijakan strategis regional. 


Contoh: 

Sembiring, ST, Perencana Muda pada Dinas Kehutanan Propinsi 

Sumatera Utara, ditugaskan menyusun saran tindak lanjut dalam 

Rencana Kebijakan Strategis Pengelolaan Sumberdaya Hutan 

di Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan laporan yang dibuat, 

ia mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 


20) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan 
dalam perencanaan program strategis jangka panjang 
(Angka Kredit 0,3. Perencana Utama) 

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan 

kebijakan strategis (berjangka waktu 10 - 25 tahun) periode 


selanjutnya . 


Bukti Fisik: 

Laporan berisi saran tindak lanjut yang diperlukan dalam 

perencanaan program strategis jangka panjang. • 


Contoh: 

Ir. Tomy Firman, Perencana Urama pada Dinas Pertanian di 

Propinsi Sulawesi Tengah, ditugaskan menyusun saran tindak 

lanjut dalam Rencana Strategis Peningkatan Produktivitas 

Pertanian 20 tahun mendatang. Berdasarkan laporan yang dibuat, 

Ir. Tommy Firman mendapatkan angka kredit sebesar 0,3. 
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21) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan 
dalam perencanaan program strategis jangka menengah 
(Angka Kredit 0,2. Perencana Madya) 

IV[erumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan 

kebijakan strategis (berjangka waktu 3-5 rahun) periode 

selanjutnya. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisikan saran-saran tindak lanjut yang diperlukan 

dalam pereneanaan program strategis jangka menengah. 


Contoh: 

Ir. Widiantoro, Perencana Madya pada Dinas Perikanan 

Kabupaten Purwekerto, Jawa Tengah, ditugaskan menyusun 

saran tindak lanjut dalam rene ana strategis jangka menengah 

pengembangan budidaya tambak. Berdasarkan laporan yang 

dibuat, Ir. Widiantoro mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 


22) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan 
dalam pereneanaan program strategis makro (Angka Kredit 
0,3. Pereneana Utama) 

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan reneana dan 

kebijakan strategis makro (Lingkup nasional) periode seianjutnya. 


Bukti Fisik: 

Laporan berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan dalam 

perencanaan program strategis makro. 


Comoh: 

Syahrudin, MSe, Pereneana Utama di Direktorat Moneter, 

Departemen Keuangan, ditugaskan menyusun saran-saran untuk 

mengendalikan tingkat inflasi yang terus tinggi selama dua rahun 

terakhir. Dengan melihat pertumbuhan uang beredar, nilai tukar, 

dan pengaruh pasokan barang, Syahrudin, MSe menyusun 

laporan tertulis yang berisikan saran-saran yang dibutuhkan 

untuk mengendalikan laju inflasi. Dalam hal ini, Syahrudin, MSe 

mendapatkan angka kredit sebesar 0,3. 


23) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan 
dalam perencanaan program strategis sektoral (Angka 
Kredit 0,2 Perencana Madya) 

Merumuskan saran untuk tindak lanjutpenyusunan reneana dan 
kebijakan strategis sektoral (sektor pembangunan dalam reneana 
jangka panjang, menengah, dan pendek) periode selanjutnya. 
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Bukti Fisik: 
Laporan yang berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan 
dalam pereneanaan program strategis sektoraL 

Contoh: 
Ir. Wawaruntu, Perencana Madya di Departemen Perindustrian 
dan Perdagangan, ditugaskan menyusun saran tindak lanjut 
dalam perencanaan Program Pengembangan Industri Keeil dan 
Menengah. Berdasarkan laporan tersebut, Ir. Wawarantu 
mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 

24) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperIukan 
dalam perencanaan program strategis regional (Angka 
Kredit 0,2. Perencana Muda) 

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan 

kebijakan strategis regional (kawasan yang dibentuk untuk 

kepentingan kesatuan pembangunan ekonorni suatu wilayah, 

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, kawasan kesatuan 

dari beberapa wilayah adrninistrasi lainnya, atau kawasan lain 

yang memerlukan perhatian khusus) periode selanjutnya. 


Bukti Fisik: 

Laporan yang berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan 

dalam perencanaan program strategis regional. 


Contoh: 

Ir. Manansang, Pereneana Muda pada Dinas Pekerjaan Umum 

Propinsi Sulawesi Utara, ditugaskan menyusun saran tindak lanjut 

dalam rencana program peningkatan panisipasi masyarakat dalam 

pengadaan perumahan. Dengan laporan yang dibuatnya, Ir. 

Manansang mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. 


25) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan 
dalam perencanaan proyek sektor tunggal (Angka Kredit 
0,1. Pereneana Muda) 

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan 

kebijakan strategis sektor tunggal (tidak mempunyai kaitan erat 

dengan sektor lain) periode selanjutnya. 


Bukti Fisik: 

Laporan yang berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan 

dalam perencanaan proyek sektor tunggal. 


Contoh: 

Sofyan, SE, Perencana Muda pada Dinas Pekerjaan Umum 

Propinsi Kalimantan Timur, ditugaskan menyusun saran tindak 
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lanjut dalam Rencana Proyek Penyediaan Air Bersih untuk 
Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan laporan yang dibuat, 
Sofyan, SE mendapatkan angka kredit sebesar 0,1. 

26) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan 
dalam pereneanaan proyek multi sektor (Angka Kredit 0,2. 
Pereneana Madya) 

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan reneana dan 

kebijakan strategis multi sektor (melibatkan beberapa sektor 

pembangunan terkait) periode selanjutnya. 


Bukti Fisik : 

Laporan yang berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan 

dalam perencanaan proyek multi sektor. 


Contoh: 

Drs. Cecep Suparman, Perencana Madya pada Dinas Pertanian 

Propinsi J awa Barat, ditugaskan menyusun saran tindak 

dalam Rencana Proyek Pengembangan Produktivitas 

secara Terpadu Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan laporan yang 


Drs. Cecep Suparman mendapatkan angka kredit 
sebesar 0,2. 

27) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan 
dalam pereneanaan proyek kawasan (Angka Kredit 0,2. 
Pereneana Muda) 

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana 

proyek kawasan (kawasan yang dibentuk untuk kepentingan 

kesatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan, kawasan kesatuan dari 

beberapa wilayah administrasi lainnya, atau kawasan lain yang 

memerlukan perhatian khusus) periode selanjutnya. 


Bukti Fisik : 

Laporan yang berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan 

dalam perencanaan proyek kawasan. 


Contoh: 

Ir. Aboebakar, MSc, Perencana Muda pada Dinas Pariwisata 

Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam penyusunan 

perencanaan Proyek Kawasan Wisata Rutan Leuser, Ir. 

Aboebakar, MSc memberikan laporan tertulis yang berisi 

tindak lanjut yang dibutuhkan dalam perencanaan tersebut. 

Berdasarkan laporan tersebut, Ir Aboebakar, MSc 1T!pn~.,~·,,, 


angka kredit sebesar 0,2. 
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3. 	 UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI 

Penilaian Umum: 


Pemberian angka kredit didasarkan pada Pasal 12 Kep MenPAN Nl).: 161 

KEP/M.PAN/3/2001: (a) 60% untuk penulis utama dan 40% dibagi rata 
untuk sernua penulis pembantu; serta (b) jurnlah penulis pembantu dibatasi 

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. 

A. 	SUB UNSUR KARY A TULIS ILMIAH DI BIDANG 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SEMUA JENJANG 

JABATAN) 
1) Membuat karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey 

dan atau survey dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan 

a) 	 Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan seeara 
nasional (Angka Kredit 12,5. Semua Jenjang) 

Bukti Fisik: 
Konsep buku dan buku yang sudah diterbikan. 

Contoh: 

Dr. Laksono, MSc (penulis utama) dan Ir. Gunawan, MSe 
(penulis pembantu), perencana pada Bappenas, membuat karya 
ilmiah dalam bentuk buku berjudul 'Perencanaan 
Pembangunan', sudah diterbitkan, dan diedarkan secara 
nasional. Sebagai penuEs utama, Dr. Laksono, MSc 
mendapatkan angka kredit sebesar 60% x 12,5 = sedangkan 
Ir. Gunawan, MSc sebagai satu-satunya penulis pembantu 
rnendapatkan angka kredit sebesar 40% x 12,5 = 5,0. 

Dr. Karimun (penulis utama) sert'a Drs. Warsito, MS dan 
Drs. Murjio, MSc (masing-masing sebagai pellulis pembantu), 
perencana pada Bappeda Propinsi Jaw;; fimur, membuat 
kajian dalam bentuk buku berjudul 'Pembam?,un,l:l Ek,)llOnll 
1967 - 1997' dalam dua volume (I dan II), su,ah diterbi!~an, 
dan diedarkan secara nasional. Untuk buku v,.·luffit:: 1, 
penulis utama Dr. Karimun mendapat anl;',l\.a kredit sebesar 
60% x 12,5 '" 7,5; sedangkan Drs. Warsito, MS dan Drs. 
Murjio, MSc masing-masing sebagai 
mendapat angka kredit 0,5 x 40% x 12,5 = 2,5. Untuk 
volume II, perhitungan angka kredit untuk masing-masing 

sarna dengan buku volume 1. Total Dr. Karimun 
mendapatkan angka kredit sebesar 15; sedangkan Drs. 
Warsito, MS dan Drs. Murjio, MSc masing-masing 
mendapatkan angka kredit sebesar 5. 
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~II. 
~ 

If 

I, 
i 

2) 

Sekelompok perencana, terdiri dari 4 (empat) orang, dari 
Bappeda Propinsi Irian Jaya melakukan penelitian mengenai 
'Struktur Kenuskinan di lrianJaya: Karena sangat baik, hasil 
penelitiannya diterbitkan dalam bentuk buku dan diedarkan 
secanl nasiona!. Dalam hal ini penulis utama mendapatkan 
angka kredit sebesar 60% x 12,5 = sedangkan penulis 
pembantu masing-masing mendapatkan angka kredit sebesar 
(1/3) x 40% x 12,5 = 1,67. 

b) Dalam majalah yang diakui oleh Lembaga lImu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) (Angka Kredit 6,0. Semua Jenjang) 

Bukti Fisik : 
Konsep artikel dan majalah yang memuat artikel dimaksud. 

Contoh: 
Ir. Bontang, MSc (penulis utama) dan Dra. Heni, MSc 
(penulis pembantu) menulis anike! mengenai ¢Masalah 
Perencanaan T ata Ruang di DKI Jakarta Raya¢ dan dimuat 
dalam Majalali Perencanaan Pembangunan (diakui oleh LIP!). 
Sebagai penulis utama Ir. Bontang, MSc mendapatkan angka 
kredit sebesar 60% x 6 = 3,6. Sedangkan Dra. Heni, MSc 
sebagai penulis pembantu mendapatkan angka kredit sebesar 
40% x6 = 2,4. 
Seke!ompok perencana, terdiri 5 orang, dari Bappeda 
Propinsi J awa Tengah melakukan penelitian mengenai Kultur 
BudayaJ awa. Hasil pene!itian ini dimuat sebagai artikel dalam 
majalah ilmiah yang diakui oleh LIPl. Mengingat jumlah 
penulis lebih dari yang disyaratkan, maka buku ini tidak 
dinilai. Meskipun dernikian buku ini dapat dinilai dengan 
kriteria lain misalnya kegiatan dalam unsur perencanaan. 

Karya tulis/karya ilmiah berupa tiojauan atau ulasan ilmiah 
hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang 
dipublikasikan. 

a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkao secara 
nasional (Angka Kredit 8,0 untuk setiap judul buku yang 
diterbitkan. Semua Jeojaog) 

Bukti Fisik : 
Konsep buku dan buku yang sudah diterbitkan. 

Contoh: 
Dra. Sukeni, MA (penulis utama) dan Drs. Akhmad, MSc 
(penulis kedua) menulis tinjauan ilmiah mengenai 'Prospek 
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Ekonomi Tahun 2002', diterbitkan dalam bentuk buku, dan 
dipublikasikan seeara nasiona!. Sebagai penulis mama, Dr:!. 
Sukeni, MA mendapatkan angka kredit sebesar 60% x 8 
4,8; sedangkan Drs. Akhmad, MSe sebagai penulis pemb:mtu 
mendapatkan angka kredit sebesar 40% x 8 = 

Suprapto, LLM (penulis utama) sena Novianti, SH, 
perencana pada Departemen Kehakiman dan HAM, menulis 
ulasan mengenai ¢Tinjauan Hukum Tahun 2002,<1: 
diterbitkan dalam bentuk buku dan diedarkan secara 
nasional. Sebagai penulis utama, Suprapto, SH, LLM 
mendapatkan angka kredit sebesar 60% x 6 = sedangkan 
Novianti, SH sebagai penulis pembantu mendapatkan angb 
kredit sebesar 40% x 6 

Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh UPI. (Angka Kredit 
4,0 untuk setiap artikel yang dimuat. Semua Jenjang) 

Bukti Fisik : 
Konsep artikel dan majalah yang memuat "mike! tersebut. 

Contoh: 
Dr. Leo, MA (penulis utama) dan Ir. Gumanti, MA (penulis 
kedua) menulis tinjauan singkat dalam bentuk artikel 
mengenai ¢Prospek Ekonomi Internasional Tahun 2002¢ 
sena dimuat dalam Majalah Pereneanaan Pembangunan 
(diakui oleh LIPI). Sebagai penulis utama, Dr. Leo, MA 
mendapatkan angka kredit: sebesar 60% x 4 = 2,4; sedangkan 
lr. Gumanti, MA sebagai penulis pembantu mendaparkan 
angka kredit sebesar 40% x 4 = 1,6. 

Sekelompok perencana (terdiri riga orang) dari Bappeda Propinsi 
Kalimantan Barat mengulas 'Prospek Produksi Beras di 
Kalimaman BaroH Tahun 2002', dimuat dalam salah sam 
ekonomi universitas di Kalimantan Barat yang sudah diakui 
oleh LIPL Dalam hal ini, penulis litama mendapatkan angka 
kredit 60% x 4 = 2,4; sedangkan penulis pembamu masing­

mendapatkan angka kredit sebesar 0,5 x 40% x 4 0,8. 

3) 	 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau tulisan ilmiah 
hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang tidak 
dipublikasikan. 

a) 	 Dalam bentuk buku (Angka Kredit Semua Jeniang) 

atau tulisan iimiah h,l~ii 

gagasan sendiri dalam perencanaan daiam bealuk buku 
Karya tulishlmlah berupa 
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yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila buku 

tersebut digunakan sebagai bahan diklat perencanaan atau mata 

kuliah lain di luar diklat perencanaan. 


Bukti Fisik: 

Komep buku dan silabus yang memuat buku terse but sebagai 

salah satu referensi. 


Contoh: 

Dr. Laksmini, MSc (penulis Ulama) dan Ir. Gunawan Adi, MSc 

(penulis pembamu), perencana pada Bappenas, menulis buku 

berjudul ¢Metode Penyusunan Program Pembangunan. It Bllku 

tersebut tidak diterbitkan; namun digunakan sebagai salah satu 

bahan mata kuliah (modul) dalam dikIat perencanaan di J.lkarta. 

Sebagai penulis utama, Dr. Laksmini, MSc mendapatkan angka 

kredit sebesar 60% x 7 = 4,2; sedangkan Ir. Gunawan Adi, MSc 

sebagai penulis pembantu rnendapatkan angka kredit sebesar 

40% x 7 = 2,8. 


b) 	 Dalam bentuk makalah (Angka Kredit 3,5. Semua Jenjang) 

Makalah yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila 

makalah tersebut digunakan sebagai salah satu referensi dalarn 

kegiatan diklat perencanaan atau mata kuliah lain di IU'ar diklat 

perencanaan. 


Bukti ~isik: 


Konsep makalah dan silabus mat a kuliah yang memuat makalah 

dimaksud sebagai salah referensinya. 


Contoh: 

Drs. Firman, MSi (penulis utama) dan Ir. Sobirin, MSc (penulis 

pembantu), perencana pada Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan, 

menulis rnakalah mengenai ¢Teknik Perencanaan Pembangunan.<:: 

Makalah tersebut digunakan sebagai salah satu bahan mata kuliah 

diklat perencanaan di Sulawesi Selatan. Sebagai penulis utama, 

Drs. Firman, MSi mendapatkan angka kredit sebesar 60% x 3,5 

= 2,1; sedangkan Drs. Sobirin, MSc sebagai penulis pembantu 

mendapatkan angka kredit sebesar 40% x 3,5 = 1,4. 


4) 	 Karya tulis/karya i1miah populer di bidang perencanaan yang 
disebarluaskan melalui media masa (Angka Kredit 2,0. Semua 
Jenjang) 

Angka kredit sebesar 2 diberikan untuk setiap karya tuEs ilmiah 
populer yang dimuat dalam media masa, baik media dengan 
jangkauan loka) maupun nasionaL 
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Bukti Fisik : 

Konsep artikel yang dikirim dan media cetak yang memuat artikel 
dimaksud. 

Comoh: 
Dr. Prakoso, MSc (penulis utama) dan Dr. Adil, MSc (penulis 
pembamu), perencanaBappen'as, menulis artikel populer mengenai 
¢Konsep Ekonomi Kerakyatan¢ dan dimuat dalam harian umum 
Kompas. Sebagai penulis utama Dr. Prakoso, MSc mendapat angka . 
kredit sebesar 60% x 2 = 1,2; sedangkan Dr. AdiI, MSc sebagai 
penulis pembamu mendapatkan nilai kredit sebes.ll" 40°/" x 2 = 0,8. 

5) 	 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau usulan 
ilmiah dalam pertemuan i1miab di bidang perencanaan (Angka 
Kredit 2,5. Semua Jenjang) 

Pertemuan ilmiah dimaksud adalah pertemuan nn~ mdibatkan 

beberapa instansi terkait. Angka kredit sebesar 2.5 dibt>rik.,n umuk 

setiap makalah (gagasan) yang diseminarkan dalam pcrtemuan ilmiah 

di bidang perencanaan. 


Bukti Fisik: 

Konsepmakalah yang diseminarkan disertai daftar hadir dari peserta 

seminar 


Contoh: 

Ora. Siahaan, MSc (penggagas utama) dan Ora. Dewi, MSc (penggagas 

pembantu), perencana pad a Bappeda Propinsi Sumatera UUra, 

mempunyai gagasan mengenai ¢Formulasi Bartl Dana Alokasi 

Umum¢; kemudian mengutarakannya dalam seminar yang melihatkan 

beberapa instansi terkait. Sebagai penggagas utama, Ora. SiahaJI1, MSe 

mendapatkan angka kredit 60% x 2,5 = 1,5; sedangkml On. Dewi, 

MSc mendapatkan angb kredit sebesar 40% x 2,5 = ! .':. 


B. 	SUB UNSUR MENTERJEMAHKAN/MENYADUR BUKU­
BUKU DAN BAHAN LAIN DI BIDANG PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN. 

1) 	 Terjemahanlsaduran di bidang perencanaan yang 
dipublikasikan. 

a) 	 Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan seeara 
nasional (Angka Kredit 7,0. Semua Jenjang) 

Angka kredit sebesar 7 diberikan untuk setiap buku saduran 
yang diterbitkan. Penyunting buku tidak mendapatkan angka 
kredit. 
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I Bukti Fisik: 

Buku saduran yang telah diterbitkan dan diedarkan secara 
nasional.t 
Contoh:i 

I 	 Drs. Simanjuntak, MSc (penulis utama) dan Dra. Sumiyati, MSc 

I (penulis pembantu), perencana pada Bappeda Propinsi Sumatera 
Selatan menyadur buku ¢Ekonomi Mikro¢ dalam dua volume 
(I dan II). Untuk setiap volumenya, Drs. Simanjuntak, MSc 
sebagai penulis utama mendapatkan angka kredit sebesar 60% x 
7 4,2; sedangkan Dra. Sumiyati, MSc sebagai penulis pembantu 
mendapatkan angka kredit sebesar 40% x 7 = 2,8. 

b) 	 Dalam bentuk makalah/artikel dalam majalah yang diakui 
oleh LIPI (Angka Kredit 3,5. Semua Jenjang) 

Angka kredit sebesar 3,5 diberikan untuk setiap makalah saduran 
yang diterbitkan. 

Bukti Fisik: 

Konsep makalah saduran dan majalah yang memuat makalah 
saduran terse but. 

Contoh: 

Ir. Silalahi, MSc (penulis utama) dan Drs. Radjito, MSc (penulis 
pembamu), perencana pada Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan, menyadur makalah mengenai Aturan WTO dan 
dimuat dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP!. Sebagai 

utama, Ir. Silalahi, MSc mendapatkan angka kredit 
sebesar 60% x 3,5 sedangkan Drs. Radjito, MSc sebagai 

pembantu mendapatkan angka kredit sebesar 40% x 3,5 
= 2,1. 

2) 	Terjemahan/saduran di bidang perencanaan yang tidak 
dipublikasikan 

a) 	 Dalam bentuk buku (Angka Kredit 3,0. Semua Jenjang) 

Buku terjemahanl saduran yang tidak dipublikasikan hanya dapat 
dinilai apabila buku terse but digunakan sebagai salah satu 
referensi kegiatan pendidikan dan latihan. Angka kredit sebesar 
3 diberikan untuk setiap buku saduran yang tidak diterbitkan. 
Bukti Fisik: 

i) Buku saduran dan silabus yang memuat buku dimaksud 
sebagai salah satu referensinya. 

ii) Surat Keterangan dari perguruan tinggi yang melegalisir 
silabus dimaksud. 
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Comoh: 

Drs. Perangin-angin, MSi (penulis utama) dan Ir. Witjaksono, 

MBA (penulis pembantu), perencana pada Bappeda Tingkat II 

Kabupaten Bogor, menterjemahkan buku ¢Ekonomi Tekllik¢, 

tidak diterbitkan, tetapi digunakan sebagai bahan kuliah pada 

salah satu universitas swasta di Bogor. Sebagai penulis utama, 

Drs. Perangin-angin, MSi mendapatkan angka kredit sebesar 

60% x 3 = 1,8; sedangkan Ir. Witjaksono, MBA 

pembantu mendapatkan angka kredit sebesar 40% x 3 1,2. 


b) 	 Dalarn bentuk makalah (Angka Kre~it 1,5. Semua Jenjang) 

Makalah terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan 
dapat dinilai apabila makalah tersebut diseminarkan atau 
digunakan sebagai salah satu referensi dalarn kegiatan pendidikan 
dan latihan. Angka kredit sebesar 1,5 diberikan untuk 
makalah terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan. 

Bukti Fisik: 
j) Makalah saduran dan daftar hadir seminar atau silabus yang 

memuat makalah dimaksud sebagai salah satu referensinya. 
ii) 	 Surat Keterangan dari perguruan tinggi/penyelenggara diklat 

dalam bidang perencanaan yang dapat melegalisir silabus 
dimaksud. 

Contoh; 

Ir. Endang, MSc dan Drs. Pano, MSc menyadur makalah 

mengenai konsep arsitektur keuangan internasional (international 

financial architecture) dan memaparkann ya dalam seminar intern. 

Dalam hal ini, Ir. Endang, MSc dan Drs Parto, MSc masing­

masing mendapatkan angka kredit sebesar 60% x 1,5 = 0,9 dan 

40% x 1,5 0,6. 


C. 	SUB UNSUR BERPARTISIPASI SECARA AKTIF DALAM 
PENERBITAN BUKU/MAJALAH DI BIDANG 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

1) Sebagai Redaktur (Angka Kredit 2,0. Semua Jenjang) 

Redaktur yang dimaksud meliputi pimpinan redaksi, wakil 
pimpinan redaksi, anggota redaksi, sekretaris redaksi, atau 
jabatan lain yang berhubungan dengan keredaksian. 
Partisipasi aktif dimaksud hanya dapat dinilai apabila buku yang 
dimaksud diterbitkan dan diedarkan secara nasional; sedangkan 
majalah yang dimaksud adalah majalah ilmiah yang diakui oleh 
LIPI. 
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Angka kredit diberikan sekali setahun yaitu sebesar 2. 
• Nilai kredit tidak dibedakan atas dasar jabatan keredaksian dan 

frekuensi penerbitan buku/majalah. 

Bukti Fisik : 

Majalah yang memuat nama perencana bersangkutan sebagai 
salah satu redaktur. 

Contoh: 


Dr. Ali, MA adalah salah satu redaktur majalah perencanaan 

pembangunan yang sudah diakui oleh LIPI. Dalam hal ini, yang 

bersangkuran mendapatkan angka kredit sebesar2 satu tahun. 


2) 	 Sebagai Pen gurus (Angka Kredit 1,5. Semua Jenjang) 

Kriteria Penilaian: 

• 	 Pengurus yang dimaksud adalah jabatan lain di luar keredaksian. 
• 	 Angka kredit sebesar 1,5 diberikan sekali setahun. 

Nilai hedit tidak dibedakan atas dasar jabatan dan frekuensi 
penerbitan buku/majalah. 

Bukti Fisik: 

Buku/majalah yang memuat nama perencana bersangkutan 
sebagai salah satu pengurus non-redaktur. 

Contoh: 

Drs. Marwah, MBA adalah perencana dan sekaligus pembantu 
salah satu redaktur majalah perencanaan pembangunan 

yang sudah diakui oleh LIPI. Dalam hal ini, yang bersangkutan 
mendapatkan angka kredit sebesar 1,5 setiap satu tahun. 

D. SUB 	UNSUR BERPARTISIPASI SECARA AKTIF DALAM 
PEMAPARAN (EKSPOSE) DRAFT/PEDOMAN/MODUL 01 
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN. 

1) 	 Kegiatan di dalam Forum Intern (Angka Kredit 0,25. Semua 
Jenjang) 

Yang dimaksud kegiatan di dalam forum intern adalah kegiatan yang 
terbatas pada unit perencanaan lembaga yang bersangkutan. Angka 
hedit diberikan per individu yaitu sebesar 0,25 untuk setiap draft/ 
pedoman/ modul. 

Bukti Fisik: 

Draft/pedoman/modul di bidang perencanaan pembangunan dan 
daftar keanggotaan dari pimpinan penyusunan draft dimaksud. 
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Contoh: 

Ir. Poniman, perencana Departemen Perhubungan, berpartisipasi 

aktif dalam penyusunan modul ¢Teknik Perencanaan Transportasi¢ 

di forum intern. Dalam hal ini, yang bersangkutan mendapatkan 

angka kredit sebesar 0,25. 


2) 	 Kegiatan di dalam Forum Ekstern (Angka Kredit 0,5. Semua Jenjang) 

Kegiatan dimaksud dalam forum ekstern adalah kegiatan yang 
mencakup kerja sarna dengan lembaga lain. 

Penilaian: 
Angka kredit diberikan per individu yaitu sebesar 0,5 untuk setiap 

draft/pedomanl modul. 


Bukti Fisik: 

Draftlpedoman/modul di bidang perencanaan pembangunan dan 

daftar keanggotaan dari pimpinan penyusunan draft dimaksud. 


Contoh: 

Ir. Poniman, perencana Departemen Perhubungan, berpanisipasi 

aktif dalam penyusunan modul ¢Sistem Transponasi Nasional¢ di 

forum ekstern yang melibatkan beberapa instansi terkait. Dalam 

hal ini, yang bersangkutan mendapatkan angka kredit sebesar 


E. 	 SUB UNSUR MELAKUKAN STUDI BANDING DJ BIDANG 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (ANGKA KREDIT 0,25 
UNTUK SETIAP STUDI BANDING BAlK DI DALAM 
MAUPUN LUAR NEGERI. SEMUA JENJANG) 

Bukti Fisik ; 

Laporan tertulis studi banding dimaksud. 


Contoh: 

Sekelompok perencana Bappeda Kabupaten Nias melakukan studi 

banding sistem pertanian Subak di Bali. Dalam hal ini, masing-masing 

perencana mendapatkan angka kredit sebesar 0,25. 


F. 	 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN 01 BIDANG 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

1) Bersifat pembaruan (Angka Kredit 2,5. Semua Jenjang) 

Yang dimaksud dengan kegiatan pembaruan adalah kegiatan yang 
merubah sebagian besar dari mekanisme rencana pembangunan 
dalam berbagai aspek. 
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Bukti Fisik: 

Lapor;an berisi perubahan mekanisme rencana pembangunan yang 

diusulkan dan mekanisme yang ada disertai penjelasan kelebihan 

dan kekurang;annya. 


Contoh: 

Mukhtar, MSc, Perencana Utama pada Departemen Keuangan, 

ditugaskan untuk menyusun perubahan mekanisme penyusun,m 

RAPBN berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 22 dan UU No. 

25/1999. Dengan laporan yang dibuatnya, Mukhtar, MSc 

mendapatkan angka kredit sebesar 2,5. 


2) 	 Bersifat penyempurnaan (Angka Kredit 1,5. Semua Jenjang) 

Yang dimaksud dengan kegiatan penyempurnaan adalah kegiatan 
yang merubah sebagian kecil dari mekanisme rencana pembangunan 
dalam berbagai aspek. 

i 

I 
Bukti Fisik: 
Laporan berisi perubahan mekanisme rencana pembangunan yang 
diusulkan dan mekanisme yang ada disertai penjelasan kelebihan 
dan kekurangannya. 

Contoh: 
r 

I 

Djumali, MSc, Perencana Madya pada Kantor Menko 
Perekonomian, ditugaskan untuk menyusun penyempurnaan 
mekanisme penyusunan anggaran pembangunan berkaitan 
perubahan tahun anggaran dari April - Maret menjadi J;anuari -
Desember. Dengan laporan yang dibuatnya, Djumali, MSc, 
mendapatkan angka kredit sebesar 1,5.I 

I 

I 
I B. UNSUR KEGIATAN PENUNJANG 

I 1. 	 Sub Unsur MengajariMelatih/Membimbing di bidang perencanaan 
pembangunan (Angka Kredit 0,04. Semua Jenjang) 

Kegiatan dimaksud adalah mengajar/melatih pad a pendidikan dan 

pelatihan PNS dalam bidang perencanaan pembangunan. 


Bukti Fisik : 

Surat tugas atau surat keterangan mengajar dari penyelenggara diklat. 
I 
Kriteria Penilaian: 

Angka kredit sebesar 0,04 diberikan kepada perencana yang dapat 
lI:, menunjukkan bukti fisik mengajarl melatihl membimbing selama 2 jam ! 
pelajaran. (umumnya 1 jam pelajaran = 45 menit)~ 

\ 
i 
1 
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Contoh: 
Dra. Melanie, MBA, Perencana Madya, ditugask;an mengajar mata 
pelatihan ¢Manajemen Strategis¢ pada suatu diklat teknis fungsional di 
Propinsi Jawa Barat sebanyak 4 jam pelajaran. Dengan menun;ukkan 
surat tugas mengajar dan surat keterangan mengajar dari penyelenggara 
diklat (Diklatprop. Jawa Barat), Dra. Melanie, MBA memdapatkan 
angka kredit sebesar (4/2) x 0,04 0,08. 

2. 	 Sub Unsur Mengikuti Seminar/Lokakarya di bidang perencanaan 
Pembangunan. 

Perencana yang mengikuti seminar diberikan angka kredit apabila yang 
bersangkutan berperan sebagai peserta, pemrasaran, pembahas, 
narasumber atau moderator. N amun frekwensi sebagai peserta seminarl 
lokakarya dibatasi hanya 2 (dua) kali dalam sam tahun. 

Bukti Fisik: 

Sertifikat dari Penyelenggara Seminar 


Penilaian: 
Perencana yang diundang sebagai pembicara/pembahas dalam 
seminar/lokakarya lokall nasional/internasional diberikan angka 
kredit sebesar 3,0 setiap kali seminarllokakarya. 
Perencana yang berlaku sebagai moderator dalam seminarllokakarya 
lokallnasionall internasional dapat diberikan angka kredit sebesar 

setiap kali seminarllokakarya. 
Perencana yang berlaku sebagai peserta seminarllokakarya lokal! 
nasionallinternasional dapat diberikan angka kredit sebesar 1,0. setiap 
kali seminarllokakarya. Seminar yang dapat diberikan angka kredit 
sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam sam tahun. 

Contoh: 
• 	 Dra. Melanie, MBA. Perencana Madya pada Bapelitbang Propinsi 

Sulawesi Utara, diundang sebagai pembicara pada sebu;ah seminar 
nasional dengan topik ¢Perubahan Paradigma PerencanaanQ: di 
Unhas Makasar. Dengan menunjukkan surat keterangan dari 
penyelenggara seminar, Dra. Melanie, MBA memperoleh angka 
kredit sebesar 3,0. 
Pada kesempatan lain, Dra. Melanie, MBA diundang sebagai 
moderator pada seminar internasional ¢Good Governance¢ di 
Jakarta. Dengan menunjukkan surat keterangan dari Panitia seminar 
tersebut, Dra. Melanie, MBA mendapatkan angka kredit sebesar 
2,0. 
Drs. Tedjo Kumolo, pada tahun 2002 diundang oleh ASP! sebagai 
peserta workshop di UNIBRAW Malang, Seminar di ITB Bandung 
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dan Seminar Perencanaan Sosial di FISIP UI, J akana. Pada tahun 
2003, Drs. Tedjo Kumolo menghadiri Seminar "Regional Planning" 
di Singapore. Apabila Drs. Tedjo Kumolo dapat menunjukkan 
sertifikat sebagai peserta pada beberapa seminar dan workshop 
terse but, maka yang dapat diakui dan mendapatkan angka kredit 
adalah sebesar 3 x 1,0 = 3,0, yaitu angka kredit yang berasal dari 2 
seminar pada 2002 dan 1 seminar pada 2003. 

3. 	 Menjadi Pengurus Organisasi Profesi (Angka Kredit 1,0 per tahun. 
Semua Jenjang) 

Perencana yang menjadi pengurus organisasi profesi dalam bidang 
perencanaan, dalam lingkup internasional, nasional, propinsi, atau 
kabupaten/kota. 

Bukti Fisik : 

Surat Keputusan Pengurus Organisasi Profesi 


Contoh: 

Pada periode tahun 2001 - 2003, Ir. Dadang diangkat menjadi Sekretaris 

Jenderal Persatuan Perencana Pemerintah Indonesia (pERSAPPI) Pusat. 

Dengan menunjukkan surat keterangan dari pimpinan organisasi 

perencanaan tersebut, maka pada saat penilaian tahun 2001 Ir. Dadang 

memperoleh angka kredit sebesar 1. 


4. 	 Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional (berlaku 
untuk semua jenjang) 

Kriteria Penilaian: 
Perencana, yang menjadi KetualAnggota Tim Delegasi, dapat 
diberikan angka kredit apabila perencana yang bersangkutan 
memangku status keanggotaan di dalam tim tersebut, yang didasarkan 
pada bidang tugas/pekerjaan perencana yang bersangkutan atau 
penugasan dari atasan langsung/pimpinan instansi-nya. 
Menjadi ketua delegasi, dapat diberikan angka kredit sebesar 
per 1 SK tim delegasi 
Menjadi anggota delegasi dapat diberikan angka kredit sebesar 2,0 
per 1 SK tim delegasi. 

Bukti Fisik: 

Surat Keputusan Tim Delegasi dan Surat Keterangan/Penugasan dari 

Atasan Langsungl Pimpinan Instansi Perencana yang bersangkutan. 


Contoh: 
Ir. Kimpul Baskoro, MURP, Perencana pada Bappeda Jawa Barat 
mendapatkan tugas dari Kepala Bappeda-nya untuk menjadi salah 
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satu anggota tim delegasi dalam rangka promosi industn keci1 di 
Vancouver, Canada, bersama-sama dengan propinsi lain. SK tim 
delegasi diterbitkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, 
diJakarta. Dengan menunjukkan SK anggota tim tersebut dan surat 
penugasannya, Ir. Kimpul Baskoro, MURP mendapatkan angka 

kredit sebesar 2,0. 

Pada kesempatan lain, Ir. Kimpul Baskoro, MURP, diberikan tugas 
untuk memimpin Tim Negosiasi PropinsiJawa Barat dengan GTZ 
dan Pemerintah Jerman, dalam rangka pencarian dana untuk 
pengembangan sistem perencanaan partisipatif di J awa Barat. SK 
tim delegasi berjumlah 5 orang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa 
Barat. Untuk kegiatan ini, Ir. Kimpul Baskoro, MURP dapat 
memperoleh angka kredit sebesar 3,0. 

Tahun berikutnya, karena kebetulan Ir. Kimpul juga aktif di dalam 
organisasi Karate Nasional, Ir. Kimpul Baskoro, MURP dimmta 
untuk memimpin delegasi karate Indonesia dalam arena Sea Games. 
Mengingat kegiatan delegasi internasional terse but tidak relevan 
dengan bidang tugas/pekerjaan-nya, Ir. Kimpul Baskoro, MURP 
tidak dapat memperoleh angka kredit. 

5. 	 Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Perencana (Angka Kredit 
0,5. setiap satu tahun. Berlaku untuk semua jenjang) 

Kriteria Penilaian: 
Pe~encana yang menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit pada 
instansinya dapat memperoleh angka kredit sebesar 0,5 untuk setiap 
tahun mas a keanggotaan. 

Bukti Fisik: 
Surat Keputusan Pejabat Yang berwenang menetapkan angka kredit 
tentang pembentukan dan penetapan Tim Penilai Angka Kredit. 
Surat Keterangan/Surat penyataan dari Ketua Tim Penilal yang 

bersangkutan. 

Contoh: 
Dra. Sandra Cahaya, Pereneana Madya, golongan ruang IVIb di 
Pemerintah Propinsi Lampung, diangkat menjadi Wakil Ketu. 
merangkap anggota Tim Penilai Propinsi dalam masa jabatan 2000 ­
2003. Pada tahun 2002, Sdr. Sandra mengajukan usulan kenaikan pangkat 
menjadi Golongan Ruang IV Ie. Apabila Sdr. Sandra Cahaya 
memasukkan kegiatan keanggotaan Tim Penilai sebagai salah kegiatan 
yang dinilai, maka yang bersangkutan mendapatkan angka kredit sebesar 

2 tahun x 0,5 I,D 
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6. 	 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya (Berlaku untuk semua 
jenjang) 

Kritc~la Penilalan: 
Apabib suatu instansi/unit perencanaan memiliki kuaJifikasi 
pendidikan (jurusan) yang secara spesifik ditet;lpkan sebagai 
yang diptrlukan<r b,\gi dan csesuai dengan bidang tugase pcrencana 
di lingkungan instansi/unit perencanaan yang bersangkut,m, maka 
y.mg dimaksud dengan cmemperoleh gelar kesarjanaan lainnya' 
adalah perolehan gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang 
tugas perencana. Dalam hal ini, angka kredit yang akan diberikan 
untuk: Doktor (S3) sebesar 15 point; Master (S2) sebesar 10 point; 
dan Sarjana (S1) sebesar 5 point. 
Apabila ~\"'atu instansi/unit perencanaan tidak menetapkan kualifikasi 
pendidikan (jurusan) tenemu sebagai 'jurusan yang diperlukan' 
dan 'sesuai dengan bidang rugas' perenC.lna, maka ;,ngka kredit yang 
diberibn umuk peralehan gelar kes"rjanaan mengacu kepada ketentuan 
penilaian untuk unsur pendidikan sebagai bagian Kegiatan Dtama. 

Bukti Fisik: 
Ijazah kesarjanaan yang telah dilegalisir instansi yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 

Contoh: 
Ir. Tedjo, MURP, perencana di Dinas PU Kabupaten Sarong. Bupati 
Sarong menetapkan bahwa jurusan Ekonomi Akunt.1nsi bukan 
merupakan jurusan "yang diperlukan" bagi dan "sesuai dengan 
bidang tugas" perencana di lingkungan Dinas PU Kabupaten Sorong. 
Pada saat ini Ir. Tedjo, MURP telah diwisuda di Universitas Indonesia 
sebagai Doktor Akuntansi. Karena yang bersangkutan memperoleh 
gelar S3 yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya, maka yang 
bersangkutan hanya memperoleh "ngka kredit sebesar 15. 
Ir. Intan, bekerja pada instansi yang sama telah memperoleh gelar 
52 dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas 
Gadjah Mada. Karena jurusan Perencanaan Wilayah merupakan 
jurusan yang sesuai dengan bidang tugasnya dan untuk gelar S1-ny,\ 
telah diberikan angka kredit sebesar 75, maka Ir. Intan dapat 
diberikan angka kredit sebesar 25. (mengacu kepada ketentuan 
penilaian unsur "pendidikan" pada kegiatan utama). 

7. 	 Memperoleh penghargaan tanda jasa di bidang perencanaan 
pembangunan (Berlaku untuk semua jenjang) 

Perolehan tanda jasa yang dapat diberikan angka kredit adalah : (a) tanda 
jasa di bidang perencanaan pembangunan, yaitu penghargaan yang 
berkaitJn dengan pelaksanaan tugas perencana yang bersangkutan pada 
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instansi/unit perencanaan yang relevan; dan (b) tanda jasa di bidang 
pendidikan misalnya penghargaan dalam bentuk pemberian gelar honoris 
causa dan sejenisnya .. 

Bukti Fisik: 
Surat keterangan atau surat keputusan dari instansi yang berwenang 
mengeluarkan tanda jasa at au dari perguruan tinggi yang mengeluarkan 
penghargaan. 

Penilaian: 
Tanda jasal penghargaan tingkat internasionaI!nasional diberikan 
angka kredit sebesar 3,0. 
Tanda jasa/penghargaan tingkat propinsi diberikan angka kredit 
sebesar 2,5. 
Tanda jasa/penghargaan tingJtat kabupaten/kota diberikan angka 
kredit sebesar 2,0 

Contoh: 

Drs. Mudjiman, Perencana Madya pada Bappeda PropinsiJawa Timur, 

dianggap berjasa dalam meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan 

Jabatan Fungsional Perencana di seluruh kabupaten/kota diJawa Timur. 

Untuk jasanya tersebut, Drs. Mudjiman mendapatkan angka kredit 

sebesar 2,5. 


III. KOMPOSISI PERSENTASE ANGKA KREDIT 

A. 	 Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) dan Lampiran 
II Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 
161KEP/M.PAN/3/2001 tentangJabatan Fungsional Perencana dan 
Angka Kreditnya, jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus 
dipenuhi oleh .setiap PNS untuk kenaikan pangkat/jabatan perencana, 
harus berasal dari unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan dari 
unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%. 

B. 	 Angka kredit yang berasal dari unsur utama sebesar 80% tersebut, 
harus mengandung angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan. 
perencanaan dan pengembangan profesi dengan komposisi sebagai 
berikut: 

Bagi Perencana yang naik jabatan menjadi Perencana Utama atau 
naik pangkat menjadi Pembina Utama Madya, goIongan ruang 
lYd sampai dengan Pembina Utama, goIongan ruang lVe ; 
• 	 Kegiatan Perencanaan sekurang-kurangnya 25% 

Kegiatan Pengembangan Profesi sebanyak-banyaknya 75% 
dan sekurang-kurangnya 12 angka kredit. 
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Bagi Perencana yang naik jabatan menjadi Perencana Muda sampai 
menjadi Perencana Madya at au naik pangkat menjadi 

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIb sampai dengan 
Pembina Utama Muda, golongan ruang IVc : 

Kegiatan Perencanaan sekurang-kurangnya 30% 

Kegiatan Pengembangan Profesi sebanyak-banyaknya 70% 

dan sekurang-kurangnya 10 angka kredit. 


C. 	 Bagi Perencana Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IVe, 
mengacu kepadapasa111 ayat (5) SKMenpan No. 16/KEP/M.PAN/ 
3/2001, komposisi presentase angka kredit dalam unsur utama adalah 
sebagai berikut : 

Kegiatan Perencanaan sekurang-kurangnya 25% dari 25 kredit 
Kegiatan Pengembangan Profesi sebanyak-banyaknya 75% dari 
25 kredit 

D. 	Apabila hasil penilaian kredit tidak memenuhi komposisi angka 
kredit sebagaimana butir B dan C di atas, proses penetapan angka 
kreditnya ditangguhkan sampai komposisi tersebut terpenuhi. 

j, 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 

MENTERI NEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU 


KEPALABADAN PERENCANAAN PEMANGUNAN NASIONAL 

NOMOR: 2661M.PPN/06/2002 


TENTANG 

PETUNJUKTEKNIS 


ORGANISASI DAllATAIERJA 

TIM PENILAIANGKA KREOIT 


JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 
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KEPUTUSAN 


MENfERl NEGARA PERENCANAAN PFMBANGUNAN NASIONALI 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 


NOMOR: KEP. 266/M.PPN/04/2002 


TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA 


TIM PENILAI ANGKA KREDIT 

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 


MENTERl NEGARA PERENCANAAN PFMBANGUNAN NASIONALI 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Menimbang a. 	 bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib 
administrasi pelaksanaan penilaian angka krerut J abatan 
Fungsional Perencana, dipandang perlu menetapkan 
Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai 
Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana dengan 
Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional; 

Mengingat 1. 	 U ndang-undang Nomor 8 T ahun 1974 ten tang Pokok­
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diu bah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. 	 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telab 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 20Q1; 

4_ 	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

S. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana 
telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2002; 

7. 	 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

S. 	 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tala Kerja Lemb aga Non Departemen, 
sebaiman telah diubah dengan Keputusan Presiden 
Nomor 3 Tahun 2002; 

9. 	 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
unit Organisasi dan T ugas Eselon I Lembaga Pemerintah 
Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002; 

1. 	 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang 
Jabatan fungsional Perencana dan Angka Kredit; 

2. 	 Keputusan Bersama Kepala Badan Peencana 
Pembangnan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor KEP.ll06lKa/OS/2001 dan Nomor 

34A Tahun 2001 tentangPetunjuk PelaksanaanJabatan 
Fungsional Perencana dan Angka Kredit. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSANMENfER! NEGARA PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN 
TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT 
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA. 

Pasall 

Petujuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka 
Kredit Perencana sebagaimana dimaksudkan dalam Lampiran 
Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat 
yang berwenang menetapkan Angka Kredit dan Anggota 

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana 
dalam melaksanakan tugasnya melakukan penilaian angka 

kredit perencana. 

Pasal2 
Sistematika Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim 
Penilai Angka Kredit J abatan Fungsional Perencana disusun 

sebagai berikut: 
1. TUJUAN 
II. PENGERTIAN 
III. ORGANISASI TIM PENILAI 
IV. TATA KERJA TIM PENILAI 
V KETENTUAN LAIN-LAIN 
VI. PENUTUP 

Pasal3 

Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka 
Kredit J abatan Fungsional Perencana sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Keputusan ini merupaan satu kesatuan dan 
bagian yang tidak terpisahkan dari keput~san ini. 

Pasal4 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 13 Juni 2002 

MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAl../ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

i~~ 
~ 
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PETUNJUK TEKNIS 

ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT 


JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 


I. 	 TUJUAN 

Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional 
Perencana dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun organisasi dan 
tata kerja tim dalam rangka penilaian dan penetapan angka kredit perencana 
bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

II. 	 PENGERTIAN 

1. 	 Tim Penilai Angka Kredit, yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah 
tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang 
Menetapkan Angka Kredit, dan bertugas membantu menilai prestasi kerja 
Perencana. 

2. 	 Pejabat Yang Berwenang Untuk Menetapkan Angka Kredit adalah: 

a. 	 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau 
Pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk oleh Kepala 
Bappenas, bagi Perencana Utama di Bappenas dan instansi lain di 
Pus at dan Daerah. 

b. 	 Sekretaris Dtama Bappenas atau Pejabat lain satu tingkat di bawahnya 
yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama, bagi Perencana Pertama sampai 
dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas. 

c. 	 Menteri/Kepala LPND atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya 
yang ditunjuk bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana 
Madya di lingkungan instansi Pusat. 

d. 	 GubernuriBupati/Walikota atau pejabat lain satu tingkat di 
bawahnya ditunjuk Perencana Pertama sampai dengan Perencana 
Madya di Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

3. 	 Angka Kredit (AK) adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan 
penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Perencana 
dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat 
untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsiopal 
Perencana. 

4. 	 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUP AK) adalah daftar yang berisi 
angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perencana 

dan dibuat oleh Perencana yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada 
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Pejabat 
Pengusul dan dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran I SKB Kepala 
Bappenas dan Kepala BKN No. Kep l106/Ka/OS/2001 dan No. 34A 
Tahun 2001. 
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5. 	 Rapat Pleno adalah rap at Tim Penilai untk menetapkan angka kredit 
Perencana dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 1 \2 n + 1 dari seluruh 
anggota Tim Penilai, di mana n adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai. 

6. 	 Berila Acara Penetapan Angka Kredit (BAP AK) adalah laporan hasil akhir 
penilaian angka kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai yang hadir 
dalam rapat pleno penilaian angka kredit, untuk ditetakan menjadi SK 
Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan 
Angka Kredit. 

7. 	 Tim Penilai Pusat adalah Tim yang melakukan penilaian prestasi kerja 
Perencana Utama yang bekerja di lingkungan Bappenas dan instansi lain 
di pusat maupun di daerah. 

8. 	 Tim Penilai Bappenas adalah Tim yangmelakukan penilaian prestasi kerja 
Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di 
Bappenas. 

9. 	 Tim Penilai Instansi adalah Tim yang melakukan penilaian prestasi kerja 
Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di 
instansi pemerintah pusat. 

10. 	 Tim Penilai Propinsi adalah Tim yang melakukan penilaian prestasi kerja 
Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di 
instansi pemerintah propinsi. 

11. 	 Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang melakukan penilaian 
prestasi kerja Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang 
bekerja di instansi pemerintah kabupatenl kota. 

12. 	 Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang membantu tim penilai 
melaksanakan tugasnya. 

13. 	 Tim Penilai Teknis adalah Tim yang membantu tim penilai dalam 
melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan perencanaan bersifat khusus 
yang memerlukan keahlian tertentu, yang akan diberhentikan setelah tugas 
peilaiannya selesai. 

III. ORGANISASI TIM PENILAI 

A. 	 Tim Penilai 

1. 	 Tim Penilai Pusat 

a. 	 Kedudukan 

Tim Penilai Pusat dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab 
~ kepada Kepala Bappenas. 

b. 	 Tim Penilai Pusat bertugas: 
1) 	 Membantu Kepala Bappenas atau pejabat lain satu tingkat di 

bawahnya yang ditinjuk, dalam menilai dan menetapkan angka 
kredit bagi Perencana Utama yang bekerja di lingkungan 
Bappenas, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; 
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2) 	 Membantu Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredir 
dalam menilai angka kredit bagi Perencana Pertama sampai dengan 
Perencana Madya yang bekerja di Instansi Pemerintah Pusat! 
Propinsi/Kabupaten/Kota dalam hal lim penilai Instansil 
Propinsi/Kabupalen/Kota belum terbentuk. 

3). 	 Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan 
daerah, dalam memberikan pertimbangan teknis tentang 
penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang akan diangkat menjadi Perencana Urama. Kerentuan 
dan tata cara penentu kualifikasi pendidikan oleh masing-masing 
Pejabat Pembina Kepegawaian akan diatur kemudian dalam SK 
Kepala Bappenas. 

c. 	 Tim Penilai Pusat berfungsi : 
1) memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK. 
2) memeriksa kebenaran dokurnen-dokumen DUPAK yang 

dianggap perIu. 
3) rnenyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Kepala 

Bappenas. 
4) 	 menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Kepala 

Bappenas. 

d. 	 Keanggotaan Tim Penilai Pusat berjumlah gasal, terdiri aras: 
1) Seorang Ketua merangkap anggota; 
2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggotaj 
3) Seorang Sekretaris merangkap anggotaj 
4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak 

merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Pusat. 

e. 	 Persyaratan Anggota Tim Penilai Pus at : 
1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan pangkatlgolongan 

ruang yang sarna dengan perencana yang dinilai. 
2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara 

objektif kegiatan dan profesi perencanaan serta prestasi kerja 
perencanaj 

3) Dapat aktif rnelakukan penilaian; 
4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim 

penilai pus at, dengan sepengetahuan atasan langsung. • 
f. 	 Jumlah anggota Tim Penilai Pusat yang berasal dari Perencana harus 

diupayakan lebih banyak daripada anggOta yang berasal dari Pegawai 
Negeri Sipillain yang bukan perencana. 

g. 	 Masa kerja Tim Penilai Pusat adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat 
diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan. Setelah masa 
jabatannya berakhir dan akan diangkat kembali dalam keanggotaan 
Tim Penilai Pusat, maka harus telah melampaui tenggang waktu 1 
(satu) masa jabatan. 
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h. Anggota Tim Penilai dapat berasal dari instansi atau unit perencanaan 
lain, atas perrnintaan Kepala Bappenas. 

2. 	 Tim Penilai Bappenas 

a. 	 Kedudukan 

Tim Penilai Bappenas dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris Utama Bappenas. 

b. 	 Tim Penilai Bappenas bertugas: 
1) 	 Membantu Sekretaris Utama Bappenas atau Pejabat lain satu 

tingkat di bawahnya yang ditunjuk dalam menetapkan angka 
kredit bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya 
yang berkerja di Iingkungan Bappenas; 

2) 	 Membantu Sekretaris Utama Bappenas, dalam memberikan 
pertiinbangan teknis tentang penentuan kualifiasi pendidikan bagi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi 
Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya. Ketentuan 
selanjutnya tata cara penentuan kualifikasi pendidikan akan diatur 
kemudian dalam SK Kepala Bappenas. 

c. 	 Tim Penilai Bappenas berfungsi : 
1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; 
2) Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK 

yang dianggap perlu; 
3) Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris 

Utama Bappenas; 
4) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Sekretaris 

Utama Bappenas. 

d. 	 Keanggotaan Tim Penilai Bappenas berjumlah gasai, terdiri atas: 
1) Seorang Ketua merangkap anggota; 
2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 
3) Seorang Sekretaris merangkap anggota; 
4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak 

merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Bappenas. 

e. 	 Persyaratan anggota Tim Penilai Bappenas: 
1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatandan/atau pangkatl 

golongan ruang yang sama dengan perencana yang dinilai; 
2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi 

kerja perencana; 
3) Dapat aktif melakukan penilaian; 
4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim 

penilai Bappenas, dengan sepengetahuan atasan langsung; 
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f. 	 Jurolab anggota Tim Penilai Bappenas hams diupayakan lebih banyak 
berasal dari Perencana daripada anggota yang berasal dari Pegawai 
Negeri Sipil yang bukan perencana. 

g. 	 Masa kerja Tim Penilai Bappenas adalab 3 (tiga) tabun, dan dapat 
diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan. Apabila 
akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai Bappenas, maka 
hams telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan; 

h. 	 Anggota Tim Penilai Bappenas dapat berasal dari berbagai instansi 
atau unit perencana lain, atas permintaan Sekretaris Utama Bappenas. 

3. 	 Tim Penilai Instansi 

a. 	 Kedudukan 

Tim Penilai Instansi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat. 

b. 	 Tim Penilai Instansi bertugas: 
1) 	 Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat lain 

satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk dalam menetapkan angka 
kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang 
berkerja di lingkungan Intansi yang bersangkutan; 

2) 	 Membantu Menteri/Kepala LPND, dalam memberikan 
pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan 
bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi 
Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya. Ketentuan 
dan tata cara penentuan kualifikasi pendidikan akan diatur 
kemudian dalam SK Kepala Bappenas. 

c. 	 Tim Penilai Instansi berfungsi : 
1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; 
2) Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK 

yang dianggap perlu; 
3) Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; 
4) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Pejabat. 

Pembina Kepegawaian Instansi Pusat. 

d. 	 Keanggotaan Tim Penilai Instansi berjurolah gasal, terdiri atas: 
1) Seorang Ketua merangkap anggota; 
2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 
3) Seorang Sekretaris merangkap anggota; 
4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak 

merangkap Ketua, WakiI, dan Sekretaris Tim Penilai Instansi. 

e. 	 Persyaratan anggota Tim Penilai Instansi: 
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1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan pangkatlgolongan 
ruang yang sarna dengan perencana yang dinilai; 

2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi 
kerja perencana; 

3) 	 Dapat aktif melakukan penilaian; 
4) 	 Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim 

penilai Instansi, dengan sepengetahuan atasan langsung 

f. 	 Jumlah anggota Tim Penilai Instansi diupayakan lebih banyak berasal 
dari Perencana daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri 
Sipil yang bukan perencana; 

g. 	 Masa kerja Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat 
diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan. Apabila 
akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai Instansi, maka 
harus melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan; 

h. 	 Anggota tim penilai Instansi dapat berasal dari instansi atau unit 
perencana lain, atas permintaan Menteri/Kepala LPND yang 
bersangkutan. 

4. 	 Tim Penilai Propinsi 

a. 	 Kedudukan 

Tim Penilai Propinsi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung 
jawab kepada Gubernur. 

b. 	 Tim Penilai Propinsi bertugas: 
1) 	 Membantu Gubernur atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya 

yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi Perencana 
Pertama sampai dengan Perencana Madya yang berkerja di 
lingkungan Instansi pemerintah di Propinsi yang bersangkutan; 

2) 	 Membantu Pejabat yang berwenang Menetapkan Angka Kredit 
dalam menilai angka kredit Perencana Pertama sampai dengan 
Perencana Madya yang bekerja di Kabupaten/Kota dalam hal 
Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk. 

3) 	 Membantu Gubernur dalam memberi pertimbangan teknis 
tentang penetuan kualifIkasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang akan diangkat menjadi Perencana Pertama sampai 
dengan Perencana Madya. Ketentuan dan tata cara penentuan 
kualifkasi pendidikan akan diatur kemudian dlam SK Kepala 
Bappenas. 

c. 	 Tim Penilai Propinsi berfungsi : 
1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; 
2) Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK 

yang dianggap perIu; 
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3) Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Gubernur; 
4) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Gubernur. 

d. Keanggotaan Tim Penilai Propinsi berjumlah gasal, terdiri atas: 
1) Seorang Ketua merangkap anggota; 
2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 
3) Seorang Sekretaris merangkap anggota; 
4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak 

merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Propinsi. 

e. Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai Propinsi: 
1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatan danlat au pangkatl 

golongan ruang yang sarna dengan perencana yang dinilai; 
2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi 

kerja perencana; 
3) Dapat aktif melakukan penilaian; 
4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota Tim 

Penilai Propinsi. 

f. Jumlah anggota Tim Penilai Propinsi harus diupayakan lebih banyak 
berasal dari Perencana daripada anggota yang berasaI dari Pegawai 
Negeri Sipil yang bukan perencana. 

g. Masa kerja Tim Penilai Propinsi adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat 
diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan dan apabila 
akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai Propinsi harus 
melampaui tenggang waktu 1 (satu) mas a jabatan. 

h. , Anggota tim penilai dapat berasal dari instansi atau unit perencana 
lain, atas permintaan Gubernur yang bersangkutan. 

5. 	 Tim Penilai Kabupaten/Kota 

a. 	 Kedudukan 
Tim Penilai Kabupaten/Kota dibentuk, ditetapkan oleh dan 
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. 

b. 	 Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas: 
1) 	 Membantu Bupati/walikota atau pejabat lain satu tigkat 

dibawahnya yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit 
Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang 
berkerja di lingkungan Intansi pemerintah di Kabupaten/Kota' 
yang bersangkutan; 

2) 	 Membantu Bupati/Walikota dalam membarikan pertimbangan 
teknis tentang p¢!nentuan ualifikasl pendidian bagi Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Perencana Pertama sampai 
dengan Perencana Madya. Ketentuan dan tata car a penentuan 
kualifikasi pendidikan akan diatur kemudian dalam SK Kepala 
Bappenas. 

c. 	 Tim Penilai Kabupaten/Kota berfungsi: 
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1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; 

2) Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang 
dianggap perIu; 

3) Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Bupatil 
Walikota; 

4) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Bupatil 
Walikota. 

d. 	 Keanggotaan Tim Penilai KabupatenIKota berjumlah gasal, terdiri 
atas: 

1) Seorang Ketua merangkap anggota; 

2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 

3) Seorang Sekretaris merangkap anggota; 

4) 	 Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak 
merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Kabupatenl 
Kota. 

e. 	 Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai Kabupaten/Koi:a: 

1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkatl 
golongan ruang yang sarna dengan perencana yag dinilai; 

2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi 
kerja perencana; 

3) Dapat aktif melakukan penilaian; 

4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim 
penilai Kabupaten/Kota, dengan sepengetahuan atsan langsung. 

f. 	 J umlah anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota diupayakan lebih 
banyak berasal dari Perencana daripada anggota yang berasal dari 
Pegawai Negeri Sipil yang bukan perencana. 

g. 	 Masa kerja Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun, dan 
dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan dan 
apabila akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai 
Kabupaten/Kota harus melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa 
jabatan; 

h. 	 Anggota tim penilai dapat berasal dari instansi atau unit perencana 
lain, atas permintaan Bupati/Walikota yang bersangkutan. 

B. 	 Sekretariat Tim Penilai 

1. 	 Kedudukan 

a. 	 Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh: 

1) Kepala Bappenas untuk Tim Penilai Pusat; 

2) Sekretaris Utama Bappenas untuk Tim Penilai Pusat; 
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3) 	 MenterilKepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) 
untuk Tim Penilai Instansi; 

4) 	 GubernuriBupatilWalikota untuk Tim Penilai Propinsil 
Kabupatenl Kota. 

h 	 Sekretariat Tim Penilai bertanggungjawab kepada: 

1) Ketua Tim Penilai Pusat untuk Sekretariat Tim Penilai Pusat; 

2) Ketua TimPenilai Bappenas untuk Sekretariat Tim Peni!ai Bappenas; 

3) Ketua TimPenilai Instansi untuk Sekretariat TimPenilai Instansi; 

4) Ketua Tim Penilai Propinsi untuk Sekretariat TimPeni!ai Propinsi; 

5) Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Sekretariat Tim Penilai 
Kabupaten/Kota; 

c. 	 Sekretariat TimPeni!ai dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang 
secara fungsional dijabat oleh: 

1) 	 Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionall 
Sekretaris Utama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
untuk Sekretaris Tim Penilai Pusat. Khusus Sekretariat Tim Penilai 
Pusat secara ex-officio berada di Pusat Pembinaan, Pendidikan dan 
Pelatihan Perencana Bappenas; 

2) 	 Pimpinan Unit Kerja Eselon II dalam bidang kepegawaian untuk 
Sekretariat Tim Peni!ai Instansi; 

3) Sekretaris JenderaIlSekretaris Menteri/Sekretaris Utama LPND 
atau pejabat yang ditunjuk untuk Sekretariat Tim Penilai Instansi; 

4) Sekretaris Daerah Propinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk 
Sekretariat Tim Penilai Propinsi; 

5) 	 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk 
untuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota. 

2. 	 Sekretariat Tim Penilai bertugas: 

Membantu tim penilai dalam bidang pengadministrasian dan 
penatausaha.ln kegiatan penilaian prestasi perencana. 

3. 	 Sekretaris Tim Penilai berfungsi: 

a. 	 Mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Perencana;. 

b. 	 Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan 
dari setiap usulan penetapan angka kredit Perencana; 

C. 	 Membuat jadwal sidang Tim Penilai; 

d. 	 Menydenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai; 

e. 	 1-.1enyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai; 

f. 	 Membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit; 

g. 	 Melakasanakan penatausahaan dan pengolahan data Perencana; 
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h. Menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas tim penilai 
dan setelah ditandatangani Ketua Tim Penilai kemudian 
menyampaikan kepada Kepala Bappenas selambat-Iambatnya 20 (dua 
puluh) hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan; 

I. Memantau perolehan angka kredit Perencana selama periode tertentu 
untuk mengetahui apakah seorang perencana telah memenuhi 
persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat 
atau jabatan; 

J. Memberikan laporan kepada tim penilai perihal: 

1) Perencana yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif 
minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau 
jabatan pada waktunya; 

2) Kemungkinan dapat diangkat kembali seorang Perencana, yang 
sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang 
bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif 
minimal yangditentukan. 

k Menyerahkan berkas yang berhubungan dengan penetapan angka kredit 
kepada Pimpinan Unit Ker;a yang lama untuk disampaikan kepada 
Pimpinan Unit Kerja yang barn, apabila Perencana Utama dimutasikan 
ke Unit Kerja yang lain. 

C. 	 TIM PENILAI TEKNIS 

1. 	 Kedudukan 

Tim Penilai T eknis dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang 
Menetapkan Angka Kredit berdasarkan usulan dari Ketua Tim Pen.i1ai. 

2. 	 Tugas: 

Tim Penilai Teknis bertugas membantu Tim Penilai dalam melaksakan 
penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit . dari hasil kegiatan 
perencanaan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu. 

3. 	 Fungsi: 

Tim Penilai Teknis berfungsi memberikan pertimbangan teknis dalam 
hal penilaian kegiatan perencanaan yang memerlukan pengetahuan atau 
keahlian khusus. 

4. 	 Masa Kerja Tim Penilai Teknis 

Tim Penilai T eknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dalam satu periode 
kenaikan pangkat. 
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IV. TATA KERJA TIM PENILAI 

A. 	 Tim Penilai Pusat 

1. 	 Ketentuan 
Persidangan Tim Penilai Pus~n dilaksanakan paling sedikit 2 (dua)a. 
kali dalam satu tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat : 
1) Untuk kenaikan pangkat periode April persidangan diml.llai 

bulan Oktober tahun sebelumnya. 
2) Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai 

bulan April tahun yang bersangkutan. 

Kepala Bappenas atas usul Ketua Tim Penilai Pusat dap,lt mengganti b. 
anggota Tim Penialai Pusat apabila yang bersangkutan: 


1) Pensiun dari PNS. 


2) Berhalangan sewkurang-kurangnya 6 (enam) bulan, 


3) 	 Mengundurkan diri. 


c. 	 Apabila terdapat anggota Tim Penilai Pusat yang turut dinilai, maka 
Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti sementara bagi 
anggota Tim Penilai Pusat yang bersangkutan, untuk jangka satu 

kali penilaian yang dimaksud. 

d. 	 Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Kepala Bappenas 
menjadi Ketua Sementara Tim Penilai PusaL 

e. 	 Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1) Ketua Tim Penilai Pusat membagi tugas penilaian kepada anggota 

tim penilai. 
2) Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota; 
3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil 

masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka 
hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Pusat 
melalui Sekrtetaris Tim Penilai Pusat untuk disahkan; 

4) 	 Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota 
tim penilai terdapat perbedaan denanan DUPAK, maka hasil 
penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno; 

5) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Pusat 
dilakukan dengan musyawarah mufakat; 

6) Dahlm hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambil!m 
keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak; 

7) 	 Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang­
kurangnya oleh 1/2 n + 1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah 
jumlah selurnh Anggota Tim Penialai Pusat. 

f. 	 Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara 
Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota 

Tim Penilai yang hadir. 
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g. 	 Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat 
yang berwenang menetapkan angka kredit, Perencana yang 
bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan. 

2. 	 Prosedur 

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat dilakukan melalui 
prosedur sebagai berikut: 

1) Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan 
berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai; 

2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada 
setiapa DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian. 

3) 	 Melakukan rapat pleno untuik menyusun Berita Acara Penilaian 
Angka Kredit (BAP AK) sebagai hasil peniulaian akhir. Contoh 
BAPAK dapat dilihat pada Lampiran 1. 

4) 	 Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai untuk 
penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Sekretaris Utama Bappenas 
disampaikan kepada Kepala Bappenas untuk ditetapkan. 

5) 	 Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara 
(BKN), dengan tembusan disampaikan kepada: 

a. Perencana yang bersangkutan 

b. Pimpinan unit kerja perencana yang bersangkutan; 

c. Sekretaris Tim Penilai Perencana yangf bersangkutan; 

d. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit; 

B. 	 Tim Penilai Bappenas 

1. 	 Ketentuan 

a. 	 Persidangan TimPenilai Bappenas dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali 
dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat: 
1) Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober 

tahun sebeluimnya. 
2) 	 Untuk kenaikan pangkat periode Oktober·persidangan dimulai 

bulan April tahun yang bersangkutan. dimulai bulan April tahun 
yang bersangkutan; 

b. 	 Sekretaris Utama Bappenas atas usul Ketua tim Penilai Bappenas dapat 
mengganti anggotta Tim Penilai Bappenas apabila yang bersangkutan: 

1) Pensiun dari PNS. 

2) Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, 

3) Mengundurkan diri. 
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c. 	 Apabila terdapat anggota Tim Penilai Bappenas yang turut dinilai, 
maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim 
Penilai Bappenas yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu 
kali penilaian yang dimaksud. 

d. 	 Dalam hal Ketua Tim Penilai Bappenas yang tumt dinilai, maka 
Sekretaris Utama menjadi Ketua sememara Tim Penilai Bappt'nas. 

e. 	 Penibian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim 
penilai. 

2) Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota; 

3) Setelah masing·masing anggota melakukan penilaian dan hasil 
masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan D UPAK, maka 
hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Bappenas 
melalui Sekrtetaris Tim Penilai Bappenas untuk disahkan; 

4) 	 Apabila angb kredit yang diberikan oleh dua orang anggota 
tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing­
masing tim penilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian tcrakhir 
dilakukan melalui sidang pleno; 

5) Pengambilan kepumsan dalam sidang pleno Tim Penilai Bappenas 
dilakukan dengan musyawarah m~fakat; 

6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan 
keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak; 

7) 	 Sidang pleno pengambilan kepumsan harus dihadiri sekurang­
kurangnya oleh 112 n + 1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah 
jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Pusat. 

f. 	 Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara 
Penilaian Angka Kredit (BAPA.K) yang ditandatangani oleh anggota 
Tim Penilai yang hadir. 

g. 	 Terhadap Keputusan P AK yang telah ditandatangani oleh Pejabat 
yang berwenang menetapkan angka kredit, Perencana yang 
bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan. 

2. 	 Prosedur 

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat dilakukan melalui 
prosedur sebagai berikut: • 

1) Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan 
berbs-berbs pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai; 

2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada sel iap 
DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian. 

3) Melakukan rapat pleno untuik menyusun Berita Acara Pcnilaian 
Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir. 
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4) Menvampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Bappenas 
Hn:u:' pcnyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Kepab Biro 
Kepcgawaian dan Hukum disampaikan kepada Sckretaris Utama 
Bappenas untuk ditetapkan. 

5) Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara 
(BKN), dengan tembusan disampaikan kepada: 

a. Perencana yang bersangkut. 

b. Pimpinan unit kerja perencana yang bersangkutan; 

c. Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan; 

d. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit; 

C. 	 Tim Penilai Instansi 

1. 	 Ketentuan 

a. 	 Persidangan Tim Penilai Instansi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) 
kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat: 
1) Untuk kenaikan pangkat peri ode April dimulai bulan Oktober 

tahun yang bersangkutan. 
2) 	 Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai 

bulan April tabun yang bersangkutan. dimulai bulan April tabun 
yang bersang1!;utan; 

b. 	 Menteri/Kepala LPND atas usul ketua Tim Penilai Instansi dapat 
mengganti anggotta Tim Penilai Instansi apabila yang bersangkutan ; 

1) Pensiun dari PNS. 

2) Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, 

3) Mengundurkan diri. 

c. 	 Apabila terdapat anggota Tim Penilai Instansi yang turut dinilai, maka 
Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim Penilai 
Instansi yang bersangkutan, dan yang berlaku umuk sam kali penilaian 
yang dimaksud. 

d. 	 Dalam hal Kema Tim Penilai Instansi yang turut dinilai, maka 
menteri/LPND menjadi Ketua sememara Tim Penilai instansi. 

e. 	 Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim 
penilai. 

2) 	 Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota; 

3) 	 Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil 
masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka 
hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Instansi 
melalui Sekrtetaris Tim Penilai instansi umuk disahkan; 
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4) 	 Apabila angka kredit yang dibcrikan oleh dua orang ,1I1ggot<1 
tim penilai terdap<1t perbedaan dan atau .lda perbedaan dari masing· 
masing tim penilai dengan DUPAK, mak.l h,bil penil.lian tc.'rakhir 
dilakukan melalui sidang pleno; 

5) 	 Pengambilan keputusan dalam sidang plen~ Tim Pcnilai lnstansi 
dihkukan dengan musyawarah mufakat; 

6) 	 Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambibn 
kcputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbany.lk; 

7) 	 Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekuran:..;­
kurangnya oleh 1/2 n + 1 Anggota Tim Penilai. dimana n adaiah 
jumlah seluruh Anggota Tim Penih,i Instansi. 

f. 	 Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berit.!. Acar.l 
Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggol.i 
Tim Penilai yang hadir. 

g.Terhadap Keputusan PAK nng tdah ditandatangani oleh Pejab~lI 
yang benvenang menetapkal1 angk.l kredit, Perencana yang 
bersangkutan tidak dapat mengaiukan keberatan. 

2. 	 Prosedur 

T ata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Instansi dilakukan melaiui 
prosedur sebagai berikut: 
1) 	 Menerima Daftar Usulan Penetapan An~ka Kredit (DUPAK) dan 

berkas-berkas pendukung iainnn dari Sekrl·taris Tim Penilai; 

::!) Melaksanakan penilaian terhadap al1p;ka kredit yang diaiubn pad" 
setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses pcniiai.lll. 

3) Melakukan rapat pleno ullluik mCllvusun Berita Ac.11".1 Prnibian 
Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilalan akhir 

4} Menyampaikan BAPAK kepada Sekreuris Tim p,.:nilJi B.lppenas 
untuk penviapan SK PAK dan selanjunn:.l oleh SekrcLlris Jenderal 
Depertemen/Sekretaris Utama LP::\"D disampaik.m kepJda Menteril 
Kepala LPND disampaikan kepad.l 11enteri/kepab LPND umuk 
ditetapkan. 

5) Asli SK PAK disampaikan kepada Kcpala Badan Kepegav.·"ian Neg;lra 
(EKN), dengan tembusan disampaikan kepad'l: 

a. 	 Perencana yang bersangkut. 

b. 	 Pimpinan unit kerja percncana y mg bersall~kut.1I1: 

c. 	 Sekretaris Tim Penilai Perencana yangi bers.m~kll\,lll: 

d. 	 Pejabat Yang Bcnvenang Menetapkan Angka Kredit; 
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D. 	 Tim Penila: Propillsi 

1. 	 1"t:4~";'"u;'.-,: 

ii, 	 Pcrsidi',ng.m Tim Penilai Propinsi dilaksanakan paling seJikit .2 (dua: 
kali dalJm 1 uhun sesuai dengan periode kenaikan pangkat: 
!) Umuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober 

tahun yang hersangkutan. 
2) 	 Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai 

bulan April tahun yang bersangkutan. dimulai bulan April tahun 
yang bersangkutan; 

b. 	 Gubernur atas usul ketua Tim Penilai Propinsi dapat mengganti 
anggota Tim Penilai Propinsi apabila yang bersangkutan : 

1) Pensiun dari PNS. 

2) Berhalangan sekurang·kurangnya 6 (enam) bulan, 

3) Mengundurkan diri. 

c. 	 Apahila terdapat anggota Tim Penilai Propinsi yang tumt diniIai, 
maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim 
Penilai Propinsi yang bersangkutan, dan yang bertaku untuk satu 
kati penilaian yang dimaksud. 

d. 	 Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Gubernur menjadi 
Ketua sementara Tim Penilai Propinsi, 

e. 	 Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sehagai berikut: 
1) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim 

penilai, 

2) Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota; 
3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil 

masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka 
hasil penilaiandisampaikan kepada Ketua Tim Penilai Proprnsi 
melalui Sekrtetaris Tim Penilai Propinsi UDtuk disahkan; 

4) 	 Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota 
tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dan masing­
masing tim ~ilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir 
dilakukan melalui sidang pleno; 

5) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Proprnsi 
dilakukan dengan musyawarah mufakat; 

6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan 
keputlls,m dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak; 

7) 	 Sid"ng pleno pengambilan keputusan hams dihadiri sekurang­
kurangnya oleh 1/2 n + 1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah 
jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Propinsi. 

f. 	 Hasil pellilaian angka kredit harns dituangkan dalam Berita Acara 
Penilaian Angka Kredit (BAP AK) yang ditandatangani oleh anggota 
Tim Penilai yang hadir. 
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g. 	 Terhadap Keputusan P AK yang telah ditandatang;mi okh Pejabat 
}'Jng berwenang menetapkan .mgka kredit, Pen:nc:ana yang 
bersangkulan lidak dapat mengaiukan keberalan. 

2. 	 Prosedur 

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Propinsi dilakukan 
melalui prosedur sebagai berikut: 
1) 	 Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredil (DUPAK) dan 

berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai; 

2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap 
D UPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian. 

3) Melakukan rapat pleno untuik menyusun Berita Acara Penilaian Angka 
Kredi{ (SAP AK) sebagai hasil penilaian akhir. 

4) Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Propinsi untuk 
penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Sekretaris Daerah Propinsi 
disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan. 

5) Asli SK P AK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian ~egara 
(BKN) Regional, dengan tembusan disampaikan kepada: 

a. Perencana yang bersangkut. 

b. Pimpinan unit kerja perencana yang bersangkutan; 

c. Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan; 

d. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka KreJit; 

E. 	 Tim Penilai Kabupaten/Kota 

1. 	 Ketentuan 

a. 	 Persidangan Tim Penilai Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 2 
(dua) kali dalam 1 tahUD sesuai dengan periode kenaikan pangkat: 
1) Untuk kenaikao pangkat periode April dimulai bulan Oktober 

tahun yang bersangkutan. 
2) 	 Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai 

bulan April tahun yang bersangkutan. dimulai bulan April tahun 
yang bersangkutan; • 

b. 	 Gubernur atas usul ketua Tim Penilai Propinsi dapat mengganti 
aoggota Tim Penilai Propinsi apabila yang bersangkutan : 

1) Pensiun dari PNS. 

2) Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (eo am) bulan, 

3) Mengundurkan diri. 

c. 	 Apabila terdapat anggota Tim Penilai Kabupateo/Kota yang turut 
dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota 
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Tim Ptnilai Kabuparen/Kota yang bersangku[an, dan yang berbkl1 
'c·"k.cttll kali penilaian yang dimaksud. 

d. 	 Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Bupatil\'('alikora 
menjadi Ketua sementara Tim Penilai Kabupaten/Kot.l. 

e. 	 Pcnibian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim 

penilai. 
2) Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota; 
3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil 

masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka 
hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai 
Kabupaten/Kota melalui Sekrtetaris Tim Penilai Kabupatenl 
Kota untuk disahkan; 

4) 	 Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota 
tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing­
masing tim penilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir 
dilakukan melalui sidang pleno; 

5) 	 Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai 
Kabupaten/Kota dilakukan dengan musyawarah mufakat; 


6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan 

keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak; 


7) 	 Sidang pIeno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang­
kurangnya oleh 112 n +1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah 
jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota. 

f. 	 Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara 
Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota 
Tim Penilai yang hadir. 

g. 	 Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat 
yang berwenang menetapkan angka kredit, Perencana yang 
bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan. 

2. 	 Prosedur 

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota 
dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: 

1) 	 Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUP AK) dan 
berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai; 

2} Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada 
setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian. 

3} Melakukan rapat pleno untuik menyusun Berita Acara Penilaian 
Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir. 
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Menyampaikan BAPAK kepada Sckretaris Tim Penilai Kabupatenl 4) 
Kota untuk penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota disampaikan kepada BupatilWalikota untuk 

ditetapkan. 
Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian N"egara5) 
(BKN) Regional, dengan tembusan disampaikan kepada: 

a. 	 Perencana yang bersangkut. 
h. 	 Pimpinan unit kerja perenc~m'l yang bersangkutan; 

c. 	 Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan; 

d. 	 Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit; 

V. 	 KETENTUAN LAIN-LAIN 

Apabila Tim Penilai Instasi belum dibentuk, maka peniklaian angka kredit a. 
dapa! dilakukan oleh tim Penilai Pusat 
Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, maka penilaian angka b. 
kredit dapa! dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi, 

Apabila Tim Penilai Propinsi belum dibentuk, r::-:.aka penilaian angka kredit 
c. 
dapat dilakukan oleh Tim Penilai Pusat. 

VI. PENUTUP 

Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas ini mulai berlaku pada tanggal a. 
ditetapkan. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Menneg PPN/Kepaia Bappenas
b. 

ini akan diatur kemudian. 


MENTEl{!: NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 
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REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 

MENTERI NEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU 


KEPAlABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAl 

NOMOR :KEP. 011/M.PPN/02/2003 


TENTANG 

PEDOMAN AKREDITASI DAN AlIH KREDIT PROGRAM 


PENDIDIKAN DAN PElATlHAN FUNGSIONAl SUBSTANTIF 

PERENCANA 
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MENTERI NEGARA 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 


KEPALA BAPPENAS 


KEPUTUSAN 

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

NOMOR: KEP. 011/M.PPN/0212003 


TENTANG 

PEDOMAN AKREDITASI DAN ALIH KREnIT PROGRAM 


PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL SUBSTANTIF 

PERENCANA 


MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 


Menimbang a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Perencana 
dan kapasitas institusi perencanaan Pemerintah baik di Pusat 
maupun di Daerah, telah diberlakukan Jabatan Fungsional 
Perencana; 

b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Perencana perlu 
pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (Diklat) 
fungsional substantif perencana; 

c. bah wa untuk menjamin kualitas dan profesionalisme 
penyelenggaraan diklat fungsional perencana perlu 
dilakukan akreditasi dan alih kredit program diklat 
fungsional substantif perencana; 

d. bahwa untuk rnenjamin kelancaran dan tertib adm.inistrasi 
serta menjaga kredibilitas dan keterbukaan pelaksanaan 
akreditasi dan alih kredit program diklat fungsional 
substantif perencana, perIu ditetapkan Pedoman Akreditasi 
dan Alih Kredit Program Pendidikan dan Pelatihanf 

Fungsional Substantif Perencana. 

Mengingat 1. 	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 

1. 	 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang 
Pernerintahan Daerah; 
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3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenman Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

7. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan J abatan Pegawai N egeri Sipil; 

S. 	 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

9. 	 Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, T ugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002; 

10. 	Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002; 

Memperhatikan : 1. 	 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
NegaraNomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentangJabatan 
Fungsional Perencana dan Angka Kreditn ya; 

2. 	 Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara 
Nomor KEP.ll06/Ka/OS/2001 dan Nomor 34A Tahun 
2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Perencana dan Angka Kreditnya; 

3. 	 Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor KEP.234/M.PPN/04/2002 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan 
Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan 
Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan 
Fungsional Perencana; 

4. 	 Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Peraturan.peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

Nasional Nomor KEP.235/M.PPN/0-4/2002 tentang 
Petunjuk T eknis Penilaian Angka Kredit Perencana; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
TENTANG PEDOMAN AKREDITASI DAN ALIH 
KREDIT PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
FUNGSIONAL SUBSTANTIF PERENCANA. 

Pasall 

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Substantif 
Perencana ini bertujuan untuk memperkaya kompetensi peserta 
diklat, di luar Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana, 
sesuai dengan substansi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
instansi perencanaan yang bersangkutan. 

Pasa12 

Pedoman Akreditasi dan Alih Kredit Program Pendidikan dan 
Pelatihan Fungsional Substantif Perencana disusun dengan 
tujuan untuk: 

a. 	 Memberikan acuan bagi pelaksanaan akreditasi Program 
Diklat Fungsional Substantif Perencana; 

b. 	 Memberikan arahan bagi individu yang ingin diakui 
sebagian atau seluruh mata diklat yang diikutinya dalam 
angka kredit jabatan fungsional perencana. 

Pasa13 

Sistematika Pedoman Akreditasi Program D iklat Fungasional 
Substantif Perencana disusun sebagai berikut: 
I. 	 TUJUAN 
II. 	 AKREDITASI PROGRAM DIKLAT FUNGSIONAL 

SUBSTANTIF PERENCANA 
ITL 	 KONVERSI ANGKA KREDIT PROGRAM 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON­
PENJENJANGAN 

IV. 	PENUTUP 
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Pasal4 

Pedoman Akreditasi dan Alih Kredit Program Diklat 
Fungsional Substantif Perencana diatur sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan 
satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Pasal5 

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal4 di atas, apabila 
dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala, 
dan hal-hal yang be1um cukup diaturdalam pedoman ini akan 
diatur dalam surat keputusan tersendiri. 

Pasal6 

Keputusan ini berIaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keke1iruan dalam 
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakana 
Pada Tanggal18 Pebruari 2003 

MENTERl NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

t 
,,~~ 

IK~N'GIE 
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LAMPlRAN 

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONALI 


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 


NOMOR: KEP. 011/M.PPN/0212003 

TENTANG 

PEDOMAN AKREDITASI DAN ALIH KREDIT 

PROGRAM PENDIDlKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL 


SUBSTANTIF PERENCANA 


A. 	 Tujuan 
1. 	 Memberi pedoman pe1aksanaan akreditasi Program Diklat Fungsional 

Substantif Perencana; 
2. 	 Memberi arahan bagi individu yang ingin diakui sebagian atau seluruh 

mata diklat yang diikutinya dalam angka kredit jabatan fungsional 
perencana. 

B. 	 Pedoman Akreditasi Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 
Substantif Perencana 
Akreditasi ini diperuntukkan bagi diklat yang keseluruhan programnya ingin 
diakui sebagai Diklat Fungsional Substantif Perencana, sehingga nilai Angka 
Kredit sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara No.16/Kep/M.PAN/3/2001. Proses Akreditasi dilakukan dengan 
mekanisme sebagai berikut; 

1. Ketentuan Akreditasi 
a. Calon penyelenggara diklat harus mengajukan surat permohonan 

akreditasi yang dilengkapi dengan Terms of Reference (TOR) 
Penyelenggaraan Diklat Fungsional SubstantifPerencana kepada Instansi 
Pembina Jabatan Fungsional Perencana OFP) u.p. Pusat Pembina~n, 
Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencana Pembangunan 
Nasional (pusbindiklatren-Bappenas), J1. Taman Suropati No.2, Jakartc:. 
10310. 

b. TOR sebagaimana butir a tersebut paling tidak bedsi: 
1) Tujuan diklat; 
2) Struktur kurikulum; 
3) Mata diklat besena mated diklatnya; 
4) Jangka waktu; 
5) Metodologi pembelajaran; 
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;:, 

I 

6} Ringkasan materi diklat; 

T Bahan ajar setiap mata diklat; 

8) Persyaratan pesena; 

9) Kualiflkasi pengajar dan nama-nama pengajar besenabiodata-nya; 

10) Tempat dan nama pelaksana diklat; 

11) Tupoksi unit perencana calon pesena diklat. 


2. 	 Prosedur Akreditasi 

Akreditasi kurikulum Dikiat Fungsional Substantif Perencana dilakukan 
dengan prosedur sebagai berikut: 
a. 	 Calon instansi penyelenggara dikiat mengajukan permohonan 

akreditasi yang dilengkapi dengan Terms of Reference (TOR) 
Penyelenggaraan Diklat Fungsional Substantif Perencana kepada 
lnstansi Pembina JFP u.p. Pusbindiklatren-Bappenas, J1. Taman 
Suropati No.2, Jakana 10310; 

b. 	 Pusbindiklatren melakukan pengadministrasian dan verifikasi surat 
permohonan akreditasi besena dokumen yang menyertainya; 

c. 	 Pusbindiklatren mengajukan berkas-berkas permohonan akreditasi 
kepada Tim AhliJabatan Fun~ional Perencana aFP) untuk dievaluasi 
sesuai ketentuan akreditasi kurikulum Dikiat Fungsional Substantif 
Perencana; 

d. 	 Tim Ahli JFP menilai TOR besena kurikulumnya dengil.n menga~u 
pada ketentuan yang berlaku; 

e. 	 Tim Ahli JFP memberitahukan Pusbindikiatren bila dalam proses 
penilaian diperlukan Tim Teknis untuk melakukan penimbangan 
dalam menilai kurikulum diklat fungsional substantif perencana dan! 
auu survey ke lokasi Calon instansi penyelenggara diklat apabila hal 
itu memang diperlukan; 

f. 	 Pusbindiklatren memproses pengadaan Tim Teknis dan!atau 
pelaksanaan survey sebagaimana butir e di atas; 

g. 	 Tim Ahli JFP mengajukan hasil penilaian kepada Pusbindiklatren 
untuk diinformasikan kepada calon instansi penyelenggara diklat; 

h. 	 Apabila Tim Ahli JFP menyatakan tidak setuju untuk diakreditasi, 
Pusbindiklatren memberitahukan kepada instansi calon penyelenggara 
diklat untuk merevisi kurikulum diklat. Revisi kurikulum harus 
dilakukan selambat-Iambatnya 14 han kerja sejak tanggal yang tertulis 
pada surat pemberitahuan; 

1. 	 Apabila Tim Ahli JFP menyetujui untuk diakreditasi, Instansi 
Pembina JFP menerbitkan surat Akreditasi Program Diklat 
Fungsional Substantif Perencana; 

J. 	 Pusbindiklatren mengirimkan surat Akreditasi Program Diklat 
Fungsional Substantif PerencaDa kepada calon instansi penyelenggara 
diklat. 
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C. 	 Pedoman Alih Kredit Program Diklat Fungsional Substantif Perencan~ 

Alih Kredit Program Diklat Fungsional Substantif Perencana ke dalam Angk, 
Kredit Perenc-ana dimungkinkan bagi pejabat perencana yang telah mengikut 
diklat pcrencanaan di bidang yang sesuai dengan tugas pokok d;-,n fungsinya 
Proses alih kredit dilaksanakan dengan melalui mekanisme sebagai berikm; 

1. 	 Ketentuan Alih Kredit: 
a. 	 Desain kurikulum program diklat yang telah diikuti harm 

mempunyai relevansi dengan uraian pekerjaan yang sesuai dengan 
kebutuhan pcningkatan kemampuan perencana di berbagai bidang 
pembangunan di tingkat nasional dan daerah. 

b. 	 Diklat Fungsional Substant if Perencana adalah diklat yang 
mendukung tugas pokok dan fungsi instansi! unit perencanaan terkait 
dengan substansi yang ditujukan untuk memperkaya kompetensi 
perencana, meliputi aspek knowledge (pengetahuan), skili 
(keterampilan), dan attitude (sikap). 

c. 	 Diklat dilaksanakan oleh lembaga diklat atau perguruan tinggi yang 
menurut penimbangan Tim Ahli JFP dinyatakan sebagai lembaga 
yang kompeten di bidangnya. 

d. 	 Aspek-aspek diklat terse but meliputi: 

1) Tujuan diklat; 

2) Struktur kurikulum; 

3) Mata diklat beserta materi diklatnya; 

4) Jangka waktu; 


_5) Metodologi pembelajaran; 

6) Ringkasan materi diklat; 

7) Persyaratan pesena; dan 

8) Kualifikasi Pengajar. 


e. 	 Program Diklat Fungsional Substantif Perencana akan diberikan 
bobot nilai Angka Kredit sesuai surat Keputusan Menteri Negara 
Pcndayagunaan Aparatur Negara Nomor16!KEP!M.PAN!3!2001 
apabila sekurang-kurangnya mengandung 70 persen materi mama 
perencanaan dan setinggi-tingginya 30 persen materi penunjang. 

f. 	 Jumlah jam pelajaran Gampel) suatu Diklat Fungsional Substantif 
Pcrencana adalah minimal 30 jam dan dibuktikan dengan Surat Ta.n.i" 
T amat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); 

g. 	 Diklat Fungsional Substantif Perencana yang jumlah Jampe1-nya 
kurang dari 30 jampel, meskipun kandungan m<ircri '-ltama 
perencanaan lebih dari 21 Jampel (70% x 30 jampel), terap tidak 
dialihkreditkan kedalam Angka Kredit Perencana. 

h. 	 Alih kredit seluruh atau sebagian mata diklat dari Diklat yang memem.lhi 
kriteria butir a sampai dengan g di atas, dapat dilakukan Jcngan bobot 
konversi yang disesuaikan dengan jurnlah jam pelajaran dan persentasi 
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kandungan materi diklat yang memenuru kriteria keterkaitannya dengan 
kompetensi perencana. (Lihat Anak lampiran A). 

1. 	 Diklat Fungsional Substantif Perencana yang kurikulumnya sudah 
diakreditasi oleh Instansi Pembina JFP Bappenas, tidak lagi diperlukan 
Alih Kredit. 

Contoh Perhituogan Alih Kredit: 

1) 	 Diklat yang diikuti oleh Perencana dengan jumlah Jampel antara 30 
jampel sampai dengan 80 ;ampel, dan kandungan materi perencanaan 
lebih kecil dari 70 %. 

Ir. Maulina Astari, MSc., seorang pejabat fungsional perencana pada 
Departemen Luar Negeri, mengikuti diklat di bidang Hubungan 
Intemasional yang kurikulum diklatnya belum terakreditasi oleh 
Instansi Pembina JPP, Bappenas, dengan jumlah waktu diklat sebanyak 
40 jampel. Yang bersangkutan mengajukan penilaian angka hedit 
kepada Tim Penilai untuk diklat yang telah diikutinya. Setelah 
dilakukan penilaian oleh Tim Penilai, temyata diklat yang telah 
diikutinya selama 40 jam tersebut, hanya 20 jampel yang sesuai dengan 
materi perencanaan. Oleh sebab itu, yang bersangkutan akan diberikan 
Angka Kredit sebanyak: 0,95 AK, dengan perhitungan sebagai 
berikut: 

Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
No.16/Kep/M.PAN/3/2001 menyebutkan bahwa Diklat 
perencanaan yang diikuti selama 30 jampel sampai dengan 80 jampel 
dapat diberikan 1 AK. Sedangkan, dalam ketentuan alih kredit 
disebutkan bahwa program Diklat Fungsional Substantif Perencana 
akan diberikan bobot nilai sesuai dengan SK Surat Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/Kepl 
M.PAN/3/2001 apabila sekurang-kurangnya mengandung 70 % 
materi utama perencanaan dan setinggi-tingginya 30 % materi 
penunjang. 

Mengingat kandungan materi perencanaan dari diklat yang diikuti 
oleh Saudara Ir. Maulina Astari, MSc. kurang dari 70% (20 jampel 1 
30 jampel = 0,67 = 67%), maka alih kredit diberikan dengan 
perhitungan sebagai berikut: 

{20 jampel/(0,7 x 30 jampel)} xl AK = 0,95 xl AK = 0,95 AK. 

2) 	 Diklat yang diikuti oleh Perencana dengan jumlah Jampel antara 30 
jampel sampai dengan 80 jampel, dan kandungan materi perencanaan 
lebih besar dari 70 %. 

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Per&ncana 

Drs. Hasan, MA, seorang pejabat perencana pada Vepanemen 
Pertanian, mengikuti diklat di bidang Pertanian yang kurikulum 
diklatnya belum terakreditasi oleh Instansi Pembina JFP, Bappenas 
dengan jangka waktu diklat selama 60 jampel. Yang bersangkutan 
mengajukan penilaian angka kredit kepada Tim Penilai untuk diklat 
yang telah diikutinya. Setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai, 
ternyata kandungan materi perenc::anaan dari diklat yang diikutinya 
sebanyak 50 jampel. Oleh sebab itu, yang bersangkutan akan diberikan 
Angka Kredit sebanyak 1 AK, dengan perhitungan sebagai berikut: 

Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 16/Kep/M.PAN/3/2001 menyebutkan bahwa Diklat 
perencanaan yang diikuti selama 30 jampel sampai dengan 80 jampel 
dapat diberikan 1 AK. Sedangkan, dalam ketentuan alih kredit 
disebutkan bah wa program Diklat Fungsional Substantif Perencana 
akan diberikan bobot nilai sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/Kep/M.PANI 
312001 apabila sekurang-kurangnya mengandung 70 % materi utama 
perencanaan dan setinggi-tingginya 30 % materi penunjang. 

Dengan demikian, mengingat kandungan materi perencanaan dari 
diklat yang diikuti oleh Saudara Drs. Hasan, MA lebih besar dari 
70% {50 jampel/(70% x 30 jampel)} = 2,38 = 238%), maka Drs. 
Hasan, MA diberikan 1 AK. 

Diklat yang diikuti oleh Perencana dengan jumlah Jampel antara 1613) 
sampai dengan 460, dan kandungan materi perencanaan lebih besar 

dari 70 %. 

Ir. Kirana, MSc., seorang pejabat perencana pada Departemen 
Kehuranan, mengikuti diklat dibidang Kehutanan yang kurikulum 
diklatnya belum terakreditasi oleh Instansi Pembina JPP, Bappenas 
dengan jangka waktu diklat selama 400 jampel. Yang bersangkutan 
mengajukan penilaian angka kredit kepada Tim Penilai untuk diklat 
yang telah diikutinya. Setelah dilakukan penilaian Tim Penilai, 
ternyata kandungan materi perencanaan dari diklat yang diikutinya 
sebanyak 275 jampel. Oleh sebab itu, yang bersangkutan akan 
diberikan Angka Kredit sebanyak 3 AK, dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 16/Kep/M.PAN/3/2001 menyebutkan bahwa Diklat 
perencanaan yang diikuti selama 161 jampel s.d. 460 jampel dapat 
diberikan 3 AK. Sedangkan, dalam ketentuan alih kredit dis~butkan 
bahwa program Diklat Fungsional Substantif Perencana akan 
diberikan bobot nilai sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/Kep/M.PAN/3/2001 
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lpabila sckurang-kurangnya mengandung 70 % materi utama 
;)erencanaan dan setinggi-tingginya 30 % materi penunjang. 

Dengan demikian, mengingat kandungan materi perencanaan dari 
diklat yang diikuti oleh Saudara Ir. Kirana, MSc. lebih dari 70% 
{275 jampel/(700/0 x 161 jampel)} = 2,44 = 244%), maka Ir. Kirana, 
MSc, diberikan angka kredit sebanyak 3 AK. 

2. 	 Prosedur Alih Kredit 

Proses penilaian alih kredit dilakukan bersamaan pada saat penilaian 
angka kredit untuk keperluan kenaikan pangkat/jabatan, atas dasar hasil 
perhitungan sendiri oleh yang bersangkutan sesuai ketentuan pada butir 
c.1. di atas. 

D. 	 Penutup 

1. 	 Pedoman Akreditasi dan Alih Kredit Program Pendidikan dan Pelatihan 
Fungsional Substantif Perencana, apabila dipandang periu akan diadakan 
penyempurnaan secara berkala; 

2. 	 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam 
surat keputusan tersendiri. 

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
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REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 

MENTERI NEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU 


KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

NOMOR :KEP.012/M.PPN/02l2003 


TENTANG 

PEDOMAN PENETAPAN KUAlIFIKASI PENDIDIKAN 


UNTUKJABATANFUNGSIONAlPERENCANA 


. 'I! 
" 
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MENTERINEGARA 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 


KEP ALA BAPPENAS 


KEPUTUSAN 

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

NOMOR: KEP.012 /M.PPN/02/2003 


TENTANG 

PEDOMAN PENETAPAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 


UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 


MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 

KEP ALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 


Menimbang a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi perencana 
dan kapasitas instimsi perencanaan pemerintah baik di Pusat 
maupun di Daerah, telah diberlakukan Jabatan Fungsional 
Perencana; 

b. bahwa untuk memenuhi tingkat kompetensi yang 
diperlukan perlu dipersyaratkan kualifikasi pendidikan 
untuk Jabatan Fungsional Perencana; 

c. bahwa untuk kelancaran administarasi, keterbukaan, 
demokrasi dan keadilan, perlu diatur ketetapan tentang 
Pedoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan 
Fungsional Perencana. 

Mengingat 1. 	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 tahun 1999; 

2. 	 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; 

Peraturan-peraturan Jabatan FungSional Perencana 
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MEMUTUSKAN : 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KUALIFIKASI6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
PENDIDIKAN UNTUK JABATAN FUNGSIONALPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 

2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; PERENCANA. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pasall 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil; 

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Ta·hun 1999 tentang 	 Kualifikasi pendidikan adalah syarat pengetahuan, ketrampilan 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 	 dan sikap yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang 

bekerja sebagai pejabat fungsional perencana baik di Pusat 
9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang 

maupun di Daerah. 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana 

Pasal2telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 
2002; 

Pedoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan 
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Kedudukan, 	 Fungsional Perencana bertujuan untuk memberikan pedoman, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata ketentuan dan prosedur untuk memenuhi persyaratan 

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana kualifikasi pendidikan bagi calon Pejabat Fungsional 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Perencana. 

Presiden Nomor 46 Tahun 2002; 


Pasal3 
Memperhatikan: 	 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentangJabatan Sistematika Pedoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan Untuk 
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; Jabatan Fungsional Perencana disusun sebagai berikut: 

2. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanun I. TUJUAN 
Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian II. PENGERTIAN 
Negara Nomor KEP.I106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A III. KRITERIA KUALIFIKASI PENDIDIKAN 
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan IV. PROSEDUR PENETAPAN KUALIFIKASI 
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; PENDIDIKAN 

V. TATA CARA PENILAIAN OLEH TIM PENILAI 
3. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan VI. PENUTUP 

NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor KEP.234/M.PPN/04/2002 tentang Pasal4 

t Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Pangkatl 

Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali 


Pedoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan untuk J abatan dan Pemberhentian dalam dan dari J abatan Fungsional 
Fungsional Perencana diatur sebagaimana tercantum dalamPerencana;~ 	 Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan 

Ii 	 bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. 
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Pasal5 

Pedoman sebagaimana dimaksud pada pasa! 4 di atas, apabiL 
dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala, 
dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini akan 
diatur dalam surat keputusan tersendiri. 

Pasal6 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada Tanggal 18 Pebruari 200} 


MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

Peraluran-peraluran Jaba/an Fungsional Perencana 

LAMPIRAN 


KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL/ 


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 


NOMOR:KEP.012/M.PPN/02/2003 


TENTANG 


PEDOMAN PENETAPAN KU ALIFIKASI PENDIDIKAN 

UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 


A. 	 Tujuan 
Pedoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional 

Perencana mempunyai tujuan memberikan pedoman, ketentuan dan prosedur 
untuk menentukan calon pejabat fungsional perencana yang dapat memenuhi 
persyaratan kualifikasi pendidikan. 

Pedomanini khusus ditujukan bagi Tim Penilai Angka Kredit Perencana, 
Pejabat Kepegawaian, dan Para Pejabat Fungsional Perencana. 

B. 	 Pengertian 
Pendidikan adalah suatu proses belajar-mengajar dalam bidang pengetahuan, 

keterampilan dan sikap pada strata satu atau lebih, yang dilaksanakan oleh lembaga 
pendidikan tinggi yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang. 

Kualifikasi pendidikan adalah syarat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 
harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pejabat fungsional 
perencana baik di Pusat maupun di Daerah. 

C. 	 Kriteria Kualifikasi Pendidikan 
1. 	 Dalam pengisian formasi jabatan fungsional perencana pad a unit 

perencanaan, tugas setiap perencana harus dalam bentuk uraian pekerjaan 
secara jelas dan rinci sehingga kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan • 
untuk formasi tersebut dapat dikenali dengan mudah. 

2. 	 Kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional Pprencana sekurang-kurangnya 
adalah Sarjana (Sl) dalam bidang studi yang sesuai dengan uraian pekerjaan. 

3. 	 Apabila bidang studi tidak sesuai dengan uraian pekerjaan, maka calon pejabat 
fungsional perencana tersebut harus mempunyai pengalaman kerja di bidang 
yang sesuai dengan uraian pekerjaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 

4. 	 Apabila bidang studi dan persyaratan pengalaman tidak rnemenuhi 
kebutuhan sebagaimana dinyatakan dalam uraian pekerjaan, maka calon 
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pejabat fungsional perencana tersebm harus pernah mengikuti pendidikan 
dan pelatih.U1 dalam bidang yang sesuai dengan uraian pekerjaan sekurang­

kurangnya ekuivalen 15 angka kredit. 

5. 	 Kesesuaian kualifikasi pendidikan ini harus di evaluasi oleh Tim Penilai 

Angka Kredit. 

D. 	 Prosedur Penetapan Kualifikasi Pendidikan 

1. 	 Pimpinan Unit Kepegawaian serendah-rendahnya eselon II menyampaikan 
permohonan evaluasi kepada Tim Penilai Angka Kredit atas kualifikasi 
pendidikan calon pejabat fungsional perencana yang akan bekerja di inst,msi 
perencanaan di lingkungannya, dengan disertai job description dari unit 
perencanaan dimana calon pejabat fungsional perencana akan bekerja. 

2. 	 Tim Penilai Angka Kredit mengevaluasi kualifikasi pcndidikan calon 
perencana dengan memperhatikan uraian pekerjaan. 

3. 	 Apabila dianggap sesuai, maka Tim Penilai Angka Kredit menerbitkan 
Surat Persetujuan. 

E. 	 Tata Cara Penilaian Oleh Tim Penilai 

1. 	 Bidang tugas dimana calon pejabat fungsional perencana akan ditempatkan, 
diuraikan dalam bentuk uraian pekerjaan yang secara rinci 
menggambarkan tugas harian, tahunan, dan lima tahunan. 

2. 	 Uraian pekerjaan tersebut disusun menurut rumusan standar kompetensi 
yang dibutuhkan untuk melakukan job description tersebut. Rumusan 
kompetensi yang dibutuhkan adalah tingkat pengetahuan,. keterampilan 
dan sikap minimal yang harus dimiliki oleh calon pejabat fungsional 
perencana terse but. 

3. 	 Kompetensi yang harus dimiliki, diterjemahkan ke dalam materi diklat 
yang diperlukan untuk memenuhinya, dan terakhir, materi diklat 
diterjemahkan ke dalam satu atau beberapa mata diklat. 

4. 	 Tim penilai mengevaluasi calon pejabat fungsional perencana dengan 
menyandingkan antara kualifikasi calon dan kualifikasi pendidikan yang 
diperlukan. Evaluasi didasarkan atas: 

a. 	 Mata kuliah yang pernah diambil calon pejabat fungsional perencana 
pada waktu mengikuti kuliah 51 atau 52 atau 53. 

b. 	 Mata Diklat pada pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh 
calon pejabat fungsional perencana. 

c. 	 Pengala..rnan bekerja pada bidang yang SCS1.lai dengan job description scLuna ini. 
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B. 	 Penutup 
L 	 pcdoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan Untuk Jab,H,\ll FUl1sional 

Perencana, apabila dipandal1g oerlu akan diad'akan pel1yempnrn,l,m serara 

berkab. 
illl ,1Lu, di,ll .11' cbL1l1ldiatur da1.1m2. 

MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGlJNAN NASIONALI 
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
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KEPUTUSAN 


MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 


NOMOR: KEP. 013/M.PPN/o212003 


TENTANG 


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA 

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 

KEPALA BAD AN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

Menimbang a. 	 bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional 
Penjenjangan Perencana diperlukan untuk meningkatkan 
kompetensi perencana dan kapasitas institusi perencanaan 
di Pusat dan di Daerah; 

b. 	 bahwa untuk menjamin pelaksanaan Diklat Fungsional 
Penjenjangan Perencana sebagaimana tersebut di atas secara 
terbuka, partisipatif, dan akuntabel, penyelenggaraan 
Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana perlu diatur dan 
ditetapkan dalam Keputusan Meneg PPN/Kepala 
Bappenas; 

Mengingat 	 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diu bah dengan 
Undang-undang Nomor 43 tahun 1999; 

2. 	 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang' 
Pemerintahan Daerah; 

3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Lelah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 2001; 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

~ 
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" 	 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhen­
tian Pegawai Negeri Sipil; 

6, 	 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

7. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil; 

8, 	 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

9. 	 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2001 temang 
Peru bah an Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara; 

10, 	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 temang 
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 T ahun 
2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen; 

Memperhatikan: 1. 	 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaa~ Aparattir 
Negara Nomor 16/KEP/M,PAN/3/2001 tentangJabatan 
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; 

2. 	 Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor KEP,1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A 
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; 

), 	 Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
NasionaliKepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor KEP.234/M.PPN/04/2002 tentang 
Petunjuk T eknis Pengangkatan, Kenaikan PangkatlJ abatan, ~ 
Pembebasan Sementara, Peng-gangkatan Kembali dan 
Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional 
Perencanaj 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 	KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN 

;, 	 248 Peraturan,peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

PERENCANAA:0: PEMBANGC="iAN I'\.-\Sl().'\iAL 
TENTANG PENYELENGGAR.\A~ PEND!nIKA~ DAl\: 
PELATIHAN (DIKLAT) FUNGSI0~L\L PE]~JENJi\NGAN 
PERENCANA. 

Pasal! 

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Penjenjangan percncan,l 
adalah pendidikan dan pelatihan yang diperumukkan bagi P~gawai 
Negeri Sipil (PNS) yang akan dan telah menduduki Jabatan Fungsional 
Perencana dan dimaksudkan untuk memenuhi dan mcningk,ltkan 
kompetensi bidang perencanaan bagi PNS yang akm dan tdah 
menduduki Jabatan Fungsional Perencana, . 

Pasa! 2 

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana 
sebagaimana tersebut pada Pasall di at as terdiri dari 4 (empat) tingkat, 
yaitu: 
1. 	 Diklat Fungsional Perencana Tingkat Pertama, yaitu diklat yang 

bertujuan untuk membentuk kompetensi PNS yang bekerja di 
bidang perencanaan untuk Jabatan Fungsional Perencana jenjang 
Perencana Penama; 

2. 	 Diklat Fungsional Perencana Tingkat Muda, yaitu diklat yang 
benujuan untuk membentuk kompetensi PNS yang bekerja di 
bidang perencanaan untuk Jabatan Fungsional Perencana jenjang 
Perencana Muda; 

), 	 Diklat Fungsional Perencana Tingkat Madya, yaitu diklat yang 
benujuan untuk membentuk kompetensi PNS yang bekerja di 
bidang perencanaan untuk Jabatan Fungsional Perencana jenj<lng 
Perencana Madya; dan 

4, 	 Diklat Fungsional Perencana Tingkat Urama, yaitu diklat yang 
bertujuan untuk membentuk kompetensi PNS yang bekerja di 
bidang perencanaan untuk Jabatan Fungsional Perencana jenjang 
Perencana Utama, 

Pasa13 

(1) 	 Pelaksanaan Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana diatur 
dalam Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan 
Perencana yang dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional penjenjangan 
perencana terhadap Pcgawai Negeri Sipil yang akan dan telah 
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memangku Jabatan Fungsional Perencana aFP) serta bekerja di 

bidang perencanaan. 

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan 

Perencana sebagaimana dimaksud pada aya.t 1 di at as, terdiri dari: 

a. 	 Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana 

Tingkat Pertama adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran 
1 Keputusan ini; 

b. 	 Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencan.l 
Tingkat Muda adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran 2 
Keputusan ini; 

c. 	 Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana 
Tingkat Madya adalah sebagaimana terse but pada Lampiran 
3 Keputusan ini; dan 

d. 	 Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana 
Tingkat Utama adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran 
4 Keputusan ini. 

Pasal4 

Sistematika Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan 
Perencana disusun sebagai berikut: 
I 	 Pendahuluan 
II 	 Struktur Kurikulum dan Mata Diklat 
III 	 Peserta 
IV Tenaga Pengajar 
V 	 Penyelenggaraan 
VI 	 Metode Pembelajaran 
VII 	Perencanaan, Pembinaan, dan Pembiayaan 
VIII Monitoring daan Evaluasi 
IX Sertifikasi 
X Penutup 

Pasal5 

Pedoman penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah 
merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Keputusan 
ini. 

Pasal6 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
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Ditetapkan di: Jakarta 
Pada Tanggal: Pebruari 2003 

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi 
KEP ALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

~.1'"-;~~'~F.'~~ l 
,:.i;;".-'- <::':'i'~\ 't... .' 

(~?t·;·,.ff~~;?\'tv..~ 
!\}\ 	 "'~~<I( _p:! \ 
~\Q)\. 	 ,~.~ , /:'./
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LAMPlRAN ") 

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONALI 


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 


NASIONAL 


NOMOR: KEP. 013/M.PPN/02/2003 


TENTANG 


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA 

j 

'1 

':-) Lengkapnya dapat dilihat pada buku : 

252 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA 

Peraturan-peraturan Jabatan FungsionaJ Perencana 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 41 TAHUN 2003 


YENTANG 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAl PERENCANA 




PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2003 


TENTANG 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 	 bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, 
dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat 
dan ditugaskan secara penuh dalaITI Jabatan Fungsional 
Perencana, dipandang perlu memberikan tunjangan J abatan 
Fungsional Perencana dengan Keputusan Presiden ; 

Mengingat 	 1. Pasal4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 
2. 	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3098 ) sebagaimana telah beberapa kali diu bah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 
2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17); 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
~ Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negaril 

Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3547 ); 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 9 T ahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor IS, Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 4263); 

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana Peraturan-peraluran Jabatan Fungsional Perencana 

~ 
254 

255 



Menetapkan 

256 

:, 

6. 	 Keputusan Presiden Tahun 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA. 

Pasal 1 

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan 
Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana, yang selanjutnya 
disebut dengan Tunjangan Perencana adalah tunjangan jabatan 
fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
diangb.t dan ditugaskan seeara penuh dalam Jabatan 
Fungsional Pereneana sesuai dengan ketemuan peraluran 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa12 

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan 
seeara penuh dalam J abatan Fungsional Perencana, diberikan 
tunjangan Perencana setiap bulan. 

Pasal3 

Besarnya Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, adalah sebagaimana tercamum dalam Lampiran 
Keputusan Presiden ini. 

Pasal4 

Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diberikan terhitung mulai bulan Januari 2003. 

Pasal5 

Pemberian Tunjangan Perencana dihentikan apabila Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat 
dalam jabatan suuktural, atau jabatan fungsional lain, atau 
karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan 
dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 

Pasa16 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksan'lcm 
Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan d'1I1/ 
auu Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bcrsama­
sarna maupun seeara sendiri-sendiri menurut bidangnya 

masmg-masmg. 

Pasal7 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tallggal ditetapkan, 

Ditetapkan di Jakarta. 
Pada tanggal 10 Juni 2003 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 


Kepala Biro Peraturan 

"",,_.l?€r.l,mdang-undangan II 

/./~"":: r,:·~z~.:,j
. . 	 '\

"cr :,.. 

,,;,.;,;, Sudibyo 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 41 Tahun 2003 
TANGGAL: 10 Juni 2003 

No JABATAN BESAR TUNJANGAN 

1 Perencana Utama 
-.-

Rp. 1.118.000,00 
2 Perencana Madya Rp. 994.500,00 

t ­

3 Perencana Muda Rp. 600.000,00 
4 Perencana Pertarna Rp. 240.000,00 I 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MEGA W A TI SOEKARNOPUTRI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 


Kepala Biro Peraturan 

~t~g·undangan II 

I~.~:;i· '.; ·.c~;\ 7 
l,.•~ .. ' . 


~';(" 

...&j,.--. lbyo

,,,~j.,/i( ~!"~ 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 


NOMOR 32 TARUN 2003 

TENTANG 


TATA CARA PERMINTIAN. 

PEMBERIAN. DAN PENGRENTIAN 


TUNJANGANJABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAW AlAN NEGARA 

NOMOR 32 TAHUN 2003 

TENTANG 

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 

KEP ALA BADAN KEPEGAWAlAN NEGARA 

Menimbang 	 bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaa 
Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang 
Fugsional Perencana, dipandang perlu menetapkan Keput usan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Car~ 
Pemintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan 
Fungsional Perencana; 

Mengingat L 	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undag ::\fomor 
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 ~omor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

2. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 T ahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Nomor 3098) sebagaimana tdah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17); 

3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tenhng 
J abatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Neg<lLl 
Nomor 3547); 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 9 T ahun '::::C3 lentang 
Wewenang Pengangkatan, Pl'minJ,lil,ll1, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4263); 

260 
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5. 	 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 

6. 	 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1003 tentang 
T unjangan Jabatan Fungsional Peencana; 

7. 	 Keputusan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN1312001 tentangJabatan 
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; 

Memutuskan: 

Menetapkan 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN 
NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, 
PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA. 

Pasall 

Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional 
Perencana adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini. 

Pasal2 

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan salinan Keputus,lJ1 
Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang T unjangan Jabatan Fungsional Perencm", 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini. 

PasaI3 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai clava bku 
surut berlakunya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal14 Agustus 1003 

Kepala 

n Kepegawaian ~gara, 

~' 

1 

Hardijanto 

.\ 
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LAMPlRAN I 	 KEPUTUSAN KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : 32 TAHUN 2003 
TANGGAL: 14 AGUSTUS 2003 

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN 


TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 


I. 	 PENDAHULUAN 

A. 	 UMUM 

1. 	 Untuk meningkatkan mutu, prestasi. pengabdian, dan semangat kerja 
perencana telah ditetapkan pemberian tunjangan jabatan fungsional 
perencana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 
41 Tahun 2003. 

2. 	 Dalam Keputusan ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan tata cara 
permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional 
Perencana. 

B. 	 TUJUAN 

Ketentuan dalam keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan 
fungsional Perencana. 

C. 	 PENGERTIAN 


Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 


1. 	 Tunjangan jabatan fungsional Perencana yang selanjutnya disebut 
Tunjangan Perencana adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan 
fongsional perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perunding­
undangan yang berlaku; 

2. 	 Penjabat yang berwenang adalah penjabat yang berwenang mengangkat, 
memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungannya dalam dan dari jabatan atau penjabat lain yang ditunjuk 
olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-lInclangan y.mg 
berlaku . 
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II. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN 

A. 	 PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN 

1. 	 Setiap pembtrian Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud dal.!m 
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 hams dilakubn 
surat keputuan pejabat yang berwenang dibuat menurut contoh ssebagai 
terse but dalam Anak Lampiran I-a Keputusan ini. 

2. 	 Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di 
lingkungannya untuk menetapkan keputusan pemberian Tunjangan 
Perencana. 

3. 	 Dalarn surat keputusan pemberian Tunjangan Perencana harm 
dicanturnkan besarnya tunjangan yang bersangkutan. 

4. 	 Asli surat keputusan pernberian Tunjangan Perencana disampaikan 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan ternbusannya 
kepada: 

a. 	 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 

b. 	 Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Inforrnasi 
Kepegawaian Negara di Jakarta. 

c. 	 Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara rang 
bersangkutan; 

d. 	 Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepab Birol 
Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 

e. 	 Pejabat Pernbuat Daftar Gaji yang bersangkutan; 

f. 	 Pejabat lain yang dipandang perlu. 

B. 	 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENDAPATKAN 
TUNJANGAN 

1. 	 Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan T unjangan Perencana 
adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secar,l 
penuh dalarn jabatan fungsional Perencana dengan surat keputusan 
pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

2. 	 Besarnya Tunjangan Perencana adalah sebagaimana tersebut dalam 
Larnpiran Keputusan Presiden 41 Tahun 2003. 

C. 	PROSEDUR 

Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayar,m 
Tunjangan perencana bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepab 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuang,m 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan melampirkan: 

Peraturan'peraturan Jabatan FungsionaJ Perencana 

Surat kepurusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Perencana; a. 

b. 	 Surat kepurusan pemberian Tunjangan Perencana; 

Co 	 Surat pernyataan melaksanakan tugas atau sural pernyata?n tdah 

menduduki jabatan. 

D. 	PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN 

1. 	 Tunjangan Perencana dibayarkan terhitung mulai tanggall (satu) bulan 
berikumya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan seC,lra nyata 
rnelaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Sur,H Pernyaraan 
Melaksanakan Tugas dari pejabal yang berwenang, dibual menu rut 
contoh sebagai rersebut dalam Anak Lampiran I-b. 

2. 	 Pelaksanaan rugas yang dimulai tanggall(salul, Tunjangan Pert'nc,ma 
dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan bcrjaLm. 

3. 	 Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, apabila 
bertepataan dengan hari libur sehingga pelaksana.m ! ugasnya 
dilaksanakan pada tanggal berikutnn. Tunj,mgan Perc:nc.lna 
dibayarkan mulai bulan itu juga. 

4. 	 Kepala Pegawai Negeri Sipil yang pad a ranggal 1 J.:mu'lri 2003 masih 
menduduki jabatan fungsional Perencana, pembayaran Tunjangan 
Perencana dilakukan berdasarkan Sural Perm-ataan relah mendnduki 
J abatan dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut comoh sebagai 
tersebut dalam Anak Lampiran I-c, dengan melampirkan: 

a_ 	 Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Perencana; 

b. 	 Surat kepurusan pemberian Tunjang<m Perencana. 

5. 	 Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Perencana, maka setiap 
permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang rnembuat surar 
pernyataan masih menduduki jabatan bagi para p'egawai Negeri Sipil 
di lingkungannya, dibuat menurut contoh sebagai [ersebut dalam 
Anak Lampiran I-d. 

6. 	 Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Perencana, pejabat rang 
berwenang dapat rnendelegasikan sebagian \J<'e'lvenangnya kepada 
pejabat lain dalam lingkungannya untuk rnembuat surat pernyataan 
melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatal1, arat! 
surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksut pad a 
angka 1, 4, dan 5. 

7. 	 Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernntaan Telah 
Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki J abalan 
sebagaimana tersebut pada angka 1,4, dan 5 disampaikan kepada Kepala 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian 
Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkuLlI1 dan tembuSannY.l 
~~ 	 . 
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a. 	 Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Informasi 
Kepegawaian; 

b. 	 Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang 
bersangkutan; 

c. 	 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 
d. 	 Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; 
e. 	 Pejabat lain yang dipandang perlu; 

III.PENGHENTIAN PEMBA YARAN TUNJANGAN PEJABAT 

1. 	 Pembayaran tunjangan perencana dihentikan terhitung muLli buLm 
berikutnya pegawai negeri sipil yang bersangkutan: 

a. 	 dibebankan sementara dari jabatan fungsional Perencanaan 

1) dalam jangka waktu 5 Oima) tahun sejak diangkat dalam perangkat 
terakhir tidak dapar mengumpulkan angka kredit yang diten tukan 
untuk kenaikan pangkat setngkat lebih tinggi bagi Perencan,l 
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang 1111 a sampai 
dengan Percncana Utama, pangkat Pembina Utama Madya, 
go long an ruang 

2) dalam jangka waktu l(satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat 
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang­
kurangnya 25 (dua puluh lima) yang berasal dari unsur mama bagi 
Perencana Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV I e; 

3) ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perencana; 
4) tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 
5) dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat 

hukuman disiplin sedang atau berat; 
6) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 
7) 	 cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keemp.n 

dan seterusnya. 

b. 	 diberhentikan dari jabatan fungsional Perencana apabila dabm 
waktu 1 (sam) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak 
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk k~naibn 
pangkat setingkat lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku. 

c. 	 berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipi!. 

d. 	 dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingbt 
hukuman disiplin berat dan telah mempunyai keku<\tan hnkum tctap, 
kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat. 

2. 	 Pejabat fungsional Perencana yang dibebaskan sementara d,lri . 
karena tugas belajar llntuk jangka waktu 6 (en am) bulan at<1U 

Tunjangan Perencana dihentikan terhitung mubi bulan ketujuh. Tunj.mg,ll1 ~ 
Perencana dibayarkan kembali setelah diangkat dalam jabatan 
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Perencana dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat 

yang berwenang. Surat Pernyataan Melaksan~kan Tug"s kemb.lli dibuJI 

menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-C'. 


UmpamanY,l: 


Seorang Perencana ditugaskan mengikmi tugas bdaj'lr mulai l..ll1gg.11 is 

Nopember 2003 sampai dengan 15 Januari 20C5. PerCIlCclJl.l tc-rSd'lll 

dinyatakan bekerja kembali terhinmg mulai tanggal26 lanu,H-i 28:::5. d,ll.lm 


hal yang demikian: 

a. 	 Tunjangan Percncana untuk bulan Desember .2003 sal11p'li dc'ng'1l1 blll.m 

Mei 2004 tetap dibayarkan; 
2004 s,1mp,nb. 	 Tunjangan Perencana dihentikan terhitung muai bulan 


Januari 2005. 

e. 	 Tunjangan Perencana dibayarkan kembali mulai bulan Pebru.1l'l 2005 

dan seterusnya, apabila telah diangkat kembali dalam jabatan fungsional 
Perencana dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kern bali telah 
diterima oleh kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Neg;lra/Kepaht 
Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

3. 	 Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, 
walaupun kemudian mengajukan banding ke Bad<ln Penimbangan 
Kepegawaian, Tunjangan Perencana tetap dihemikan. 

4. 	 Tunjangan Pereilcana yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam 
3, dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Badan Penimbangan 
Kepegawaian y<lng meringankan hukuman tersebut sena di,mgk,n kemb.lli 
dabm jabatan fungsional Perencana dan dinyatakan teLlh I11d.1ks.1l1.lk.1l1 

oleh pejabat yang berwenang. 

Umpamanya: 

Seorang Perencana pada Pemerintah Daerah Propinsl] awa Tin1ur hern,1m;1 
Roger Danuarta NIP 510532115 telah dijatuhi hukum.1l1 disiplin bLT.n niH! 
pemberhentian dengan horm.lt tidak ataS permintaan sendiri (bn berbkn 
terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2003. DaI.tm baLlS tcngg,mg w.lkln 14 
hari setelah diterimanya keputusan, Sdr. Roger DaI1UarLl mcng,1juk,1l1 
banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeki. Selebh lIl<:,blui prose, 
akhirnya Bapek pada tanggal25 Pebruari 2004 memurusk,m h,lil":.l huknn!.lll 
terhadap Sdr. Roger Danuarta diubah menjadi hukum,ll1 
setelah menjalani hukuman disiplin, yang bersangkutan di,lktilLll1 k"m11 ,lli 
dalam jabatan fungsional Perencana disertai Sur at FernY,H ;1.111 \ Ie'L1k',1l1.lkll1 
Tugas Kembali yang ditanda tangani oleh pejabat y.mg berwc·!1.m,:.. 

Dalam hal demikian Tunjangan Jabatan Fungsionai Sdf. Ro,:c'j D.ll1u.lrl.1 

dihentikan terhitung mulai bulan Nopember 2003 s<lm'ui dc·ng,-.:- ,dc" 
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hukclnan dlsiplin sedang dan diangkat kembali d.lla111 j 
Il1nr,s;':mal Perencana. Tuniangan Perencana dibayarkan pada bulan 
berikumya sete!ah yang bersangkutan dinyatakan tebh melaksanakan ruga, 
L:mbali da;; Sural Pemvataan Melaksanakan Tugas KembaJi dan Sur,1t 
Pernyataan Melaksanak~n Tugas Kembali diterima oleh Kepala Kamor 
Perbendahara'ln dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan 
Pemerintah Daerah. 

5. 	 Tunjangan Perencana dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak 
yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara 
Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjalani cuti di luar 
tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya 
untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani (Uti di luar 
tanggungan negara yang bersangkutan tidak dibebaskan dari jabatannya, 
tetapi tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan) gaji dan tunjangan 
jabatannya dibayarkan kembali mulai bulan berikumya setelah yang 
bersangkutan selesai menjalani cuti di luartanggungan negara untuk 
persalinan anak. 

Umpamanya: 

Seorang Perencana pada Pemerintah Daerah Propinsi J awa Tengah yang 
menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) 
selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2003 sampai 
denganJanuari 2004. Setelah selasai menjalani cuti di luartanggungan negar" 
untuk persalinan anak, ia mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal 
26 Januari 2004. Dalam hal yang demikian : 

a. 	 Dihentikan pembayaran gaji dan tunjangan Perencana llntuk bulan 
Desember 2003 dan Januari 2004. 

b. 	 Diberikan kembali gaji dan tunjangan Perencana untuk bulan Pebruari 
2004 dan seterusnya. 

Apabila cuti di Iuar tanggungan negara bukan karena persalinan, maka 
tunjangan dibayarkan setelah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri 
Sipil dan diangkat dalam jabatan fungsional Perencana sena dinyatakan 
melaksanakan tugas. 

6. 	 Surat keputusan penghentianl pen ghent ian sementara tunjangan jabatan 
dibuat menurut contoh sebagai berikut dalam Anak Lampiran I-f. 

7. 	 Pejabat yang berwenang mengeluarkan sur at keputusan pemberhentianl 
pembebasan sementara dari jabatan dan pemberian surat ijin cuti di luar 
tanggungan negaral cuti besar. Serta tugas belajar, menyampaikan asli surat 
keputusan atau asli surat ijin atau surat tugas belajar terse but kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada : 

a. 	 Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi 
Kepegawaian; 
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b. 	 Pimpin,m Instansi yang bcrsangkulan; 
c. 	 Kepala Kantor Regioll<ll B,lJ,m Kepeg.w:.lian Neg"ra 'png bcr$.\Ilgkul.l1l; 

d. 	 Kep.lla Kamor PcrbenJah,lr'l,m dan Kas Neg,ua/Kcp.l!.l 
Keuangan Pemerimah Daerah y,mg hcrs.mgkul.ll1; 

Pejabat Pembuat Daftar Gaji; e. 

Peiabat lain yang dipandang perin. 
f. 

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. 	 Apabila terjadi kenaikan jenjang jabatan fungsional Pen.'l1c,UU, m,lka 
pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kCfl<likall jenjang jabat,m, 
sena keputusan pemberian tunjang.ll1 sl.'su'li tingkat jab-n.m u;rsebut. 
Pemberian tunjangan tersebut dapat ditetapkan sekaligus dalam keputusan 
pengangkatan atau kenaikan jenjang jabatan fungsional Perenc<m,l tersebut. 

2. 	 Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil dalam jabatan fungsional Perencana yang ditetapkan sebelum 
berlakunya Keputusan inl, dinyat·akan lelap berlaku. 

V. 	 PENUTUP 
1. 	 Apabila dalam pelaksanaan keputusan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk men&apatkan penydesaian. 

2. 	 Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

9\ 
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1 

ANAK LAMPIRAN I-a KEPUTUSAN KEP ALA BAD AN 

KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR .11 TAHUN 2003 

TANGGAL 14 AGUSTUS 2003 

KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA_.. _..... 1) 

NOMOR .........2) 


TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN........ . 


MENTERI/GUBERNUR/BUPATIIWALIKOTA.. _.......... 1) 


Menimbang a. 	 bahwa dengan Keputusan .... 1) Nomor. ... Tanggal... 
Sdr. .......... .5) telah diangkat dalam jabatan ......... 3) 

b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, 
pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat 
......... ".3) dipandang perlu menetapkan pemberian 
tunjangan jabatan fungsional ............ 3) sebagaimana 
diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003; 

Mengingat 1. 	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Undang­
undang Nomor 43 Tahun 1999 

2. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 

3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

4. 	 Keputusan Presiden Nomor 87 T ahun 1999; 

5. 	 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 200}; 

6. 	 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apilr.Utlr 
Negara Nomor 16/KEP/M. PAN/3/2001; 

7. 	 Keputusan Kepala Radan Kepegawaian Negara Nomor 
32 T ahun 2003; 

;
:j 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 

PERTAMA : Memberikan tunjangan jabatan ................. 3) kepada : 

Nama : ....................... _....5) 

NIP 


Tempaat Tanggal Lahir ........................... .7) 

Pangkat/Golongan ruang ........8) 

Jabatan ............................3) 

Satuan Organisasi/Unit Kerja ............9) 

Instansi ............ 10) 


~ 
Peraturan-peraturan Jabatan Fungsiona! Perencana 

Tunjangan jab,nan ...... _.... 3) sebagai tersebut kCP,1da 
KEDUA dikmm PERTAMA diberikan scbesar RP .............. ll) 


..) sebulan terhitung 111u1.ll tan!',?,,1l ........ 11) 


Kepntusan ini dis,l!l1p.1ibnKETIGA 
untuk dipergunakan 
Kcputusan ini l11uLli berbku p,Hb t.mggal ditc\,lpbn.

KEEMPAT 

Ditetapbn di ... _..... 13) 

Pada tanggal _........ ,. 

MENTERI/KEPALAIG UBERNURI 
BUPATI/WALIKOTA .... " .... __ 1) 

15) )( .................. . 


Tembusan, Yth : 
1. 	 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
2. 	 Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang lnformasi Kepegawaian; 

3. 	 Kepala Kantor Regional....Badan Kepegawaian Negara di ....... 16) 


4. 	 Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kep,lla Biro/Kepa!', Bagian 

P ropinsi/Kabupaten/Kota di ... 17) 

5. 	 Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; 

6. 	 Pejabat lain yang dipandang perlu. 
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------

----

:.t.._.,~__ 

1'E'l UN.JLK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-a 

-----«----------- ­
"'::' I XO. KODE i URAIA~ 

-. _____+­
-.- ­

,
i 3-

)1 T dislah n.lma jabatan dari Pejabat yang menerapk.\n pemberian 

turlJangan jabatan. 
---- ..- ­

2 2) Tulislah nomor Kepurusan Pejabat yang meneupk,ln pemberL.l!l 

tunjangan jab.tan fungsional Perencan •. 

3 Tulislah nama jabatan fungsional Perencan. PNS yang bcrsangklllan. .') 
---- .. ­

4 4) Tulislah nomor dan ranggal ditetapkannya keputusan pengan!;i<ar'ln 

dalam jab.tan fungsional.
1------- I---- --­

5 5 ) Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima runj,ll1!1;an 

j.baran. 

6 6) T ulislah NIP dari Pegawai Negeri Sipi\ ~bagaimana tersebtlt pada allgb S. 

7) 
--­

7 T ulisl-ah temp.t dan tanggallahir Pegawai Negeri Sipil yang bers.lIlgkut,ln_ 

8 8) Tulislah p.ngk.t dan golong.n ruang Pegawai Negeri Sipil yang 

dimaksud dalam angk. 5. 

9 9) Tulislah satuan organisasi/unit tempat bekerja Peg.",a; Neg~riSiPif 

tersebut pad. angka 5. 

10 10) T ulislah i,maos; temp.t Pegawai Neger; Sipil sebagaimana terseb p;;d,;~ 
angb 5. 

f---~ 

11)II Tu!is!ah dengan angka dan humf bes.my. run;angan jabaran funsion"l 

Perencana yang men;adi hak Pegawai Negeri Sipil. 

12 12) T ulislah tangga! mulai Pegawai Negeri Sipi! berhak menerima tlI';l~ 

dimaksud. 

13 13) Tulislah tempat diretapkannya keputusan pember ian tuni~-;;:gan j"bat.ln 

fungsional perencana. 

14 14) T ulislah tanggal ditetapkannya keputusan tersebut. 

15 15) Tulis!ah nama pejabat dan NIP Pejabat yang menandalangan; Keputlls.lIl 

rersebut. 
f-.-----c~ 

16)16 Tulislah nama dan temp at Kantor Regional Badan 
---

INe!;.lr~-
1 yang meliputi ",iia},.h ker;. Pegawai Negeri Sip;! tersebut mebksilll<lk,ll1 

tugas~ 

17)17 Tulislah nama dan temp.t Kantor Perbendaharaan dan Kas Neg'lnl/ 

Kepala Biro/Bagian Keuangan dimon. Pegawai Neger; Sipil tersebut 

diangkat menduduki jabatan fungsional. 
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ANAK LAMPIRAN I-b 	 KEPUTUSAN KEPAlA BADAN 

KEPEGA\'1/ AlAN NEGARA 

NOMOR : 32 TiUll'N 200.1 

T ANGGAL : 14 AGt srus 20;;; 

SURA T PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 


NOMOR....... l) 


Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama ...........1' .......................... 2) 

NIP 
;

I>angkatl golongan ruang .. .......... : ......................... .4) 


Jabatan 
 ....................................... 5) 


Unit Organisasi ..............................6) 


dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : 

Nama 

NIP .................................. ; .... 8) 

Pangkatlgolongan ruang .. .............9) 

Jabatan 

Unit Organisasi .11) 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota...... 

Nomor ........ tanggal.. ....... 13) telah nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung 

mulai tanggal ......... 14), dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 

2003, yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan .........10) sebasar Rp ........ 15) 

(.. ................ ) sebulan terhitung mulai tanggal .............. 16). 


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat 
surripah jabatan/Pegawai Negeri Sipi!. Apabila dikemudian hari isi sural pernyataan 
ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negJra, alab 
saya bersedia menanggung kerugian terse but. 

Asli surat pernyataan ini disarnpaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan 
K'lS Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pernerintah Daerah di ............... 17) 
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. .... J so, 

P:~jabrtt ~·<1n~. 111C'111bU,H pcrl1 I',t: ,;,'; ,'l. 

(. .............. " ............ 1 CJ) 


Tembusan, Yth . 

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informa,i Kepeg"w .lim; 

2. Kepala Kantor Regional... Badan Kepegawaian Negara di ......... 20): 


3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; 

4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 

5. Pejabat lain yang dipandang perlu. 

j 

j 
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l;LTL'~iL.;h PE''';(.t:-;L\~ \1\;1\h. LAi\lI'IK.-\"'- lot. 

~(; K()~.~:· 	 liR..-\j .\J",- . 
- ....--. _ .. __._----j 

.--,----~-----

i I"T uidaL nomor sur•• pej.ib.;t Y:ing membu.ll pC<!1y.ta.n melaks.n<lk.1O -I 

" :'. ---tr,7Lslah n:ma pejat,;,t nllg membual perny.ra.;". 
--- -- ~---- .-~----------..:.-------~-------- ...--------------_._-­3-"'-1 ). i Tulis!ah Nll' d.n pejabar yang membuat pernY_laan. 

4 .j.) 1 'iulisiat: pangkat dan goiong;n ruang d.ri pelab., yang membuat

i Ipcrny ataal~. 

, ,.
S ,'j Tulislah nama jabatan dari pejabar. yan?, memDLial pernyat.an. 

6 6) Tulisi~h unit organisasi Pegawai Negeri Sipii yang membuat pernyataan. 

7 7) Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunpngan 

jabatan fungsional Perencana berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 

41 Tahun 2003. 

8 8) Tulislah NIP dari PNS tersebur yang dimaksud daiam angka 7 di atas. 

9 9) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS rersebut yang dimaksud 

da]am angka 7. 

10 10) Tulislah nama jenjang jabatan fungsional PNS yang bersangkutan. 

1, ' ~ '- Tuiislar. um, organi,",si Peg.wai Neg.fl Sipi! yang bersangkulan bekerja.J""j 

12 12) 	 , Tulislah nam2 .iabatan dari penjabat yang menetapkan Surar KcpUlusan 

i temang pengangkaran Pl\:S van~ dimaksud daiam j.bat.ll fungsional.! 
p :'3) l-TuE~iah n~:;-~ dan ta~ggJj sura;-kcputusan pe~b"ngkatan dalam jabat4n

Ilungsional terse but sebagaiman dimaksud dalam Pa,cll 1 K<'pulUs.n 

Presiden Nomor 41 Tahun 2003. 

14 14) T ulislah tanggal, bulan dan rahun PNS sebagaiman tersebut dalam .ngka 

7 di atas secara nyata mulai melaksanal;an tugas. 

15 15) 	 Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jab.tan yang 

dimaksud dengan angka 10 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 

41 Tahun 2003. 

16 16) 	 Tulislah ranggal mulai Peg.",ai Negeri Sipil berhak menerima runjangan 

dimaksud. 

17 17) 	 Tulisiai! nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kep.la 

BiroiBagian Kellang:all dimalla Peg-awai Negeri Sipii tersebut 

melabanakan rugas. 

18 18) T ulislah tempat dan tanggal diter.pkannya Keputusan ini. 

19 19) Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membual surat 

pernyataan. 

20 20) 	 Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara 

yang meliputi wilayah kerj. Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan 

tugas. 
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ANAK LAMPIRAN I·e 	 KEPUTlJSAN KEPALA BADAN 

KEPEGA \XIAlAN NEGARA 

NOMOR ; J2 T AHl.TN 2(-::;.\ 

TANGGAL 14 AG'lSn:S 2005 

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABAT AN 

NOMOR: ............ 1} 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama ......................................2) 

NIP ......................................3) 
Pangkatlgolongan ruang ..................................... .4) 

Jabatan : ...................................... 5) 
Unit Organisasi : ...................................... 6} 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : 

Nama : ..................................... .7} 

NIP ......................................8) 

Pangkatl golongan ruang ......................................9) 
Jabatan ...................................... 10) 

Unit organisasi 1) 

Berdasarkan Surat Keputusan ....... 12) Nomor ........ tanggal ........ 13) tdah 
menduduki jabatan ....... 10) dan pada tanggal ......... 14) masih menduduki 
tersebut. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003; Sdr ....... .7) berhak 

menerima tunjangan jabatan ....... 10) sebesar Rp ......... 15) sebulan terhitung muhli 

tanggal ............. 16). 


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat 
sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surar pernyata<l11 
ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terh'ldap neg'lra, mab 
saya bersedia menaggung kerugian tersebut. 

Peraturan-pefilluran Jabatan FUllgslof1ai Percncana 

Ash Sllr,n pl?ry,n.l,m ini disampaik.ll1 kl?p.lda Kep,lh K,lntor Pcrlll'l1lbh.H.1.l11 dan 
K'lS Neg.u.l/Kep.lla Biro/B<lgian Kl?Uang.lll PeU1erml.lh D.wr.lh..... 17). 

13) 

y.mg nll'lllbu.ll pc-rJIy.ll.l.lIL 

( ............... 2) 


Tembusan Yth : 

1. Kepala B<ld,ll1 Kepeg'lw,lian Ncgara Up. Deputi Bichng Informasi K,'pq?"lw,H.m; 

2 . Kep.lla Kantor RegionaL ... Badan Kepegawaian N':g.lr'l Jj .......... 19J 

3 . Pejabat Pembuat Dahar Gaji yang bersangkutan; 

4, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 

5. Pejabat lain yang dipandang perlu. 
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A. 

PETUNJLK I'ENGISIAN ANAK LAMPIRAN I·.: 

~-KODJ--l "--. 	 URAIAl'\' 

~"---T-----------~--------------------------------------------------~
3l ! 

Tuiisl<\h nOlllor surat peiab.1 y,lflg membllat SlIf.ll pern\".ll.l.lIl Id.lh 

IllcllduOllki jab.un Pereneana. 
, Tulisiah n,tma pejabat rang membuat pernp,.an.
" I 

Tulisiah :-.:ilP dar; pejabat yang 11lembuat perny.t•.II1.J .' ; 

Tuiislah pangkat dan golongan ruang dari pejab.lt y.tn?, mcmbuat 

I pernyat.an. 

4 41 

5 
 -\ 
 Tulislah nama j.batan dari pejabat yang membu.t perny;lt.l.ln. 


Tlilisiah unit orgal1;,"si Peg"""; Negeri Sipil p.ng mentbu.! pew\,.It.l<U1. 


:'i/ 

~._ 6) 

7 7) Tulis nama PNS yang berhak menerima tunjangan j"b'l!.'l1 fungsion.!! 


berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 TahunlCD.l. 


Tulislah NIP dari PNS ysng dimaksud d.lam angka 7.
~I 8\9 ' 
T ulislah pangkat dao golongan mang PNS yang dimaksud d:.tl.m .ngka 

7 di atas. 

9' 

~ iO) Tulislah nama jenjang jabatan fungsional PNS yang bersangkutaH. 

11 11) T ulislah unit organisasi Pega",,,; Negeri Sipil yang berS,\ll!(kUlan bekeri.l. 

12 12) 

I tem.og pengangkatan PNS yang dimaksud dabm angk,1 7. 

13) Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputllsan pengangblan d,tiam 

jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Kcputtlsan Presiden 

Nomor 41 Tahun 2003. 

14 14) Tulislah tangg.l, bulan dan t.hun PNS sebagaimana tersebut d.lam angka 

7 secara nyata telah menduduki jabatan fungsional dan mulai 

melaksanakan lugas. 

15) Tulislah dengan angka dan humf besarnya tunjangan j"b.u.'ll )'.lng 

dimaksud dalam angka 10 di ataS menurut Keputusan Presiden Nomor 

41 Tahun 2003.

I 16) Tulislah [angg.ll mulai Pegawai Negeri Sipil berh.k menerima LUlIjang.n16 

L~ 
 I dimaksud. 


17 I 171 Tulislah nama [empat Kantor Perbendaharaan dan Kas Ne!(.tr.tlKep'li.l 

. Biro/Bagian Kcuangan Pemerimah Daerah dimana Peg;lw.li Negeri~ ISipil lersebut melaksanakan tugas. . 

18 ini. 

1" tempat B.ldan Kepeg,lwai.lll :-':"g.lr.l 

y.,ng mdiputi wilayah kerja PNS terscbut melaksall.,bn lUj:>lS. 
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ANAK LA~ll'!RJ\N I-d 	 KEPl"ITSi\.\: KEl'At.\ 13:\D:\~ 

KEPEGAW:\1.\;o..; :'-iJ:t;.\R.\ 

~O~10R : .'2 lAln:'( 2::.' 

T:\:,(GGAL : 14 .\ClS!l·' ~::.' 

SURAT PERNYATAAN !\IASIH MENDL'DUKi jABATi\:'\ 


NOMOR: ....... 1) 


Y,mg bertanda tangan dibaw,l ini 

Nam,l .......................2) 

NI P ........................ 3) 

Pangkat/golongan ruang ............. .4) 


Jabatan , ................. . 


Unit Organisasi .. .............................. 6} 


Dengan ini menvatakan dengan sesungguhnvcl, b'lh'(\·.1 . 

Nama 

NIP ....... 8) 

Pangkatlgolongan ruang .......9) 

Jabatan lG) 

Unit Organisasi .................... 11 

Bcrdasarkan Surat Keputusan ....... 12) Nomor ........ tanggcll.. .... 1:'» di.tngkat 
dalam jabatan ...... 10) dan pada tanggal 1 Januari ....... 14) m.lsih I11clldudllki 

terse but. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003, Sdr oerh'lk 
menerima tllnjangan jabatan .... 10) sebesar Rp ..... 15) ( ...... ) scbubn, terhitung 
mulai tanggal ........... 13) 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya deng<H1 
mengingat sumpah jabatan/Pegawal Negeri Sipil. Apabila kemudian hari isi 
Surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatk,\n kcrugi,lIl lCl'hC1(\ap 
negara, maka say a bersedia menanggung kerugian IcrsebuL 

Asli surat pernyata,tn 1m disampaikan kep,lda Kepala K.antor Perb.l11dah'lr,).m 
dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Peme;-imah Daer.)h ......... 
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( .. _................... 17) 

Pejabat yang membuat pernyataan 

( .................. 2) 


Tenbus:m Yth : 

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Oeputi Bidang Informasi Kepcgawaian; 

2. Kepala Kantor RegionaL ... Badan Kepegawaian Negara di ............ 18) 


3. Pejabat Pembuat Oaftar Caji yang bersangkutan; 

4. Negeri Sipil yang bersangkutan; 

5. Pejabat lain yang dipandang perIu. 

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-d 

n:'.'''lf: 

Tulisi.lL 11.L."!~.l pei.lb.lt \ ,i!!~ Hh:!l1l'llUt PC;"!!: .1'.Ll!! 
---.~--

,tl !''':' l!)~ 

PCl ~1~: it ."t.t!!. 
-----------~------" 

1·\:h~l.dl Ilnll"!,11.lhn.1:l j.n] p<:j,lb.H :- ,1115!, 111Clnbu,it 
,.......---:----- ­ --r---- ­ -------------~~~ -
~--(;;-+__~)-I---~lSltlh unn ~Jr&o:llll~J.::.l PC~,\Wdl_~cgen Sjpj~}~ n::.l~l~u.tt pll n~~ 

1 i' -l -. I! u["iah n.lln. i':\:S \ ,11~~ h"dJ,lk Ill<:nenm.l tlllll·lIl~·ln ,.lb.lt.lll 

~ : 'I! ~- ~;=~~~- ~;I~~:::~:~~~:;!::'::'::;i;~,:,~~:':~::~:~~:~'::: ':'~""""I ,I ,I,m 

.\agk.i . 

10---t--- I:i -----! T"lis'.h runu jenjAnz. i.~h:;;:;l1 iungsinn.t! 1':\:5 'C-b-.-I-l-,-'J-;-n·l-.·-II-\.-'---.-.--1 

f--__--l_______~i.ll.\Jl1 .1I1gb :-. 
T l!lisiah unit or~dlaJ5JS! b.:r:'.lU~kut,Hl b"kt:r;.l,11 

12 

Li 

i 'f 

i5 

i6 

17 

18 

l-iJ 

I.::') 

16) 

17) 

18) 

y.\!1~ J:!:L,ksud .u~gk.\ ":' .1.1L:1\ i.lb.lr;,~r: 

Ll'u~~.ll sur.u pen~.Hl?k.H.1n dOll,Hl1 i:tl~Jl.l!l fUH~!)1'..:,n.d 

din1.lksud ,blam h.cpurus,m PresiJen l':ol1lcr 4 T.l:ll!ll 2::°. 

I 
'Tulisbh t'ln~~.lL DubI! ..1111 t.'ihul1 P;"":S ~L~b.lg,.\i tL"L)t+l:t I.Ld.t!1: .in?!!...:1 

seeM.l OYJr .• Il1Jsih menduduk, i.lb.ll.tIl. 

Tuiisl.•h dengan .mgka <i.1ll humf b"SArt1\·.1 runj,lllg.lll \·.Ul~ ,1.nuk,ud dJl.1111 

.1n~k.l 10 di .n,lS ,rnenUfl!t Keputus.m Prt"~idul ='..1nH)f .; i T.lh:.m 2::.';. 

TuEsl.lh n,lll1a Jt.lU temp.1t K.llllor Pt'rbt'lld.lll.lr.l.l!l d.1H h..1S :\:eg.lf.t! 

Kcp.lL\ KeU.lng.lll Pt:'t1krinL1h l):tef,lh din1.l11,; P~h.lW.li 

terschu! mebksJllJk.lIl !llg.I,. 

Tulishh 

~ 
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1 

~ 

ANAK LAMPIRAN I·e 	 KEPUTUSAN KEPALA B,\l):\:\ 

KEPEGA'V:'AIAN NEGARA 

NOMOR .)2 TAHF\) 10:::.1 

TANGGAL : 14 AGUSTliS 1003 

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI 


NOMOR: ............ l) 


Yang bertanda tangan dibawa ini 

Nama : .................................... 2) 


NIP : .................................... 3) 


Pangkatl golongan ruang : ................................... .4) 


Jabatan : .................................... 5) 


Unit Organisasi : .................................... 6) 


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: 

Nama : .................................... 7) 

NIP : .................................... 8) 

Pangkatl golongan ruang : .................................... 9) 

Jabatan : .................................... 10) 

Unit Organisasi 1) 

telah melaksanakan tugas kembali dalam jabatan tersebut terhitung mulai tanggal 

..................... 12) dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4l. Tahun 2003, 

Sdr .................... .7) berhak menerima tunjangan jabatan .................. 10) sebesar 

Rp ..................... 13) ( .......................... ) sebulan, terhitung mulai tanggai 

.................. 14). 


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mcngingat 
sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipi!. Apabila kemudian hari isi surat pernyataan 
ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia 
menanggung kerugian tersebut. 

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan 
Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah ........... 15) 

282 Peraluran·peraluran Jaba/an FungsionaJ Perencana 

....... , .... ...... .... . .... lb 

P~jabat ,·.mg nlembucll pany,n.UI1 

(........... . 


T enbusan Yth : 
1. Kepala Bldan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kcpegawaian; 

2. Kepala Kantor Regional.. .... Badan Kepegawaian Neg,\ra di ............. 17) 


3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; 

4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 

5. Pejabat lain yang dipandang periu. 

~ 


Peraluran-peraluran Jabatan Fungsional Perencana 283 



PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-e 

NO NO. KODE L'RAIAN 

1 .2 :I 

1 1) Tulishh nomoI sural pejab.lt ,·.mg Il1cmb".H S"LIt pcrnnu.lIl Il""iil 

mehksan;.k.m ttl)!;;!, kembali seb.'g.,' Perencm.l. ... 
2 2) Tulislah nama pejabat yang membu.ll perny;l\aan. 

3 3 ) Tulisbh NIP dari pejabat yang memb";ll pernpu.ln. 

4 4) Tulislah pangkat dan golangan ru.lOg dari pejab.n )"anlo\ membu.1t 

pernyataan. 
. ... 

S 5) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membu.ll perny.n.,an. 

6 6) Tulislah unit organis.lsi dari pejabat yang membllat perny.na.1I1. 

7 

~....... 

8 

7\
I 

8) 

T"lislah nama PNS yang melaksanakan tug"s kembali s.h.lg.,i Pcrenl".H1.1. 

TulisLlh NIP dari PNS png dim.lksud d.Lull .mgk., 7 di .IUS. 

1'"lisl..h pangbt dan golongan ruang P~S tnsebut V.Hl?, dinJ.ljm,d 

,.... 
9 9) 

dalam angb 7. 

T ulislah nama jenj ..ng jabatan fungsional Perenc..na , ..mg dipangku oit.·h 

pejab.ll dimaksud dalam angka 7. 

10 10) Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan berkerj". 

11 11) Tulislah tanggal, pejabat sebagai tersebut d"lam "ngb 7 di .,!.IS sec"r.' 

nyata telah melaksanabn tug.. kembali. 

12 12) Tulislah dengan angb dan hurllf besarny;t tunjang•• n j;.bal.ln \'.m~ 

dimaksud dalam dngka 10 di alas menurUl Kepurusan Pre.iden );"m,)\ 

-- ­ -
1.3 ! 3) 

41 T,.hun 2003. 
-------- ­

Tulisl.h tangg.,1 mulai PNS berh.lk menerima runj.ng.H) dim.•ksud. 

14 

15 

14) 

!S) 

Tulisl.h nama temp.t Kantor Perbend.h.\raan d<ln Kas ~eg'lr.';Kep ..L\ 

t Biro/Bagian Keuangan Pemerint.h Daer.h diman. Peg."""i Negeri Sipil 

tersebut melaksanakan tug.s. 

16 

17 

16) 

17) 

1'ulislah tempat dan t'anggal ditelapkJnnya keputusan ini. 

T ulislah nama dan tempal Kamor Region-al Bad.n KepegawaiJll C\!eg;,r., 

diman. PNS tersebut mdaksanakan tugas. 

e 
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ANAKLAMPIRANH 	 KEPUTUSAN KEPALA BADAN 

KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 32 TAH~TN 2003 

TANGGAL : 14 AG1JSTUS 2001 

KEPlnUSAN MENIERIIKEP AlAIGUBERNUR/l3UPA TVWl\llKOTA......... 1) 

NOMOR: ............ 2) 


TENTANG 


PENGHEN1IAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TlJN]ANGAN.............3) 


MENTERI/KEP ALAIGUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA. ............ 1) 


Menimbang 

Mengingat 

Mel1etapkan 

PERTAMA 


a. 	 bahwa Sdr. ............... .4) NIP ........ 5) berdasarkan 

Keputusan Memeri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota 

...........6) Nomor ................... tanggal .................... .7) 

yang bersangkutan ditugaskan sebagai ........ dan diberikan 

tunjangan sebesar Rp ............8) ( ........ . 

sebulan terhitung mulai tanggal ............................... 9). 


b. 	bahwa berdasarkan Kepu tusan ...... 10) N omor 
.......... tanggai ........... 11) Sdr. ........... 4) tersebut 
dimutasildipindahkanl ............... .. ...........terhitung 
mulai tanggaL. ............... 13); 

c. 	 bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan 
penghemi'ln tunjangan jabatan fungsional.. .... 3); 

1. 	 Undang-undang Nomor 8 TJhun 1974 jo. Und~ng-

Undang Nomor 43 Tahun 1999; 


2. 	 Peraturan Pemerimah Nomor 32 T ahun 1979; 
3. 	 Peraturan Pemerimah Nomof 30 Tahun 1980; 
4. 	 Peraturan Pemerimah Nomor9 Tahun 2003; 
5. 	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003; 
6. 	 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

32 Tahun ZOC3; 

MEMUTUSKAN: 

Menghemikan jabatan S,l:.lciara : 
Nama .......... 4) 
NIP 5) 
Jabatan 
Satuan Organisasi/Unit Kerja 

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 
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KEDUA tul1)angan jabatan.. 3) p'lda diktlln~ 
PER'l'AMA adalah t('rhitung muLli buLl!; 

............ 16) 

hETIGA 	 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dJlam 
kcputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan 
kembali sebagaimana mestinya. 

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang 
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 	 . 

Ditetapkan di ....................... 17) 

pada tanggal... .......... , .......... 18) 


MENTERI/KEPALA/GUBERNURI 
BUPATI/WALIKOTA...... 1) 

19) 

T embusan Y th : 
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 
2. Kepala Kantor RegionaL Badan Kepegawaian Negara di ......... , ..20); 

3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; 
4. 	 Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian 

Keuangan Pemerintah Daerah di .... , .. ,..21); 
5. Pejabat lain yang dipandang perlu. 

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-d 

URAIANNO. KODENO 

311 

Tulisl.h rum.' j.,b,l["n yang ber\\'en,1n~ lll(·I1<'<.lpiull \11/1 } 1 
penghenti.tn senlent.l.f-l tllnj~lngall j.lb,H.Ul Per('nr.lll.l. 

) ]) Tulislah nomar Sur.\! Keputlls'lII ,·.Hlg din1.1kslld dili~n':l;;iik:;--l -_ 
.. ­~- Tulisbh 1l,1Il1.1 tunjang.lll j.b.tao fungsioll.d t~,,<:b ,,,b 1.,) 

dimaksud d,d,lIn Pa"l 1 Keputusan Presiden :.\omor 41 T,,)ltlll 2\::.1. 

41 Tulisbh ll,llll,' P~S y"og dikcnakan pc'nghl'nli.,n,'pt'ngiJe"Jti.;;; ­-l 

semenrara d.lri jabatan !ullgsionai terSebUI seb.'gailll.ln., dilll.lbud d.ll.'1ll 

angb 3. 
f----. 

5) Tulislah NIP dari PNS \'.1n" dimaksud d.lam angb 4.5 

G) Tulislah n.llU jabatan yang mengangk.lt PNS terseblH p"d., 'lllgk., 41<e6 

dalam jabatan fungsional. 	 . .~ 
7)~ Tulislah nomor dan tanggal Surat KeputuS,'ll peng'lIIgk,\l,llI d,d,ull 

j;.!batan fungsionaL _.... 

8 8) Tulisbh dengan 'Ingka dan huruf besarny., tllnjang.ln j.lb.lt,ln \' ani' 

berhak dilerim,l PNS tersebut pada angb 4. 

9 9) Tulisiah tanggal mulai berlakunya Surat Keputusan pemberian ttllljangan 

jabatan. 

10 10} Tulisah nama jabatan yang menetapkan mutasi kepega"'aian b.lgi PNS' 

yang menduduki jabatan fungsional. 

11 11) T ulislah nomor dan tanggal surar keputusan tersebut p"d" ang~.lL~:.... 
12 12) Tulislah mutasi kepegawaian yang dialami Pegawai Negeri Sipil tersebut 

atau .lasan bin sehingga PNS tidak berbJk mempcroleh [unjang"n 

jab"tan terscbut. 
f-13 13) Tulislah tanggal mulai berlakunya Surdt KepulUsan tersebur p.;d,,~~ 

10.--_. 
14 14) Tu!islah nama jabatan yangakan dihemikan tllllj.mg"" j,\baLln [~rSebUI 

di aras. 
15 15) Tulislah sawan organisasi/unit kerja dari PNS )".ln1' mend"dllki i"b,\l"n­

fungsional. 

16 
 16) Tulislah ranggal mulai benakunya penghenrianlpenghe 

tunjangan jabatan tersebur di atas. 
17 '17) Tulislah tempat diterapkannya Keputusan.I-tg-I--- 18) Tulislah tanggal penetapan Keputusan. 

19 
 19) Tulislah nama dan NIP dari pejabat tersebut pada ,'ngk.~ 1t--w­

Senlent.lr.l 

---~ 

20) Tulislah nama dan tempat Kantor Region<ll B.ldan Kepeg;lwaian:~ 
yang meliputi wilayah kerja PNS terscbut melaks,lll,lkan tug,'s. 

21 11) Tulislah nama dan tcmpar Kamor Perbendah,lraan dan Kas Neg,H,'/ 

KepaJa Biro/Bagian Kcuangan Pemerinrah D.lerah dimana PNS tersebUl 

melaksanakan tugas. 

-
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ANAK LAMPIRAN II 	 KEPUTUSAN KEPALA BADAN 

KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR ,32 TAHUN 2003 

TANGGAL 14 AGUSTUS 200.' 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2003 


TENTANG 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang 	 bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, 
pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan 
Fungsional Perencana, dipandang perlu memberikan 
Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana dengan Keputusan 
Presiden; 

Mengingat 	 L Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: 

2. 	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebagaimana telah diu bah dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. 	 Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 1977 tcntang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17); 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lemb,uan 
Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambah,m Lembaran 
Negara Nomor 3547); 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tel1tang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindah,u1, d,ln 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negard 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4263); 
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6. 	 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahul1 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negcri Sipil; 

MEMUTUSKAN: 

TE:-';T:\NGPRESIDENKEPUTUSANMenetapkan 	 FUNGStONALJABATANTUNJANGAN 

PERENCANA. 


Pasall 

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dcngan 
Tunjangan Jabatan Fungsional Perencan,l, yang scbnjutnya 
disebut dengan Tunjangan Perencan,l adalah tunjangan 
jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri 
Sipil yang diangkat dan ditugaskan Secara penuh dahlm 
J ab'atan Fungsional Perencana sesu,li dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal2 

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugasbr: 
secara penuh dalamJabatan Fungsional Perencana, diberikar: 

Tunjangan Perencana setiap bulan. 

Pasal3 

Besarnya Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiral 

Keputusan Presiden ini. 

Pasal4 

Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 
diberikan terhitung mulai bulan Januari 2003. 

Pasal5 

Pemberian Tunjangan Perencana dihentikan apabila Pegaw: 
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, di,\llgk~ 
dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain ata 
karena hal lain yang tnengakibatkan pemberian tunjanga 
dthentikan sesuai dengan ketentuan per,lturan perundan 

undangan yang berlaku. 

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 
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LAMPIRAN 
Pasal6 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 

NOMOR 41 Tahun 2003Keter.tuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan 
TANGGAL : 10 Juni 2003Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri KeuangaJl danl 


atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baiksecara bersarna­

BESAR TUNJANGAN-- .1sarna rnaupun secara sendiri-sendiri rnenurut bidang tugasnya I No 'I JABATAN 1 . . .---1 

rnasmg-rnasmg. 

Pasal7 
Keputusan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

r----+-----------. 
I--~ Perencana Utama 

2 I Perencana Madya 

3 I Perencana Muda 
i 

4 1 Perencana Pertarna 
1 

Rp. 1.118.000,00 
-~ 

Rp. 994.500,00 

Rp. 600.000.00 

Rp. 240.000,00 

padatanggal 10 Juni 2003 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ttd. MEGAW A TI SOEKARNOPUTRI 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Peraluran·peraluran Jabalan Fungsionai Perencana 
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REPUBLIK INDONESIA 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DlREKTORAT JENDERAl ANGGARAN 

SURATEDARAN 

NOMOR SE-188/A12003 


TENTANG 

PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN 


fUNGSIONAl PERENCANA 


~ 
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA 

DlREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 


Tdepnn 3456547, 384222J, 3840515, J840516 
J864779, 3459619, J5Hll~, 3459617 

Telex 457799 
Faximilic (62·1113514026 (hunting 8 "luran) 

2.1 Septembor 2003 L.mpiran ; Dua berbs 
Yth. 
L Para Kepala Kantor Wit.yah Direktorat Jender.1 Anggaran 

Par. Kepala Kantor Perhend.har ••n dan K.s Negara 
.1. Para Kepala Kantor Verifikasi Pelak<anaan Anggaran 

1, sid 3 diseluruh Indonesia 

SURAT EDARAN 

Nomor SE- 188/ A/2003 


TENTANG 


PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 

PERENCANA 


Bersama ini disampaikan Keputusan Presiden (Keppres) R.l. Nomor 41 
Tahun 2003 tanggal10 Juni 2003 tentang TunjanganJabatan Fungsional Perencana, 
dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) N omor 32 Tahun 2003 
tangga1 14 Agustus 2003 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan 
Penghentian Tunjangan J abatan Fungsional Perencana. 

Selanjutnya diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut: 

Besarnya Tunjangan PerBulanJabatan FungsionalI No. 

I 1. . Perencana Utama Rp. 1.118.000,-

Perencana Madya Rp. 994.500,­L2 . , 
i 3. Perencana Muda Rp. 600.000,­
r­: 4. I 

I Perencana Pertama RD. 240.000-·- .. 

1. 	 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak mendapat tunjangan jab~nan 
Perencana, yang selanjutnya disebut tunjangan fungsional 

Perencana adalah PNS yang tdah diangkat dan ditugaskan secara penuh 
dalam jabatan fungsional Perencana, dengan surat keputusan pejabat yang 
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. 	 Besarnya tunjangan fungsional Perencana terhitung mulai bulan J anuari 2003 
adalah sebagai berikut: 

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 
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a. Kepala BKN Up.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;3. Pemberian tunjangan Perencana, ditetapkan dengan surat keputusan pejabJt 
b. Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; yang berwenang dan Pejabat yang berwenang dapat mendelegasibn 
c. PNS yang bersangkutan; Pejabat lain dilingkungannnya llntuk , menetapkan keputus<1l1 
d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; tunjangan Percncana. Dalam surat keplltusan pemben'lll tunj,ll1g,\n 
e. Pejabat lain yang dipandang perlu. Perencana, harus dicantumkan besarnya mnjangan yang bcrsang,kuLll1. 

o 
/. Permimaan pembayaran Tunjangan Perencana diajukan oleh Pejabat PembuaAsh surat keputusan pember ian tunjangan fungsional Perencan'1 disamp.1ikan 

Daflar Gaji (pDG) bersama·sama dengan permimaan gaji kepada Kepala Kamokepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya kepada : 
Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala BiroBagian Keuangan Pemerintala. 	 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 
Daerah yang bersangkutan, dengan melampirkan surat keputllsan dan sUra'b. 	 Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Up. Deputi Bidang 

pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4,5 dan 6.
Iniormasi Kepegawaian di Jakana; 

10. Pembayaran T WljanganPerencana dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya,PN c. 	 Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; 

yang bersangkutan: 
d. 	 Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara IKepala Biro/Bagian 

a Dibebaskan semen tara dari jabatan fungsional Perencana; 
Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 
b. Diberhentikan dari jabatan fungsional Perencana; e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; 
c. Berhenti sebagai PNS; f. Pejabatlain yang dipandang perIu 
d. Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin beral 4. 	 Pembayaran tunjangan jabatan fungsional Perencana : 

dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuah hukullUI1 disiplir <J. 	 Tunjangan fungsional Perencana diberikan terhitungmulai tanggall (saw) 

berupa penurunan pangkat. 
bulan berikutnya setelah PNS bersangkutan secara nyata, melaksanabm 

11. TWljanganPerencanadihentikan terhitWlgmulai bulan berikutnra seiak PNS yang tugas yang dinyatakan dengan Surat Pemyataan Melaksanakan T ugas (SPMT) 
bersangkutan dibebaskan sementara karena menialani cuti besar atal! cuti dilual dari Pejabat yang berwenang. 

tanggungan negara. 
b. 	 Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggall (sam), tunjangan' Perencan-J 
K.husus bagi PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan negara unt uk persalinandibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. 
anak ke-4 (empat) clan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka sdam;l c. 	 Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada hurufb, apabila benepatan 
menjalani cuti diluar tanggungan negara yang bersangkutan lidak dibebaskan dari dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasn ya dilaksanakan pada tan ggal 
jabatannya, tetapi tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan).berikutnya, pemberian tunjangan fungsional Perencana dibayar mulai bulan 

itu juga. Gaji dan tWljangan jabatannya dibayarkan kembali mulai bulan berikurnya sa:elah 

yang bersangkutan selesai menjalani cutl diluar tanggungan Negara untuk pers,ilinan 5. 	 Kepada PNS yang pada tanggal 1 Januari 2003 masih menduduki jabatan 
anaknya.fungsional Perencana, pembayaran tunjangan fungsional Perencana dilakukan 

Umpanya:
berdasarkan , Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (SPTMJ) dari Pcjabat 

yang berwenang. Seorang Perencana pada Pemerintah Daerah Propinsi J awa T engah yang menjalani 

cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) selama 2 (dua) 6. 	 Untuk kelancaran pembayaran tunjangan Perencana, maka setiap permulaan 
bulan terhitung mulai tangga125 Nopember 2003 sampai dengan 25 J anuaritahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat Surat Pernyataan Masih 
2004. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persatinanMendudukiJabatan (SPMMJ) bagi para PNS di lingkungannya. 
anak, la mulai bekerja kembali terhitWlgmulai tanggal26 Januari 2004. 7. 	 Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada 
Dalam hal yang demikian : Pejabat yang lain dalam lingkungannya umuk membuat SPMT, SPTMJ atau 
a. Dihentikari pembayaran gaji dan tunjangan Perencana untuk bulanSPMMJ sebagaimana dimaksud pada angka 4.5 dan 6. 


Desember 2003 dan Januari 2004.
8. Asli Surat SPMT ISPTMJISPMMJ sebagaimana dimaksud pada angka 4,5 dan 
b. Diberikan kembali gaji dan tunjangan Perencana untuk bulan Pebruari6 disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negaral Kepala 


2004 dan seterusnya.
Biro Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan 

tembusannya kepada: 
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Apabiia euti di Iuar tanggungan negara bukan karena.persalinan, maka 

tunjangan dibayarkan setelah diangkat kern bali sebagai Pegawai Negeri Sipil 

dan diangkat da!am jabatan fungsionaI Pereacana sena dinYJt .lkan 

melaksanakan tugas. 

! 

, 
I 
':

Itf' 
I 
'~ 

12. 	 Pejabat fungsional Pereneana yang diberhentikan dari jabatannya, 
umparnanya berpergian ke Luar Negeri , tugas belajar untuk jangka waktu 
6 (en am) bulan atau lebih, Tunjangan Fungsiona! Perencana dihentikan 
terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan Pereneana dibayarkan kembali 
seteIah diangkat dalam jabatan fungsional Pereneana dan dinyat<lkan te]<lh 

L 	 rnelaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang. 
Umparnanya: 
Seorang Pereneana ditugaskan mengikuti tugas belajar mulai tanggal15 Nopember 
2003 sampai dengan 15 Januari 2005. Perencana tersebut dinyatakan bekerja 

kembali terhitung mulai tangga 126Januari 2005. Dalam ha1 demikian : 

a. 	 Tunjangan Pereneana untuk bulan Desember 2003 sampai dengan bulan 

Mei 2004 tetap dibayarkan. 

b. 	 Tunjangan Pereneana dihentikan terhitung rnulai bulan Juni 2004 sampai 
Januari 2005. 

e. 	 T unjangan Pereneana dibayarkan kembaIi mulai bulan Pebmari 2005 dan 

seterusnya, apabi!a telah diangkat kembali dalam jabatan fungsional 
Perencana dan Surat Pemyataan Melaksanakan T ugas Kembali teIah diterima 

oIeh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negaral Kepala Biro/Bagian 
Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. . 

13. 	 Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian I 
pembebasan sementara dan jabatandan pemberian surat izin cuti diluar tanggungan 
negaral euti.besar, serta surat tugas beIajar, men yarnpaikan asli'surat keputusan 

alau asli sural ijin atau surat tugas belajar tersebut kepada PNS yang bers·angkutan 

dan tembusannya kepada: 

a. 	 Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 

b. 	 Pimpinan Instansi yang bersangkutan; 

e. 	 Kepala Kantor Regional BKN; 

d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara IKepala Biro/Bagian 
t Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan; .. 
~i 	 e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji; 

I f. Pejabat lain yang dipandang perIu; 
! 14. Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan PNS dalam
I jabatan Fungsional Pereneana yang ditetapkan sebelum dikeluarkann ya Sural 
~. 

Edaran ini, dinyatakan tetap berIaku. 
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KepaIa Kantor Wilayah Direktorat lendera! Anggaran dimlnta unt 

mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. 
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana nvstin'\,a. 

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN 

NIP. 060027032 

Tembusan: 

1. Menteri Keuangan; 
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 

3. Kepala Badan Kepegawaian negara; 
4. Sekretaris Meneg PPN/Sekut Bappenas; 
S. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Anggaran. 

...",
Peraturan-oerat(Jran Jabatan F{Jnn~i"nRI Pprpn,.",nR 


